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Untuk mereka yang berjuang di garis depan
melawan rezim pangan
dan merusmukan ulang masalah agraria bagi masa depan






TENTANG SERI KAJIAN PETANI DAN
PERUBAHAN AGRARIA

BUKU-BUKU Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria yang di-
prakarsai oleh Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS) ada-
lah “buku-buku kecil berisi debat teoretis tentang isu besar”.
Setiap buku dalam seri ini memuat penjelasan mengenai isu
pembangunan tertentu yang didasarkan pada beberapa perta-
nyaan kunci. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud meliputi:
Apa saja isu dan perdebatan terkini dalam suatu topik? Siapa
saja sarjana/pemikir kunci dan praktisi kebijakan dalam topik
itu? Bagaimana posisi tersebut muncul dan berkembang dari
waktu ke waktu? Bagaimana alur masa depan yang mungkin
terjadi? Apa saja materi yang menjadi rujukan kunci? Menga-
pa penting bagi para pekerja organisasi nonpemerintah, aktivis
gerakan sosial, lembaga bantuan pembangunan pemerintah
dan donor nonpemerintah, pelajar, akademisi, peneliti, dan ah-
li kebijakan untuk melibatkan diri secara kritis dengan poin-po-
in kunci yang dijelaskan dalam buku-buku Seri ini? Setiap bu-
ku memadukan pembahasan teoretis dan berorientasi kebijak-
an dengan contoh-contoh empiris dari latar lokal dan nasional
yang berbeda.

Dengan menggunakan tema besar “perubahan agraria”, ini-
siatif ini berusaha menghubungkan para sarjana, aktivis, dan
praktisi pembangunan dari berbagai disiplin dan dari semua
belahan dunia. “Perubahan agraria” di sini merujuk pada pe-
ngertian terluas, mengacu pada dunia pertanian-pedesaan-ag-
raria yang tidak terputus dari, dan mempertimbangkan kon-
teks, sektor-sektor dan perwujudan geografis lain semisal sektor
industri dan perkotaan. Fokusnya adalah memberi kontribusi



terhadap pemahaman kita mengenai berbagai dinamika “per-
ubahan”. Artinya, kita memainkan peran tidak hanya dalam me-
nafsir (ulang) dunia agraria dengan berbagai cara, tetapi juga
ikut mengubahnya—dengan keberpihakan yang jelas bagi ke-
las pekerja, bagi kaum miskin. Dunia agraria yang telah diubah
secara mendalam oleh globalisasi neoliberal masa kini menun-
tut cara-cara baru untuk memahami kondisi kelembagaan dan
struktural, serta visi baru mengenai bagaimana mengubahnya.

ICAS adalah komunitas global para sarjana, praktisi pem-
bangunan, dan aktivis yang berpemahaman sama dan bekerja
pada isu-isu agraria. ICAS adalah ranah pijak bersama, ru-
ang bersama bagi para sarjana, praktisi pembangunan, dan
aktivis gerakan yang kritis. ICAS adalah inisiatif pluralis yang
memungkinkan pertukaran pandangan dari perspektif-pers-
pektif ideologi progresif yang berbeda. ICAS merespons kebu-
tuhan akan inisiatif yang membangun dan berfokus pada
jaringan—di kalangan akademisi, praktisi kebijakan pemba-
ngunan, dan aktivis gerakan sosial; antara Utara dan Selatan,
serta Selatan dan Selatan; antara sektor pertanian pedesaan
dan sektor industri perkotaan; juga antara ahli dan bukan
ahli. ICAS mendorong untuk saling memperkuat produksi pe-
ngetahuan secara bersama dan berbagi pengetahuan dengan
saling menguntungkan. ICAS mendorong pemikiran kritis, yang
berarti asumsi-asumsi konvensional dipertanyakan, proposisi-
proposisi populer ditelaah secara kritis, dan cara-cara baru un-
tuk mempertanyakan masalah disusun, diusulkan, dan ditindak-
lanjuti. ICAS mendorong penelitian terlibat dan pembelajaran;
menekankan pada penelitian dan pembelajaran yang menarik
secara akademis dan relevan secara sosial, serta menyiratkan
keberpihakan pada kelompok miskin.
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Seri buku ini secara keuangan didukung oleh Inter-Church
Organization for Development Cooperation (ICCO), Belanda.
Penyunting seri ini adalah Saturnino M. Borras Jr., Max Spoor,
dan Henry Veltmeyer. Serangkaian buku dalam seri ini tersedia
dalam berbagai bahasa.
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TERIMA KASIH

TERENCE K. HOPKINS adalah orang yang pertama kali memer-
kenalkan saya kepada masalah agraria, dengan suatu bacaan
yang terilhami oleh buku karya Lenin, Development of Capita-
lism in Russia, saat saya mengikuti perkuliahan pertama pasca-
sarjana. Ini menjadi penuntun bagi disertasi saya tentang ma-
salah agraria di Australia masa kolonial, dengan dibimbing oleh
Fred Buttel. Dengan kemampuan tinjauan masa depan yang tak
tertandingi, Fred mengajak Harriet Friedmann dan saya untuk
menulis bersama sebuah makalah seminar mengenai pangan
dan sejarah kapitalisme. Penelitian brilian Harriet mengenai pa-
sar gandum dunia membuka pintu bagi analisis rezim pangan.
Saya belajar banyak dari tiga mitra bestari ini, selain dari Dale
Tomich. Kami sempat tenggelam dalam masalah-masalah yang
terilhami oleh aliran Binghamton, yang terbentuk di sekitaran
Hopkins dan Immanuel Wallerstein, yang menyoroti dunia-se-
jarah politik kapital, formasi sosial agrarianya, dan metode his-
toris Marx. Masalah-masalah besar ini memberi landasan bagi
proyek rezim pangan, membentuk kolaborasi panjang dengan
Harriet, meski kami hidup di bawah rezim-rezim yang agak ber-
beda. Saya pun belajar banyak dari rekan-rekan di Agri-Food
Research Network.

Pada awal 1990-an, Fred Buttel dan saya mengucapkan sa-
lam perpisahan dengan masalah agraria, tetapi Farshad Araghi
segera melakukan penyegaran melalui penelitian yang menge-
sankan tentang ‘penyusutan kepetanian’ (depeasantization).
Dia dan Raj Patel telah menjadi provokator intelektual selama
satu setengah dekade terakhir, demikian pula Dia DaCosta yang
mengajarkan saya bagaimana berpikir di luar kotak kapital dan



menyadari dialektikanya. Karya-karya mahasiswa pascasarja-
na asuhan saya yang luar biasa dan karya Harriet tentang De-
wan Kebijakan Pangan Toronto (Toronto Food Policy Council)
menunjukkan saya berbagai cara untuk menautkan penelitian
dengan dunia aktivisme. Pada awal 2000-an saya beruntung
bertemu Nettie Wiebe di sebuah pertemuan pengorganisasian
gerakan di Mexico City sebelum pertemuan antar-menteri WTO
2003. Nettie, anggota pendiri Via Campesina, adalah orang
yang pertama kali merangsang ketertarikan saya pada gerak-
an kedaulatan pangan. Nettie juga membawa saya berjumpa
Jun Borras, yang berjasa bagi saya, terutama karena kepemim-
pin intelektual dan moralnya sebagai aktivis-pembelajar, juga
karena dukungannya yang tanpa henti. Energi Jun bisa men-
jalar—suatu tanda bagi masa-masa kebersamaan kami, dan apa
yang dia capai dengan menyunting seri buku ini dan The Journal
of Peasant Studies merupakan persembahan berharga bagi para
akademisi dan kaum pergerakan. Jun dan Farshad, serta Jason
Moore, selalu menyodorkan pandangan-pandangan yang tajam
serta dorongan kuat selama persiapan buku ini. Kate Kennedy
menguatkan teks ini dengan penyuntingan naskah yang sak-
sama, dan Beverley Rach telah menjalankan tugas sebagai re-
daktur pelaksana yang penuh simpati.

Buku Rezim Pangan dan Masalah Agraria ini merupakan
upaya untuk menulis ulang proyek rezim pangan, bukan se-
cara komprehensif tetapi ilustratif, guna mengemukakan ma-
salah-masalah baru seputar ranah pertanian-pangan secara
umum, dan pendekatan rezim pangan secara khusus. Karya
awal yang saya tulis bersama Harriet memuat garis besar
mengenai pentingnya makna politis relasi-relasi pertanian-
pangan di skala global, untuk selanjutnya bisa dikembangkan
oleh rekan-rekan pengkaji baik di dunia akademis maupun di
kalangan aktivis. Saya berharap tafsiran yang akan muncul
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bakal menyempurnakan dan meluaskan janji proyek ini se-
bagai lensa yang mengemukakan masalah-masalah pertanian-
pangan sebagai isu politik.
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PENGANTAR PENYUNTING ICAS

REZIM Pangan dan Masalah Agraria karya Philip McMichael ada-
lah buku ketiga dari Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria
yang diprakarsai oleh ICAS (Initiative in Critical Agrarian Stu-
dies). Buku pertama ditulis Henry Bernstein dengan tajuk Di-
namika Kelas dalam Perubahan Agraria, dan buku kedua ditu-
lis Jan Douwe van der Ploeg berjudul Petani dan Seni Bertani:
Maklumat Chayanovian. Volume ketiga ini merupakan lanjutan
yang sempurna dari kedua buku sebelumnya, dengan berpijak
dan menautkan pembahasannya pada topik-topik kunci yang
dibahas dalam kedua volume sebelumnya. Ketiga buku awal
dalam Seri ini menegaskan kembali arti penting dan relevansi
strategis dari lensa analitis ekonomi-politik dalam kajian agra-
ria dewasa ini. Ketiganya benar-benar membentuk suatu stan-
dar dasar bagi Seri ini, baik dalam hal relevansinya secara po-
litis maupun kecermatannya secara ilmiah.

Di sini kami memaparkan penjelasan singkat yang bisa mem-
bantu meletakkan buku ini dalam perspektif yang terhubung
dengan kerja politik dan intelektual ICAS. Dewasa ini, kemis-
kinan global masih menjadi fenomena mendesak di pedesaan
yang ditandai dengan tiga perempat kaum miskin dunia bera-
sal dari desa. Maka, persoalan kemiskinan dan tantangan un-
tuk mengakhirinya, sebagai isu multidimensi (ekonomi, politik,
sosial, kultural, gender, lingkungan, dan sebagainya), memi-
liki kaitan erat dengan resistensi kelas pekerja pedesaan terha-
dap sistem yang terus mereproduksi kemiskinan di pedesaan,
juga dengan perjuangan kaum miskin dalam rangka menjaga
keberlanjutan penghidupan. Karena itu, perhatian dan fokus
pada pembangunan pedesaan tetap sangat penting bagi kajian



pembangunan. Namun, perhatian dan fokus pada pedesaan ti-
dak berarti memutus hubungan desa dengan persoalan perko-
taan. Tantangannya ialah memahami kaitan antara keduanya,
sebagiannya karena langkah-langkah pengentasan kemiskin-
an pedesaan dipandu oleh kebijakan neoliberal, juga karena
berbagai upaya lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan
internasional arus utama yang terlibat dalam dan memimpin
perang melawan kemiskinan global dalam banyak hal hanya
mengganti kemiskinan pedesaan menjadi kemiskinan baru di
perkotaan.

Pemikiran arus utama tentang kajian agraria mendapat
pembiayaan melimpah sehingga mampu mendominasi produk-
si dan pustaka tentang penelitian dan kajian seputar isu-isu
agraria. Lembaga-lembaga seperti World Bank yang mengarus-
utamakan pemikiran itu juga memiliki keterampilan untuk
memproduksi dan menyebarluaskan terbitan yang sangat mu-
dah diakses dan berorientasi kebijakan. Terbitan-terbitan sema-
cam itu disemaikan di seantero dunia. Para pemikir kritis di
lembaga-lembaga akademik pada dasarnya juga mampu dan
memang menantang arus utama itu dengan banyak cara, teta-
pi umumnya terkurung di dalam lingkaran akademik dengan
jangkauan populer dan dampak yang sangat terbatas.

Situasi itu meninggalkan lubang besar untuk memenuhi ke-
butuhan para akademisi (dosen, peneliti, dan mahasiswa), akti-
vis gerakan sosial, dan praktisi pembangunan di Selatan mau-
pun Utara agar mampu mengakses buku kajian agraria Kkritis
yang kokoh secara ilmiah tapi mudah dibaca, penad secara
politis, berorientasi kebijakan, dan murah. Untuk merespons
kebutuhan ini, ICAS meluncurkan seri buku kecil yang memu-
at “perkembangan terbaru”, buku yang akan menjelaskan isu
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pembangunan yang didasari dengan beberapa pertanyaan: Isu
dan topik apa yang sedang diperdebatkan dewasa ini? Siapa
ilmuwan, pemikir kunci, maupun praktisi kebijakan yang pa-
ling aktual? Bagaimana posisi tertentu bisa hadir dan terben-
tuk sejauh ini? Jalur-jalur apa yang mungkin terbentuk pada
masa depan? Kepustakaan kunci macam apa yang menjadi
bahannya? Bagaimana dan mengapa menjadi penting bagi pe-
kerja organisasi nonpemerintah (orNOP), aktivis gerakan sosial,
lembaga donor pembangunan, dan agen lembaga donor non-
pemerintah, mahasiswa, akademisi, peneliti, dan pengamat ke-
bijakan untuk secara kritis terlibat dengan beberapa poin uta-
ma yang dijelaskan dalam buku ini? Setiap buku memadukan
diskusi teoretis dan diskusi yang berorientasi kebijakan dengan
disertai contoh-contoh empiris dari pelbagai negara dan kon-
disi lokal.

Buku-buku Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria akan
tersedia dalam berbagai bahasa selain bahasa Inggris, setidak-
nya yang sudah diinisiasi ada empat, yakni Tiongkok, Spanyol,
Portugis, dan Indonesia. Edisi Tiongkok diterbitkan melalui
kerjasama dengan College of Humanities and Development,
China Agricultural University di Beijing di bawah koordinasi Ye
Jinzhong; edisi Spanyol dikoordinasikan oleh Program Dokto-
ral, Kajian Pembangunan, Autonomous University of Zacacetas,
Meksiko di bawah koordinasi Raul Deldago Wise; edisi Portugis
bekerjasama dengan Universidade Estadual Paulista, Presiden-
te Prudente (UNESP) di Brasil, dengan koordinator Bernardo
Mancano Fernandes; sedangkan edisi Indonesia bekerjasama
dengan INSISTPress dengan koordinator Laksmi A. Savitri.

Kami sangat bahagia dan merasa terhormat bisa menerbit-
kan buku Henry Bernstein sebagai volume pertama, lalu buku
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Jan Douwe van der Ploeg sebagai volume kedua, dan buku
McMichael ini sebagai volume ketiga dalam Seri ini: ketiga bu-
ku ini merupakan suatu perpaduan yang sempurna dalam hal
topik, kemudahan dibaca, relevansi, dan kecermatan. Kami sa-
ngat bergairah dan optimis akan masa depan Seri ini!

Saturnino M. Borras Jr., Max Spoor, dan Henry Veltmeyer
Editor Seri Buku ICAS



PENGANTAR EDISI INDONESIA

BUKU-BUKU yang diterbitkan dalam Seri Kajian Petani dan Per-
ubahan Agraria tak mungkin terhindar dari kesan ‘buku serius’.
Kebanyakan dari buku-buku ini memerlukan kesediaan pem-
baca untuk mendialogkan tiap buku dengan bacaan-bacaan
lain yang memosisikan diri dalam pembahasan, bahkan debat,
atas topik yang ditulis. Demikian pula buku Rezim Pangan dan
Masalah Agraria yang ada di tangan Anda sekarang. Buku ini,
sebagai buku terjemahan dari naskah asli yang diterbitkan pa-
da 2013, bisa dikatakan telah diselamatkan oleh kelambatan ke-
datangannya ke dalam khazanah bacaan berbahasa Indonesia.
Andai saja buku ini diterjemahkan pada tahun yang sama atau
sebelum 2016, pembaca mungkin belum memiliki akses pada
perdebatan bernas yang cukup keras, antara Henry Bernstein,
Philip Mcmichael, dan Harriet Friedmann tentang Analisis Re-
zim Pangan yang diterbitkan oleh The Journal of Peasant Stu-
dies Vol. 43, No. 3.

Karena perdebatan tentang analisis rezim pangan tak mung-
kin dilepaskan dari keberadaan buku kecil di tangan Anda ini,
sebagai pengantar membaca, kami mencoba mengajak untuk
membayangkan serbasekilas saja cerita tentang perdebatan
antara Bernstein, Friedmann, dan McMichael tentang analisis
rezim pangan. Ajakan ini sekadar upaya untuk membuat ki-
ta bersama dapat mendudukkan argumentasi-argumentasi di
dalam buku ini secara lebih jernih. Jernih dalam mengartikan
perbedaan-perbedaan arah analisis yang mencuat dari buku
ini, maupun jernih dalam memaknai posisi politik tulisan ini
ke dalam aksi. Kemudian, dalam rangka mengantarkan buku
ini, refleksi atas konteks Indonesia atau konteks negara-negara
jajahan pada umumnya akan sedikit disinggung, karena sangat



mungkin pembaca kehilangan sangkutan diri pada teks akibat
nasib Dunia Belahan Selatan kerapkali tertelan ceritanya oleh
dominasi narasi tentang kuasa negara-negara digdaya dalam re-
zim pangan internasional.

Beberapa keberatan tentang arah, atau katakanlah, unsur
pembentuk dari analisis rezim pangan datang pertama kali dari
Henry Bernstein, seorang ahli agraria Marxis ternama dan penu-
lis buku pertama yang diterbitkan dalam serial ini. Bernstein
menyampaikan kritik cukup mendasar atas penggunaan rezim
pangan sebagai metode analisis untuk memahami perubahan
agraria global. Dengan sangat cermat, Bernstein (2016) meng-
urai delapan elemen dalam konsep rezim pangan dan meme-
riksanya satu per satu untuk memperlihatkan kegunaan yang
canggih dari analisis rezim pangan, sekaligus menemukan ke-
kosongan analisis pada satu-dua atau keseluruhan elemen ter-
sebut. Misalnya, ia menggarishawahi ketiadaaan kejelasan atas
bentuk gerakan sosial seperti apa yang sesungguhnya memicu
ketegangan dan kontradiksi sehingga memungkinkan terjadi-
nya transisi dari rezim pangan satu ke yang lainnya. Selain itu,
Bernstein juga menjadi pendebat keras dari konseptualisasi re-
zim pangan ketiga yang disebut McMichael sebaga Rezim Pa-
ngan Korporat. Menurut pandangannya, McMichael terjebak pa-
da kategorisasi ‘peasant’ secara politik, alih-alih mengupasnya
secara analitis. Hal yang sama juga terjadi pada kategorisasi
korporat yang terlalu struktural sehingga lebih berbau politis.
Akibat dari ‘politisasi’ ini, Bernstein memandang bahwa anali-
sis rezim pangan menghasilkan posisi biner semata-mata, bu-
kan memperlihatkan kontradiksi internal dari proses akumulasi
kapital pertanian. Langkah ini menutup kemungkinan untuk
menghasilkan pertanyaan lebih jauh tentang dinamika kelas
petani dan implikasinya pada transisi menuju rezim pangan ke-
tiga. Bernstein mempertanyakan argumentasi McMichael yang
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memosisikan gerakan petani untuk kedaulatan pangan sebagai
penanding dari konsolidasi korporasi pangan dan pertanian,
karena gerakan petani tersebut tidak diletakkan dalam analisis
yang jernih tentang pendefinisian siapa yang disebut ‘peasant’
dan dalam dinamika kelas seperti apa ia muncul.

Tentu saja kritik dan argumentasi yang disampaikan
Bernstein tidak cuma itu, juga tidak sesederhana dan sesingkat
itu. Banyak sekali dasar-dasar argumentasi disampaikan de-
ngan sangat rinci dan sistematis yang justru sangat memban-
tu pemahaman kita tentang daya kerja analisis rezim pangan.
Oleh sebab itu, tidak kalah menarik sanggahan yang disam-
paikan oleh Philip McMichael atas kritik Berstein. Apalagi, dua
perdebatan tersebut juga dibahas oleh Harriet Friedmann de-
ngan sangat konstruktif.

McMichael mempertahankan argumentasinya tentang pe-
nyebutan rezim pangan ketiga sebagai rezim pangan korporat
yang ditantang oleh politik kedaulatan pangan. Bagi McMichael
poin tersebut menjadi poin kunci karena ia bisa menunjukkan
bahwa ketika kerusakan ekologis akibat rezim pangan mulai
dirasakan dampaknya dalam satu kurun historis, politik ke-
daulatan pangan muncul secara epistemik dan politik sebagai
penanding dari sistem pangan yang berbasis relasi nilai atau
relasi kapital dalam wujud agroindustri. Kapital agroindustri
memiliki pengaruh besar dalam kemunculan institusi-institu-
si perdagangan global yang menundukkan kedaulatan nasio-
nal dan menyebabkan produksi makanan tak lagi diketahui
asal muasalnya (Friedmann 2016: 664-665). Dengan kata la-
in, ia menandingkan cara ekonomi global menyubordinasi re-
lasi produksi dan konsumsi pangan pada relasi nilai (harga
terkendali, ekstraksi surplus terjamin) dengan cara-cara eko-
nomi lokal menghasilkan makanan yang lebih adil terhadap
alam dan manusia. Baik McMichael maupun Friedmann me-
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masukkan pertimbangan dan ulasan tentang bagaimana ma-
salah lingkungan dan ekologi menjadi elemen penting dalam
proses perubahan rezim pangan, meskipun mereka berpisah
arah analisis ketika sampai pada peyimpulan apakah sudah
terbentuk rezim pangan korporat-lingkungan sebagai rezim pa-
ngan ketiga. McMichael lebih condong meng-iya-kan adanya
rezim pangan ketiga dengan menyebutnya sebagai rezim pa-
ngan korporat, sementara bagi Friedmann hal itu masih berupa
pertanyaan terbuka.

Harriet Friedmann yang menulis bersama McMichael tentang
rezim pangan sejak 1989, dan sebagai kawan intelektual yang
menghargai Henry Bernstein sebagai ahli terkemuka dalam
analisis masalah agraria dan perubahan agraria, menerima
posisi sebagai pengulas debat dua kawan intelektual dengan
sangat tidak enak, demikian pengakuan Friedmann. Hanya ka-
rena dilandasi oleh kepercayaan atas perkawanan yang kuat
dan intelektualitas yang matang, maka perdebatan ini bisa di-
kembangkan oleh Friedmann menjadi percakapan meluas ten-
tang transisi. Pisah-pandang antara Bernstein dan McMichael
soal kapital, kelas, dan ‘peasant’ bisa berakhir pada kesimpul-
an bahwa kalau rezim pangan ketiga sudah selesai dijelas-
kan, maka tidak lagi ia berguna dalam mendedahkan masalah
agraria. Untunglah, Friedmann berhasil menarik keluar anali-
sis rezim pangan dari potensi stagnasi tersebut. Dengan bernas
ia mengajukan pertanyaan dalam hal apa rezim pangan masih
berguna sebagai metode analisis?

Friedmann menunjukkan bahwa tekanan McMichael pada
politik kedaulatan pangan perlu dipisahkan dari analisis rezim
pangan, karena tidak membuka kesempatan untuk menelaah
lebih jauh secara diakronis dan sinkronis berbagai elemen rezim
pangan lainnya. Ia menganjurkan untuk memasukkan kemba-
li metode McMichael, yaitu: ‘perbandingan yang diinkorporasi-
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kan’ (incorporated comparison), untuk melihat lebih luas dan
rinci elemen-elemen yang menyusun rezim pangan kontem-
porer dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Salah satu yang
penting adalah bagaimana pengondisian saling dukung anta-
ra kapital dan kekuasaan terhadap korporasi pangan-perta-
nian (soal input, perdagangan, pengapalan, pengolahan, res-
toran, dan supermarket), terhadap praktik-praktik regulasi
(standar, sertifikasi, buruh, masalah lingkungan), yang mun-
cul bersamaan dengan hadirnya komoditas unggulan dan posi-
si penting/tidaknya pertanian secara nasional (Friedmann 2016:
674). Analisis atas elemen-elemen ini seakan dihablurkan oleh
McMichael menjadi dua proposisi saja, yaitu: food from nowhere
vs. food from somewhere. McMichael telah menanggalkan me-
todenya sendiri yang telah berkontribusi penting dalam analisis
rezim pangan, itulah hal yang disayangkan oleh Friedmann.
Ketika mengaitkan analisis rezim pangan dengan masalah
agraria, Friedman juga menunjukkan ada hal yang luput dari
analisis Bernstein, yaitu masalah lingkungan dan ekologi. Bagi
Friedmann, aspek tersebut bisa menjadi cara baru untuk me-
lihat jalur linear perubahan menyejarah dari bertani (farming)
menjadi usaha budidaya pertanian (agriculture) yang didasari
oleh logika bagaimana kapital menginkorporasi peasant, se-
perti diajukan Bernstein. Jika dipandang secara sirkular, rezim
pangan dapat menarik pelajaran berguna dengan menilik-ulang
endapan sejarah yang tertinggal dari satu rezim ke rezim lain-
nya. Dalam hal perubahan historis dari bertani menjadi sektor
usaha budidaya pertanian, Friedmann memandang analisis
sejarah secara sirkular memungkinkan melihat adanya upa-
ya-upaya untuk kembali ke bertani (farming) yang sekarang
bermunculan di sana-sini sebagai sebuah gerak-balik, tapi de-
ngan corak yang berbeda. Dengan demikian, arah linier me-
nuju kapital industri pangan dan pertanian bukan jawaban
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akhir. Pada titik itulah pertanyaan transisi menjadi penting
untuk memanfaatkan analisis rezim pangan dalam mencari ja-
wabannya.

Buku ini berada di tengah perdebatan teoretis yang sangat
padat, namun pada bagian Pengantar ini terpaksa dipersing-
kat sedemikian rupa, juga terpaksa harus mereduksi banyak
pengertian yang laiknya terbuka untuk eksplorasi lebih lanjut
oleh pembaca. Eksplorasi lanjutan juga sangat dianjurkan un-
tuk mempertimbangkan sejauh mana analisis rezim pangan ini
bisa direfleksikan pada konteks Indonesia atau jejak sejarah
kolonialisme di negara-negara bekas jajahan. Sering kali, ke-
mampuan untuk bisa menemukan diri kita dalam sebuah na-
rasi besar tentang dunia lebih memudahkan pemahaman atas
hal-hal yang abstrak. Untuk membuka pintu ke arah pene-
muan itu, lagi-lagi secara serbasekilas, pengantar ini mencoba
mengilustrasikan bagaimana kondisi pangan dan pertanian In-
donesia bisa diceritakan dalam analisis rezim pangan interna-
sional.

Sebagaimana disampaikan oleh Friedmann (1987), Friedmann
dan McMichael (1989), serta McMichael (2009), analisis rezim pa-
ngan dapat membantu untuk memahami peran pangan dan per-
tanian dalam proses akumulasi kapital yang merentang dalam
waktu dan ragam tempat secara global. Rezim pangan adalah
sistem relasi, aturan, dan praktik yang membentuk struktur
pembagian kerja internasional dan perdagangan pertanian
dalam kapitalisme dunia sejak 1870-an, yaitu: ketika pertama
kali dalam sejarah sistem pangan, sebuah produksi pangan po-
kok dilakukan secara masif dan ditransportasikan dalam jarak
yang jauh dari petani-petani pemukim baru di Amerika Uta-
ra ke Inggris. Karena inilah, revolusi industri bisa memasuki
fase kejayaan kedua dan menjadikan negara-negara Eropa Ba-
rat dan Amerika sangat hegemonik dalam percaturan kapital
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industri dan perdagangan di dunia. Seterusnya adalah proses
panjang memasuki rezim pangan kedua yang dikendalikan oleh
hegemoni Amerika Serikat yang residunya masih cukup pekat
hingga hari ini. Bagaimana nasib negeri-negeri nusantara pa-
da masa-masa itu? Di manakah ia tersangkut di jejaring relasi
produksi dan konsumsi pangan global?

Beberapa kata kunci dalam cerita tentang nusantara sampai
dengan Indonesia bisa kita temukan kaitannya dalam analisis
rezim pangan internasional, misalnya: a) pada Rezim Pangan
Pertama (1870-1914): Agrarisch Wet 1870, pertanian monokul-
tur dan perkebunan, produksi komoditas ekspor untuk industri,
kuli kontrak dan buruh migran; b) pada Rezim Pangan Kedua
(1945-1973): pelimpahan pangan (food dumping) oleh Ameri-
ka Serikat, revolusi hijau, diferensiasi kelas dan petani gurem,
politik swasembada pangan; c) pada Rezim Pangan terkini:
WTO, impor pangan, penggusuran dan perampasan tanah, eks-
pansi perkebunan sawit, dan food estate. Untuk menempatkan
kata kunci-kata kunci ini dalam proses analisis rezim pangan,
pembedahan Henry Bernstein (2016: 614) atas elemen-elemen
yang menentukan, mendorong, membentuk, mendatangkan
konsekuensi, menimbulkan ketegangan, krisis dan transisi da-
ri sebuah rezim pangan ke rezim pangan lainnya, sangat mem-
bantu. Delapan elemen tersebut adalah: 1) sistem internasio-
nal negara; 2) pembagian kerja internasional dan pola perda-
gangan; 3) aturan dan legitimasi ideologis (Malthusian); 4)
hubungan antara pertanian dan industri, termasuk perubahan
teknis dan lingkungan pertanian; 5) bentuk dominan kapital
dan akumulasinya; 6) kekuatan sosial ekologis; 7) ketegangan
dan kontradiksi; dan 8) transisi antar-rezim pangan.

Tak cukup ruang di sini tentunya untuk mengoperasikan
kedelapan elemen rezim pangan dalam rangka sekadar meng-
antarkan membaca diri dalam memahami dunia. Tapi seti-
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daknya pada rezim pangan pertama, para pembelajar kajian
agraria mungkin sudah cukup dekat dengan penjelasan-pen-
jelasan bagaimana tanah Sumatera Timur diabdikan untuk
menghasilkan tembakau, lalu getah karet, yang diekspor ke
mancanegara, dengan mempekerjakan buruh migran dari Jawa
dan Tiongkok, melalui pemberian hak erfpacht selama 75 ta-
hun kepada pekebun dan perusahaan perkebunan yang dimi-
liki oleh pemodal-pemodal luar negeri. Nasib Sumatera Timur
ini mirip dengan wilayah-wilayah perkebunan karet di Amerika
Selatan. Keduanya memasok getah karet yang diolah menjadi
ban atau bahan lainnya yang memperlancar arus transportasi
komoditas dan sirkulasi logistik di Eropa. Sumbangan seorang
antropolog, Eric Wolf (1992), sesungguhnya dengan sangat ba-
ik menunjukkan bagaimana sistem perkebunan adalah kunci
dari akumulasi kapital global dalam rezim pangan internasio-
nal, seperti dijelaskan pada bukunya yang berjudul Europe
and People Without History. Dari pemetaan Wolf yang sengaja
melakukan decentering terhadap Eropa, kita bisa mendapatkan
narasi lengkap bagaimana Birma dan Thailand yang dikua-
sai oleh Inggris mulai memproduksi beras untuk diekspor ke
India. Ternyata, pasokan pangan dari negeri tetangga tersebut
telah memberi makan buruh industri kapas dan tekstil India
dengan murah, sehingga memampukan India untuk terus-me-
nerus membayar pungutan dan pajak yang menggemukkan
kapital finansial di Inggris. Dalam cerita terakhir itu, spesiali-
sasi regional untuk pergerakan komoditas—dalam istilah Wolf
(1992)—mencerminkan sedikit banyak pembentukan beberapa
elemen rezim pangan internasional, seperti: pembagian kerja
internasional, hubungan antara pertanian dan industri, serta
bentuk dominan kapital dan akumulasinya pada penghujung
abad XIX dan awal abad XX yang terjadi di Asia dan Eropa.
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Mungkin tak terbayangkan sebelumnya bahwa kuli Suma-
tera Timur senasib dengan flagelados (buruh karet migran) di
Brasil, sama-sama sebagai tenaga kerja pelancar sirkulasi ka-
pital industri pangan dan pertanian bagi Dunia Belahan Utara
sana. Sementara itu, petani Birma, buruh India, dan para ban-
kir di London berada dalam satu putaran sirkuit laba yang sa-
ma, hanya saja dalam posisi ekstraktif yang timpang. Imajinasi
demikian ibarat tak henti ditarik ke sana-kemari oleh analisis
rezim pangan, sangat mungkin bergerak dinamis sambil terus-
menerus tersistematisasi. Oleh sebab itu, seperti disinggung di
awal, buku ini tak mungkin berdiri sendiri. Ia perlu berada da-
lam sebuah percakapan meluas dengan beragam buah pikir la-
innya yang dengan tekun mengeksplorasi bagaimana pangan
dan pertanian menjadi bagian penting, kalau bukan pusat, dari
proses akumulasi kapital yang terjadi secara mendunia. Setiap
titik desa, setiap napas keluarga petani di tanah-tanah yang
meradang, bisa jadi terjalin dalam rangkaian kecil dan besar
rantai nilai yang menggemukkan dan melaparkan penduduk di
sudut-sudut metropolis bumi. Seperti dikatakan Eric Wolf dua
dekade lalu, kapitalisme adalah tentang kesalingterhubungan
dan kekuasaan yang timpang; rezim pangan persis berguna un-
tuk memahami tentang itu.

Laksmi A. Savitri
Koordinator Penerbitan
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BAB 1

Proyek Rezim Pangan

PROYEK rezim pangan adalah analisis yang tak pernah final,
yang dikerjakan oleh para ilmuwan dan aktivis yang mempe-
lajari geografi-politik sistem pangan dunia. Di setiap ujung ran-
tai panjang pasokan pangan, para produsen dan konsumen Kki-
an awas akan jangkauan global dari sistem pangan abad XXI
(Patel 2007). Para produsen, mulai dari para petani kontrak,
pekerja migran dan buruh perkebunan, sampai petani kecil
yang kehilangan tanah atas nama efisiensi sistem pangan du-
nia, sangat paham bagaimana tenaga kerja, sumberdaya, dan
ruang hidup mereka melayani para konsumen di mana saja.
Sementara para konsumen, yang bersantap di sepanjang ma-
ta-rantai pangan global, dari hamburger hingga bistik sapi,
semakin dihadapkan pada disparitas antara ‘pangan dari sua-
tu tempat’ (food from somewhere) dan ‘pangan dari antah-ber-
antah’ (food from nowhere) (Bové dan Dufour 2001). Pokok ba-
hasan dari proyek rezim pangan adalah bagaimana, melalui
komodifikasi, rantai pangan mengikat dan mengubah beragam
budaya dunia.

Konsep “rezim pangan” merupakan produk zamannya:
era surutnya regulasi nasional dan menguatnya “globalisasi”.
Analisis mengenai rezim pangan memadukan konsep ‘sistem
dunia’-nya Wallerstein (1974) dan konsep ‘regulasi akumulasi
kapital’ dari Michael Aglietta (1979). Analisis ini menempatkan
kebangkitan dan kemerosotan pertanian nasional dalam seja-
rah geopolitik kapitalisme. Analisis ini bukan melulu tentang
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pangan, melainkan soal perpolitikan dalam relasi rantai pa-
ngan. Definisi awal rezim pangan dirumuskan sebagai sesua-
tu yang mengaitkan “hubungan internasional dalam hal pro-
duksi dan konsumsi pangan dengan bentuk-bentuk akumulasi
yang memilah periode-periode transformasi kapitalisme sejak
1870” (Friedmann dan McMichael 1989: 95). Periode-periode
kapitalisme ditentukan dalam kerangka geopolitik, dan perio-
disasinya beriringan dengan dua momen berbeda dalam per-
kembangan negara-bangsa. Analisis ini menafsir kondisi-kon-
disi menyejarah yang memunculkan negara-bangsa melalui
lensa perdagangan hasil pertanian-pangan (agri-food). Analisis
ini dibangun dari pemikiran bahwa ekonomi nasional yang ter-
padu—tidak terdapat dalam strategi “pabrik dunia” (workshop
of the world) ala Inggris—muncul di negara-negara pendudukan
(settler states) Dunia Baru. Di sana, sektor pertanian dan indus-
tri nasional saling bergantung, yang satu membentuk yang lain.

Proyek rezim pangan muncul pada akhir 1980-an dalam kon-
teks “denasionalisasi”, yakni ketika negara-negara mengha-
dapi prospek transformasi ‘dari dalam’ lewat penataan ulang
struktur pertanian-pangan dalam skala global, dan ‘dari lu-
ar’ seiring diperdebatkannya prinsip-prinsip multilateral baru
di Putaran Uruguay untuk Perjanjian Umum Tarif dan Per-
dagangan (General Agreement on Tariffs and Trade [GATT])
selama 1986-1994. Prinsip-prinsip ini mampu menyubordina-
si negara di bawah relasi properti internasional yang muncul
dalam penataan ulang pertanian-pangan. Setelah sedekade
neoliberalisme, era ini menjadi momen transisi yang penting
dalam pengorganisasian negara dan ekonomi, sistem politik,
imperium, dan tatanan dunia. Strategi-strategi global korpora-
si transnasional sedang menggulung regulasi nasional dalam
hal perdagangan usai Perang Dunia II. Istilah “globalisasi”
berkembang dari sekadar berita bisnis di media massa menjadi
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wacana akademik dan perdebatan publik. Sektor agrobisnis—
baik yang bermain dalam input pertanian, perkebunan, dan
pertanian kontrak, maupun dalam pengolahan dan distribusi—
semakin mengendalikan rantai-rantai komoditas global yang
memasok buah dan sayuran sepanjang tahun dari wilayah-
wilayah yang berbeda musim. Menu makanan di Barat pun
mengikuti perdagangan biji-bijian berskala global. Penataan
ulang struktur pertanian-pangan telah melancarkan kekuatan-
kekuatan digdaya yang mengintegrasikan rantai pangan, de-
ngan melakukan standarisasi proses di banyak tempat atau
membentuk ulang relasi spasial sebagai serentetan elemen
yang dianekaragamkan dalam sebuah proses global bersama
(McMichael 1994: 3). Dalam pemahaman ini, “globalisasi” me-
rupakan proses yang bersifat ‘membentuk’ (formatif) dan ‘ber-
tentangan’ (kontradiktif)—sebuah mekanisme penataan ulang
struktur, bukan hasil akhir yang tak terhindarkan sebagaima-
na sering diasumsikan dalam wacana ilmu sosial maupun per-
debatan awam.

Karena itu, proyek rezim pangan mencuat sebagai prakar-
sa metodologis untuk menghadirkan uraian spesifik mengenai
hubungan antara penataan dunia dan perdagangan hasil per-
tanian-pangan. Proyek ini mengajukan klaim bahwa episode
penataan ulang struktur dan proses transisi globalisasi terikat
pada periode akumulasi yang stabil. Pada hakikatnya, ini ada-
lah sebuah pendekatan komparatif atas sejarah dunia modern,
dalam kerangka bahwa rezim pangan datang dan pergi dengan
penataan ulang politik, dalam dinamika yang saling memben-
tuk (antara pangan dan politik). Perbedaan dua rezim pangan
pertama dapat dilihat pada peran penting pangan dalam me-
nancapkan hegemoni global. Pada rezim pertama, proyek “pa-
brik dunia” ala Inggris mengaitkan keuntungan kapitalisme
industri dengan perluasan kawasan pemasok pangan di selu-
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ruh dunia. Pada rezim kedua, Amerika Serikat menggunakan
bantuan pangan untuk membentuk aliansi, pasar, dan peluang
bagi model pertanian industrial yang bersifat intensif. Hege-
moni pasar membentuk rezim pangan ketiga beserta perannya
dalam proyek neoliberal secara umum yang diarahkan untuk
mengamankan perputaran uang dan komoditas (termasuk pa-
ngan) secara mendunia—dengan menggusur petani kecil agar
menjadi pekerja musiman dunia bagi kapital. Rezim pangan
memiliki dampak yang meluas dengan siklus tertentu serta
meninggalkan jejak transisinya; kedua hal ini memberi tanda
mengenai apa yang terjadi di baliknya, yakni bahwa sistem
negara berakar kuat dalam relasi-relasi pertanian-pangan. Se-
bagaimana kini kita ketahui, pada abad XXI ini, peradaban ti-
dak lagi punya fondasi yang lebih penting daripada ekosistem
dan pasokan pangan. Sayangnya, penataan politik kontempo-
rer mengabaikan hal ini sehingga membahayakan ekosistem
dan pasokan pangan dan kita semua.

Analisis Rezim Pangan

Konsep “rezim pangan” awalnya dirumuskan oleh Harriet
Friedmann (1987), yang berasal dari penelitian sebelumnya
mengenai tatanan pangan internasional seusai Perang Dunia
II. Di sana dia memetakan pasang surut program bantuan pa-
ngan Amerika Serikat sebagai senjata geopolitik dalam Perang
Dingin (Friedmann 1982). Bukti mengenai stabilitas nisbi harga
gandum dunia selama berlangsungnya program ini (1954 hing-
ga 1970-an) mengingatkan pada penelitian mengenai episode
serupa pengendalian harga gandum dunia pada akhir abad XIX
(Friedmann 1978)—ketika itu Inggris memapankan diri dengan
“imperium perdagangan bebas”-nya melalui impor pangan—
dan Kkhususnya negara-negara pendudukan yang mengeks-
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por gandum dan daging. Penelitian mengenai ‘masalah agra-
ria’ (agrarian question) dan munculnya negara pendudukan
(McMichael 1984) menunjukkan bahwa dua episode ini saling
terkait dan muncul berurutan, ditandai oleh berubahnya pe-
nguasa negeri jajahan: dari Inggris ke negara pendudukan
yang paling kuat, yaitu Amerika Serikat. Pusat kendali ekono-
mi dunia kapitalis bergeser dari Inggris ke Amerika Serikat se-
iring surutnya kekuasaan Inggris dan kian matangnya ekonomi
nasional Amerika Serikat dengan keberhasilan “penjinakan”
benua itu. Proses pematangan sistem negara-bangsa ini sangat
berhubungan dengan transformasi pertanian dan perannya da-
lam perdagangan pangan dunia.

Demikian, pada 1989, sebuah artikel yang kaya penjelas-
an berjudul “Agricultural and the State System: The rise and
decline of national agricultures, 1870 to the present” terbit di
jurnal Sociologia Ruralis. Dinyatakan bahwa artikel ini mela-
kukan eksplorasi atas “peran pertanian dalam perkembangan
ekonomi dunia kapitalistis, dan dalam lintasan sistem nega-
ra” (Friedmann dan McMichael 1989: 93). Alasan pemilihan
fokus ini adalah pengaruh berkepanjangan pembangunan-
isme seusai Perang Dunia II, suatu pengaruh yang kini mele-
mah karena menghadapi rentetan kritik dari pengkaji keter-
gantungan dan sistem-dunia. Dua klaim kunci dalam diskusi
tersebut menunjukkan bentuk proyek rezim pangan. Aliran
pembangunanisme konvensional menekankan posisi saling
melengkapi antara sektor pertanian dan industri dalam “eko-
nomi nasional” modern sebagai sumberdaya pembangunan
(Rostow 1960). Aliran ketergantungan menilai bahwa posisi
saling melengkapi ini hanya tampak pada ekonomi “kapitalis
maju”, sementara ekonomi negara-negara pinggiran dibentuk
oleh ketergantungan terhadap ekspor selama masa kolonial
(Amin 1974; de Janvry 1981). Dinamika ekonomi Amerika Seri-
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kat memang berasal dari dinamika “internal” semacam itu se-
lama periode krisis dan transisi model “orientasi keluar” ala
Inggris (pada awal abad XX). Meski begitu, konsep rezim pa-
ngan menekankan pada corak pertanian ekspor negara-nega-
ra pendudukan dan jajahan, dan dengan demikian dinamika
hubungan antarsektor dalam ekonomi nasional ditampakkan
sebagai perwujudan ideal bagi realitas sejarah yang jauh lebih
rumit. Proyek-proyek pembangunan Amerika Serikat setelah
Perang Dunia II memang mengumumkan “ekonomi nasional”
sebagai tujuan universal (ideal) bagi negara-negara bekas ja-
jahan (McMichael 1996).

Oleh sebab itu, analisis rezim pangan berporos pada peran
Amerika Serikat dalam menyediakan pangan bagi Eropa, lalu
bagi Dunia Ketiga, dari pertanian komersial yang ekstensif dan
kemudian intensif, yang melintasi periode ketika ekonomi du-
nia dihegemoni oleh Inggris dan lalu oleh Amerika Serikat. Ana-
lisis rezim pangan tidak hanya tentang relasi produksi dan kon-
sumsi internasional di bidang pertanian, tetapi juga mengenai
peran pertanian komersial dalam proses pembentukan nega-
ra di era modern. Di sepanjang dua periode ini, rezim pangan
menyediakan bahan baku dan pangan bagi kompleks-kompleks
industri di kawasan urban yang tengah bertumbuh (di dalam
maupun luar negeri), sehingga memperkuat industri nasional.
Selama masa ini pula, pertanian di Dunia Baru (Benua Amerika)
menjadi penentu bagi bertumbuhnya industrialisasi, pertama
di negera-negara Eropa dan berikutnya di negara-negara Dunia
Ketiga.

Dalam pemahaman ini, rezim pangan memelihara relasi pa-
sar dan negara. Hal ini senantiasa dihubungkan dengan tatan-
an ekonomi politik internasional yang terlembagakan dalam era
hegemoni negara (Inggris dan Amerika Serikat), dan belakang-
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an dalam era dominasi organisasi dagang dunia World Trade
Organization (WTO), sebagai organisasi beranggotakan negara,
yang bertanggung jawab atas aturan-aturan perdagangan in-
ternasional. Dua tatanan dunia yang pertama (hegemoni oleh
Inggris dan Amerika Serikat) masing-masing diatur dengan
prinsip-prinsip perdagangan bebas dan bantuan pembangun-
an (diiringi prinsip kebebasan wirausaha). Sementara sistem
dagang yang muncul belakangan diatur dengan prinsip-prinsip
neoliberal sembari mengadopsi kebebasan perdagangan dan
wirausaha. Prinsip-prinsip ini telah diterapkan secara timpang,
di mana para wirausaha tani korporat di Utara mendapatkan
subsidi besar dengan mengorbankan petani di Selatan (mela-
lui sistem pelimpahan [dumping] surplus pangan di pasar du-
nia). Petani di Selatan tidak lagi diberi perlindungan, dan di Se-
latanlah agrobisnis yang didominasi negara-negara Utara me-
nikmati keleluasaan untuk bergerak secara mendunia.

Watak Rezim Pangan

Pertama, rezim pangan yang berpusat di Inggris (1870 hingga
1930-an) memadukan impor barang-barang tropis dari negeri
jajahan ke Eropa, dengan impor biji-bijian dan ternak dari ne-
geri-negeri koloni. Keduanya secara umum memasok kelas-ke-
las industrial yang sedang bertumbuh, dan khususnya menyo-
kong “pabrik dunia” Inggris. Melengkapi pertanian monokultur
yang dipaksakan di negeri-negeri jajahan, Inggris melakukan
pencarian lahan di wilayah koloni untuk memproduksi bahan
pangan pokok mereka pada pertengahan abad XIX, dengan
mengeksploitasi lahan-lahan rintisan (frontier) di Dunia Baru.
Pengembangan sektor pertanian komersial di negara-negara
pendudukan (utamanya Amerika Serikat, Kanada, dan Austra-
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lia) membentuk model bagi pengertian “pembangunan” pada
abad XX, sebagai dinamika hubungan antara sektor pertanian
dan industri.

Kedua, rezim pangan yang berpusat di Amerika Serikat (1950-
an hingga 1970-an) mengubah rute aliran (surplus) pangan da-
ri Amerika Serikat ke wilayah-wilayah jajahannya, yaitu nega-
ra-negara bekas jajahan di garis depan Perang Dingin. Surplus
pangan—yang diperoleh dari program-program subsidi harga
pangan hasil pertanian—telah memandu program bantuan
pangan murah guna menyubsidi upah di industri manufaktur
bagi negara-negara Dunia Ketiga terpilih. Hal ini menjamin lo-
yalitas antikomunis dan pasar di negeri-negeri (bekas) jajah-
an. Negara-negara berkembang kemudian menerapkan model
industrialisasi pertanian nasional ala Amerika Serikat, meng-
adopsi teknologi-teknologi Revolusi Hijau, dan melembagakan
reforma agraria untuk meredam perlawanan petani dan mele-
barkan jangkauan relasi pasar hingga ke desa-desa. Semen-
tara itu, agrobisnis mematangkan ikatan-ikatan transnasional
di sektor pertanian, yang dipilah-pilah ke dalam serangkaian
pertanian terspesialisasi yang dihubungkan oleh rantai-rantai
pasokan global (misalnya, ‘tatanan kompleks industri prote-
in hewani’ transnasional yang menghubungkan gandum/kar-
bohidrat, kedelai/protein, dan penggemukan ternak). Dengan
kata lain, sementara model pembangunan ekonomi nasional
membentuk kerangka politik dekolonialisasi, “pembagian ker-
ja internasional baru” dalam pertanian muncul di seputar ran-
tai komoditas transnasional (Raynolds et al. 1993).

Ketiga, rezim pangan korporat (1980-an hingga 2000-an)
memperdalam proses ini, dengan menggabungkan wilayah-
wilayah baru ke dalam rantai protein hewani (misalnya Brasil/
Tiongkok), memusatkan rantai-rantai pasokan yang beragam
ke dalam suatu “revolusi supermarket” (Reardon et al. 2003),
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dan memilah-milah kualitas dan standarisasi pangan untuk
memenuhi kebutuhan menu pangan kelas-kelas yang berbe-
da. Dumping surplus pangan bersubsidi dari Utara (misalnya
gandum, susu bubuk, daging) kian intensif di bawah aturan-
aturan liberalisasi WTO, menyingkirkan petani yang “takefisi-
en”, menciptakan penduduk kawasan kumuh yang terusir dari
desa-desa, sekaligus memunculkan gerakan-gerakan tandingan
oleh petani, nelayan, penggembala, dan buruh tani tunakisma.
Sebuah prinsip penyatu, ‘kedaulatan pangan’, mengadvokasi
kebijakan demokratis mengenai hak-hak petani, keamanan pa-
ngan lokal, dan pertanian ekologis demi kesehatan tanah dan
manusia. Terilhami baik oleh cita-cita sosial atau oleh tekan-
an politis (ekologis) dari suatu sistem pangan yang bergantung
pada bahan bakar fosil, gerakan tandingan semacam itu me-
nunjukkan kian mendalamnya krisis pertanian industrial.

Masing-masing periode, dan transisi yang berlangsung di
antara periode-periode itu, telah mengubah kerangka politik
pembangunan berikut cakupan dan posisi penting teknologi
pertanian dan pangan, termasuk dampak-dampaknya di masa
depan (terkait keberlanjutan lingkungan, akses dan keaman-
an pangan, energi, hak kekayaan intelektual (HKkI), penggusur-
an, gizi, dan kesehatan masyarakat). Dalam pengertian ini,
konsep rezim pangan menawarkan suatu lensa analisis histo-
ris-komparatif yang unik mengenai relasi-relasi politis dan eko-
logis dalam era kapitalisme modern.

Setiap rezim pangan memang punya corak kelembagaan-
nya sendiri, tetapi elemen-elemen dari rezim-rezim sebelum-
nya dibawa oleh rezim-rezim penggantinya, tentu dengan peru-
musan ulang. Rezim pangan akhir abad XIX berperan penting
bagi perkembangan pasar dunia—hal ini dimungkinkan oleh
manipulasi Inggris terhadap standar [nilai] emas. Jika demi-
kian, maka krisis rezim pangan pada awal abad XX memun-
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cak pada tuntasnya transisi sistem antarnegara (dengan de-
kolonisasi) di bawah hegemoni Amerika Serikat—melalui se-
buah rezim pangan baru yang memadukan blok antikomunis
dengan bantuan dan investasi untuk mengamankan proses
pembangunan bangsa seusai penjajahan. Sebagai penerus, re-
zim pangan korporat memadukan elemen-elemen dari rezim-
rezim sebelumnya, memulihkan prinsip pasar dunia melalui
sebuah simpul kontradiktif antara proteksionisme sektor per-
tanian Utara dan liberalisasi sektor pertanian dan pasar pa-
ngan di Selatan. Prinsip penataan baru neoliberal melibatkan
subordinasi terang-terangan negara oleh pasar serta sebuah
rezim yang bersandar pada komodifikasi penyediaan pangan.
Rezim inilah yang menjadi basis bagi konsep “rezim pangan
kapital” dari Araghi (2003), yang didasarkan pada relasi-re-
lasi nilai global—pertama kali muncul dalam rezim pangan
yang berpusat di Inggris lalu tampak lagi pada akhir abad XX
(bandingkan, McMichael 1999). Meskipun regulasi perdagang-
an pangan—yang dimungkinkan oleh mata uang internasional
(poundsterling/emas dan dolar/emas)—boleh jadi merupakan
fokus awal analisis rezim pangan, hal ini membutuhkan pene-
lusuran lebih lanjut mengenai relasi-relasi nilai yang menyo-
kongnya, atau dinamika akumulasi, yang memungkinkan pem-
bentukan simpul negara/pasar di masing-masing tatanan pa-
ngan dunia, termasuk relasi teknologi, finansial, tenaga kerja,
dan ekologis.

Metode Rezim Pangan
Menyatakan bahwa rezim pangan terbentuk melalui berderet
relasi negara/pasar, berarti secara sederhana menggarisbha-
wahi dimensi politik dari pasar. Tetapi ini akan tetap bersifat

abstrak sampai kita melihat secara spesifik hubungan negara/
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pasar dalam waktu dan ruang tertentu. Analisis atas rezim pa-
ngan sejauh ini berfokus pada titik-titik koordinat waktu dan
ruang yang berhubungan dengan relasi temporal dan spasi-
al berbasis Anglo-Amerika—sangat mungkin karena titik-titik
koordinat ini telah membentuk tatanan dunia kontemporer
dan/atau bagaimana kita memikirkan tatanan semacam itu.
Titik-titik koordinat ini kehilangan posisi penting dalam dunia
masa kini yang berkutub jamak, dan karenanya konsepsi rezim
pangan awal mengalami transformasi seiring pengalaman kita
menghadapi transisi dan ketakmenentuan besar-besaran yang
mendunia.

Apakah analisis rezim pangan akan mengerjakan tugas me-
nafsir perkembangan terbaru, itu bergantung pada bagaima-
na analisis ini digunakan. Analisis ini kebanyakan telah digu-
nakan sebagai penanda periode bagi tatanan pertanian-pa-
ngan yang nisbi stabil. Bill Pritchard (2007: 8) melihatnya
sebagai sebuah “alat melihat ke belakang. Analisis ini dapat
membantu menata dan menyusun realitas politik pangan glo-
bal kontemporer yang berantakan, tetapi penerapannya harus
bersandar pada situasi masa depan yang sedang berjalan dan
belum dapat diketahui.” Situasi masa depan itu masih terbuka
terhadap interpretasi, khususnya karena periode transisi juga
mengekspresikan patahan rezim sebelumnya sebagai konse-
kuensi dari ketegangan struktural dan diskursifnya. Karena
analisis rezim pangan berawal dari relasi-relasi negara/pasar,
periode transisi akan mengikutkan transformasi dalam relasi-
relasi tersebut, sebab transformasi-transformasi itu merupakan
syarat yang memungkinkan pengorganisasian dan pemanfa-
atan pertanian global. Meskipun perseteruan sosial dan poli-
tik bisa bersifat kontekstual, perhatian rezim pangan pada re-
lasi-relasi ekonomi-politik yang mencuat dan ketegangan-ke-
tegangan yang dihasilkannya tetap membantu mengorganisir
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pemahaman kita mengenai parameter-parameter dan apa yang
sedang dipertaruhkan. Inilah yang akan kita lihat secara me-
nyejarah.

Proyek rezim pangan melakukan penyejarahan dengan me-
rinci tatanan politik pertanian-pangan yang dibentuk oleh, dan
membentuk, dinamika akumulasi tertentu. Dalam pemahaman
ini, rezim pangan dan sejarah kapital dapat dipahami sebagai
dua hal yang saling membentuk. Secara formal, konsep rezim
pangan mendefinisikan sebuah tatanan dunia kapitalistis yang
dikendalikan oleh aturan-aturan yang menyusun struktur pro-
duksi dan konsumsi pangan dalam skala global (Friedmann
1993: 30—31). Secara substantif, konsep rezim pangan meletak-
kan perhatian pada pembentukan kekuasaan melalui sirkuit
pangan yang dihasilkan oleh relasi-relasi produksi dan akumu-
lasi kapital yang spesifik secara historis. Secara abstrak, rezim
pangan dapat dipahami sebagai “wajah politik dari relasi-re-
lasi nilai global yang bersifat menyejarah” (Araghi 2003: 51). Ini
mengacu pada pembentukan struktur politik kapitalisme du-
nia, dan pengorganisasian pertanian untuk menyediakan tena-
ga kerja dan/atau konsumen dengan cara tertentu guna me-
ngurangi upah sekaligus meningkatkan laba. Secara konkret,
rezim pangan mencerminkan sebuah lintasan dunia-historis
tertentu di mana serangkaian aturan menentukan suatu hubu-
ngan yang mengendalikan harga dunia untuk penyediaan pa-
ngan.

Aturan-aturan semacam itu mengekspresikan bentuk-ben-
tuk historis penggunaan kekuasaan, melalui ideologi yang
membentuk legitimasi, seperti pasar bebas, bantuan pemba-
ngunan, dan kebebasan wirausaha. Tiga periode semacam itu
telah teridentifikasi, beriringan dengan lintasan ekonomi-geo-
politik yang didominasi oleh Inggris (1870-an sampai 1930-
an), Amerika Serikat (1950-an sampai 1970-an), dan kekuatan
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korporat-keuangan (1980-an sampai 2000-an). Tatanan keku-
asaan di masing-masing periode ini cukup bisa dikenali, dici-
rikan oleh adanya pengorganisasian produksi dan sirkulasi
pangan dunia untuk mempertahankan tatanan kekuasaan ter-
sebut, yang berakar dalam dinamika akumulasi tertentu. Dua
klaim yang menyusul adalah: (1) kapitalisme tidak melewati ja-
lur linear, tetapi melibatkan siklus akumulasi yang diorganisa-
sikan secara politis; dan (2) relasi-relasi pertanian pangan me-
nempati posisi sentral dalam beragam pengorganisasian politis
tersebut sejauh mereka mampu mempertahankan prasyarat-
prasyarat material dan legitimasinya. Klaim tambahan yang
akan diurai di bawah yakni bahwa rezim pangan bersandar pa-
da berbagai bentuk penutupan akses atas tanah (enclosure) di
berbagai ruang dan waktu—konsisten dengan sejarah kapital.
Dimensi ini sangat penting, sebab penutupan akses atas tanah
mengubah relasi ekologis: mengganti proses ekstraktif lokal
menjadi proses ekstraktif global, sehingga menggadaikan ma-
sa depan lokal untuk masa depan kapitalis yang dikendalikan
oleh pasar yang luwes sekaligus takstabil, alih-alih bertahan
melayani kebutuhan sosial-ekologis.

Karakteristik Rezim Pangan

Disebut “proyek rezim pangan” karena analisis ini menekankan
daya adaptasi analisis rezim pangan. Khususnya, daya adapta-
si ini meliputi evolusi konseptual oleh sejumlah pengkaji (yang
juga diusahakan buku ini) serta penerapannya dalam proses
atau kemunculan-kemunculan sistem tertentu. Hal ini dilakukan
guna menempatkan dan memperjelas dampak-dampak historis
atau politisnya yang lebih luas. Richard Le Heron dan Nick Lewis
(2009: 346), misalnya, menyatakan: “Biasanya, abstraksi dalam
teori-teori rezim menyokong pemahaman mengenai dunia yang
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mengeksklusi subjek dan subjektivitas .... Literatur awal ten-
tang rezim pangan dan sejumlah karya berikutnya secara khas
dicirikan dengan dorongan untuk merinci perbedaan berbagai
rezim—dengan risiko mengaburkan keberagaman dan kecairan
dari berbagai relasi, aktor, standar pengukuran, penerjemah-
an, dan konteks.” Peringatan ini akan diulas lebih lanjut nanti.

Sementara itu, Friedmann mendefinisikan rezim pangan se-
bagai sebuah “struktur aturan terkendali bagi produksi dan
konsumsi pangan dalam skala global” (1993: 30—31). Bagaima-
na aturan-aturan tersebut muncul dalam proses pembentukan
relasi-relasi global dalam produksi dan konsumsi pangan akan
diulas lebih terperinci di bab selanjutnya. Di titik ini cukuplah
menyatakan bahwa aturan-aturan tersebut memperlihatkan
hasil pertarungan serta negosiasi sosial dan kelembagaan da-
lam proses pembentukan serangkaian ketentuan pemenuh-
an pangan serta dalam kontestasi kekuasaan yang berkait-
an. Friedmann (2005: 234) berargumen bahwa “rezim pangan
mencuat dari pertarungan antara gerakan sosial dan lembaga-
lembaga digdaya, juga mencerminkan suatu kerangka yang
dinegosiasikan untuk melembagakan aturan-aturan baru. De-
retan hubungan dan praktik dalam sebuah rezim akan segera
tampak alami. Ketika rezim berjalan dengan sangat mapan,
konsekuensi-konsekuensi dari berbagai tindakan akan dapat
ditebak, dan rezim itu pun beroperasi seolah tanpa aturan.”

Definisi tentang ‘aturan terisat’ (implcit rule) itu mengisya-
ratkan hadirnya kompromi kelas, atau berlangsungya hegemo-
ni dari proses normalisasi, dengan mana relasi-relasi pangan
global membentuk struktur ekonomi dunia dan elemen-elemen
penyokongnya di masa tertentu dengan cara tertentu, sehing-
ga tampak rasional. Dengan begitu, rezim pangan pertama yang
berpusat di Inggris dikerangkakan di dalam:
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suatu retorika umum mengenai perdagangan bebas dan
cara kerja standar [nilai] emas. Pasar gandum dunia yang
berkembang pada dekade-dekade setelah 1870 sebenarnya
bukan cita-cita semua orang. Tetapi pengiriman gandum
secara internasional memungkinkan para aktor mewujud-
kan apa yang betul-betul mereka inginkan .... Gandum men-
ciptakan pendapatan bagi rel kereta dari jasa pengiriman,
memperluas wilayah negara demi merebut teritori dari me-
reka yang digusur, dan menciptakan diaspora orang Eropa
yang datang untuk mencari kerja. (Friedmann 2005: 231-232)

Dengan gandum sebagai utasnya, rezim pangan ini me-
nyambungkan para petani pemukim asing (settler farmers) [di
Amerika Serikat] dengan konsumen industrial (perusahaan-
perusahaan dan para pekerja berupah) di seberang Atlantik
[Inggris]. Lewat suatu proses pembentukan-negara [Amerika
Serikat], pengorganisasian lahan-lahan baru untuk gandum
membentuk sumber penyediaan pangan bagi tenaga kerja pa-
brik yang sedang bertumbuh dan membutuhkan pangan mu-
rah, dan sebaliknya. Akhirnya, pembangunan di kawasan-
kawasan rintisan (frontier) ini—yang dilancarkan demi men-
dapatkan pangan murah—melayani kepentingan Kkapital,
khususnya kebutuhannya untuk mereproduksi tenaga kerja
dengan ongkos murah. Tata aturan implisit itu berkaitan de-
ngan pematangan relasi-relasi perdagangan internasional
(melampaui yang sebelumnya berupa perdagangan langsung
dalam sistem kolonial), dipicu oleh penghapusan Undang-
Undang Gandum (Corn Laws)—yang melindungi petani Ing-
gris dari impor produk pertanian—dan difasilitasi oleh standar
emas dan manipulasi neraca sterling di pusat keuangan City
of London untuk mempertahankan dan meluaskan hubung-
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an dagang (McMichael 1984). Pembagian kerja internasional
yang membentuk sistem kolonial telah memperdalam dan
mempercepat laju perdagangan antarnegara, menjadi aturan
tersirat utama yang menyokong rezim pangan. Ini sejalan de-
ngan prinsip “keunggulan komparatif” Ricardian, bahwa per-
tumbuhan ekonomi bergantung pada bagaimana bangsa-bang-
sa melakukan spesialisasi dalam produksi dan perdagangan
produk sesuai dengan cadangan sumberdaya yang mereka
miliki.

Gagasan Friedmann mengenai aturan tersirat merupakan
metode subtil untuk menyatakan bahwa rezim pangan men-
cakup suatu periode yang berisi “serangkaian hubungan yang
nisbi stabil,” dengan “sesekali terjadi periode-periode takstabil
yang dibentuk oleh pertarungan politik guna memenangkan
cara baru untuk bergerak maju” (Friedmann 2005: 228). Arti-
nya, di bawah kondisi historis tertentu, apa yang berlaku bu-
kanlah ekspresi terbuka yang mewakili kepentingan satu pi-
hak, melainkan abstraksi dari pertarungan politik di antara
kelompok-kelompok sosial yang berseberangan. Meski demi-
kian, kekuasaan di era kapitalis utamanya terletak pada rela-
si kepemilikan pribadi dan kekuatan komodifikasi. Sehingga,
walaupun masing-masing episode mencerminkan pertarungan
yang berbeda seiring perubahan lanskap sosial dan ekologis,
akhirnya politik kapitallah yang membentuk kerangka resolu-
sinya. Dengan begitu, pangan murah adalah syarat bagi aku-
mulasi kekuasaan (bandingkan, Moore 2012). Pangan murah ti-
dak hanya menyangkut penurunan ongkos untuk upah tenaga
kerja, tetapi juga membangun legitimasi bagi tatanan sosial-po-
litik tertentu, baik untuk mencukupi kebutuhan berbagai ke-
las di negara-negara industri Eropa, membantu industrialisa-
si negara-negara Dunia Ketiga di garda depan Perang Dingin,
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maupun untuk memasok pabrik-pabrik pengolahan pangan dan
“revolusi supermarket” di era neoliberal yang melejitkan ang-
ka obesitas (Reardon et al. 2003). Masing-masing rezim punya
syarat tertentu bagi pengadaan pangan murah, dan rangkaian
hubungan yang nisbi stabil di masing-masing rezim terwujud
dalam tatanan harga dunia yang mengendalikan produksi, sir-
kluasi, dan konsumsi pangan.

Fokus Friedmann bergeser ke pertarungan sosial, dan pe-
matangan aturan-aturan tersirat melunakkan konsepsi awal
kalangan strukturalis mengenai rezim pangan. Konsepsi awal
itu telah menggabungkan gagasan dari teori regulasi dengan
gagasan dari pendekatan sistem-dunia. Teori regulasi mena-
warkan gagasan tentang suatu “corak regulasi” yang meng-
ekspresikan sebuah lingkungan kebijakan yang kondusif bagi
“rezim akumulasi” dan upaya normalisasinya (Aglietta 1979).
Dalam rumusan ini, rezim pangan mencerminkan suatu tata-
nan stabil yang mengatur relasi-relasi pangan internasional
yang diarahkan untuk mendukung bentuk akumulasi tertentu.
Maka, penekanan pada pengurangan biaya upah buruh pabrik
Eropa pada akhir abad XIX dengan menyediakan pangan mu-
rah dari negara-negara jajahan dan negara-negara pendu-
dukan menandakan sebuah rezim “akumulasi ekstensif”. Pada
pertengahan abad XX, sebuah rezim “akumulasi intensif” yang
baru menyertakan industrialisasi pertanian sebagai bagian
dari model kapitalisme konsumen ala “Fordis”. Di sini aku-
mulasi bergantung pada produksi massal pangan olahan/
tahan lama, ketimbang hanya mengurangi biaya upah peker-
ja. Pendekatan sistem dunia berfokus pada konstruksi dan
rekonstruksi pembagian kerja internasional dan geopolitik
penyediaan pangan internasional di masing-masing periode.
Konsep rezim pangan menggabungkan dua aliran ini, utama-
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nya menekankan bagaimana hubungan pembangunan pertani-
an dengan pembentukan negara menjadi dasar untuk mema-
hami kebangkitan dan keruntuhan suatu tatanan dunia secara
periodik.

Para penganut pendekatan regulasi telah mendapat kritik
dari para pemikir pascamodern dan neoempiris yang meng-
anggap analisis rezim pangan sebagai narasi besar yang me-
nyeragamkan dan mencampuradukkan pertanian dan indus-
tri, sebelum mereka bergerak mundur untuk menelaah stu-
di-studi kasus pertanian pangan lokal yang bersifat anomali
(bandingkan, Goodman dan Watts 1994, 1997)—“partikularis-
me pertanian” membuang bak mandi bersama bayinya (Araghi
2003: 51). Para kritikus ini terburu-buru mencirikan rezim pa-
ngan sebagai globalisme abstrak, sehingga luput melihatnya
sebagai suatu teori historis yang mengurai sejarah politik ka-
pital taklinear melalui lensa komodifikasi pangan dalam skala
dunia. Sementara pascamodernisme mempromosikan lokalis-
me abstrak, konsep rezim pangan menjadikan konkret relasi-
relasi historis antara pembentukan negara, kolonisasi lahan
di wilayah terhuni dan rintisan, sirkuit pangan, industrialisa-
si pertanian, pembentukan pola konsumsi, strategi korporasi
transnasional, gerakan pangan dan agraria tandingan, dan
masih banyak lagi (simak penjelasan selanjutnya). Dengan
menolak lokalisme abstrak (pascamodernisme) dan globalis-
me abstrak (analisis sistem-dunia), rezim pangan merupakan
kerangka komparatif yang tidak punya makna di luar titik ko-
ordinat dunia-historisnya (Araghi dan McMichael 2006). Ini
tidak hanya menyangkut pertanian, atau geografi pedesaan,
proyek rezim pangan berupaya mengkonseptualisasikan ba-
gaimana relasi-relasi pangan tertentu yang kompleks (dari tek-
nologi benih, sistem budidaya, hingga pengolahan pangan)
dan sirkulasi pangan di masing-masing rezim menyokong ker-
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ja kekuasaan tertentu dalam meluaskan dan mempertahankan
dominasi pasar dan ideologi.

Relasi-relasi kuasa dalam sistem negara melibatkan mobi-
lisasi sosial. Para petani, pekerja, dan konsumen bergabung
dengan perusahaan dan negara (juga lembaga-lembaga mul-
tilateralnya bila relevan) dalam pembentukan dan pemben-
tukan ulang rezim pangan. Dengan memberi penekanan pada
mobilisasi, Friedmann (2005: 229) menggeser fokus ke transisi-
transisi rezim, di mana gerakan-gerakan sosial bertindak se-
bagai “mesin penggerak pembentukan rezim sekaligus krisis
rezim.” Dengan demikian, dia menunjukkan peran kunci para
buruh dan petani dalam pembentukan rezim pangan “koloni-
al-diasporik” dan “industrial-merkantilis”. Rezim pertama tu-
rut dibentuk oleh pemberontakan kelas pekerja dan migrasi
mereka ke wilayah-wilayah koloni, di mana para pemukim
asing membentuk keluarga-keluarga petani perintis. Para pe-
tani perintis ini, menurut Friedmann (2005: 236), “bisa ada ha-
nya karena perdagangan internasional, dan akan merasakan
penderitaan paling hebat dari keruntuhan rezim tersebut.”
Terburainya rezim ini selama kejatuhan harga biji-bijian dan
kekeringan pada dekade 1930-an telah menciptakan “tipe dan
makna baru politik pertanian” yang menekan negara Amerika
Serikat untuk menstabilkan tindakan-tindakan mereka, dan
itu tampak dalam penamaan “merkantilis” di rezim pangan
kedua. Rezim kedua ini dibangun dengan fondasi program-
program bantuan dan perlindungan pertanian yang mendo-
rong industrialisasi pertanian di belakang perlindungan tarif.
Hal ini kemudian menciptakan surplus hasil pertanian yang
digunakan untuk program bantuan pangan. Friedmann lantas
menempatkan fondasi bagi rezim pewaris berikutnya, yakni re-
zim “korporat-lingkungan” (corporate-environmental), di mana
Friedmann mengidentifikasi kontradiksi dalam “kapitalisme hi-
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jau”. Di dalam “kapitalism hijau” inilah “satu putaran baru aku-
mulasi muncul di sektor pertanian pangan, yang berbasis pa-
da pengambilalihan secara selektif tuntutan-tuntutan gerakan
lingkungan, termasuk isu-isu yang disuarakan oleh para akti-
vis ‘perdagangan adil’ (fair trade), kesehatan konsumen, dan
perlindungan hewan” (Friedman 2005: 229).

Penamaan ulang rezim-rezim ini oleh Friedmann cukup men-
curi perhatian karena permainan pasangan kata dalam pena-
maan tersebut. Di rezim pertama, bila istilah “kolonial” punya
konotasi residual (sesuatu yang tersisa dari era sebelumnya),
“diasporik” menandakan migrasi petani ke wilayah-wilayah rin-
tisan ekonomi dunia dan dengan begitu menggagas kemuncul-
an suatu dinamika politik yang menjelaskan gelar “merkanti-
lis” bagi rezim berikutnya. Gelar “industrial” mengantisipasi
sistem pangan korporat yang bangunan rezimnya masih da-
lam proses pembentukan, dengan mengambil alih sejumlah
simbol dan tuntutan gerakan lingkungan. Pasangan kata-ka-
ta ini mengemban tugas untuk mengidentifikasi ketegangan-
ketegangan kunci di dalam masing-masing rezim pangan. Un-
tuk rezim pertama, pemilahan penjajah/pemukim-asing meru-
juk pada proyek baru pembentukan-negara di ‘pinggiran’ Eropa
yang kelak menjadi kekuatan hegemonik. Terkait rezim kedua,
pelimpahan-surplus-makanan yang dikelola negara sebagai
bantuan (dumping) nantinya akan digantikan oleh penyatuan
transnasional yang terbentuk dari dinamika industri pertani-
an. Dan terkait rezim ketiga, pertarungan terus berlangsung
dalam mengusahakan standar-standar mutu dan lingkungan.
Pasangan kata-kata ini mencirikan ketegangan-ketegangan so-
sio-politik masing-masing rezim.

Bagi Friedmann, rezim “korporat-lingkungan” belum terwu-
jud. Sebab, belum ada kondisi-kondisi yang menyerupai-rezim
sebagaimana terdefinisikan dalam kepustakaan Organisasi-Or-
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ganisasi Internasional (Krasner 1983). Kondisi-kondisi menye-
rupai-rezim itu yakni “serangkaian hubungan, norma, lemba-
ga, dan aturan spesifik (kadang tersirat), yang menjadi simpul
bagi ekspektasi semua aktor yang relevan” (Friedmann 2009:
335). Secara khusus, rezim korporat-lingkungan versi Friedmann
tidak punya mata uang internasional (hegemonik) yang ber-
peran menstabilkan pasar, yang mengatur perdagangan da-
lam dunia yang berkutub jamak (Friedmann 2009: 399). Ma-
ka: “uang semakin takstabil dan berbahaya. Ini berhubungan
langsung dengan kekuasaan antarnegara, yaitu konflik-konflik
perebutan hegemoni yang tak kunjung usai” (Friedmann 2009:
388). Inti pernyataan Friedmann adalah bahwa rezim ini baru
mulai terbentuk (dengan masa depan yang belum pasti), kare-
na ketiadaan mekanisme pengaturan keuangan yang menge-
lola hubungan-hubungan dagang di antara negara-negara, juga
karena Friedmann (2009: 340, catatan kaki) memiliki “keragu-
an [mendalam] akan kemampuan kapital untuk mengatur diri
sendiri.”

Terdapat beberapa isu sekaligus di sini. Pertama, di selu-
ruh periode rezim pangan, kapital telah mentransformasikan
dirinya sendiri dan sistem negara. Pada saat bersamaan, mata
uang sterling dan dolar memainkan peran penting dalam me-
nata sistem negara: sterling menyuntikkan pinjaman-pinjaman
kepada negara melalui rekayasa perhitungannya di London,
dan dolar menetapkan nilai tukar mata uang melalui sistem
Bretton Woods (Block 1974). Kedua, dolar telah beroperasi
sebagai mata uang utama dunia sejak awal 1970-an, dire-
kayasa sedemikian rupa oleh kebijakan keuangan adidaya,
yang sedang surut, untuk menarik kapital ke Amerika Serikat
(Arrighi 1994). Ketiga, penyediaan pangan di bawah rezim pa-
ngan yang berpusat di Amerika Serikat saat itu dikelola me-
lalui kebijakan pelimpahan surplus (Public Law-480) dalam
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perdagangan bilateral. Hal ini menghasilkan deposit dana
dampingan di bank-bank negara penerima yang meminggirkan
sistem moneter Bretton Woods. Keempat, perdagangan pangan
selama era rezim pangan “korporat” (1980-an hingga 2000-an)
dibentuk oleh kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural dan
kesepakatan-kesepakatan dagang bilateral (North American
Free Trade Agreement [NAFTA]) dan multilateral (WTO) sesuai
dengan sistem dolar. Dan kelima, pergerakan pangan dalam
jumlah besar kini berlangsung di dalam dan di antara anak-
anak perusahan korporasi transnasional. Hal ini dimungkinkan
oleh aliran keuangan internasional yang dipereteli regulasinya
(deregulasi), termasuk pada jasa-jasa keuangan mereka sen-
diri (lihat, misalnya, Pritchard dan Burch 2003). Bahkan Burch
dan Lawrence (2009: 277) menyatakan: “proses finansialisasi
inilah yang ‘membentuk kerangka’ proses-proses sosial lain-
nya.” Pernyataan ini menubuatkan terjadinya penataan ulang
struktur rezim pangan korporat (Bab 6), yang memang sudah
tampak dalam upaya-upaya supermarket memberagamkan ri-
tel dan saham investasinya, juga melalui pencaplokan lahan be-
sar-besaran (land grabbing) untuk tujuan spekulasi keuangan.
Relasi-relasi tersebut memiliki daya adaptasi di sepanjang
era modern. Dengan daya adaptasi itulah berbagai rezim pa-
ngan mengekspresikan hubungan-hubungan secara spesifik
dalam titik koordinat ruang/waktu rezim-rezim itu sendiri, de-
ngan beragam model pembentukan struktur yang bisa beru-
bah-ubah. Stabilitas menjadi nisbhi bagi periode-periode histo-
ris yang berbeda, dan “kovergensi” dapat terwujud secara ko-
koh, sebagaimana terwujud dalam harga pangan dunia, dalam
tatanan pertanian pangan yang mungkin atau tidak mungkin
berporos pada satu mata uang dominan atau hegemonik. Da-
lam pengertian ini, “rezim pangan korporat” (McMichael 2005)
bergantung pada penerapan prinsip-prinsip pasar neoliberal
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oleh negara-negara dalam rangka menjalankan privatisasi se-
suai mandat penyesuaian struktural dan kesepakatan-kesepa-
katan perdagangan bebas—sebagai alternatif terhadap mata
uang internasional yang hegemonik dan stabil. Fakta ketim-
pangan mencolok terkait kemampuan Uni Eropa dan Amerika
Serikat dalam mempertahankan subsidi pertanian (menggan-
tikan jaminan harga-harga komoditas pertanian dengan suatu
harga dunia), menunjukkan relasi-relasi kuasa yang menge-
lola pasar komoditas selama sekitar seperempat abad. Secara
sistematis, neoliberalisme menggantikan perdagangan-dengan-
mata-uang-teregulasi, dengan memaksakan “suatu bentuk ek-
strem rezim perdagangan bebas internasional baik untuk aset
tetap (semisal barang dan jasa) maupun aset tak berwujud (se-
perti investasi utang, saham, dan obligasi),” serta HKI, dengan
tata kelola finansial internasional bergeser “dari negara ke lem-
baga-lembaga ‘swasta’ seperti Bank of International Settlements”
(Nesvetailova dan Palan 2010: 7-8).

Pertanyaannya kemudian, apakah prasyarat yang mensta-
bilkan suatu rezim: perdagangan, mata uang, atau relasi pro-
duksi pertanian-pangan beserta realisasinya melalui perda-
gangan? Rezim bantuan pangan yang berpusat di Amerika Se-
rikat tentu akan memenuhi kriteria yang terakhir—mengingat
bahwa perdagangan pangannya, dengan harga-harga khusus,
telah menstabilkan harga-harga pangan dunia (Tubiana 1989).
Demikian pula, pasar gandum dunia pada akhir abad XIX di-
tandai oleh jatuhnya harga, sebagaimana terlihat pada 1990-an
ketika harga pangan pokok dunia jatuh ke titik terendah sete-
lah 150 tahun (The Economist).

Isu stabilisasi itu menerangkan pandangan Pritchard bah-
wa kita belum bisa melihat rezim pangan ketiga. Baginya,
pertanyaan kunci bagi para pengkaji rezim pangan adalah
“bagaimana melakukan teorisasi atas peleburan pertanian ke
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dalam WTO.” Dia tidak melihat WTO sebagai mekanisme ke-
lembagaan bagi tata kelola pasar untuk relasi-relasi antara
pangan dan masyarakat, melainkan sebagai suatu “warisan
dari politik masa krisis rezim pangan kedua yang berpusat di
negara, ketimbang mewakili sesuatu yang diasumsikan se-
bagai pelanjut,” juga menganggap kegagalan Putaran Doha
pada 2008 sebagai penanda kegagalan untuk melembagakan
“aturan pasar tanpa penghalang” (Pritchard 2009: 297). Artinya,
Kesepakatan Pertanian (Agreement on Agriculture [AoA]) WTO
telah membawa warisan proteksi bagi petani di Utara, walau-
pun mengklaim telah melakukan liberalisasi sistem pangan du-
nia—suatu argumen yang juga dikembangkan Winders, yang
berfokus pada kebijakan pertanian intervensionis Amerika Se-
rikat sebagai kekuatan hegemoni (Pritchard 2009). Pritchard
(2009: 301) menilai:

selama lima tahun pertama setelah berakhirnya Putaran
Uruguay, efek utama dari memasukkan pertanian ke dalam
WTO bukanlah penataan ulang pertanian global agar sesuai
dengan rasionalitas pasar, tetapi mempertajam ketimpang-
an peluang dalam sistem pangan dunia. Kombinasi dari
restrukturisasi aturan yang dipaksakan dan keberlanjutan
program-program subsidi di sebagian besar negara OECD
telah memperkuat kuasa atas pangan dunia di tangan ke-
pentingan elite Utara.

Tentu di sinilah poinnya, bahwa WTO adalah peranti tam-
bahan, di luar kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural,
untuk menata ulang struktur relasi-relasi pertanian dan perda-
gangan dunia, sehingga mendorong “suatu ‘pembalikan’ arus
pertukaran pangan global antar-belahan dunia”—para produ-
sen komersial Utara mengekspor komoditas tanaman, ternak,
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dan susu dengan harga yang lebih murah, dan negara-negara
Selatan memperkuat ekspor hasil pertanian bernilai tinggi yang
diperkenalkan selama rezim utang 1980-an. Maka: “sementara
warga negara-negara Selatan semakin banyak diberi makan
jagung dari Amerika Serikat, gandum Eropa, dan susu bubuk
Australia dan Selandia Baru, konsumen di Utara yang makmur
memenubhi troli belanja mereka dengan produk-produk pangan
yang semakin banyak diangkut dengan pesawat dari dunia Se-
latan” (Pritchard 2009: 301).

Dengan demikian, rezim pangan korporat dicerminkan oleh
pembentukan tatanan pangan dunia bergaya WTO—suatu re-
zim yang utamanya berakar dari pengaruh korporasi perta-
nian-pangan terhadap pemerintah Amerika Serikat dan Uni
Eropa, yang “menekankan akan suatu lembaga supranasio-
nal yang dapat secara legal menguatkan kendali mereka dan
mempertahankan otoritas untuk memperluasnya lebih jauh”
(Weis 2007: 132). Rezim ini punya kaitan dengan logika norma-
tif liberalisasi (Weis 2007: 159), meskipun norma itu diterap-
kan secara timpang dengan menggantikan subsidi pertanian
di Utara dengan sistem ‘kotak’ dalam AoA WTO. Hasilnya ada-
lah suatu pembagian kerja pertanian secara internasional yang
dikonstruksi secara politis.

Satu simpul dalam pembagian kerja ini (berasal dari rezim-
rezim sebelumnya) telah memapankan lumbung pangan di
Utara yang berpusat di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Mere-
ka mengekspor surplus pangan (gandum, produk susu, serta
produk olahan daging dan jagung/kedelai) melalui aturan-
aturan perdagangan bebas WTO yang diterapkan secara tim-
pang di balik pagar subsidi pertanian dan perlindungan dari
impor produk pangan olahan atau semiolahan bagi Amerika
Serikat dan Uni Eropa. Simpul lainnya, berasal dari rangkaian
kebijakan penyesuaian struktural sejak 1980-an, berpusat di
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sejumlah negara Selatan dengan meluasnya ekspor pertanian
nontradisional untuk menutupi utang “Negara-Negara Pertani-
an Baru” (Friedmann 1991).

Sebagai efeknya, penataan struktur politik atas nama disi-
plin pasar telah menciptakan pasar-pasar global bagi pangan
murah. Hal ini dilakukan dengan mengeksploitasi tanah dan
buruh murah untuk ekspor pertanian dari Selatan dan limpah-
an (dumping) pangan dari Utara yang seolah-olah dibuat lebih
murah. Di kasus yang mana pun, petani kecil, khususnya di
Selatan, dihadapkan pada kebijakan dan ketentuan-ketentuan
yang menguntungkan usaha tani berorientasi ekspor dan pa-
dat modal. Hal ini mengorbankan lahan dan sistem budidaya
petani kecil. Kebijakan dan ketentuan-ketentuan itu juga mem-
perparah penggusuran yang sudah berlangsung sebelumnya.
Inilah rezim agrobisnis transnasional yang memperdagangkan
dan mengolah komoditas hasil pertanian di Selatan. Rezim ini
pun menyulap petani kecil menjadi cadangan tenaga kerja bagi
pabrikan negara-negara Utara yang butuh buruh dan berope-
rasi di negara-negara Selatan. Sebuah ironi gamblang tampak di
sini: rezim ini sangat mirip dengan rezim pangan penjajah yang
berdiri di atas perluasan pertanian Inggris ke berbagai wilayah.
Di kasus yang mana pun, tatanan perdagangan pangan adalah
kunci bagi penataan struktur tertentu atas sistem negara.

Kesimpulan: Suatu Dunia Pasca-Rezim Pangan?

Demikianlah, rezim pangan awal berporos pada ketegangan
antara sistem kolonial dan kebangkitan negara-bangsa merde-
ka. Maka demikian pula, rezim pangan korporat berporos pa-
da ketegangan antara dua hal: pertanian pangan berorientasi
ekspor (“pertanian tanpa petani”) dan pertanian berorientasi
pasar lokal yang dikerjakan oleh kebanyakan petani. Dalam
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kerangka teritorial, ketegangan ini utamanya berlangsung an-
tara dua poros: bentuk-bentuk integrasi transnasional ranah
produsen dan konsumen, yang semakin ditentukan oleh stan-
darisasi pangan (yang diproduksi secara monokultur dan in-
putnya berasal dari belahan dunia lain), dengan sistem-sistem
‘hayati kawasan’ (bioregional) dan pangan lokal yang berusa-
ha memangkas jarak antara produsen dan konsumen. Sistem
pangan lokal ini menjadi tujuan bagi gerakan kedaulatan pa-
ngan, bersama seruan mereka untuk memperkecil skala sis-
tem pangan agar dapat dikendalikan secara demokratis serta
menciptakan menu dan praktik ekologis yang cocok—dengan
catatan bahwa penurunan skala ini menekankan kekhasan
berbagai ekosistem pertanian. Ketegangan inti antara “pangan
dari antah-berantah” dan “pangan dari tempat tertentu”
(McMichael 2002) menunjukkan Kkesia-siaan rezim pangan.
Menjadi demikian ketika ketegangan ini mencita-citakan lo-
kalisasi ulang sistem pangan sebagai solusi tidak sekadar ter-
hadap ketegangan dalam rezim pangan, tetapi juga terhadap
persoalan keberlanjutan sosio-ekologis di era pertanian-pas-
caindustrial.

Campbell menguatkan pandangan tersebut dengan meng-
klaim bahwa rezim ‘pangan dari antah-berantah’ telah meng-
hasilkan rezim ‘pangan dari suatu tempat’. Klaim ini didasar-
kan pada hadirnya “tanggapan dan penanda ekologis sebagai
pemicu munculnya strategi-strategi adaptif” (Campbell 2009:
317). Menimba wawasan seputar lingkungan dari Friedmann
(2000), Campbell menggarishawahi ketegangan terkini antara
abstraksi dan situasi budaya pangan. Ini merupakan ketegang-
an antara kerangka kultural yang menekankan harga murah,
kenyamanan, pengolahan yang menarik perhatian, dan pe-
nyamaran bahan asal makanan, dengan status kultural para
konsumen makmur yang melekat pada makanan yang mena-
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rik perhatian masyarakat dan berakar secara ekologis. Berbe-
da dengan Friedmann yang melihat rezim korporat-lingkungan
sebagai sesuatu yang baru mulai terbentuk, Campbell (2009:
318) melihat hadirnya dua pihak yang timpang: rezim ‘pangan
dari tempat tertentu’ yang “kecil namun penting sebagai logika
tandingan baru” terhadap rezim ‘pangan dari antah-berantah’.
Campbell (2009: 312) mencatat bahwa rezim pangan awal pu-
nya “kemampuan menyamarkan apa yang Marx ... gambarkan
sebagai suatu patahan metabolis—yang tidak dapat dipulihkan
dan taktampak—yang semakin mengganggu interaksi antara
manusia dan alam.” Patahan metabolis inilah—yakni ganggu-
an terhadap siklus pemulihan kesuburan tanah (Foster 1999)—
yang dapat mendorong desentralisasi pertanian pangan, keti-
ka manusia dipaksa untuk memulihkan tanah, biomassa, dan
keanekaragaman hayati agar dapat bertahan hidup pada masa
pasca-bahan bakar fosil.

Konsepsi ini berporos pada pemikiran awal mengenai sebu-
ah rezim pangan yang mewujudkan suatu situasi historis yang
mengandung prinsip-prinsip kontradiktif. Dinamika rezim-rezim
sebelumnya berpusat pada ketegangan antara prinsip-prinsip
geopolitik yang berlawanan—relasi kolonial/nasional di rezim
pertama, relasi nasional/transnasional di rezim kedua. Maka
begitu pula, rezim pangan korporat mewujudkan kontradiksi
antara pertanian dunia dan bentuk pertanian agroekologi ber-
basis lokal. Selain itu, rumusan ini memusatkan perhatian pa-
da kondisi para petani kecil, nelayan, dan penggembala, juga
pada mobilisasi tandingan yang mengusung panji kedaulatan
pangan melawan narasi modernis yang melihat para petani
skala kecil sebagai sesuatu yang mubazir (McMichael 2006). Se-
mentara rezim pangan pertama berakar dari gerakan sosial pa-
ra petani migran dalam dinamika siklisnya (Friedmann 2005),
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dinamika rezim pangan yang sekarang melibatkan gerakan so-
sial petani yang melawan migrasi (McMichael 2005).

Ada beragam keselarasan relasi dalam seluruh fenome-
na ini. Abad panjang rezim pangan kapital dibentuk oleh pe-
tani pemukim asing pada akhir abad XIX yang merintis pem-
bukaan dan pengolahan padang rumput untuk mengekspor
pangan murah. Melalui spesialisasi budidaya komoditas dan
sentralisasi agrobisnis, bahan pangan murah secara sistema-
tis telah meminggirkan petani kecil melalui sirkulasi pangan
murah dalam skala global pada akhir abad XX—sekaligus mem-
bangkitkan gerakan kaum tani tandingan. Di luar keselaras-
an itu, poin yang lebih besar adalah bahwa rezim pangan ka-
pital telah menebar krisis agraria dalam skala besar, yang kini
menjadi salah satu sasaran gerakan yang tengah bertumbuh
untuk mengamankan pedesaan, melindungi planet bumi, dan
mendorong kedaulatan pangan dengan melawan serangan ba-
ru terhadap budaya bertani dan keanekaragaman oleh “rantai
nilai” dan pencaplokan lahan berskala besar.

Catatan
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Bentuk-Bentuk Historis Rezim Pangan

SAMA dengan kapitalisme, terdapat beragam bentuk rezim pa-
ngan dalam sejarahnya. Sesungguhnya, kapitalisme sendiri
adalah suatu rezim pangan, sejauh keberlangsungannya ber-
gantung pada penyediaan bahan pangan yang mutlak dibu-
tuhkan untuk reproduksi (ekonomis) tenaga kerjanya. Hal ini
terjadi dengan mengubah pertanian dan pangan menjadi relasi-
relasi komoditas yang, selain membuat pangan jadi murah, juga
menjadikan pertanian dan pangan sebagai bagian dari strate-
gi-strategi investasi. Akhir-akhir ini, strategi-strategi ini menca-
kup tindakan spekulasi pada saham-saham perusahaan pangan
yang memiliki dampak inflasi.

Di dalam kecenderungan-kecenderungan di atas, faktor
mendasarnya adalah bagaimana akumulasi berlangsung pada
tahap-tahap tertentu rezim pangan. Keruntuhan rezim terjadi
bersamaan dengan transisi menuju dinamika akumulasi baru.
Ini terjadi dengan cara menggeser titik pusat dan konsekuen-
si dari komodifikasi pertanian di dalam suatu siklus ekspansi
baru dengan batasan-batasan baru, dan demikian seterusnya.
Di sini, rezim pangan sedemikian rupa turut serta membentuk
konjungtur ‘modernisasi’ pertanian dunia dalam lingkup lebih
luas—sebuah konjungtur yang nonlinear dan kontradiktif. Kon-
tradiksi-kontradiksi yang terjadi lantas dikontrol perluasannya
dan/atau diselesaikan lewat proses perluasan jangkauan, de-
ngan menunda ‘keterkurasan absolut’ ekosistem global (Moore
2012; Araghi 2009). Pada saat yang sama, terjadi kerusakan
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terus-menerus dalam ekosistem. Sekarang mulai disadari bah-
wa keberlangsungan ekosistem ada batasnya. Maka, tiap tahap
rezim pangan merupakan suatu bagian yang berurutan dalam
konjungtur yang berkembang secara menyejarah (era pertanian
industrial). Dengan kata lain, rezim-rezim pangan tertentu dan
konjungtur yang lebih luas bersifat saling memengaruhi. Seti-
ap rezim merupakan pelembagaan kekuatan-kekuatan politik
dan sosio-ekologis. Kekuatan-kekuatan inilah yang memben-
tuk struktur relasi-relasi international terkait hasil pertanian-
pangan sembari memperdalam cengkeraman relasi-relasi ko-
moditas terkait hasil pertanian-pangan.

Rezim-rezim yang silih berganti ini adalah wujud pelem-
bagaan relasi-relasi yang berperan menata bentuk-bentuk pe-
nyediaan pangan yang senantiasa berubah. Bagaimana rela-
si-relasi ini diatur dan dijelaskan (atau dibenarkan), cukup be-
ragam di tempat dan waktu yang berbeda. Satu rezim tertentu
ditandai oleh suatu prinsip penataan yang sekaligus merupa-
kan wujud atas kuasa atau hegemoni. Dengan begitu, tatanan
ekonomi-politik dalam relasi-relasi pangan secara internasio-
nal sejak akhir abad XIX telah menghasilkan tiga bentuk peris-
tiwa berbeda yang telah terlembagakan dalam bentuk aturan-
aturan yang dikendalikan oleh tujuan-tujuan strategis berba-
gai kekuatan dominan yang menentukan peristiwa-peristiwa
tersebut, dan dibenarkan oleh ideologi-ideologi kaum pengua-
sa, yaitu Inggris/multilateralisme-perdagangan-bebas; Ameri-
ka Serikat/bantuan-luar-negeri, pembangunan dan kebebasan
berwirausaha; serta WTO/perdagangan-bebas dan supremasi
sistem pasar. Di masing-masing kasus, perdagangan pangan
dunia, lewat satu komando harga dunia, telah menjangkau
suatu wilayah komodifikasi pertanian yang terus meluas ser-
ta suatu proses pendalaman terkait relasi konsumsi yang kian
dibelah oleh kelas-kelas selera makan.
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Sebagaimana disinggung sebelumnya, rezim pangan pu-
nya dimensi generik (menurunkan sifat tertentu) dan episodik
(membangun peristiwa). Meskipun setiap episode memperli-
hatkan suatu tatanan kekuasaan tertentu yang bersandar pada
peredaran-peredaran pangan tertentu, sudut pandang gene-
rik memandang episode-episode itu sebagai kejadian-kejadian
yang berputar dalam suatu proses akumulasi kapital berjangka
panjang yang melintasi ruang dan waktu (bandingkan, Arrighi
1994). Dua pertanyaan muncul dari rumusan ini: (1) apa arti
membayangkan masa prasejarah dari rezim-rezim pangan ini?
(2) mengingat bahwa episode-episode ini muncul berurutan,
apakah kekuatan penggerak yang membentuk struktur rezim-
rezim pangan ini?

Tahap Prasejarah dari Rezim Pangan

Ada godaan untuk menarik konsep rezim pangan mundur
ke belakang, dari akhir abad XIX ke masa kolonial. Awalnya,
buah dari imperium penjajahan (dan perbudakan) mencakup
barang-barang pemberi kenikmatan yang cukup terkenal—pe-
rangsang rasa, tembakau, kopi, teh, dan gula, yang semuanya
memenuhi “hasrat untuk mendapatkan zarah-zarah baru yang
bisa dimakan, yang menimbulkan rasa nikmat, serta yang
bisa dijadikan bahan obat-obatan, yaitu barang-barang yang
punya efek langsung dan kuat terhadap tubuh orang-orang
yang mampu mengonsumsinya” (Sheller 2003: 77). Gula, yang
awalnya merupakan barang mewah bagi kalangan bangsawan
Eropa, kemudian menjadi barang yang diperebutkan dengan
sengit oleh para penjajah, dan akhirnya menjadi komoditas se-
hari-hari rumah tangga di Inggris pada abad XIX.

Sidney Mints (1985) telah memetakan sejarah pengerahan
kekuatan negara-negara penjajah untuk mengamankan koloni-

33



REZIM PANGAN DAN MASALAH AGRARIA

koloni penghasil gula di Karibia. Saat itu, ia sudah memba-
yangkan peran kekuatan ekonomi-politik dewasa ini dalam
menata relasi konsumsi dalam Kkapitalisme industrial, dan
itulah rezim pangan. Gula berubah dari barang langka pada
1650, menjadi barang mewah pada 1750, lalu akhirnya menjadi
kebutuhan sehari-hari pada 1850. Perubahan posisi gula me-
nunjukkan bangkitnya kapital industrial yang mendorong
Inggris untuk menciptakan suatu imperialisme perdagangan
bebas, dan dengan demikian menciptakan sebuah pasar dunia
yang bersandar pada standar [nilai] emas internasional. Sebu-
ah rezim pangan muncul lewat “penyediaan substitusi pangan
berbiaya murah seperti tembakau, teh, dan gula untuk kelas
buruh metropolitan. Dengan memberi efek positif terhadap ha-
sil energi dan produktivitas pekerja, pengganti pangan sema-
cam itu menjadi barang penting dalam menyeimbangkan ne-
raca kapitalisme” (Mintz 1985: 148-149). Kekuatan cerita Mintz
ini terletak pada kemampuannya merekam perubahan tatanan
geopolitik ketika relasi-relasi nilai sudah terbentuk kokoh.
Dengan begitu, pangan dunia seperti gula menjadi bagian
tak terpisahkan dalam perhitungan nilai dalam kapitalisme. Di
dalam perhitungan nilai itu, angkatan kerja global, yang ken-
dati timpang namun nasibnya sama, dibentuk dan dihidupi me-
lalui relasi penjajahan yang telah terajut. Penjajah tidak hanya
mengamankan wilayah-wilayah jajahan penghasil gula di Ke-
pulauan Karibia dan Brasil sebagai zona pemasok komoditas
bagi Eropa, tetapi juga mengimpor sumber karbohidrat (tepung)
seperti buah sukun dari Pasifik Selatan, dan sumber protein
seperti ikan kod asin dari Atlantik Utara. Pasokan karbohidrat
dan protein ini diimpor untuk melengkapi buah-buahan lokal
guna meningkatkan daya tahan tubuh para buruh perkebunan.
Selain itu, sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, ken-
tang, dan beras tersedia banyak di seluruh Atlantik, sehingga
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menyediakan “nutrisi yang cukup untuk menopang hidup ka-
um buruh yang melarat .... Berbagai pangan karbohidrat itu
telah menurunkan ongkos reproduksi rumah tangga dan mem-
buat buruh murah tersedia dalam jumlah banyak” (Tomich
2013). Sebagaimana dicatat Dale Tomich (2013), wilayah-wila-
yah jajahan ini telah muncul sebagai:

barangkali pertanian yang paling radikal dan inovatif, pro-
duksi komoditas tropis untuk pasar dunia ... pusat lahan,
buruh, dan kapital bagi produksi komoditas ekspor, yang
berarti bahwa makanan dan pasokan lain—barang-barang
pabrikan, biji-bijian, hewan untuk kerja dan konsumsi, ka-
yu, dan berbagai jenis ikan—harus diimpor dari tempat lain
di seputar Atlantik.

Dengan cara ini, transformasi dunia agraria di masa penja-
jahan melekat erat dengan relasi-relasi rumit terkait menu
makan, yang pada gilirannya menjadi keadaan-keadaan yang
melanggengkan produksi komoditas tropis dan subtropis yang
akhirnya melahirkan rezim pangan. Dengan begitu, rezim pa-
ngan dapat diposisikan secara historis sebagai suatu “tatanan
kompleks dari banyak tujuan” yang bersembunyi di balik wu-
jud fenomenal dari perputaran komoditas utama (Marx 1973:
101). Dalam keadaan demikian, rezim pangan bisa punya ben-
tuk gaya tersendiri dalam menandai episode historis khas yang
dapat dikenali lewat wajah kekuasaan tertentu, tetapi isi dari
rezim pangan itu tetap bergantung pada tatanan seperangkat
relasi-relasi produksi dan reproduksi yang rumit secara histo-
ris—suatu kerumitan yang mustahil dijabarkan di sini tanpa
bantuan contoh-contoh ilustratif.

Masa-masa awal, ketika kolonialisme Eropa mengubah
berbagai belahan dunia non-Eropa menjadi pengekspor pro-
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duk-produk monokultur bagi negara-negara metropolitan de-
ngan berbagai produk tropis, sangat tepat disebut sebagai per-
siapan untuk pembentukan rezim pangan. Sebagai contoh, per-
dagangan pangan subtropis masa-masa awal dari Amerika Se-
rikat telah menopang ekonomi kawasan Atlantik, di mana Bal-
timore secara langsung memasok terigu ke kawasan-kawasan
perkebunan di Kepulauan Karibia dan Brasil (Gilbert 1977: 250).
Tetapi sistem harga dunia untuk makanan pokok baru muncul
pada perempat akhir abad XIX, dengan gandum sebagai produk
utama (Woodruff 1967: 268; Friedmann 1978). Akhirnya, sebu-
ah rezim pangan melibatkan pula penaklukan jaringan peredar-
an bahan pangan internasional ke bawah sistem harga yang
diatur oleh logika pasar. Bagaimana harga pasar itu ditetap-
kan adalah soal nomor dua. Pengintegrasian kawasan-kawasan
penghasil produk adalah proses yang lebih penting dibanding
bagaimana harga pasar ditetapkan, yaitu proses yang membu-
at para produsen dari segala penjuru dunia kapitalis berhadap-
an dengan satu sistem harga. Sistem harga tunggal inilah yang
merupakan wujud dari prinsip penataan utama dari suatu re-
zim, karena di situ terlihat bagaimana kekuatan pasar diarah-
kan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

Bagaimana Rezim Pangan Terbentuk dan Terbentuk Ulang?

Pertanyaan kedua di atas, mengenai kekuatan penggerak yang
membentuk struktur rezim pangan, membutuhkan penjelas-
an sejarah tertentu. Di sini, konsep rezim pangan menjadi satu
kunci untuk menyingkap tidak hanya tahap-tahap dan pera-
lihan yang sengaja dirancang dalam sejarah relasi pangan ka-
pitalis, tetapi juga sejarah kapitalisme itu sendiri. Tiap rezim
menetapkan satu harga dunia untuk menjembatani perdagang-
an antarnegara. Sementara sejarah kapital bergantung pada
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kawasan rintisan budidaya bahan pangan untuk mendorong
akumulasi (Moore 2000), rezim pangan di akhir abad XIX
merupakan tonggak penanda bagi konsolidasi pasar dunia
yang diatur, pada prinsipnya, oleh relasi-relasi nilai (Arighi
2003; McMichael 1999). Artinya, rezim pangan menandakan
terjadinya proses komodifikasi pangan dan perancangan se-
cara rinci relasi perdagangan yang bertopang pada pesatnya
konversi budidaya pertanian menjadi sebuah industri dunia.
Tentu ini bukan proses sekali jadi, dan meskipun telah terjadi
kecenderungann berkepanjangan ke arah ini, episode-episode
yang terjadi berulang-ulang—di mana kecenderungan ini ma-
kin kokoh—berlangsung di dalam hubungan-hubungan penuh
pertentangan. Relasi-relasi nilai muncul melalui wahana po-
litik kekerasan, dengan konsekuensi-konsekuensi sosio-eko-
logis tertentu—termasuk kategori ini adalah usaha meluaskan
jajahan (sering melalui perantara penguasa-penguasa lokal)
ke daerah-daerah non-Eropa dengan kerugian material dan
kultural bagi penduduk pribumi beserta ruang hidup mereka.
Dengan begitu, rezim pangan dapat menampilkan praktik pe-
laksanaan kekuasaan global secara umum sekaligus, sejauh
itu dapat, menancapkan episode-episode sisipan beserta sya-
rat-syarat politik dan materialnya. Bila kita meneorikan rezim
pangan sebagai “wajah politis dari relasi-relasi nilai dunia
yang menyejarah” (Araghi 2003: 51), maka wajib bagi kita un-
tuk memerinci “wajah politis” ini dalam bentuk-bentuk kese-
jarahannya.

Rezim pangan sering kali dihubungkan dengan penataan
secara politis atas ekonomi kapitalis global melalui penggu-
naan kekuasaan oleh negara-negara Inggris dan Amerika ser-
ta pemerintahan negara neoliberal. Kekuasaan dipancangkan
dengan peranti militer, keuangan, dan kelembagaan, hingga
membentuk relasi-relasi geopolitik dan corak akumulasi kapi-
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tal dengan dikawal oleh ideologi pembangunan. Hegemoni Ing-
gris dan Amerika, disokong oleh kekuatan militer atau keuang-
an, telah dipancangkan di atas prinsip-prinsip ekonomi-politik
(vaitu perdagangan bebas dan kemudian kebebasan wirausa-
ha) yang diadopsi oleh negara-negara pesaing sebagai prinsip-
prinsip penataan universal (Arrighi 1994). Demikian pula, WTO
melembagakan suatu prinsip penataan yang diterima secara
universal (yakni liberalisasi perdagangan dan kewirausahaan),
dengan kekuatan hukum (dan ekonomi) sebagai faktor pemak-
sa negara-negara anggotanya agar menerapkan prinsip itu, ken-
dati terjadi ketimpangan dalam hal kepatuhan atas kesepakat-
an antara negara-negara Utara dan Selatan.

Bentuk-bentuk aturan menerangkan proses pembentukan
struktur rezim pangan, tetapi apakah tujuan utama aturan-
aturan tersebut? Produksi dan penyediaan pangan untuk mem-
pertahankan dinamika akumulasi tertentu adalah jawaban
mudahnya, tetapi bagaimana itu dijalankan membutuhkan
penjelasan yang lebih rumit. Di tiga rezim pangan, ciri mere-
ka yang sama adalah pangan murah, dengan satu harga du-
nia merangsang munculnya bentuk-bentuk akumulasi dalam
sistem negara. Tetapi pangan murah juga punya beragam
fungsi: menurunkan biaya untuk upah, meningkatkan upah
riil, meredam kegelisahan buruh, mengambil alih sumber-
sumber pangan, menciptakan ketergantungan, menyelesaikan
utang, melumpuhkan produsen, dan lain-lain. Kesamaan dari
semua fungsi ini adalah sifat pelaksanaan kekuasaan. Maka,
berikutnya adalah penjelasan peran pangan sebagai bentuk
penguasaan di setiap rezim.

Rezim Pangan Penjajahan di Bawah Inggris

Eksploitasi wilayah-wilayah jajahan oleh imperium-imperium
Eropa punya beberapa tujuan, yang terpenting di antaranya
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adalah untuk menguasai dan memastikan terpenuhinya pa-
sokan bahan pangan dan perangsang rasa (yang terbilang me-
wah) bagi konsumsi kelas atas, untuk meningkatkan kemak-
muran nasional (kerajaan induk) melalui kebijakan-kebijakan
merkantilis, dan untuk membuka wilayah-wilayah baru akumu-
lasi demi mengangkut keuntungan dan menunda kehancuran
ekologis (Moore 2000; lihat Wallerstein 1974). Pasokan produk-
produk tropis adalah pintu masuk awal bagi rezim pangan per-
tama yang berporos di Inggris. Sebagaimana disebut di atas,
kisah tentang gula menunjukkan makin mapannya pintu ma-
suk itu di mana barang mewah yang awalnya diproduksi oleh
para budak perkebunan telah menjadi menu umum masyara-
kat kelas bawah sebagai sumber kalori untuk mempertahan-
kan para buruh pabrik dan keluarganya ketika industri tengah
tumbuh. Penyediaan pangan yang bersifat universal seperti
itu membuat pencaplokan tanah dan pemerasan tenaga ker-
ja di masa penjajahan menjadi basis pentingnya, selain tentu
saja ketersediaan secara fisik (nilai guna) pangan tropis yang
dihasilkan, sehingga memungkinkan kapital membuat harga
pangan yang dibeli dengan upah menjadi murah bagi para bu-
ruhnya. Sebagaimana dicatat oleh Mintz (1985) dan Sébastien
Rioux (2012), baik budak maupun kaum proletar (beserta kelu-
arganya) secara berbarengan mengalami suatu proses umum
penurunan tingkat reproduksi tenaga untuk bekerja.

Posisi saling melengkapi antara pangan tropis dan subtro-
pis merupakan faktor pembentuk rezim pangan pertama pada
paruh kedua abad XIX. Posisi ini menandai bangkitnya Inggris
sebagai imperium perdagangan bebas, yang dirancang untuk
mendukung upaya akumulasi dan kekuatan dagang Inggris di
pasar dunia yang sedang tumbuh. Bill Winders menetapkan
1860 sebagai awal rezim pangan pertama, menyusul pember-
lakuan perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan Pran-
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cis pada 1859 di mana konsesi yang dulu diberikan hanya ke-
pada Prancis kini diberlakukan bagi semua bangsa dan de-
ngan demikian menciptakan kesepakatan perdagangan bebas
multilateral pertama (2009: 318; McMichael 1984: 21). Tetapi
sebelum itu, sebagaimana disebutkan oleh Winders, pencabut-
an Undang-Undang Gandum (proteksi pertanian) pada 1846
sangat dipengaruhi oleh perubahan koalisi kelas dalam poli-
tik Inggris. Secara khusus, pencabutan undang-undang itu
sangat dipengaruhi oleh kelas industrial yang kian solid dan
mapan secara politis, serta tengah mencari cara mengurangi
upah buruh dalam kerjasama dengan para produsen ternak
yang juga mencari biji-bijian lebih murah dari seberang laut-
an (Winders 2009: 323-324). Dengan bertumbuhnya persaing-
an industrial antar-negara-bangsa baru, yang didorong oleh
kegiatan-kegiatan “pabrik dunia” Inggris, koalisi-koalisi da-
lam negeri di tempat-tempat lain berporos pada perdagangan
bebas sebagai sarana untuk mengimpor teknologi dan bahan
baku (termasuk pangan). Para pelaku budidaya pertanian di
mana-mana bersaing mendapatkan pasar, mengalami surplus
produksi dalam kaitannya dengan permintaan konsumen dan
jatuhnya harga produk-produk pertanian (Winders 2009: 327).
Dari 1859 hingga 1889, produksi gandum dan jagung Amerika
Serikat melonjak hampir tiga kali lipat, seiring melonjaknya
jumlah usaha tani juga nyaris tiga kali lipat (dari 2 juta menjadi
5,7 juta) antara 1869 dan 1900 (Winders 2009: 327). Dan antara
1875 dan 1913, harga tanah melonjak tiga kali lipat di Dunia Ba-
ru (O’Rourke 1997: 786), sehingga turut menjamin tewujudnya
infrastruktur publik (termasuk juga kekuatan militer) dan in-
vestasi rel kereta swasta yang membuka wilayah-wilayah rin-
tisan bagi para migran Eropa untuk bermukim sebagai petani
gandum dan peternak (Friedmann 1978; McMichael 1984). Eric
Hobsbawm mencatat:
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Segera setelah aliran bahan pangan murah secara besar-
besaran membanjiri kawasan-kawasan urban Eropa—pada
1870-an—harga pasar produk pertanian anjlok, tidak hanya
di kawasan-kawasan penerima, tetapi juga di wilayah-wi-
layah produsen yang saling bersaing di seberang lautan.
Terjadi perlawanan para petani Populis di Amerika Utara,
gelegar revolusi agraria yang lebih berbahaya di Rusia pa-
da 1880-an dan 1890-an, juga lentingan pemberontakan ag-
raria dan nasionalis di Irlandia pada era Liga Tanah (Land
League); semua ini menjadi bukti bahwa anjloknya harga
tersebut sangat memengaruhi kawasan-kawasan pertanian
kaum tani atau pertanian keluarga, kawasan-kawasan yang
secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada
belas kasih harga-harga yang berlaku di dunia. (1969: 128-
129, cetak miring saya tambahkan)

Sistem perdagangan bebas telah terkonsolidasikan kendati
proteksionisme menguat di kalangan kelas-kelas pertanian Ero-
pa, sebab tarif tidak secara langsung mengatur produksi atau
harga (Friedmann 1979). Produsen biji-bijian Inggris, karena ter-
isolasi dalam perjuangan mempertahankan Undang-Undang
Gandum, tidak terlindungi dari serbuan harga gandum impor
yang murah (Winders 2009: 328). Di London, harga rata-rata roti
batangan 1,8 kilogram jatuh dari 10,75 penny pada 1855 men-
jadi 8 penny pada 1870, lalu menjadi 5,08 penny pada 1895
(Rioux 2012: 55). Sebagaimana didokumentasikan oleh Rioux
(2012), tidaklah memadai menimpakan kejatuhan harga roti ini
pada kondisi kawasan-kawasan rintisan semata—pangan mu-
rah di Inggris juga bergantung pada metode baru distribusi (dan
pengoplosan) pangan di kalangan penduduk perkotaan. Di si-
ni, gerombolan pedagang kaki-lima yang miskin dan pemilik to-
ko kecil (beserta pekerja mereka) bersekongkol dan membuat
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murah harga pangan untuk rumah tangga kelas buruh. Meski-
pun pangan murah menandakan naiknya upah riil selama pe-
riode ini, makanan untuk para perempuan, anak-anak, dan
pedagang kecil yang jumlah dan kualitasnya telah dikurangi
mengisyaratkan hal sebaliknya. Karena itu, dalam lingkup glo-
bal, berlangsunglah swaeksploitasi secara bersamaan yang di-
lakukan oleh produsen di wilayah-wilayah rintisan pemukim
asing dan oleh buruh perkotaan, yang disebabkan oleh model
baru perdagangan gandum. Inilah bentuk ekstensif akumulasi
kapital yang bergantung pada eksploitasi tenaga kerja secara
sederhana yang diintegrasikan melalui bentuk baru perputaran
pangan yang disebutkan di atas.

Dengan demikian, relasi-relasinilai (value relations) telah me-
nata ulang kehidupan sosial di seluruh wilayah yang dikuasai
rezim pangan dengan dampak besar terhadap masyarakat adat,
ras, kelas sosial, dan gender. Sangat fenomenal, bagaimana sis-
tem perdagangan bebas yang dibangun Inggris (didukung ster-
ling sebagai mata uang internasional) itu telah menciptakan
sebuah pasar gandum dunia. Dalam pasar gandum dunia itu
terjadi pemusatan (konvergensi) nisbi di antara bangsa-bang-
sa antara 1870 dan 1913, dan pemusatan absolut antara Inggris
dan Amerika Serikat—dari selisih 54% pada pemusatan nisbi
menjadi -0,8% pada pemusatan absolut (O’Rourke 1997: 782).

Sebagai sebuah pasar yang terlembagakan, rezim pangan
merupakan wajah pemusatan kekuatan dan relasi-relasi sosial
serta geopolitik yang dirancang untuk memperkuat kekuasaan
internasional dan imperial Inggris. Perdagangan bebas bisa di-
ibaratkan pisau tajam bermata dua. Pertama, dengan memin-
dahkan produksi pertanian ke wilayah seberang, Inggris sang-
gup mengembangkan spesialisasi sebagai “pabrik dunia” pada
suatu rentang waktu, dengan memanfaatkan modal sumber-
daya ekologis dan keluarga pekerja di wilayah rintisan pemu-
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kim asing untuk menekan ongkos pemenuhan pangan kelas
proletar yang tengah bertumbuh (di negara induk, Inggris).
Kedua, perdagangan bebas mendorong munculnya persaingan
industrial dan proteksionisme yang pada gilirannya melucuti
dominasi tunggal tatanan moneter berbasis standar sterling-
emas, dan dengan begitu juga sistem perdagangan bebas (bah-
kan saat sistem itu mendorong pergeseran besar-besaran in-
vestasi Inggris ke negara-negara jajahan/pendudukan).

Siklus ini mewakili pasar dunia yang pertama, yang benar-
benar terintegrasi, yang tidak terpisahkan dari komodifikasi
buruh, uang, dan pangan (bandingkan, Polanyi 1957). Kekua-
saan dan persaingan antarnegara berporos pada ketersediaan
pangan murah, sebuah artefak dalam proses pematangan sis-
tem negara-bangsa dengan mata uang bersama yang dominan.
Secara teoretis, episode pembentukan negara ini merupakan
wajah fenomenal dari suatu proses tak kenal lelah pemben-
tukan relasi-relasi nilai secara global—yaitu pengintegrasian
industri dunia dan pertanian dunia dalam wujud harga, suatu
proses dengan akibat menonjol terhadap kelas sosial. Pada le-
vel negara, di mana pasar dunia mendorong spesialisasi, in-
put komersial menggantikan input biologis dalam pertanian-
campur-pertenakan (mixed farming) yang pada awalnya di-
praktikkan oleh para pemukim asing. Ini membuka jalan bagi
industrialisasi pertanian yang mengaitkan pertanian dan in-
dustri sebagai dua sektor yang saling melengkapi bagi suatu
ekonomi modern yang dikelola secara nasional (Friedmann dan
McMichael 1989: 102).

Di kawasan padang rumput, dataran rendah, dan hutan-hu-
tan Amerika Utara dan belahan bumi Selatan, penduduk asli
digusur dan/atau dilenyapkan agar lahan mereka bisa diguna-
kan untuk padang penggembalaan dan produksi gandum. Di
Argentina dan Paraguay, para pengusaha membagi hamparan
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luas dataran rendah menjadi petak-petak besar lahan gandum
dan padang penggembalaan untuk memasok pasar Eropa.
Mereka mengimpor mesin-mesin pertanian dari Amerika Seri-
kat dan Eropa, serta mempekerjakan buruh-buruh migran da-
ri Eropa (Burbach dan Flynn 1980: 93). Sementara itu, korpo-
rasi-korporasi Amerika Serikat seperti Hersehey, W.R. Grace &
Co., dan United Fruit berinvestasi untuk pengadaan lahan, pe-
ngapalan, pupuk, infrastruktur transportasi, dan fasilitas peng-
olahan di Amerika Tengah dan Selatan untuk memperbesar lu-
asan perkebunan komoditas-komoditas tropis berorientasi eks-
por (Burbach dan Flynn: 94).

Sementara para penduduk padang rumput dan dataran ren-
dah secara umum dimusnahkan dengan kekuatan militer, para
penduduk tanah jajahan mengalami apa yang disebut Davis
(2001) sebagai holocaust. Perempat akhir abad XIX dilanda
kelaparan serentak akibat El Nifio yang menyebabkan keke-
ringan dahsyat di seluruh negeri tropis, dibarengi dengan ge-
lombang kematian akibat kelaparan (30-60 juta orang) dari
India sampai ke utara Tiongkok hingga Brasil. Di India, kolo-
nialisme Inggris memusnahkan sistem lumbung gandum pe-
desaan ketika gandum diubah menjadi komoditas ekspor. Sis-
tem transportasi, termasuk telegraf dan kaitannya dengan lon-
jakan harga, tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, telah me-
mungkinkan para saudagar di sepanjang jaringan tersebut un-
tuk mengusung cadangan gandum dari pedalaman yang dilan-
da kekeringan menuju pusat-pusat penimbunan. Melalui skena-
rio ini, India “dipaksa bergabung ke dalam pasar dunia,” dengan
ekspor gandum meningkat dari 3 juta menjadi 10 juta ton per
tahun; bersamaan dengan itu, terjadi lonjakan angka kematian
yang diperkirakan mencapai 12—19 juta jiwa. Davis (2001: 7, 26,
285) berkomentar, “pada kenyataannya, orang-orang London
memakan roti orang India,” dan ia menulis bahwa “konsekuen-
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si jahat dari sebuah pasar tunggal adalah dipindahkannya
kelaparan, lewat inflasi harga, ke penduduk miskin pedesaan
di wilayah-wilayah yang sebenarnya mengalami surplus gan-
dum.”

Di wilayah-wilayah yang kini disebut sebagai Dunia Keti-
ga muncul reaksi berupa gerakan merindukan datangnya ra-
tu adil yang bersifat antipenjajah. Reaksi ini menyulut gerak-
an kemerdekaan abad XX. Sementara Polanyi menampilkan
modernitas sebagai pengaturan sosial oleh pasar, Davis me-
mungkasi ceritanya dengan mengungkap “rahasia sejarah abad
XIX”—dengan mendokumentasikan dampak mendalam dari
standar emas terhadap bangsa-bangsa non-Eropa. Bagi bangsa-
bangsa non-Eropa, modernitas adalah proses penundukan ke-
hidupan material mereka di bawah aturan harga. Harga ibarat
sebuah pengungkit yang mampu meniadakan beragam kebu-
tuhan maupun sumberdaya baru tanpa kekuatan berarti, dan
melalui harga pula, beragam kebutuhan maupun sumberda-
ya baru itu bisa disebarkan oleh para saudagar-penentu-harga
kepada para konsumen Eropa yang mampu membeli.

Relasi-relasi nilai telah ditata sedemikian rupa melalui sa-
rana kekerasan penjajah dan pemiskinan kualitas reproduksi
tenaga kerja dan ekologi. Dan bisa disimpulkan, hal ini telah
memadukan kelas-kelas tertentu dan meminggirkan kelas-ke-
las lainnya. Proses ini terjadi dalam kerangka penguatan sebu-
ah rezim pangan yang berlandaskan pada tindakan mempermu-
rah harga pangan dengan mengubah statusnya menjadi komo-
ditas global. Sebagai pembenaran, praktik rezim pangan seper-
ti itu sering kali ditempatkan dalam cerita tentang pengenalan
peradaban, di mana Inggris menyebut bahwa dirinya justru
telah menyelamatkan India dari “kelaparan berkepanjang-
an”—meskipun disebutkan oleh suatu kajian pada 1878, dalam
Journal of Statistical Society, bahwa “31 kali insiden kelaparan
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serius terjadi dalam kurun 120 tahun penjajahan Inggris, di-
bandingkan dengan hanya 17 insiden kelaparan yang tercatat
selama 2 abad” (Davis 2001: 299). Sementara itu, komodifikasi
tenaga kerja di Inggris telah menggelembungkan jumlah ke-
las pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan
akan pangan, sehingga membuat seorang aparat penjajah,
Cecil Rhodes, berujar pada 1895: “Penjajahan, sebagaimana
selalu saya katakan, adalah persoalan roti dan keju [buah si-
malakama, penerjemah). Jika ingin menghindari perang sipil,
Anda harus menjadi penjajah” (dikutip dalam Patel 2007b:
84). Sebagaimana disarankan oleh Raj Patel (2007b: 87), solu-
si untuk menghindari perang antarkelas dari bawah “ialah de-
ngan cara menerapkan suatu kontrak sosial tak tertulis, menja-
ga tingkat kelaparan dan kemiskinan dalam batas-batas yang
masih mungkin dikendalikan dengan memastikan ketersedia-
an pangan murah dalam jumlah yang cukup.”

Kalkulasi seperti di atas melahirkan apa yang disebut oleh
Kautsky dan Lenin sebagai “elitisme pekerja” (aristrocacy of la-
bor) di pusat-pusat negeri penjajah, sementara di tempat-tem-
pat lainnya pangan murah menuntut tersedianya para budak
dan pekerja pertanian berupah murah” (Patel 2007b: 87). Meski
begitu, Sandra Helperin (2005: 34) mencatat bahwa meskipun
rata-rata kekayaan Inggris meningkat nyaris tiga setengah ka-
li lipat antara 1830 dan 1914, “perbedaan besaran pendapatan
di kelompok berpendapatan sedang tidak menyusut secara sig-
nifikan; orang kaya semakin kaya ketimbang kelompok ber-
pendapatan menengah, dan yang miskin semakin miskin—se-
hingga pada 1914, sepertiga jumlah penduduk, pendapatannya
tidak cukup untuk membeli pangan guna menopang kesehat-
annya sepanjang tahun” (Floud 1997, dikutip dalam Helperin
2005: 34). Lebih jauh Floud berpendapat, “Meskipun 30% orang
hidup di bawah garis [kemiskinan], mungkin 40% lainnya,

46



BAB 2 | BENTUK-BENTUK HISTORIS REZIM PANGAN

atau lebih, hidup sangat dekat dengan garis tersebut sehingga
mereka terpaksa, dan memang sering terjadi, hidup di bawah
garis itu karena berbagai macam peristiwa kehidupan” (dikutip
dalam Helperin 2005: 34).

Intinya, dinamika akumulasi yang terjadi dalam sebuah
rezim pangan tertentu melibatkan proses-proses pemiskinan
reproduksi (under-reproduction), sehingga klaim-klaim kema-
juan mengenai peradaban, atau pembangunan, atau keaman-
an pangan, sungguh perlu dipertanyakan. Karena keberadaan
sebuah “rezim” tergantung pada normalisasi klaim-klaimnya
(vang menjelaskan “aturan-aturan tersirat”), maka rezim itu
mesti tampil sebagai tatanan yang masuk akal, atau alamiah,
dan menjadi tatanan dunia masa itu. Dengan demikian, legiti-
masinya harus berasal dari mitos-mitos tentang penyebarlu-
asan; salah satu mitos utamanya adalah “beban bangsa kulit
putih” untuk berbagi hasil dari kerja dan pengetahuan yang
lebih unggul. Cara berbagi seperti ini melibatkan pemerasan
tenaga kerja serta perampasan pengetahuan bangsa taklukan.
Ilusi mengenai bantuan lantas mengalihkan perhatian dari
relasi eksploitatif dalam suatu tatanan yang sedang berlang-
sung.

Tatanan seperti itu, yang dibentuk melalui pembentukan
struktur relasi-relasi komoditas, pada saat bersamaan juga
membentuk ulang dunia kehidupan orang-orang yang ling-
kungannya menjamin relasi-relasi nilai. Maka, sementara Ke-
maharajaan Britania (kerajaan Inggris di India [British Rajl])
saat itu menganggap dirinya telah menyelamatkan sub-benua
India dari kelaparan, para peternak Amerika Serikat di kawasan
rintisan, dengan gelontoran investasi modal dari Inggris guna
memuaskan kebutuhan akan daging sapi di Inggris, tidak mau
ketinggalan: “sesudah membantai sapi dan mengusir warga
Indian dari dataran-dataran luas hingga dapat menggembala-
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kan ternak di sana, para penggembala ternak tersebut kemudi-
an berbalik arah dan menjual daging sapi kepada pemerintah
guna memberi makan orang-orang Indian yang lapar karena
sumber pangannya telah mereka musnahkan” (Rifkin 1993:
83). Kolonisasi budaya lewat pembentukan ulang struktur pe-
nyediaan pangan semacam itu adalah bagian mendasar dari
sebuah rezim pangan, sebagaimana akan kita lihat.

Surutnya ekonomi dunia yang berpusat di Inggris pada awal
abad XX disebabkan oleh memuncaknya gerakan tandingan
yang bersifat protektif melawan hukum pasar (gerakan kelas
dan dekolonisasi, bersamaan dengan persaingan antarnegara),
diiringi oleh konflik nasional dan imperial di antara negara-ne-
gara Eropa dan runtuhnya standar emas. Depresi ekonomi dan
pengangguran perkotaan sebagai buntut dari Perang Dunia I,
selain Kkrisis pertanian yang meluas di Eropa akibat murahnya
harga biji-bijian dari tanah-tanah seberang, telah menghasilkan
meluasnya praktik proteksionisme. Nasionalisme ekonomi di
Eropa dan bencana ekologis berupa kekeringan berkepanjang-
an di Amerika telah menutup model eksploitasi tanah di ka-
wasan rintisan dan perdagangan bebas ala rezim pangan.
Stabilisasi sektor pertaian Amerika Serikat melalui intervensi
pemerintah dengan program-program komoditas, menjadi awal
bagi sebuah rezim pangan yang dikelola negara sesudah Pe-
rang Dunia II.

Rezim Pangan Intensif yang Berporos Amerika Serikat

Pembangunan kembali pertanian Amerika Serikat setelah Pe-
rang Dunia II telah menggabungkan program-program nasio-
nal yang menguatkan bentuk pertanian padat modal, yang
bersandar pada spesialisasi komoditas (khususnya biji-biji-
an makanan pokok), dengan suatu rezim internasional yang
melimpahkan surplus pertanian industrial. Prakarsa yang ber-
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wujud program antikelaparan dari organisasi perserikatan
bangsa-bangsa (United Nations [UN]) menjadi cikal bakal rezim
pangan yang bersandar pada geopolitik dekolonisasi dan Pe-
rang Dingin (Phillips dan Ilcan 2003; McMichael 2007) ini. Tu-
juan dari program “memberi makan dunia” adalah mengatasi
kondisi kemelaratan akibat penjajahan dan peperangan, de-
ngan menggunakan politik ‘pembatasan ruang gerak’ (conta-
inment). Inilah saat ketika gerakan komunis sedang mengan-
cam kepentingan Barat di dalam dan luar Eropa. Di sini, kelang-
kaan pangan kemudian menjadi pendahuluan untuk meng-
ubah pangan menjadi alat kekuasaan. Maka pada 1949 Presiden
Truman memproklamirkan dalam pidato kemenangannya:

Kita harus memulai sebuah program yang berani sedemikian
rupa agar manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan indus-
tri kita bisa digunakan untuk perbaikan dan pertumbuhan
wilayah-wilayah terbelakang. Lebih dari setengah warga du-
nia hidup dalam kondisi yang mendekati kemelaratan. Me-
reka tidak memiliki cukup makanan .... Kemiskinan mereka
adalah rintangan sekaligus ancaman, baik bagi mereka
sendiri maupun bagi wilayah-wilayah yang lebih makmur.
(http://avalon.law.yale.edu/20th_century/truman.asp)

Dengan cara ini, Amerika Serikat memanfaatkan krisis hak
asasi manusia (HAM) untuk kepentingan-kepentingan politik.
Pada awal 1940-an, organisasi pangan dan pertanaian UN,
FAO, didirikan dengan mandat untuk menstabilkan pertanian
dunia dan mengusahakan keamanan pangan dunia. Untuk
tujuan itu, peran FAO adalah mendorong dan mengelola per-
dagangan internasional bahan pangan. Pada 1946, dengan me-
ngesampingkan sebuah proposal FAO dan badan penanganan
darurat dan urusan rehabilitasi UN (United Nation Relief and
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Rehabilitation Administration [UNRRA]) untuk membentuk se-
buah dewan pangan dunia World Food Board, Amerika Seri-
kat lebih memilih pengembangan jaringan program bantuan
bilateral sendiri, yang dikemas dalam Rencana Marshall (Mar-
shall Plan), untuk mengirim pangan ke Eropa yang kelaparan
pada era pascaperang (Cleaver 1977). Dengan begitu, Amerika
Serikat telah meletakkan ancangan akan apa yang di kemudian
hari menjadi rezim bantuan-pangan lebih luas.

Sementara itu, pada 1947, GATT, yang dibentuk untuk me-
ngurangi hambatan perdagangan, memberi pengecualian pada
komoditas pertanian—hal ini berarti memberikan pembenar-
an pada gagasan akan usaha membangun ekonomi nasio-
nal yang memadukan sektor manufaktur dengan pertanian,
sebagaimana dijalankan di Amerika Serikat sebagai sebuah
model pembangunan ideal untuk direplikasi (Friedmann dan
McMichael 1989). Model Amerika Serikat semakin moncer me-
nyusul kemampuannya mengatasi bencana kekeringan di Ame-
rika Serikat pada 1930-an, dengan teknologi-teknologi hibrida
yang mempromosikan spesialisasi, dan juga membangun ulang
sabuk pertanian Amerika Serikat sebagai arena politik. Solusi
bagi krisis ini adalah pertanian industrial yang mendapat du-
kungan negara, terutama lewat program-program stabilisasi
komoditas di mana pemerintah Amerika Serikat memberlaku-
kan berbagai subsidi dan suatu kebijakan pengelolaan pasokan
dalam negeri melalui dukungan harga dan pembelian surplus
komoditas—sederetan kebijakan yang diadopsi secara luas, mi-
salnya di Argentina, Australia, Inggris, Kanada, India, Korea
Selatan, Jepang, Meksiko, sebagian besar Eropa, dan banyak
negara lain (Winders 2009: 135).

Model agroindustri Amerika Serikat pascaperang bergan-
tung pada pengalihan produksi nitrogen semasa perang (untuk
bom) menjadi pupuk nonorganik. Pupuk kimia ini mengganti-
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kan nitrogen yang sebelumnya bersumber dari kotoran ternak
dan tanaman kacang-kacangan pemulih nitrogen. Seiring de-
ngan mekanisasi, penggunaan pupuk nonorganik meningkat-
kan permintaan akan minyak bumi dan listrik, “dengan demiki-
an meningkatkan ketergantungan pertanian pada sektor energi,
dan hal ini pun menjadikan sektor energi sebagai bagian sa-
ngat penting dari bisnis pertanian, dengan tingkatan yang be-
lum pernah terjadi sebelumnya” (Cleaver 1977: 17). Selanjutnya,
FAO menyetujui sebuah rencana bisnis, atas nama kampanye
Bebas dari Kelaparan usulan UN (1960), untuk menyediakan
layanan penyuluhan dalam rangka melimpahkan surplus pu-
puk nonorganik di Dunia Ketiga. Inilah upaya memperdalam
ketergantungan pertanian pada sektor energi (Cleaver 1977:
28). Prakarsa multilateral semacam ini menegaskan hegemoni
model pertanian padat-energi ala Amerika Serikat.

Terjadi pergeseran penting dalam dinamika akumulasi di
sini. Akumulasi secara ekstentif pada rezim pangan pertama
lewat penyediaan pangan pokok berharga murah berganti de-
ngan akumulasi secara intensif. Akumulasi intensif ini ber-
langsung dengan menggabungkan dua proses, yaitu menjadi-
kan pengolahan pangan sebagai bagian tak terpisahkan dari
akumulasi itu sendiri, dan melimpahkan bahan pangan pokok
secara internasional melalui program bantuan pangan yang
dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat, yang berbasis prog-
ram-program dukungan harga. Inti dari akumulasi ekstensif
adalah “relasi kompleks terkait makanan awetan” (durable
food complex) yang memiliki fungsi ganda: menggantikan “cara
pengolahan sederhana dan para pembeli produk-produk per-
tanian tropis sebagai konsumen akhir,” dengan “bahan-bahan
kimiawi dan biologis pengganti untuk bahan baku industri,
termasuk bahan pemanis dan lemak ... [seperti] gula dan minyak
goreng dari kacang, sawit, dan kelapa” (Friedmann 1994: 263).

51



REZIM PANGAN DAN MASALAH AGRARIA

Industrialisasi pangan telah membuka arena baru akumulasi
dalam bidang pengolahan dan ritel makanan kemasan, khu-
susnya dengan sirup jagung berfruktosa tinggi, juga bahan-
bahan pemanis industrial lainnya yang menyebabkan per-
ubahan mendasar dalam pasar biji-bijian, yaitu dari biji-biji-
an yang diproses menjadi produk pangan sederhana seperti
roti, berubah menjadi bahan baku untuk berbagai makanan
olahan. Sementara itu, minyak kedelai, yang semula diproduk-
si untuk industri mentega, dikembangkan lebih lanjut menjadi
makanan kedelai olahan, ditambah lagi dengan jagung hibrida
untuk industri ternak yang intensif. Sebagaimana ditunjukkan
Friedmann, tiga hal yang rumit ini—gandum, makanan awetan,
dan ternak—semakin saling berkait-kelindan sebagai dampak
dari dinamika akumulasi yang baru (1994).

Pergeseran pemenuhan kebutuhan pangan Eropa ke arah
perengkuhan Dunia Ketiga ke dalam ranah agrobisnis digam-
barkan sebagai sesuatu yang mendasar bagi “proyek pemba-
ngunan” internasional (McMichael 1996). Dengan alasan un-
tuk menyebarkan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai mo-
del Amerika di masa pascakolonial, proyek yang disponsori
Amerika Serikat ini dirancang untuk mempromosikan kebe-
basan berwirausaha, termasuk modernisasi pertanian. Proyek
ini disokong oleh program bantuan militer dan ekonomi se-
cara besar-besaran (untuk menebus defisit dolar), termasuk
bantuan pangan bagi negara-negara strategis di garda depan
Perang Dingin, seperti Tiongkok di bawah pimpinan Chiang
Kai-shek yang merupakan kekuatan antikomunis pada akhir
1940-an (Cleaver 1977: 16). Araghi (2009: 129) berpendapat
bahwa tatanan pangan dunia ini “seharusnya dilihat tidak
hanya sebagai respons terhadap politik pertanian di Amerika
Serikat, tetapi juga sebagai satu cara untuk membatasi ruang
gerak nasionalisme sosialis.” Di dalam kondisi historis seperti
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ini, keamanan pangan yang diusahakan melalui bantuan ter-
hubung erat dengan doktrin pembangunan melalui pembatas-
an ruang gerak lawan, dan sebaliknya.

Program bantuan pangan Amerika Serikat, yang dilemba-
gakan lewat Public Law 480 (PL-480) pada 1954, mendaur ulang
surplus pangan dari program-program stabilisasi komoditas se-
bagai subsidi pangan berskema konsesi untuk negara-negara
terpilih di Asia (termasuk Jepang yang sudah diduduki), Timur
Tengah, dan Amerika Latin.

Pada 1950-an dan 1960-an, andil Amerika Serikat dalam
ekspor gandum dunia mengalami pertumbuhan, dari hanya
sepertiga menjadi lebih dari setengah. Dan ketika Eropa
menggantikan produksi domestik dengan impor [replika-
si], Dunia Ketiga dan Jepang menjadi importir utama. Andil
Dunia Ketiga dalam impor gandum tumbuh dari 19% pada
akhir 1950-an menjadi 66% pada akhir 1960-an. (Friedmann

1994: 260)

Program PL-480 menyubsidi kapitalis industri nasional Dunia
Ketiga dengan pangan murah. Selain itu, melalui program da-
na pendamping, program itu meluaskan cakupan produksi ag-
roindustri dengan cara mengekspor teknologi revolusi hijau
(pertanian intensif) kepada kapitalis pertanian di negara-nega-
ra kunci Dunia Ketiga, termasuk Meksiko, Brasil, Argentina,
Venezuela, Filipina, Indonesia, dan India. Dengan cara ini,
program “pembangunan nasional” mengokohkan rancangan
global Amerika Serikat yang hegemonik, dengan menyedia-
kan dukungan bagi kelas-kelas penguasa setempat atas nama
keamanan pangan. Bukti jelas dari fenomena ini adalah trans-
formasi banyak negara Dunia Ketiga menjadi kawasan-ka-
wasan defisit pangan. Di Amerika Latin, selain Argentina dan

53



REZIM PANGAN DAN MASALAH AGRARIA

Uruguay, seluruh negara berubah dari pengekspor biji-bijian
menjadi pengimpor biji-bijian antara 1930-an dan 1970-an (de
Janvry 1981: 70). Di Dunia Ketiga secara umum, rasio impor
pangan terhadap ekspor pangan meningkat dari 50% selama
1955-1960 menjadi 80% pada 1975 (Araghi 1995). Dan semen-
tara kontribusi Dunia Ketiga dalam impor gandum hanya 10%
pada 1950-an, pada 1980-an angka ini melonjak menjadi dua per
tiga (Grigg 1993: 241).

Pembangunan nasional adalah salah satu titik poros rezim
pangan ini, di mana kekuatan negara yang militeristis di Du-
nia Ketiga dikaitkan dengan tujuan-tujuan Perang Dingin. Di
Amerika Latin, misalnya, investasi negara dalam modernisasi
pertanian melaju pesat. Di Kolombia, misalnya, “belanja nega-
ra untuk pertanian (termasuk program seperti kredit investa-
si, bantuan teknis, pembangunan infrastruktur, dan sebagai-
nya) membengkak lima puluh kali lipat antara 1950 dan 1972”
(Burbach dan Flynn 1980: 97), bahkan ketika 78% konsumsi
gandum dipasok melalui bantuan Amerika Serikat (Friedmann
1994: 261).

“Modernisasi” pertanian merupakan proyek berbasis kelas
dalam dua pengertian: selain memantapkan ikatan antara ne-
gara dan tuan tanah dalam rangka memperkuat agrobisnis,
juga meredam perlawanan petani dengan “mengakomodasi
kebutuhan mereka akan tanah di dalam sistem pasar” (Araghi
2009: 125), sekaligus menyediakan cara berbeda dari contoh
yang ditunjukkan oleh revolusi Kuba 1960. Hasilnya, terjadi
gelombang penambahan jumlah petani dengan lahan kecil
(“peasantization”) melalui reforma agraria di Dunia Ketiga. Ge-
lombang pesantization ini melucuti hak istimewa tuan tanah
dan menjerumuskan para petani kecil ke dalam jeratan pasar
dan kredit serta skema-skema pemasaran (Araghi 1995). Ha-
silnya: “sebagian besar unit pertanian keluarga yang bersifat
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nyaris subsisten berubah menjadi produsen komoditas skala
kecil (yang bergantung pada pemerintah), dan reforma agra-
ria itu secara umum membiarkan sebagian besar tanah paling
produktif tetap berada di tangan tuan tanah” (Arighi 2009:
127-128). Di Amerika Latin, sebagian dari tuan tanah besar
mengalami transisi dari latifundistas (pemilik tanah pertani-
an besar) menjadi penguasaha agroindustri komersial seiring
modernisasi negara, dan dengan dukungan Amerika Serikat,
mereka “mengubah reforma agraria menjadi faktor penting da-
lam kemunculan kelas borjuasi pertanian modern” (Burbach
dan Flynn 1980: 100).

Cita-cita pembangunan nasional telah membentuk titik po-
ros kedua rezim pangan yang berpusat di Amerika Serikat, yaitu
transnasionalisasi pertanian dan konsumsi pangan. Menyang-
kut konsumsi, program bantuan pangan memperkenalkan
menu pangan ala Amerika Serikat kepada budaya makan lain-
nya—yang terkenal di antaranya adalah Nigeria dengan impor
gandum yang memerangkap ekonomi dalam negeri sehingga
harus mengganti sistem penyediaan pangan lokal (Andrae dan
Beckman 1985); lalu Mesir dengan rangkaian kebijakan impor
gandum yang juga memungkinkan penguatan industri pakan
ternak berbahan gandum untuk memenuhi kebutuhan protein
hewani para konsumen kelas atas (Mitchell 1991); dan Korea Se-
latan dengan dana pendamping dari PL-480 telah mendorong
munculnya kelas pembuat roti-lapis (sandwich) bagi para ibu
rumah tangga (Wessel 1983: 173). Dewan yang mengurusi pakan
ternak berbahan biji-bijian Amerika Serikat, Feed Grain Coun-
cil, telah menyalurkan dana-dana pendamping, melalui lebih
dari 400 usaha agrobisnis, untuk pengembangan industri ter-
nak dan unggas lokal. Sebuah laporan tahunan PL-480 menca-
tat bahwa fasilitas semacam ini “akan secara berarti meluas-
kan pasar pakan ternak berbahan biji-bijian dan pakan ternak
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dengan bahan-bahan lainnya” (George 1977: 171-172). Dengan
cara ini, penyediaan pangan menjadi lebih bergantung pada
pasokan pasar dunia.

Transnasionalisasi agroindustri punya dua ciri: spesialisasi
internasional dalam hal input komponen ke arah produk pa-
ngan olahan, dan elaborasi kegiatan agrobisnis di hulu dan
hilir. Mengenai ciri pertama, Friedmann memopulerkan kon-
sep “livestock complex” (tatanan relasi-relasi rumit dalam pe-
ternakan), yang mencakup tanaman-bahan-pakan yang baru
sebagai input bagi industri pembuatan pakan ternak trans-
nasional yang memasok peternakan intensif (sapi, unggas, ba-
bi, ikan/udang) yang kerap dioperaikan secara industrial serta
berskala transnasional (1994: 267). Sebagai sesuatu yang betul-
betul internasional, tatanan ini meliputi “revolusi produksi ja-
gung (ala Amerika Serikat) dengan mengandalkan bibit hibrida
yang mensyaratkan input mekanik dan kimiawi secara intensif:
pengenalan besar-besaran satu tanaman Asia, yakni kedelai,
yang menggantikan tanaman pakan komersial dengan hijauan
yang dimakan ternak dengan merumput (... yang tidak berguna
lagi ketika traktor menggantikan hewan pembajak lahan); dan
industri bahan pakan baru yang bersifat padat modal, penge-
lola tanaman pangan sekaligus ternak, serta mengorganisir ke-
dua sektor ini melalui kontrak jangka panjang” (Frietmann 1994:
267-268). Ini bermula dari kesepakatan seusai Perang Dunia
II di mana Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic
Community [EEC]) mengizinkan impor jagung dan kedelai da-
ri Amerika Serikat, sembari menjalankan strategi nasionalisme
ekonomi dengan melindungi petani gandum Eropa. Perusaha-
an-perusahaan transnasional seperti Continental, Cargill, Uni-
lever, dan Bunge and Born meluaskan perdagangan terspe-
sialisasi ini, termasuk mengimpor biji-bijian tropis penghasil
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minyak dari Dunia Ketiga (Friedmann 1994: 268-269). Peran
sebagai perantara semacam ini paling marak di Amerika Latin,
yang dalam konteks gelombang nasionalisasi pada awal 1960-
an menyaksikan rententan korporasi agrobisnis beralih dari
produksi langsung menuju kegiatan pengolahan dan distri-
busi. Castle & Cook, misalnya, “melakukan diversifikasi per-
usahaan induknya di Amerika Tengah menjadi beberapa pa-
brik, yakni pembuatan bir, pabrik mentega, pabrik pembotol-
an, dan pabrik minyak biji kapas, selain mengelola tanah-ta-
nah perkebunannya” (Burbach dan Flynn 1980: 103).

Apa yang disebut revolusi hijau adalah wajah nasional dan
internasional rezim pangan yang berpusat di Amerika Serikat.
Revolusi ini mendaur ulang slogan “memberi makan dunia”
dengan cara mendorong penggunaan benih-benih hibrida va-
rietas unggul (gandum dan padi)—yang bergantung pada in-
put kimia (pestisida, herbisida, dan pupuk), irigasi, dan meka-
nisasi—sebagai kunci bagi modernisasi pertanian. Revolusi ini
menggabungkan dua hal, yakni filsafat neo-Malthusian yang
mengaitkan peningkatan panen dengan “hantu pertumbuhan
populasi” (Gupta 1998: 54-56) dan antikomunisme Perang Di-
ngin, dengan memagari revolusi merah dengan revolusi hijau
yang mengutamakan petani komersial; revolusi ini pertama-
tama di Meksio, lalu ke Argentina, Asia Selatan, Timur Tengah,
dan Asia Tenggara (Patel 2013: 9, 33). Para petani makmur di-
lepaskan dari budaya berbagi benih dalam sistem pertanian
tumpang sari, agar terpaku dengan sistem monokultur tanam-
an pangan pokok demi mencukupi konsumsi masyarakat per-
kotaan. Di balik mitos menciptakan “benih ajaib”, persekong-
kolan revolusi hijau memadukan kekuatan negara, filantropi,
United States Agency for International Development (USAID),
World Bank, dan agrobisnis, dengan kredit, pemasaran, dan
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berderet layanan pendukung bagi kelas pemilik tanah terpilih
untuk memastikan keberhasilan hasil panen dan menguatkan
cengkeraman ideologi produktivisme (Patel 2013).

Secara nasional, teknologi revolusi hijau berfungsi mengu-
sahakan substitusi impor dalam konteks program bantuan
pangan; secara transnasional, revolusi ini mengintegrasikan
kawasan-kawasan produsen di Dunia Ketiga ke dalam sirkuit
kapital dalam wujud teknologi-teknologi agrobisnis. Konsisten
dengan dinamika inklusi/eksklusi rezim pangan, revolusi hi-
jau diwujudkan melalui meningkatnya ketimpangan di pedesa-
an—antara kawasan-kawasan dengan kualitas ekologis berbe-
da, antarpetani, antar-buruh tani yang terpapar zat-zat kimia
beracun, dan antar-anggota rumah tangga di mana perempu-
an ditutup aksesnya atas input-input pertanian dan pelayanan
penyuluhan. “Pangan kaum tani” (“peasant foods”) mengalami
diskriminasi, misalnya ketika sayuran hijau tradisional (sum-
ber nutrisi mikro seperti vitamin A) didefinisikan ulang sebagai
“gulma” dan menjadi sasaran herbisida dalam proses meng-
optimalkan “pangan yang dibeli dengan upah” (“wage foods™)
sebagai sumber nutrisi utama (Shiva 1991). Produktivitas me-
mang mampu dipertahankan, untuk beberapa waktu, tetapi se-
telah itu terus merosot (sejalan dengan merosotnya kondisi eko-
sistem). Pada 1984, seorang petani India berkata: “pupuk kimia
membuat hasil tanaman melonjak ... sementara pupuk organik
membuat tanaman menjadi kuat. Bilamana tanaman tidak ku-
at, berapa pun pupuk buatan Anda gunakan, lahan tidak akan
menghasilkan panen” (dikutip dalam Gupta 1998: 4).

Selama rezim pangan pascaperang ini berlangsung, harga
komoditas pertanian nisbi stabil karena perdagangan bahan
pangan diatur negara (Tubiana 1989). Rezim ini runtuh ketika
pada 1972-1973 untuk pertama kalinya setelah masa perang,
hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet membaik dan ber-
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sepakat menghapus kebijakan menimbun surplus produksi
biji-bijian. Harga biji-bijian dan minyak nabati naik tiga kali
lipat, hingga menciptakan krisis pangan dunia pada 1974. In-
flasi pangan diiringi pula oleh krisis akumulasi secara umum.
Harga bahan bakar melonjak, kerentanan mata uang dolar da-
lam kancah pasar nilai tukar mata uang pun mendorong do-
lar Amerika Serikat tergelincir keluar dari standar nilai emas
sehingga menanggalkan tatanan moneter Bretton Woods, se-
mentara tingginya tingkat upah menambah tekanan terhadap
tingkat keuntungan industri. Semua ini berujung pada pem-
bentukan ulang struktur kapital secara besar-besaran dalam
skala global ketika perusahaan dan bank beroperasi secara in-
ternasional untuk menangkap peluang tenaga kerja murah di
Dunia Ketiga (O’Connor 1984).

Pada 1974, FAO mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) Pangan Dunia (World Food Summit), ketika “jutaan
orang dianggap mengalami ‘rawan pangan’ karena habisnya
cadangan surplus Amerika Serikat dan melonjaknya harga biji-
bijian dunia” (Friedmann 1993: 245). “Keamanan pangan” saat
ini menjadi tujuan mencolok dalam kebijakan UN melalui ne-
gara-negara anggotanya, di mana produksi dan distribusi pa-
ngan dikaitkan dengan bantuan pangan yang tujuannya secara
tersurat dinyatakan sebagai misi kemanusiaan (di mana skema
hibah menggatikan penjualan berskema konsesi). Direktur Jen-
deral FAO Addeke Boerma menegaskan: “Pangan tidak seper-
ti komoditas lain. Jika umat manusia sungguh punya hak atas
hidup, maka mereka punya hak atas pangan” (dikutip dalam
Jarosz 2009: 50)—pernyataan yang mengingatkan kembali kon-
sep asali tentang keamanan pangan.

Akan tetapi, karena muncul gugatan-gugatan bahwa FAO
tidak mampu mengantisipasi dan mengelola krisis pangan, ma-
ka Direktur Jenderal FAO berikutnya, Edward Saouma (1976—
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1993), berjanji untuk melakukan desentralisasi dan reformasi di
dalam tubuh FAO. Situasi ini mencerminkan adanya ketegang-
an geopolitik yang diperburuk oleh gerakan dekolonisasi ra-
dikal dan gairah solidaritas sesaat dari Dunia Ketiga melalui
persatuan negara-negara pengekspor minyak Organization of
Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan Tatanan Ekonomi
Internasional Baru (New International Economic Order [NIEO])—
dan ketegangan itu merembet juga ke FAO. Negara-negara yang
tergabung dalam Organzation for Economic Cooperation and
Development (OECD) merasa terancam oleh perlawanan Dunia
Ketiga, lantas memanfaatkan krisis pangan dan bahan bakar un-
tuk melemahkan mandat kelembagaan FAO mengenai pangan
dan pertanian. Mereka mengambil alih pekerjaan “sejumlah
badan kerjasama antarnegara yang sering kali mandul secara
politis seperti International Fund for Agricultural Development
(IFAD), World Food Programme (WFP), Consultative Group on
International Agricultural Research (CGIAR), World Food Coun-
cil (WFC) (vang kini sudah dibekukan), dan sebuah agenda per-
tanian yang sudah sangat kokoh di World Bank” (ETC 2009).
Akibatnya, FAO (sebuah institusi dengan sistem satu-negara-
satu-suara) dilemahkan oleh tata kelembagaan kompleks yang
mewakili negara-negara donor. Visi awal FAO pudar pada 1986,
ketika World Bank mendefiniskan ulang keamanan pangan
menjadi kemampuan untuk membeli pangan (Jarosz 2009: 51).
Pada tahun yang sama juga negosiasi Putaran Uruguay GATT
dimulai, yang berujung pada pembentukan WTO pada 1994
serta pelembagaan rezim “perdagangan bebas” yang memang
diperlukan untuk mewujudkan visi pasar mengenai “keaman-
an pangan”.
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Kesimpulan

Demikianlah, pemenuhan pangan di dua rezim pangan ini
mengambil bentuk yang agak berbeda. Pada periode rezim
pangan pertama, proses industrialisasi di Inggris dan Eropa
semakin digerakkan oleh ekspor biji-bijian murah dari kawa-
san subtropis dan daging dari Dunia Baru. Proses ini diorgani-
sir dalam bentuk akumulasi ekstensif yang diarahkan untuk
menjaga agar upah industrial tetap rendah. Krisis yang diala-
mi rezim ini—dalam wujud ausnya lahan-lahan di wilayah rin-
tisan dan depresi ekonomi secara umum menjelang Perang
Dunia II—telah merangsang peralihan ke sebuah bentuk aku-
mulasi intensif yang berpusat pada industri pangan dan sabuk
pertanian berorientasi ekspor di Amerika Serikat. Krisis pangan
akibat inflasi, yang terjadi karena terbukanya Blok Soviet bagi
biji-bijian Amerika Serikat pada 1972-1973, berlangsung sepa-
ket dengan Kkrisis akumulasi secara umum serta kekhawatiran
baru akan terjadinya kelaparan dunia.

Pada awal 1970-an, krisis pangan telah memisahkan bantu-
an pangan kemanusiaan dari pangan yang dijual secara ko-
mersial/konsensional. Hal ini membuka pintu bagi pemaduan
kembali antara “keamanan pangan” dan penyediaan pangan
melalui mekanisme pasar. Pembentukan ulang struktur ini ber-
pusat pada intensifikasi peran Amerika Serikat sebagai “lum-
bung pangan dunia”, suatu prakarsa negara merespons Kkriris
akumulasi (Revel dan Riboud 1986). Proses ini menghasilkan
“pembagian kerja internasional yang baru” di sektor pertani-
an. Pembagian kerja itu terbentuk dalam lingkup tatanan kom-
pleks seputar komoditas transnasional di mana relasi-relasi pro-
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duksi dan konsumsi yang melintasi batas-batas negara makin
terintegrasi dengan Amerika Serikat sebagai poros perdagang-
an biji-bijian (Reynolds et al. 1993). Dengan demikian, kebe-
basan berwirausaha di bawah hegemoni Amerika Serikat telah
melemahkan cita-cita ideal pertanian (dan ekonomi) nasional,
dan dengan begitu membuka jalan bagi rezim perdagangan
global yang kian terswastanisasi dan dikelola oleh korpora-
si transnasional (Cutler 2001), dan muncullah rezim pangan
korporat.
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Rezim Pangan Korporat

MESKIPUN masing-masing rezim pangan mempunyai wajah
dan peran sendiri-sendiri dalam menjalankan kekuasaannya,
benang pemersatunya adalah sumbangan pangan terhadap
akumulasi kapital melalui penataan sistem negara. Di dalam
rezim pangan, definisi tentang sumberdaya pangan dan ak-
ses atasnya dipadukan dengan bentuk-bentuk pelimpahannya
ke pasar. Perpaduan ini tak lain ditujukan untuk memperkuat
relasi-relasi kuasa, dengan cara menyediakan pangan bagi ke-
las-kelas sosial dan negara-negara, dan/atau dengan mengge-
ser produsen yang tidak mampu bersaing dengan kekuatan pa-
sar yang disubsidi dan dimonopoli. Cara yang disebut terakhir
ini merupakan inti dari rezim pangan korporat (McMichael
2005).

Secara kesejarahan, kebangkitan dan terkonsolidasinya
kapital sangat bergantung pada pangan—sebagai pembentuk
‘politik atas jasad hidup’ (biopolitic) atau bahan pengolahan
guna memenuhi kebutuhan pangan buruh dan memperbesar
laba—dan ini pada gilirannya bergantung pada akses atas
sumberdaya untuk memproduksi pangan: lahan-lahan rintis-
an, petani dan buruh tani, jenis-jenis tanaman dan hewan, ser-
ta teknologi (dari benih hasil pemuliaan hingga transgenik).
Bagaimana pertanian ditata dan pangan diperedarkan ber-
gantung pada perubahan tatanan kekuasaan, ketika negara-
negara menaklukkan kawasan rintisan, mengelola wilayah-
wilayah yang dikuasai, serta turut membentuk relasi-relasi
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kelembagaan-bersama yang memperlihatkan sifat dominan
suatu bentuk historis kapital dalam suatu rezim pangan. Rezim
pangan korporat menandai munculnya era setelah keruntuh-
an rezim moneter Bretton Woods—sebuah era di mana ‘kiprah
merajanya uang’ (finansialisasi) dan tatanan neoliberal dalam
sistem pasar semakin kuat sebagai sistem pengaturan, yang
waktunya membentang dari 1980-an hingga akhir 2000-an.

Rezim Pangan Ketiga?

Apakah rezim pangan “ketiga” sudah terbentuk atau belum
masih menjadi perdebatan seru di kalangan para pengkaji re-
zim pangan (McMichael 2009a; Friedmann 2009; Magnan 2012).
Friedmann (2005) melihat periode ini sebagai masa transisi, di
mana Korporasi transnasional (khususnya pengecer pangan
global beserta asosiasinya, GLOBALG.A.P) mengorganisir ran-
tai pasokan pangan-hasil-pertanian dengan menetapkan sen-
diri aturan mengenai standar mutu pangan sedemikian rupa
guna menjawab kepedulian lingkungan dari konsumen, dan
aturan itu dimaksudkan untuk menemukan bentuk akumulasi
baru serta mengesampingkan standar-pangan umum. Melihat
perkembangan ini sebagai “periode uji coba dan pertarungan
yang takrampung,” Friedmann (2009: 335) mempertanyakan
“apakah sudah ada konstelasi relasi-relasi pangan-hasil-per-
tanian yang cukup stabil yang memungkinkan negara, indi-
vidu, korporasi, gerakan sosial, dan aktor-aktor lainnya mem-
prediksi hasil dari tindakan-tindakan yang mereka ambil,”
suatu konstelasi hubungan yang dijadikan lumrah sebagai sya-
rat pembenaran bagi suatu rezim pangan “korporat-lingkung-
an”. Rezim ini mencakup diferensiasi rantai pasokan pangan,
yang “digerakkan modal swasta, di mana kadang beberapa
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perusahaan yang sama menjual komoditas bermutu dan mu-
rah kepada kelas-kelas konsumen berbeda. Di Amerika Seri-
kat, dua supermarket waralaba yang berperan mendefinisikan
dua kelas pasar adalah Whole Foods (sangat menarik, nama ini
mengambil istilah budaya-tanding era 1960-an) dan Walmart”
(Friedmann 2005: 254).

Friedmann (2005: 261) mencatat, suatu sistem pangan meng-
alami percabangan dalam skala dunia, sebagai “sistem peleng-
kap di dalam suatu rezim pangan yang sedang bertumbuh.”
Catatan ini menangkap inti relasi-relasi pangan-hasil-pertani-
an di dalam suatu pasar yang didominasi korporasi, suatu pa-
sar yang berperan memenuhi ragam permintaan menu pangan
berdasarkan kelas sosial. Dalam hal bentuk rezim, muncul per-
tanyaan mengenairegulasi, juga seputaradatidaknya “semacam
‘tata aturan’ yang dapat disimpulkan oleh para pengkaji ber-
dasarkan perilaku ajek dan konsisten dari para aktor terkait:
negara, perusahan, korporasi, gerakan sosial, konsumen, dan
ilmuwan” (Friedmann 2009: 336). Dalam rumusan ini, suatu
rezim membutuhkan “kerangka-bersama hasil negosiasi guna
menyusun aturan-aturan baru”—kerangka yang akhirnya bersi-
fat “tersirat” karena proses normalisasi (Friedmann 2005: 234—
235). Dan normalisasi membutuhkan stabilitas, yaitu stabilitas
sistem moneter internasional yang menciptakan suatu ling-
kup kebijakan yang memungkinkan aktor-aktor terkait untuk
membuat prediksi, serta mencerminkan hegemoni sebuah mo-
del pertanian-pangan, “misalnya negara mana yang khusus
membudidayakan komoditas tertentu dan negara mana yang
menjadi importir” (Friedmann 2005: 234). Ketiadaan mata
uang yang benar-benar menjadi mata uang internasional—
dalam rangka mencegah Amerika Serikat mengalami defisit
dalam anggaran negara dan dalam perdagangan hanya kare-
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na dolar terus menjadi mata uang gagal—berarti sistem mo-
neter internasional saat ini bersifat sementara dan takstabil
(Friedmann 2009: 339).

Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai unsur pemben-
tuk suatu rezim pangan. Dalam hal ini, Friedmann lebih suka
definisi dari Krasner (1983), sebagai fondasi yang menjelaskan
kaitan erat antara norma dan aturan main. Definisi ini senada
dengan konsep Gramscian dari Giovanni Arrighi (1994) perihal
hegemoni internasional, di mana negara dominan menyebut
kepentingannya sendiri sebagai kepentingan negara-negara
lawan atau bawahannya. Cara kerja hegemoni yang tepat ada-
lah melalui mata uang dominan yang digunakan sebagai mata
uang cadangan internasional, sedemikian rupa guna memfasili-
tasi perdagangan antarnegara. Hegemoni juga adalah selubung
yang menyembunyikan relasi-relasi produksi dan kekuasaan.

Dua rezim pangan pertama kurang lebih sesuai dengan de-
finisi tersebut, meskipun dalam pengertian yang sangat berbe-
da. Emas telah dipilih sebagai komoditas uang dalam skala du-
nia. Dalam teori, negara-negara berdaulat kiranya bakal meng-
adopsi standar emas guna mempermudah hubungan-hubung-
an dagang tanpa memerlukan otoritas keuangan internasio-
nal. Tetapi dalam praktiknya, poundsterling Inggris-lah—yang
meraja di mana-mana—yang diperlakukan “setara emas”
(Polanyi 1957), dan City of London, sebagai pusat keuangan du-
nia, mendorong perdagangan dengan cara mendistribusikan
ulang likuiditas internasional dengan merekayasa saldo ster-
ling mereka (McMichael 1984: 26—27). Akan tetapi, sebagaima-
na ditunjukkan oleh Polanyi (1957: 214-215), tekanan-tekanan
di tingkat nasional yang melekat dalam sistem mata uang du-
nia telah mendorong negara-negara Eropa untuk membatal-
kan kerjasama dagang dengan wilayah-wilayah jajahan. Hal
ini dilakukan untuk menghindari penyesuaian ekonomi yang
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dipersyaratkan oleh sistem pertukaran uang yang menuntut
stabilitas di bawah standar emas. Akhirnya, Inggris dipaksa tu-
rut serta, dengan memutar haluan perdagangan dan investasi
ke negeri-negeri jajahan dan Amerika Serikat pada perempat
akhir abad XIX (McMichael 1984: 27-30)—dan barangkali inilah
yang menjadikan rezim pangan sebagai sebuah artefak geo-
grafis dari ketegangan-ketegangan yang melekat pada rezim
emas/sterling. Lebih jauh, negara-negara ini mengembangkan
langkah-langkah protektif “yang dirancang untuk menangkal
efek buruk perdagangan bebas dan kurs tetap, dan kemampu-
an mereka memengaruhi kiprah mekanisme-mekanisme terse-
but terlihat dari sejauh mana mereka sanggup menangkal efek
buruk itu” (Polanyi 1957: 217).

Pada era pascaperang, dolar Amerika Serikat menjadi ma-
ta uang cadangan internasional. Tetapi, di bawah kesepakatan
Bretton Woods (demi tujuan stabilitas mata uang), beberapa
mata uang tidak dapat ditukarkan satu sama lain, dan mobi-
litas kapital dibatasi. Di sini, likuiditas internasional bergan-
tung pada bantuan luar negeri, baik bantuan ekonomi/pangan
ataupun pinjaman lunak oleh World Bank. Walaupun begitu,
di dalam rezim ini, korporasi-korporasi multinasional meng-
hindari kontrol Bretton Woods dengan menempatkan laba di
luar negeri, yaitu di pasar mata uang Eropa, yang berpusat di
London. Didorong oleh belanja militer Amerika Serikat, pada
1960-an, deposit dolar Eropa beranak pinak dari US$3 milyar
menjadi US$75 milyar, hingga menimbulkan tekanan berat
pada kemampuan dolar untuk menebus klaim dengan emas
(Helleiner 1996: 111—113). Kondisi ini takstabil dan, pada 1971,
membuat Presiden Nixon memutuskan untuk mengakhiri sis-
tem Bretton Woods terkait nilai kurs tetap.

Pertanyaannya di sini sekarang adalah apakah model yang
sama berlaku untuk periode selanjutnya, yaitu periode mere-
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dupnya hegemoni Amerika Serikat. Perlu dicatatat dulu bahwa
pada dua rezim pertama melekat standar yang membedakan
negara/pasar secara biner. Berikutnya kita berurusan dengan
sebuah era yang dicirikan dengan bentuk-bentuk baru aturan
pasar sebagai sifat yang melekat pada hegemoni korporasi dan
penggunaan utang sebagai mekanisme pendisiplinan demi ke-
untungan dagang dan finansial. Maka pertanyaan berikutnya,
apakah standar pembedaan tersebut cukup memadai untuk
memotret kerumitan era ini? World Bank atau International
Monetary Fund (IMF) telah melakukan pendisiplinan terhadap
negara-negara yang terjebak utang. Selain itu, WTO (organi-
sasi yang beranggotakan negara) telah meliberalisasi hubung-
an dagang (mengurangi proteksi domestik) melalui perluas-
an pasar multilateral. Hal ini memungkinkan terbentuknya
sebuah “rezim swasta” yang terdiri atas korporasi-korporasi
transnasional. Mereka inilah yang mendapatkan keistimewa-
an yang dijamin dalam kesepakatan-kesepakatan WTO (Cutler
2001). Sebagaimana ditunjukkan oleh Claire Cutler, bilamana
rezim legal berfokus pada negara sebagai subjek legal, maka
rezim swasta berusaha untuk membatasi regulasi pemerintah
demi meleluasakan “suasana kompetisi” neoliberal, sehingga
menegakkan kembali otoritas sipil melalui kekuasaan infor-
mal. Pada gilirannya, kekuasaan informal itu diformalkan da-
lam kebijakan-kebijakan neoliberal, dan “oleh karenanya lebih
berdaulat dari negara” (Cerny 1995: 618). Pokok pendapat Cutler
(2001: 144) adalah:

korporasi-korporasi transnasional semakin berperan dalam
pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum interna-
sional secara langsung. Ditambah lagi, pemerintah juga am-
bil bagian dalam memperluas hak dan kekuasaan korporasi.
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Sebagaimana dicatat Jan Scholte: “pemerintah-pemerin-
tah telah memudahkan perusahan-perusahaan global un-
tuk bergerak dan meraih laba, dengan merancang jaminan
kepemilikan, aturan tentang mata uang, rezim pajak, hu-
kum ketenagakerjaan, dan perlindungan oleh aparat kepo-
lisian sebagaimana dikehendaki oleh perusahaan-perusa-
haan itu.”

‘Tatanan kompleks pertanian kedelai berorientasi ekspor
di Brasil’ (Brazilian soybean agro-export complex) sesungguh-
nya memperlihatkan munculnya rezim agrobisnis swasta lewat
jalur belakang, yaitu lewat serangkaian tuntutan kepada ba-
dan penyelesaian perselisihan WTO, Dispute Settlement Board,
dan juga lewat pendanaan lembaga kajian perdagangan dan
perundingan internasonalnya Brasil, Institute for the Study of
Trade and International Negotiations (ICONE), guna memper-
kuat agenda-agenda perdagangan bebas yang digerakkan oleh
simpul korporasi/negara (Peine 2010: 141-143). Dalam dirinya
sendiri, WTO sebenarnya bukan kekuatan hegemonik, meng-
ingat strukturnya yang kompromistis dan bagaimana negara-
negara G-20 memperlakukannya. Namun, WTO tetap kelihatan
seolah-olah mendukung prinsip keunggulan komparatif de-
ngan mempromosikan kebebasan berinvestasi dan peredaran
komoditas oleh korporasi. Ini mengisyaratkan adanya hegemo-
ni korporasi, dalam pengertian bahwa doktrin neoliberal untuk
menempatkan “pasar” di atas “negara” telah mengubah nega-
ra menjadi pelayan pasar, di mana kuasa-pengaturan keuangan
internasional bergeser “dari tangan negara ke lembaga-lembaga
‘swasta’ seperti Bank of International Settlement” (Nesvetailova
dan Palan 2010: 7-8). Dalam konteks ini, World Bank, IMF, dan
Bank of International Settlement (BIS) bersekutu dengan OECD,
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G-8, dan G-20 dalam mengoordinasikan bank-bank sentral dan
departemen-departemen keuangan “untuk mamapankan tata
keuangan global yang tengah menguat demi mewujudkan suatu
simpul negara-sektor keuangan internasional” (Harvey 2011: 51).
Di sinilah barangkali letak ironinya: sementara rezim standar
emas melahirkan perlawanan nasional berbasis solidaritas ter-
hadap efek buruk mekanisme kurs mata uang (yang dikelola
negara), rezim finansial yang berlaku mensyaratkan suatu per-
pecahan dalam suatu negara, di mana kelas-kelas berkuasa
menegosiasikan stabilitas mata uang melalui perwakilan-per-
wakilan mereka di lembaga-lembaga keuangan internasional.
Inilah inti rezim swasta. Dari sudut pandang yang melihat
negara sebagai pusat, rezim seperti itu mungkin saja tidak me-
menuhi syarat untuk mewujudkan stabilitas, karena rezim se-
perti itu merupakan wujud dari konjungtur baru di mana nega-
ra-negara semakin diswastanisasi. Di bawah tata aturan seperti
ini, para pembayar pajaklah yang menjadi korban saat terjadi
krisis. “Stabilitas” semakin tidak didasarkan pada kesesuaian
kepentingan dari seluruh elemen dalam sistem negara (yang
terwujud dalam mata uang cadangan devisa), tetapi lebih pada
kekuatan militer dan ekonomi di bawah anggapan bahwa ke-
amanan ekonomi bergantung pada kesehatan finansial. Pada
1980-an, lebih dari tujuh puluh negara Selatan melaksanakan
program penyesuaian struktural, dan ketika memasuki 1990-an,
utang mereka sudah bertambah 61% dari nilai utang pada 1982
(Bello et al. 1994). Akibatnya, terjadilah pengurangan upah dan
layanan-layanan publik secara besar-besaran. Di sini, stabili-
tas menjadi istilah yang nisbi, di mana “stabilisasi pasar” telah
sangat ditentukan oleh hantaman krisis pengetatan anggaran
publik (dan krisis keuangan) selama tiga dekade di Selatan, dan
merembet ke Utara pada dekade 2000-an. Sebagai rezim yang
kejam, premisnya neoliberalisme adalah redistribusi kekayaan,
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bukan redistribusi produksi (Araghi 2009; Harvey 2011; Sassen
2011). Rezim pangan korporat sudah sangat identik dengan me-
luasnya pemiskinan para petani kecil dan peralihan banyak
orang menjadi pekerja musiman dalam skala dunia.
Pemiskinan ini sejalan dengan penegasan Pritchard (2009:
297) bahwa WTO “lebih sebagai kelanjutan dari politik krisis
rezim pangan kedua, ketimbang sungguh-sungguh menjel-
ma sebagai pengganti rezim itu.” Dari perspektif ini, Pritchard
(2009: 297) hendak menyampaikan bahwa persoalan utama
yang dihadapi para pengkaji rezim pangan adalah “bagaimana
menyusun teori yang menjelaskan proses merasuknya perta-
nian ke dalam WTO.” Terdapat sifat khas yang melekat pada
rezim pangan korporat, yaitu bahwa untuk pertama kalinya pa-
ra petani di seluruh dunia diposisikan berhadapan langsung
dengan harga pasar dunia. Maka, kalaupun memang masih
ada sisa yang berlanjut ke dalam politik pertanian di balahan
dunia utara, bagaimana politik seperti itu ditampilkan secara
global dalam bentuk serangan harga terhadap budaya-budaya
kaum tani tetap tak dapat lagi disebut sebagai sisa yang ber-
lanjut itu. Hal itu lebih tepat disebut sebagai babak baru dalam
“proses menyatunya pertanian,” di mana WTO sudah tunduk
patuh pada kepentingan korporasi, ketertundukan yang terli-
hat dari bagaimana WTO merancang tata harga dunia (bersubsi-
di) yang bersifat artifisial sebagai inti rezim pangan murah yang
digunakan untuk melawan para petani kecil di mana saja.
Konsep “rezim internasional” muncul ke permukaan mela-
lui logika (episteme) yang melihat negara sebagai poros. Kon-
sep ini melahirkan proyek rezim pangan yang dalam anali-
sisnya menempatkan relasi-relasi pertanian-pangan sebagai
bagian dalam proses pembentukan negara, dan juga melihat
sebaliknya. Akan tetapi, mengingat bahwa sistem negara ada-
lah sebuah struktur yang menyejarah, bagaimana sistem itu
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berubah dalam ruang dan waktu mengharuskan adanya ana-
lisis kesejarahan juga atas konsep tentang rezim itu sendiri.
Pada rezim pangan pertama, proyek “pabrik dunia” Inggris
telah mengintegrasikan kapitalisme industrial Eropa yang ba-
ru tumbuh dengan rantai pasokan pangan yang berasal dari
imperium kapital di seberang lautan; pada rezim pangan ke-
dua, Amerika Serikat memanfaatkan secara politis surplus pa-
ngan murah untuk menciptakan sekutu dan pasar bagi pro-
duk-produk yang dihasilkan oleh rezim-akumulasi-intensifnya.
Meskipun industrialisasi pertanian merupakan kelaziman pada
semua rezim, struktur sosial akumulasi dan sistem hubungan
antarnegara sangat berbeda dalam dua era tersebut.

Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan keruntuhan dua
rezim pertama, yaitu ketika para pesaing Inggris memilih lang-
kah melindungi ekonomi nasional masing-masing, dan korpo-
rasi transnasional merongrong “liberalisme melekat” (Ruggie
1992) yang didominasi Amerika Serikat pada periode pascape-
rang. Kondisi-kondisi itu menunjukkan bahwa kontradiksi in-
ternal masing-masing rezim tengah berada dalam proses pe-
matangan. Bisa dibilang, rezim pangan korporat telah meng-
alami suatu siklus serupa: sebuah semimultilateralisme yang
dibakukan melalui aturan-aturan WTO yang mengutamakan
model ‘pertanian industrial berorientasi ekspor’ telah menun-
jukkan pertanda krisis pada akhir 2000-an. Keruntuhan itu ter-
kait erat dengan pemaknaan ulang “keamanan pangan”, sebu-
ah kerangka kunci dalam rezim pangan korporat.

Friedmann menilai bahwa pada saat rezim mengalami mo-
men-momen Krisis, “aspek-aspek tersirat dari kerangka kunci
itu jadi terungkap, yaitu saat rezim tidak lagi bekerja dengan
baik, saat tindakan yang sama tidak lagi membuahkan ha-
sil yang sama sesuai harapan. Alhasil, terjadilah perdebatan
seputar cara-cara alternatif untuk mengatasi masalah, yang
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sebagiannya berkutat pada pemberian nama aspek-aspek da-
ri rezim yang sedang membusuk itu. Bila penamaan itu ‘ber-
hasil’, itulah pertanda bahwa rezim memang sedang menga-
lami krisis,” misalnya saat menamai ulang ‘bantuan makanan’
sebagai ‘dumping’ (Freidmann 2005: 234-235). Ciri khas re-
zim swasta yang disponsori oleh subsidi negara sebagaimana
ditetapkan dalam protokol-protokol WTO adalah suatu asum-
si tersembunyi bahwa pasar merupakan sarana paling efisi-
en untuk mempromosikan keamanan pangan dunia. Asum-
si ini tidak terbukti pada abad XXI, terlihat dari melonjaknya
angka kelaparan selama “krisis pangan”. Hasilnya adalah se-
rangkaian debat yang belum selesai mengenai alternatif—mu-
lai dari mengubah harapan akan pertanian skala kecil (dari
para pembela agrobisnis hingga pendukung agroekologi), pen-
caplokan lahan besar-besaran, proteksi produk domestik, hing-
ga HAM (bandingkan, McMichael dan Schneider 2011).

Rezim Pangan Korporat

Rezim pangan korporat membawa warisan rezim pangan se-
belumnya, walaupun tetap menampakkan momen baru dalam
sejarah politik kapital yang secara konseptual bisa dinamai
“proyek globalisasi” neoliberal (McMichael 1996). Proyek ini
pada intinya membalikkan tatanan “proyek pembangunan”
sebelumnya di mana negara mengelola kekuatan pasar. Seba-
liknya sekarang, negara menjadi pelayan bagi sistem pasar.
Konsolidasi aturan-aturan pasar berlansung melalui finansi-
alisasi: suatu proses yang memanfaatkan beberapa jalur, dan
dimungkinkan oleh krisis utang besar-besaran yang lama me-
numpuk lalu dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan finansial
yang baru (lihat Bab 5).
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Secara historis, finansialisasi erat kaitannya dengan keku-
atan hegemoni yang menyebabkan surut dan hilangnya ba-
tas-batas geografis ekonomi sedemikian rupa sehingga pa-
ra investor beralih dari kapital tetap menuju bisnis-bisnis
keuangan yang lebih fleksibel (misalnya, merger dan surat
berharga: mengkonsolidasikan dan menjual utang). Arrighi
(2007: 145) menghubungkan finansialisasi dengan upaya ter-
akhir pemerintah Amerika Serikat pada 1980-an, yakni ketika
melembagakan aturan-aturan yang mempromosikan pasar-
pasar modal yang liberal dan deregulasi perbankan dengan
maksud menarik arus modal masuk ke Amerika Serikat de-
ngan meningkatkan suku bunga demi mengatasi surutnya
kapasitas produktif industrinya. Deregulasi finansial dimulai
pada 1970-an, dengan daya konversi dolar memungkinkan
petro-dolar menyebar ke segala penjuru pasar uang untuk
melayani kepentingan korporasi dan perbankan global, serta
memberi utang kepada negara-negara Dunia Ketiga. Para ban-
kir global (mereplikasi peran City of London pada awal abad
XX) mendistribusikan uang kepada negara-negara “pengikut
aliran pembangunan” untuk merangsang produksi ekspor
(Daly dan Logan 1989: 59). Proses distribusi ini diamankan
oleh para bankir utama negara-negara OECD melalui BIS (Cox
1987: 301). Ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunga pa-
da 1980, negara-negara pengutang menjadi sasaran program
penyesuaian struktural (liberalisasi samua transaksi, privati-
sasi perusahaan negara, dan desentralisasi politik) di bawah
arahan lembaga-lembaga Bretton Woods (World Bank dan
IMF) atas nama pemerintah dan bank-bank dari negara-negara
Utara (lihat Cammack 2003). Pinjaman Penyesuaian Struktural
telah mengubah tatanan negara, karena memaksa negara un-
tuk meliberalisasi kebijakan-kebijakan ekonomi dan menata
ulang pembagian kekuasaannya dari kementerian-kementeri-
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an berorientasi program (layanan sosial, pertanian, pendidik-
an, dan sebagainya) kepada bank sentral dan kementerian per-
dagangan dan keuangan, sehingga merendahkan kedaulatan
nasional (Canak 1989).

Ketika menggambarkan gelombang perubahan dalam se-
jarah politik kapital, Moore (2010: 232) mencatat bahwa pada
awal 1980-an “kapital finansial mencuat sebagai kekuatan he-
gemonik dalam proses akumulasi, sekaligus sebagai kekuatan
politik di negara-negara Utara .... Terjadi perubahan epik dari re-
volusi teknologi ke redistribusi teknologi, diperkuat oleh aliansi
kapital finansial dengan aparatur negara untuk meredistribusi
kekayaan dan kekuasaan dari kelas miskin dan kelas produ-
sen ke orang-orang superkaya.” Hal ini awalnya dicapai mela-
lui dua perkembangan yang saling berhubungan: pemindahan
pabrik dan pertanian dari Utara ke Selatan, dan pematangan
rezim utang untuk mendisiplinkan negara melalui kebijakan-
kebijakan pengetatan yang ditautkan dengan pertanian ber-
orientasi ekspor. Sebagaimana ditunjukkan Patel (2007: 93,
96), “ekonomi-politik pangan yang baru tidak bersandar pada
kendali melalui surplus pangan Amerika Serikat, tetapi melalui
utang fiskal negara-negara Selatan ... pihak Utara dapat meng-
akses pangan murah dari Selatan dengan alasan kebaikan hati—
tiap sesuap pangan murah yang dimakan di Utara membantu
Selatan membayar utang.” Meskipun negara-negara mengin-
ternalisasi hegemoni kapital finansial, Friedmann (2009: 339)
menjelaskan dampaknya dalam bentuk pemaksaan politis de-
ngan menggunakan kerangka pascahegemoni:

Maka IMF menjadi peranti penagihan utang atas nama bank-
bank Utara; dolar tetap menjadi mata uang dunia tanpa
aturan, dan Amerika Serikat mempertahankan kekuatan
veto lewat aturan-aturan IMF. Hasilnya, negara-negara Du-
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nia Ketiga secara umum beralih dari kebijakan-kebijakan
pertanian pangan nasional (termasuk manajemen ekspor)
menjadi ekspor yang didominasi korporasi (untuk ‘komodi-
tas-komoditas nontradisional’ seperti buah-buahan, sayur-
an dan bunga, serta ikan yang produksinya tidak terikat mu-
sim) dan juga memperdalam ketergantungan mereka pada
impor biji-bijian.

Rezim utang era 1980-an telah mengonsolidasikan perge-
rakan internasional yang sudah mulai berlangsung pada rezim
pangan sebelumnya; konsolidasi ini terlihat saat negara-ne-
gara Selatan mengadopsi model pertanian berorientasi ekspor
sebagai wujud dari model “keunggulan komparatif” yang di-
kendalikan korporasi, di bawah istilah “internasionalisasi ba-
ru pertanian” (Reynolds et al. 1993). Friedmann (1991) mena-
mai negara-negara ini sebagai “Negara-Negara Pertanian Baru”
(New Agricultural Countries [NACs]) sebagai pasangan Negara-
Negara Industri Baru (Newly Industrializing Countries [NICs])—
menekankan peran relasi-relasi pertanian pangan dalam pem-
bentukan ekonomi-politik internasional.

Fenomena Negara-Negara Pertanian Baru memunculkan ka-
jian-kajian tentang “rantai nilai”, yakni proses-proses mengon-
trol dan mengambil manfaat dari ekspor nontradisional bu-
ah-buahan dan sayuran dari Selatan (Le Heron 1993; Friedland
1994; Llambi 1994; Reynolds et al. 1994). Fenomena ini juga
merangsang munculnya penelitian susulan mengenai beragam
komoditas seperti udang, unggas, boga bahari (seafood) ka-
lengan, nanas kemasan, dan buah segar dari Thailand (Goss
dan Burch 2001); kacang hijau, wortel dan jagung, serta kacang
kapri dari Kenya (Dolan dan Humprey 2000); tomat produk-
si korporasi dari Meksiko (Barndt 2008); juga analisis global
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Pritchard dan Burch (2003) mengenai sumber dan bentuk-ben-
tuk berbeda produksi tomat.

Pada awal 1990-an, “penyediaan global” (global sourcing)
pangan yang dikendalikan oleh korporasi transnasional pa-
ling tampak pada teknologi modifikasi benih, pendinginan,
dan pengawetan; dan pengangkutan buah serta akses atas
sayur nonmusiman, atau sepanjang tahun, bagi konsumen
yang relatif makmur menjadi tersedia melalui pengelolaan
perkebunan-perkebunan besar di negara-negara Salatan. Di
sini korporasi-korporasi transnasional menjalin kontrak de-
ngan petani-petani Dunia Ketiga untuk memproduksi tanaman-
tanaman holtikultura tertentu dan buah-buahan serta sayur-
an nonmusiman, juga pangan olahan seperti jus buah, buah
kalengan, sayuran beku, daging sapi kemasan, dan potongan-
potongan ayam (umumnya di zona-zona industri pangan olah-
an untuk ekspor). Hal ini ditujukan untuk memasok supermar-
ket-supermarket yang sedang berkembang di Eropa, Amerika
Utara, dan Asia-Pasifik. “Revolusi hijau kedua” memungkinkan
proses global ini (DeWalt 1985), yang dapat dibedakan dengan
revolusi hijau pertama dengan melihat beberapa peralihan: da-
ri prakarsa negara ke swasta, dari pangan pokok menjadi pa-
ngan bernilai tinggi (protein hewani, buah dan sayuran, bahan
pakan ternak kimiawi), dan dari pasar domestik menjadi global.

Transnasionalisasi peredaran pangan telah menggantikan
model ekspor pangan bilateral dan teknologi agroindustri yang
dikelola negara, yang merupakan ciri dari rezim pangan pas-
caperang. Memasuki abad XXI, sekitar sepertiga perdagang-
an ini adalah jual beli antar-anak perusahaan korporasi. De-
ngan munculnya ritel global, pengambilalihan sistem pangan
domestik Dunia Ketiga oleh korporasi (termasuk sektor benih,
pupuk, dan input kimia) meluaskan pasar global serta ran-
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tai pasokan global dan regional. Sebagaimana dicatat John
Wilkinson (2010: 157): “selama 1980-an, bioteknologi yang sa-
ngat mengandalkan paten tengah merevolusi sektor-sektor
input genetik dan kimia pertanian. Lobi-lobi bersama yang
dilakukan oleh sektor ini dan sektor farmasi telah menggiring
negara-negara berkembang untuk menerima pemberlakuan
paten untuk produk-produk pangan, juga telah membangun
prakondisi agar negara-negara berkembang bergabung de-
ngan WTO.” Pemberlakuan paten itu dilembagakan dalam
kesepakatan seputar hak atas kekayaan intelektual dalam per-
dagangan dunia, Agreement on Trade-Related Aspects of In-
tellectual Property Rights (TRIPs). Penerapan kesepakakatan
TRIPs harus dibayar dengan pelemahan atas kedaulatan ne-
gara, demi penerimaan sebagai anggota WTO—dan ini merupa-
kan pelemahan ganda, sebab negara-negara Selatan merupa-
kan tempat asal sebagian besar informasi genetika (Wiessman
1990). Dari sini, tuduhan belangsungnya “penjajahan ulang”
(Raghavan 1990) menjadi relevan.

Dengan terbentuknya pembagian kerja pertanian interna-
sional, kecenderungan-kecenderungan yang sudah ada dari re-
zim pangan sebelumnya telah berkembang dan makin mapan,
di antaranya peningkatan porsi ekspor biji-bijian oleh OECD
dari 73% menjadi 82% antara 1976 dan 1996, dan negara-ne-
gara Selatan mengimpor 60% dari volume biji-bijian dunia. Pa-
da saat bersamaan, Negara-Negara Pertanian Baru meningkat-
kan porsi ekspor boga bahari dan membuat pasar dunia bagi
buah dan sayuran membengkak tiga kali lipat. Negara-negara
OECD menjadi pemasok utama varietas tanaman dunia. Di sini,
peralihan paling penting bersifat politis. Pistorius dan van Wyk
(1991: 51) merumuskannya sebagai berikut:
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Munculnya Tatatan Pertanian Pangan Ketiga menyingkap
suatu kecenderungan di mana industri swasta mengganti-
kan negara sebagai pusat pengembangan budidaya komo-
ditas. Sejak 1980-an, pertumbuhan investasi negara dalam
Penelitian dan Pengembangan pertanian telah surut, dan
industri swasta telah memegang kendali lebih besar da-
lam hal alokasi dana publik untuk Penelitian dan Pengem-
bangan pertanian, sementara investasi swasta dalam pene-
litian pertanian meningkat pesat. Perkembangan ini diiri-
ngi penataan ulang sektor pembenihan yang merangsang
pertumbuhan konglomerat industrial bidang pengembang
budidaya komiditas yang berbasis di negara-negara OECD.
Dengan kapasitas teknologi yang tak tertandingi dan me-
numpuknya finansial pada konglomerasi-konglomerasi in-
dustri ini, sepertinya mereka akan menjadi aktor-aktor uta-
ma dan kekuatan penggerak pengembangan budidaya ko-
moditas di tatanan Pertanian Pangan Ketiga.

Tata Kelola

Tatanan baru ini muncul melalui perpolitikan seputar Putar-
an GATT yang berujung pada terbentuknya WTO. Politik terse-
but ditandai transisi mendasar yang berlangsung dalam eko-
nomi dunia—antara prinsip residu-nasional (residual national)
yang berasal dari sebuah periode dengan perdagangan dan
investasi yang lumayan terkelola, dan prinsip pemunculan-
global (emergent global) yang lebih ditandai oleh kebebasan
dalam perdagangan dan pergerakan kapital. Prinsip-prinsip
ini tidak terpilah secara tegas, sebagaimana tampak dalam ke-
mampuan Amerika Serikat dan Uni Eropa khususnya dalam
mempertahankan (secara terselubung) subsidi-subsidi perta-
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nian sembari mengampanyekan norma liberalisasi universal.
Bisa dikatakan bahwa secara formal multilateralisme GATT
memang mencerminkan kerjasama antarnegara, tetapi secara
substantif memuat upaya penyusunan mekanisme-mekanis-
me regulasi global yang melemahkan kedaulatan negara guna
memperkuat suatu tatanan sosial yang khas demi akumulasi
global. Menonjolnya suara korporasi di Putaran GATT mem-
perlihatkan gelagat ini. Di sini, perusahaan-perusahaan pa-
ngan, para pedagang biji-bijian, dan khususnya industri ki-
mia mendesak GATT untuk menghentikan program-program
pertanian, menghapuskan sistem pengelolaan pasokan dan
menurunkan harga-harga dengan cara membiarkan para pro-
dusen berhitung dengan perbedaan ongkos tenaga kerja di
seluruh dunia (Ritchie 1993: 27). Multilateralisme GATT dipe-
rumit oleh hadirnya internasionalisasi kapital produktif dan
finansial (Hoogvelt 1997). Di sini, “penyediaan global” oleh
perusahaan-perusahaan transnasional melemahkan strategi
kompetisi internasional yang dijalankan oleh ekonomi nasio-
nal, dan pasar modal global melucuti kekuasaan pengambil
keputusan di tingkat nasional untuk mempertahankan mata
uang mereka (McMichael 1993).

Peralihan yang dijalankan GATT dari perdagangan komodi-
tas pertanian bilateral ke multilateral, via standarisasi aturan
main dan penyusutan tarif secara umum, menunjukkan satu
dimensi konstitusional yang mengaktifkan anggota-anggo-
ta (baru) (Winters 1990: 1298). Kecenderungan konstitusional
itu memberi legitimasi bagi rezim perdagangan bebas yang
baru, kendati tidak ada suatu negara hegemonik yang mem-
bentuk aturan-aturan mainnya sendiri. Negara-negara anggo-
ta menetapkan aturan pasar dunia yang disebut sebagai “are-
na yang setara” dan “harmonisasi”. Penamaan seperti itu di-
gunakan untuk mengistimewakan kepentingan negara-negara
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Utara (dengan sumberdaya yang tak dapat dijangkau negara-
negara Selatan), di mana sistem subsidi dibiarkan tetap ber-
langsung.

Meskipun merupakan warisan dari rezim sebelumnya, be-
ragam subsidi itu kini berperan sebagai peranti pasar dunia
yang kompetitif, yang menguntungkan para pedagang dan ri-
tel pangan, dan secara institusional melekat pada WTO. Ka-
lau subsidi awalnya diadakan sebagai mekanisme pengatur-
an di tingkat nasional, dan menyokong rezim bantuan pangan
Amerika Serikat, kini subsidi itu memperkuat rezim pasar kor-
porat. Mekanisme baru ini, yang bersandar pada arahan dari
lembaga keuangan internasional, mensyaratkan pengurang-
an perlindungan negara terhadap pasar nasional, serta pe-
nataan ulang sistem negara untuk mengamankan peredaran
pangan transnasional. Selain itu, cakupan kelembagaan dan
kompleksitas dari warisan institusional hegemoni Amerika Se-
rikat (BIS, IMF, dan World Bank) merupakan “faktor utama
yang memperkuat otonomi ... dari setiap negara anggota dalam
sistem antarnegara .. dan korporasi-korporasi transnasional
telah berkembang menjadi sebuah sistem terintegrasi dalam
hal produksi, pertukaran, dan akumulasi, yang tidak tunduk
pada pemerintah mana pun tetapi punya kuasa untuk membu-
at setiap negara anggota dari sistem antarnegara itu tunduk
pada ‘hukum’-nya” (Arrighi 1990: 403). WTO memadukan wa-
risan ini dengan merumuskan “konstitusi tunggal ekonomi
global” (Ruggiero 1996). Artinya, bukannya memajukan kedau-
latan rakyat dan melindungi kehidupan di atas laba, ini “pada
dasarnya merupakan konstitusi pertama yang berlandaskan
aturan-aturan dagang dan aturan-aturan wirausaha” (Shiva
2000: 58).

Dengan mengabaikan Piagam UN mengenai HAM (1947),
WTO mengambil alih regulasi-regulasi nasional dalam sek-
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tor kesehatan, sosial, dan lingkungan yang membatasi per-
dagangan, lalu mendesak agar regulasi-regulasi seperti itu
diterjemahkan ke sistem tarif yang jelas dan dapat dihitung,
yang bisa diturunkan seiring waktu. Selanjutnya, suatu hie-
rarki subsidi dibangun, di mana beragam subsidi (yang hanya
sanggup dibiayai oleh negara-negara Utara) dimasukkan ke
dalam “kotak-kotak”, yang disusun menurut derajat proteksi-
nya (Herman dan Kuper 2003: 35-36). ‘Sistem kotak’ ini sudah
terbukti menguntungkan negara-negara Utara yang memasuk-
kan pembayaran-pembayaran terpisah (decoupled) subsidi per-
tanian ke dalam Kotak Hijau, sebagai subsidi yang “tidak-men-
distorsi-perdagangan”. Pembayaran-pembayaran “terpisah” itu
adalah pembayaran langsung kepada petani ketimbang meng-
gunakan subsidi harga yang mendistorsi “perdagangan be-
bas”. Kebijakan Pertanian Bersama (Common Agricultural Poli-
cy [CAP]) Eropa, khususnya, menjustifikasi penataan seperti
itu melalui prakarsa “pembangunan desa” di mana pembayar-
an secara langsung kepada produsen pertanian mendukung
“keanekagunaan” (multifunctionality) pertanian (tetapi lihat
McMichael 2011a). Kombinasi pengurangan bea masuk melalui
“tarifikasi”, dan perlindungan atas subsidi-subsidi pertanian di
Utara melalui ‘sistem kotak’, mensyaratkan adanya suatu sis-
tem regulasi yang mengalihkan sumberdaya dari negara ke ta-
ngan swasta di Utara, dan mengekspor kerawanan pangan ke
Selatan melalui dumping.

Akibatnya, rezim WTO mewakili suatu bentuk baru tata
kelola pembangunan dengan seperangkat aturan bersama
(berbeda dengan syarat-syarat penyesuaian struktural yang
diterapkan secara terpisah oleh lembaga-lembaga Bretton
Woods). Tata kelola ini ditopang oleh kesepakatan multilate-
ral dan diterapkan oleh masing-masing negara anggota dalam
sebuah institusi yang memiliki ranah kekuasaan independen.
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Aturan-aturan ini mensyaratkan situasi pasar yang seragam
seolah-olah seluruh negara setara (dengan beberapa pengecu-
alian bagi apa yang disebut ‘negara-negara tertinggal’, Least
Developed Countries [LDCs]). Skema ini disokong oleh meka-
nisme terpadu dalam hal penyelesaian perselisihan, yang me-
mungkinkan pendisiplinan kebijakan negara seturut aturan-
aturan “perdagangan bebas”. Protokol Kesepakatan Pertanian
(AoA), mendukung pengurangan universal dalam hal proteksi
dagang, subsidi pertanian, dan intervensi pemerintah; dalam
protokol ini termuat asumsi tersirat bahwa pasar adalah alat
menuju keamanan pangan dunia. Aksioma ini terlihat pada
klaim Amerika Serikat selama Putaran GATT yang menyatakan
“kemandirian dan keamanan pangan tidak sama dan sebangun.
Keamanan pangan—kemampuan untuk mendapatkan makan-
an yang Anda butuhkan ketika Anda membutuhkannya—pa-
ling baik disediakan melalui pasar dunia yang bekerja dengan
lancar” (dikutip dalam Ritchie 1993: 25). Kesadaran yang makin
tumbuh mengenai kelemahan-kelemahan yang melekat pada
tata ekonomi dunia di mana tidak ada pengakuan hak asasi atas
pangan menjadi penanda kuat atas krisis rezim pangan masa
kini (De Schutter 2012)—lihat bab 6.

Perputaran Pangan, Pemiskinan, dan Ketergantungan

Rezim perdagangan bebas WTO telah menggalakkan peredaran
pangan yang ditandai dengan pembangian kerja pertanian se-
cara global. Hal ini mengakibatkan tertekannya harga pangan
dunia sekurang-kurangnya sepertiga selama setengah dekade
(Ritchie 1999). AoA melarang sistem dukungan harga yang “ar-
tifisial”, dan menuntut negara-negara Selatan melakukan de-
regulasi, sementara negara-negara Utara “menempatkan dalam
kotak” subsidi mereka (yang dikhususkan membantu perta-
nian korporat). Hal ini memungkinkan pemisahan subsidi dari
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harga, menghilangkan harga dasar, dan menetapkan “harga
pasar” artifisial (jauh di bawah ongkos produksi) bagi surplus
biji-bijian Utara yang dilimpahkan melalui dumping ke pasar
dunia, dan korbannya adalah para petani nonkorporat di ma-
na-mana. Pada 2002, harga rata-rata ekspor produk pertanian
Amerika Serikat berada di bawah biaya produksi, 43% untuk
gandum, 25% untuk kedelai, 13% untuk jagung, dan 35% untuk
beras (IATP 2004: 3).

Aturan WTO mengenai impor minimum (menyasar strategi
kemandirian nasional) mengintensifkan dampak pengurangan
harga dunia ini terhadap petani yang tidak dapat berkompetisi,
yang berujung pada semakin cepatnya pemiskinan petani ke-
cil. Pada 2000, Oxfam bertanya: “Bagaimana mungkin seorang
petani yang memperoleh US$230 setahun (rata-rata penda-
patan per kapita di negara-negara tertinggal) berkompetisi de-
ngan petani yang menikmati subsidi sebesar US$20.000 per
tahun (rata-rata subsidi di negara-negara OECD)?” (dikutip da-
lam Bailey 2000). Antara 1998 dan 1999, pendapatan pertani-
an di Inggris Raya turun 75%, sehingga memaksa 20.000 petani
meninggalkan ladang, dan pendapatan pertanian di Ameri-
ka Serikat berkurang nyaris 50% pada 1990-an (Lehman dan
Kerbs 1996; Gorelick 2000: 28—-30). Di dunia Selatan, perkiraan
konservatif FAO di enam belas negara Selatan mengklaim bah-
wa antara 20 sampai 30 juta orang telah kehilangan tanah
akibat liberalisasi perdagangan produk pertanian (Madeley
2000: 75). Kecenderungan yang mengiringinya adalah “deagra-
rianisasi”: di Afrika pada akhir 1990-an, sejumlah bukti menun-
jukkan bahwa sekitar 60%-80% pendapatan rumah tangga
pedesaan berasal dari sumber-sumber di luar lahan pertanian
(Bryceson 2004: 618-619), dengan rumah tangga termiskin pa-
ling bergantung pada sumber di luar pertanian, yakni pada
pekerjaan informal dan musiman (Bernstein 2005; Bezner Kerr
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2005). Di Asia, antara 30%-40% pendapatan rumah tangga pe-
tani disokong dari sumber nonpertanian (Kabeer dan Tran Thi
Van Ahn 2002), sementara sebagian besar petani kecil Ame-
rika Latin adalah semiproletar yang mengalami tekanan gan-
da dalam mengakses tanah dan pekerjaan: “akses mereka atas
sumber pendapatan nonpertanian, umumnya kerja upahan
musiman, memungkinkan mereka mempertahankan tanah, se-
hingga menghambat proses proletarisasi total” (Kay 2006: 472;
bandingkan Scoones 2009).

Pada 2000, Kementerian Pertanian India menemukan: “per-
tumbuhan pertanian melemah selama 1990-an. Pertanian telah
menjadi profesi yang kurang menjanjikan karena rezim harga
yang tidak menguntungkan dan rendahnya nilai tambah, yang
menyebabkan ditinggalkannya pertanian dan terjadinya mi-
grasi dari wilayah pedesaan” (dikutip dalam Paringaux 2004:
4). Hampir 2 juta campesinos Meksiko kehilangan ladang ja-
gungnya akibat ekspor jagung murah dan bersubsidi besar
dari negara-negara Utara, dalam kerangka Kesepakatan Per-
dagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), dan petani Ameri-
ka menghadapi digenjotnya impor buah-buahan dan sayuran
Meksiko yang sangat kompetitif, dengan sekitar 33.000 usaha
tani kecil lenyap—enam kali lipat dari penurunan yang terjadi
selama setengah dekade sebelumnya (Carsen 2003; Public Ci-
tizen 2001a: iv). Dengan kata lain, subsidi-subsidi bagi kor-
porasi beserta peredaran pangan transnasional telah berpadu
dalam menyerang petani kecil dari segala arah.

NAFTA adalah contoh nyata dari proses pencaplokan ta-
nah petani kecil di seluruh dunia. Pada 1994, NAFTA memaksa
Meksiko untuk terbuka bagi 100% hak penanaman modal asing
(sebagai awal ke arah perjanjian tentang aturan-aturan in-
vestasi terkait dengan perdagangan, Trade-Related Investment
Measures [TRIMs] di bawah WTO). Ketika itu, anak perusahaan
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Green Giant dari Pillsbury memindahkan pengolahan makan-
an beku mereka dari California ke Meksiko untuk mendapat-
kan buruh murah, standar keamanan makanan yang minim,
dan tarif gratis untuk mengekspor kembali ke Amerika Serikat.
Cargill membeli pabrik pengolahan sapi dan ayam di Saltillo,
dan Cargill de Mexico menanamkan investasi nyaris US$200
juta dalam pengolahan minyak goreng dan kedelai di Tula.
Selanjutnya, Tyson Foods membuka operasinya di Meksiko,
Brasil, Argentina, dan Venezuela; ConAgra mengolah minyak
nabati di Argentina; Archer Daniels Midland menggiling biji-
bijian dan menyuling minyak nabati, menggiling jagung dan
membuat tepungnya, serta melakukan rekayasa biologis untuk
pakan ternak di Meksiko, Amerika Tengah, dan Selatan; dan
Wal-Mart membuka usaha di Meksiko, Argentina, dan Brasil
(Public Citizen 2001a: ii—iv, 19—21). Public Citizen (2001b: 13)
mencatat: “agrobisnis telah menciptakan platform-platform
baru bagi ekspor yang membuat para petani dari Amerika Se-
rikat, Meksiko, dan Kanada saling berhadap-hadapan dalam
pertarungan untuk mempertahankan diri seiring semakin ren-
dahnya harga yang dibayarkan kepada produsen.”

Aturan AoA mengenai impor minimum menjamin “hak
mengekspor”, dan dengan begitu melembagakan “keamanan
pangan” berbasis pasar. Pada pertengahan 1990-an, setengah
dari jumlah valuta asing di 88 negara berpendapatan rendah
dan defisit pangan digunakan untuk impor pangan (LeQuesne
1997), dan terjadi kenaikan biaya pembelian pangan di negara-
negara dengan ketergantungan pangan, sebesar rata-rata 20%
antara 1994 dan 1999, meskipun harga sangat rendah (Murphy
1999: 3). Pada pertengahan 2000-an, 70% negara-negara Sela-
tan menjadi net-impotir, yakni negara-negara dengan tingkat
impor pangan lebih tinggi daripada ekspornya (GRAIN 2008: 2).
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Ketergantungan atas pangan merupakan pasangan dari
proses sentralisasi cadangan pangan global—60% di tangan
korporasi, enam di antaranya mengendalikan 80% perda-
gangan gandum dan beras dunia, dengan hanya tiga negara
memproduksi 70% jagung untuk ekspor (Angus 2008). Dari
1970 sampai 2000, terjadi penurunan persentase ekspor produk
pertanian dari Afrika (10% menjadi 3%), dari Amerika Latin dan
Karibia (14% menjadi 12%), dan dari “negara-negara terting-
gal” (5% menjadi 1%), berkebalikan dengan peningkatan per-
sentase ekspor dari negara-negara Utara, dari 64% menjadi 71%
(FAO 2004). Sementara korporasi pangan negara-negara Uta-
ra mendominasi perdagangan internasional, “penjualan lokal
oleh anak-anak perusahaan pengolahan pangan melonjak lima
kali lipat tingkat ekspor pangan olahan dari Amerika Serikat ke
negara-negara lain (Reardon dan Timmer 2005: 28). Dengan kata
lain, raksasa-raksasa ritel seperti Tesco (Inggris Raya), Wal-Mart
(Amerika Serikat), Ahold (Belanda), dan Carrefour (Prancis)
mengolonisasikan pasar-pasar domestik dari dalam, mengge-
napi warisan para pedagang biji-bijian pada rezim pangan se-
belumnya.

Secara keseluruhan, komoditas-komoditas ini membentuk
kemanunggulan sistem pangan dunia yang digerakkan untuk
memasok kelas konsumen yang terbagi dua, masing-masing
dengan pangan bernilai tinggi dan rendah. Jumlah konsumen
ini kurang dari setengah populasi dunia. Lalu siapa yang se-
tengahnya lagi? Pada rezim pangan sebelumnya, penyediaan
pangan murah memenuhi tujuan-tujuan strategis negara adi-
kuasa, yang terbatas pada tenaga kerja upahan tertentu. Penye-
diaan pangan global melalui perdagangan secara umum, atas
nama “keamanan pangan” dunia, diungkapkan oleh petinggi
Cargill: “Keyakinan bahwa kebutuhan terbesar sektor perta-
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nian di negara-negara berkembang adalah mengembangkan
kapasitas untuk menumbuhkan bahan pangan bagi konsum-
si lokal adalah keliru. Keyakinan ini menyesatkan. Negara-ne-
gara itu seharusnya memproduksi apa yang paling baik bisa
mereka produksi—dan mereka perdagangkan” (dikutip dalam
Lynas 2001). Rezim perdagangan pangan korporat menyasar
konsumen dari kalangan pekerja upahan demi tujuan ganda,
yaitu memperbesar kelenturan konsumsi pangan (dari “da-
gingisasi” ke diferensiasi produk) dan untuk memperluas pa-
sar pangan melalui perdagangan yang takadil. Kendati terus
mengusung klaim tentang jaminan pangan murah, rezim ini
berdampak negatif terhadap mayoritas penduduk dunia peng-
hasil pangan (ETC 2009: 1), melemahkan praktik bertani dan
penyediaan pangan informal yang terjadi melalui pasar tradi-
sional, pedagang kaki-lima, dan sistem sumberdaya-bersama.
Sebagaimana dirumuskan oleh gerakan tani internasional
Via Campesina (2000): “pergerakan pangan secara besar-be-
saran di seluruh dunia juga memaksa peningkatan pergerak-
an manusia,” yakni beralihnya keluarga petani kecil menjadi
tenaga kerja musiman (McMichael 1999), dan dengan begitu
meneguhkan pentingnya menganggap rezim pangan sebagai
relasi nilai global yang menyeluruh. Rezim seperti itu men-
syaratkan penggunaan ‘senjata harga’ dalam melawan para
produsen skala kecil, juga mensyaratkan penggabungan rela-
si-relasi konsumsi dan sumberdaya pangan di tingkat lokal
ke dalam sistem peredaran pangan global. Paradoks rezim pa-
ngan korporat terlihat saat rezim ini mengaku sebagai penja-
min keamanan pangan, tetapi sesungguhnya ia memperburuk
kondisi manusia dengan pelaksanaan kuasa monopolinya.
Konsekuensi negatif pasar global yang terpadu adalah menye-
barnya kemelaratan; hal ini terjadi karena pasar “bebas” me-
nyingkirkan dan/atau menyebabkan kelaparan orang-orang
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yang telah mengalami pemiskinan karena penerapan pasar be-
bas itu; pasar “bebas” itu juga menyebabkan orang-orang dari
wilayah pedalaman di tanah jajahan mengalami kekurangan
pangan secara tak terlihat dan diskriminasi ras, suatu prasyarat
agar pembangunan dan konsumsi melimpah di perkotaan bisa
terpenuhi. Krisis agraria yang makin mendalam secara global
sebagai cerminan atas kontradiksi mendasar dalam rezim pa-
ngan menumbuhkan perlawanan meluas terhadap korporasi
pertanian. Perlawanan ini mewujud dalam gerakan kedaulat-
an pangan yang mengklaim bahwa “pangan pertama-tama dan
terutama adalah sumber nutrisi, dan setelahnya baru sebagai
barang dagangan” (Via Campesina 2002: 8)

Kedaulatan Pangan

Perintis gerakan “kedaulatan pangan”, Via Campesina, terben-
tuk dari sebuah pertemuan di Mons, Belgia pada Mei 1993 yang
diikuti kelompok-kelompok petani dari benua Amerika, Ero-
pa, dan Asia. Krisis agraria yang diakibatkan oleh kebijakan-
kebijakan neoliberal adalah pemicu bagi sebuah gerakan yang
akan secara terbuka memperjuangkan kedaulatan pangan di
KTT Pangan Dunia FAO di Roma pada 1996 (Nicholson 2008:
456). Nicholson (2008: 457) merangkum pengertian kedaulat-
an pangan itu sebagai berikut: “Kami mengusulkan pasar pa-
ngan lokal, hak bagi semua negara untuk melindungi tapal
batas mereka dari pangan impor, pertanian berkelanjutan dan
pelestarian keanekaragaman hayati, pangan sehat, lapangan
kerja dan penghidupan yang kokoh di wilayah pedesaan.”
Gerakan itu sendiri menegaskan:

Kebijakan-kebijakan neoliberal mengutamakan perdagang-
an internasional, bukannya pangan untuk rakyat. Kebijak-
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an-kebijakan itu sama sekali tidak melakukan apa pun da-
lam rangka pemberantasan kelaparan di dunia. Sebalik-
nya, kebijakan-kebijakan itu telah meningkatkan ketergan-
tungkan rakyat terhadap produk-produk pertanian impor,
juga telah menguatkan industrialisasi pertanian, sehingga
membahayakan warisan genetika, budaya, dan lingkung-
an planet kita, serta kesehatan kita. Mereka telah memak-
sa ratusan juta petani untuk meninggalkan praktik-praktik
pertanian tradisional, untuk beramai-ramai meninggalkan
desa atau merantau. Lembaga internasional seperti IMF,
World Bank, dan WTO telah menerapkan kebijakan-kebijak-
an yang diarahkan oleh kepentingan perusahaan-perusaha-
an raksasa internasional dan kekuatan-kekuatan besar ....
WTO sama sekali tidak kompeten menangani persoalan-per-
soalan pangan dan pertanian. Karena itu, Via Campesina
menghendaki agar WTO keluar dari [urusan] pertanian. (Via
Campesina 2003)

Bagi Via Campesina, rezim pangan Korporat mengandung
kontradiksi mendasar: “antara pertanian industrial yang ter-
sentralisasi dan dikendalikan korporasi versus produksi ber-
kelanjutan berorientasi pasar domestik yang terdesentralisasi
berbasis petani kecil dan keluarga.” Karena perbedaan ini di-
sembunyikan dalam perundingan-perundingan dagang, maka
WTO “sungguh lembaga yang takmemadai untuk pengambilan
keputusan yang demokratis” mengenai kedaulatan pangan dan
keberlanjutan sosial dan ekologis (Via Campesina 1999: 3).

Sebagai suatu intervensi strategis, kedaulatan pangan ada-
lah gabungan dua hal sekaligus, yaitu secara formal mengatasi
kebutuhan-kebutuhan mendesak dan secara substantif sebagai
ancangan mengenai alternatif-alternatif jangka panjang. Seca-
ra formal, kedaulatan pangan menyuarakan hak bangsa-bang-
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sa untuk melindungi produksi dan produsen pangan dalam
negeri, yaitu mereka yang “saat ini memproduksi mayoritas
pangan dunia” (Via Campesina 2008). Sudah terlihat upaya-
upaya awal untuk memperbaiki konstitusi negara agar memu-
at pelembagaan kedaulatan pangan. Secara substantif, gerakan
ini menawarkan ontologi alternatif: menegaskan hak-hak yang
melampaui hak-hak berbasis pasar, di mana identitas agra-
ria didasarkan pada tatanan nilai yang mengikat subjektivitas
dan kepedulian pada ekologi sebagai syarat bagi keberlanjut-
an lingkungan dan kehidupan sosial. Mempertahankan “jalan
petani” (“peasant way”) bukan berarti menjaga suatu “buda-
ya”, tetapi menguatkan praktik-praktik budaya yang tidak me-
nempatkan pangan dan pertanian melulu dalam bentuk har-
ga. Dengan langkah seperti itu, gerakan kedaulatan pangan
menegaskan bahwa beragam budaya pertanian-pangan tidak
bisa sejalan dengan rezim pangan monokultur yang menjadi-
kan pangan sekadar sebagai objek dan komoditas (fetisisme)
demi akumulasi kapital.

Cita-cita kedaulatan pangan, untuk jangka panjang, meng-
goyahkan tatanan yang berpusat pada negara. Gerakan ini
memperjuangkan peninjauan ulang teritorialisasi negara de-
ngan menghidupkan kembali prinsip ekologi pangan lokal
dan pengakuan terhadap hak rakyat atas tanah. Visi ini mem-
perlihatkan logika pikir (episteme) pemberadaban sebagai
buah dari krisis umum kapitalisme yang terlihat jelas (lihat
Bab 7). Di luar soal makin surutnya hegemoni negara, kon-
tradiksi rezim pangan korporat adalah bom waktu yang suatu
saat meledak mengingat bahwa pertanian industrial memba-
hayakan lingkungan dan mengakibatkan penyingkiran kelas-
kelas sosial tertentu. Sadar bahwa negara terlibat dalam pro-
yek pasar neoliberal, gerakan kedaulatan pangan berupaya
menata ulang negara (dan relasi-relasi keruangannya) melalui
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politik “kewargaan agraria” (Wittmann 2009). Politik seper-
ti ini berusaha mengembalikan fokus pada hak-hak kolektif,
membangun koalisi dengan gerakan keadilan sosial lain, dan
menjadikan ekologi, alih-alih pasar, sebagai pengikat relasi
sosial. Marc Edelman (2009) berpendapat bahwa lebih dari
sekadar kategori analitis, “kepetanian” (“peasantness”) itu ber-
sifat politis. Patel (2007: 88, 91) memandang hak-hak atas ke-
daulatan pangan sebagai “sarana untuk menggerakkan relasi-
relasi sosial,” yang kemudian menjadi “sebuah seruan untuk
meletakkan pangan kembali menjadi politik berbasis massa,
dengan mengajak rakyat untuk menemukan makna hak atas
pangan bagi komunitas mereka sendiri dengan menimbang
kebutuhan, iklim, geografi, prarasa pangan, kontur sosial dan
sejarah mereka sendiri.” Singkatnya, ini merupakan seruan
akan hak atas tata kelola mandiri di mana hak-hak digunakan
untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Mengembalikan pangan sebagai isu politis seperti itu se-
dang berlangsung di banyak komunitas lokal di seluruh dunia,
dengan petani dan warga melakukan eksperimen sistem pa-
ngan alternatif (Wittman, Desmarais, dan Wiebe 2010; Fairbairn
2012; Rose 2012; Andree et al. 2013). Pada tahap-tahap awal-
nya, sebagaimana dirangkum Jose Bové dari Konfederasi Petani
Prancis, kedaulatan pangan bergantung pada akses atas kre-
dit, tanah, dan harga-harga yang adil, yang mesti ditetapkan
melalui aturan-aturan bikinan UN yang telah direformasi ser-
ta lembaga-lembaga multilateral alternatif seperti Convention
of Food Sovereignty and Trade in Food and Agriculture, Inter-
national Court of Justice, World Commission on Sustainable
Agriculture and Food Sovereignty, dan sebagainya (Bové dan
Defour 2001: 8). Bové bertanya: “Mengapa pasar global mesti
menghindari ketentuan hukum internasional atau konvensi-
konvensi HAM yang dikeluarkan UN?” (Bové dan Defour 2001:

92



BAB 3 | REZIM PANGAN KORPORAT

165). Alasannya, tentu saja, adalah keikutsertaan gerakan tani
dalam perumusan kebijakan-kebijakan pertanian dan pangan
secara demokratis. Ekonomi moral global yang mengemuka ini
akan diperkuat kalau UN mengadopsi Konvensi Internasional
tentang Hak-Hak Petani (Internasional Convention on Peasant
Rights), yang sedang disidangkan (Edelman dan James 2011).

Kesimpulan

Bab ini telah merangkum proses-proses rezim pangan korporat.
Sementara dua rezim pertama berporos pada negara adikuasa
yang didukung mata uang internasional dan kekuatan mili-
ter, rezim ketiga menampilkan hegemoni korporasi yang didu-
kung oleh aturan-aturan keuangan internasional dan multila-
teral. Stabilitas masing-masing rezim bersandar pada variasi
gabungan unsur paksaan dan persetujuan, seturut dinamika
akumulasi tertentu dalam penyediaan pangan murah.

Di bawah rezim pangan korporat, pangan murah bergan-
tung pada penyatuan biji-bijian Atlantik Utara dan buah-bu-
ahan, sayuran, dan hasil laut negara-negara Selatan ke dalam
suatu pembagian kerja pertanian secara internasional yang
digerakkan oleh rantai pasokan berbasis korporasi transnasio-
nal, di mana hubungan-hubungan dagang tunduk pada kebi-
jakan-kebijakan penyesuaian struktural dari lembaga-lemba-
ga keuangan internasional dan protokol-protokol WTO. Akibat
pengaruh gabungan dari perlindungan HKI, sentralisasi dan
subsidi agrobisnis, serta standar mutu swasta bagi ritel global,
maka model ekspor pangan-hasil-pertanian memperkuat suatu
fenomena “pertanian dunia”, di mana produsen dituntut un-
tuk memenuhi standar tertentu demi kepentingan supermarket
dunia. Para petani yang tidak mampu memenuhi persyaratan
sertifikasi atau yang tidak mampu bersaing dengan aliran biji-
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bijian murah akan mengalami penggusuran dan pemiskinan,
sehingga memperburuk kelaparan dunia. Kontradiksi menda-
sar seperti inilah yang sekarang mewujud dalam suatu rezim
pangan global, yang menjadi ciri rezim pangan korporat. Kon-
tradiksi ini terlihat dalam upaya gerakan kedaulatan pangan
untuk menjadikan rezim pangan sebagai isu politis serta ke-
munculan kembali debat mengenai keamanan pangan dalam
konteks “krisis pangan” yang tengah berlangsung—semuanya
memperlihatkan tanda-tanda awal krisis tata kelola, dan ba-
rangkali titik gawat krisis keberlanjutan.

Catatan
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BAB 4

Rezim Pangan dan Masalah Agraria

MASALAH agraria adalah inti dari kajian agraria. Menjelang
abad XX, kaum revolusioner perkotaan mengajukan masalah
agraria sebagai masalah politik terkait arah masa depan ke-
petanian Eropa. Pertanyaan mendesaknya: betulkah dan se-
jauh mana relasi-relasi kapitalis saat itu sedang menghabisi
kepemilikan berbasis tanah model prakapitalis di pedesaan?
Dan bagaimana situasi itu dapat mendorong terwujudnya ali-
ansi antara buruh perkotaan dan pedesaan? Sejak saat itu, ma-
salah agraria terkait erat dengan analisis transformasi kelas di
pedesaan, ditilik dari sudut pandang kapitalisasi atas tanah.

Bab ini akan menjelaskan pendekatan itu dalam penerap-
annya pada masalah agraria, dengan meletakkan kembali
masalah itu dalam konteks kesejarahan-dunia, melalui kaca-
mata rezim pangan. Melalui kacamata ini, keluasan dan keda-
laman relasi-relasi yang dibentuk oleh masalah agraria akan
terlihat, dan dengan begitu memperlihatkan bahwa pendekat-
an dengan kacamata rezim pangan yang klasik dan kapital-
sentris itu mengesampingkan ekologi berbasis tanah, juga me-
ngesampingkan para petani/pelaku usaha tani sebagai subjek
sejarah. Pada saat bersamaan, kacamata rezim pangan sendi-
ri menggeser fokusnya sedemikian rupa untuk memasukkan
ekologi-politik dan kepelakuan produser (producer agency) ke
dalam lingkupnya.

Rezim pangan dan masalah agraria telah terhubung melalui
relasi-relasi nilai yang terbentuk secara global pada akhir abad
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XIX. Demikianlah, gairah rezim pangan dalam memapankan
pasokan pangan dari seberang lautan (Dunia Baru) dalam
rangka menekan ongkos upah di Eropa merupakan konseku-
ensi dari, sekaligus aspek penting bagi, relasi-relasi berba-
sis tanah di Eropa. Ketika produk biji-bijian membanjiri pasar
Eropa pada akhir abad XIX, para tuan tanah, petani kapitalis,
dan petani kecil sama-sama dihadapkan pada harga-harga pro-
duk pertanian yang terus turun. Keadaan terhimpit seperti ini
mendorong para pelaku usaha pertanian di Eropa melakukan
kapitalisasi produksi pertanian, dengan mengubah lahan-la-
han mereka agar sesuai dengan logika kapitalis, dan akhirnya
mengenyahkan kelas pemilik tanah dan petani kecil yang ber-
juang bertahan hidup. Dengan demikian bisa dikatakan, pola
masalah agraria terbentuk di dalam relasi-relasi nilai yang ada
di rezim pangan, dengan konsekuensi-konsekuensi tingkat glo-
bal (Araghi 2003).

Sejak itu, persoalan yang awalnya hanya terkait transfor-
masi kelas di pedesaan Eropa telah meluas ke kawasan yang le-
bih besar. Perluasan ini terjadi melalui dinamika rezim pangan
yang silih berganti, kendati prosesnya tidak berlangsung secara
linear. Berikutnya berlangsunglah pemaksaan dan/atau adopsi
pertanian industrial secara universal. Hal ini menandai sema-
kin kuatnya cengkeraman sistem pasar kapitalis secara global,
di mana dekolonisasi mendorong perluasan teknologi revolusi
hijau. Proses ini lantas membuka jalan bagi rezim perdagang-
an yang mensyaratkan ketergantungan pangan negara-nega-
ra Selatan serta pertanian berorientasi ekspor yang terspesial-
isasi di dunia Selatan. Semua ini akhirnya mengakibatkan pe-
minggiran pertanian skala kecil. Pertanian industrial yang di-
dukung subsidi energi dan agrobisnis terus diperbarui melalui
metode-metode “penerabasan biofisik” (Weis 2007), yang lebih
mementingkan manfaat finansial jangka pendek (“penerabas-
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an nilai”) daripada keberlanjutan ekologis jangka panjang.
‘Penerabasan nilai’ (value override) oleh rezim pangan punya
konsekuensi ekologis yang sangat penting sehingga masalah
agraria perlu dirumuskan ulang.

Perumusan Ulang Masalah Agraria?

Perumusan ulang ini merupakan bagian dari upaya awal me-
nempatkan masalah agraria dalam skala global (McMichael
1997), dengan memusatkan perhatian pada bagaimana dinami-
ka rezim pangan dan masalah agraria saling membentuk me-
lintasi ruang dan waktu. Rumusan ini banyak merujuk pada re-
fleksi-refleksi mutakhir mengenai masalah agraria (Akram-Lodhi
dan Kay 2009; Bernstein 2010), yang menyiratkan bahwa reflek-
si ini terutama didorong oleh kebutuhan untuk menemukan ti-
tik temu antara realitas-realitas agraria (dan perkotaan) masa
kini dengan dalil-dalil teoretis dari abad XIX.

Proses menemukan titik temu itu mensyaratkan penyusun-
an ulang (narasi) pembangunan yang kapitalistis pada sua-
tu era di mana pertanian telah menjadi industri global yang
meminggirkan pertanian dan menghasilkan sebuah “planet
kumuh” (planet of slums) (Davis 2006). Bentuk-bentuk baru
relasi-relasi sosial berbasis tanah telah muncul bersamaan
dengan beragam bentuk relasi-relasi agraria berbasis kelas
yang ditemukan pada akhir abad XIX; keadaan inilah yang
mengembalikan minat pada ekonomi-politik perubahan agra-
ria tetapi tanpa ekologi-politik perubahan agraria. Tiap kali as-
pek ekologi muncul, perubahan agraria cenderung dilihat ha-
nya dari perspektif hambatan biofisika terhadap penguasaan
oleh kapital, hambatan-hambatan yang mesti diatasi dengan
metode-metode “pengambilalihan” seperti mekanisasi, pupuk
sintetis, dan bibit transgenik (Goodman, Sorj, dan Wilkinson
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1988). Dengan narasi seperti ini, analisis utamanya menyasar
pada pergerakan kapital, dengan mengorbankan penyelidik-
an mengenai kondisi ekologis. Demikianlah, yang diutama-
kan adalah analisis bagaimana dan sejauh mana kekuatan ka-
pital mampu melakukan “penguasaan nyata” atas tenaga kerja
pertanian dan proses-proses biologis; analisis ini menguatkan
versi klasik masalah agraria. Tetapi rumusan ini—bahwa kapi-
tal akan menyelesaikan masalah agraria—tetap tidak lengkap.
Sebagai akibatnya, cara pandang seperti itu melanggengkan
suatu asumsi yang bias modernitas, bahwa proses-proses so-
sial terlepas (otonom) dari basis ekologisnya.

Perumusan ulang ruang lingkup masalah agraria dewasa
ini sangat mungkin mengemukakan juga suatu masalah eko-
logis, yakni masalah yang diajukan bukan oleh para analis
atau petinggi agroindustri melainkan oleh orang-orang yang
merawat ladang. Gagasan tentang “masalah ekologis” tidak
hanya merujuk pada kerusakan dan/atau pemulihan ekosis-
tem, tetapi juga pada isu-isu ekologi manusia termasuk urba-
nisasi berlebihan, sebagaimana terangkum misalnya dalam
perumusan ulang masalah agraria oleh Araghi (2000) dalam
konteks “pencaplokan lahan skala global di masa sekarang”
(lihat juga Menon 2010). Selain itu, meningkat juga perhatian
pada “biologi populasi” yang digambarkan oleh Friedmann
(2006: 464) sebagai sindrom yang “muncul dari praktik-prak-
tik pertanian dan peternakan industrial yang melipatgandakan
tidak hanya jumlah umat manusia tetapi juga beragam makh-
luk hidup yang disukai di pasar pangan-hasil-pertanian, yang
semuanya mengorbankan banyak mahluk hidup dan hubung-
an-hubungan di dalam ekosistem-ekosistem yang mandiri.” Ba-
ik rumusan tentang “masalah ekologi” maupun “biologi popu-
lasi” menggarisbawahi dampak-dampak industrialisasi perta-
nian dan pemiskinan pedesaan, juga menghidupkan berbagai
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gerakan kedaulatan atas tanah dan pangan yang mengaitkan
diri dengan masalah-masalah ekologis mengenai perbaikan
atas patahan metabolis (Schneider dan McMichael 2010; Borras
dan Franco 2012).

Merumuskan ulang masalah agraria dalam hal ini berarti
menggeser pusat perhatian dari bagaimana kapital melakukan
subordinasi terhadap kepemilikan tanah ke bagaimana kapi-
tal melakukan subordinasi terhadap tanah itu sendiri, di ma-
na subordinasi pertama merupakan prasyarat untuk yang ke-
dua. Artinya, mengajukan resolusi-resolusi berciri kelas atas
masalah pertanahan adalah satu hal, namun bagaimana reso-
lusi-resolusi itu memberi efek terhadap masalah pertanahan
adalah hal lain. Lebih jauh, kalau kita menggunakan kapital
sebagai titik berangkat metodologis, habitat pedesaan pasti
akan digambarkan secara tunggal sebagai “wilayah rintisan”
(frontier) bagi kapital (atau rintangan yang mesti diatasi). Ka-
laupun penggambaran seperti ini mungkin diperlukan bagi
perumusan teori perubahan agraria modern di mana kapital
merupakan sumbu dominan, penggambaran ini meremehkan
budaya-budaya bertani dan, sangat mungkin juga, perlawanan
petani terhadap pemiskinan/perampasan. Dan perlawanan ini
tidak hanya terkait dengan hilangnya kuasa atas tanah, tetapi
juga hilangnya pengetahuan mengolah lahan sebagai sarana
untuk bertahan hidup. Dengan begitu, masalah agraria yang
dirumuskan ulang (dan diletakkan dalam konteks sejarah) me-
ngusung pertanyaan sederhana: siapa yang akan mengggarap
tanah dan untuk tujuan sosial-ekologis seperti apa?

Dengan perumusan ulang ini, rumusan klasik masalah
agraria bisa dibongkar sedemikian rupa untuk menggarisba-
wahi pentingnya mobilisasi petani dewasa ini terkait masalah
hak-hak atas tanah dan pertanian ekologis. Kendati mungkin
terabaikan selama abad XX, masalah-masalah itu kini sedang
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mengeras di tengah krisis rezim pangan korporat. Artinya,
sepanjang abad XX, rezim pangan telah menguatkan relasi-
relasi kontradiktif di dalamnya, yang dewasa ini mewujud
dalam krisis agraria global dan mobilisasi di pedesaan untuk
merebut kembali hak-hak atas tanah dan perawatannya. Ada
dua isu yang saling terkait di sini. Gerakan kedaulatan pa-
ngan adalah perlawanan terhadap derap kapital dalam rezim
pangan korporat. Perlawanannya terhadap industrialisasi per-
tanian menghablurkan proses panjang kerusakan sosial-eko-
logis, juga menjadi bukti menguatnya suatu keyakinan bulat
bahwa agroekologi memiliki peran restoratif yang kuat saat
kondisi lingkungan kita kian rentan—suatu momen dunia yang
menyerajah.

Masalah Agraria di dalam Rezim Pangan

Menjelang peralihan abad XX, masalah agraria menaruh per-
hatian pada politik transisi kapitalis di dalam pertanian, khu-
susnya bagaimana kaum tani akan memaknai kepentingan-ke-
pentingannya selama masa perubahan. Keadaan ini pertama-
tama menjadi bagian penting dari politik nasional, mengingat
tumbuhnya kesadaran politik di pedesaan. William Roseberry
(1993: 336) telah memperlihatkan bagaimana masalah agraria
dirumuskan sebagai masalah politis yang jawaban utamanya
bersifat ekonomis—dengan kata lain, relasi kaum tani dengan
politik nasional dinilai berdasarkan keragaman posisi kelas
sosial mereka. Dalam kerangka pemikiran Lenin (1972), identi-
tas politik dapat diuji melalui pertanyaan apakah kaum tani
“membedakan diri” sebagai satu kelas sosial atau sebenarnya
mengalami proses “pemisahan” (disentegrasi). Dalam kaitan-
nya dengan peralihan bentuk-bentuk kelas ini, Karl Kautsky
(1988: 317) menemukan bahwa:
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Yang menentukan apakah seorang petani siap bergabung
dengan barisan proletariat dalam perjuangan bukan apa-
kah dia kelaparan atau terjerat utang, melainkan apakah dia
memasuki pasar sebagai penjual tenaga kerja atau sebagai
pedagang bahan pangan. Keadaan lapar dan terjerat utang
tidak serta-merta membangun ikatan kepentingan pada se-
sama kaum proleter secara keseluruhan; hal itu justru bisa
mempertajam kontradiksi antara petani dan proletar ketika
kelaparan telah diatasi dan utang terbayar, seandainya har-
ga pangan naik dan para pekerja tidak mungkin menikmati
pangan murah.

Relasi-relasi kelas yang saat itu sedang membentuk ulang
dunia kepetanian Eropa tidak sekadar soal bagaimana kekuat-
an kapital “menyelesaikan” masalah agraria, yaitu apakah dan
bagaimana relasi-relasi produksi prakapitalis atau semikapita-
lis saat itu sedang menghilang. Kenyataannya, transisi-transi-
si terkait kelas juga dipengaruhi oleh relasi-relasi nilai secara
global. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa sebagian besar
subordinasi kepemilikan tanah oleh kekuatan kapital umum-
nya terjadi secara taklangsung. Alih-alih mengikuti gambaran
umum bagaimana kapital meresap ke dalam relasi-relasi ag-
raria, sejarah memperlihatkan bahwa secara politis kekuatan
kapital yang menekan upah buruh dengan memindahkan pro-
duksi pangan ke negeri seberang telah memengaruhi pemben-
tukan ulang relasi-relasi kelas di pedesaan secara taklangsung.

Kautsky mengaitkan isu aliansi kaum tani dan buruh de-
ngan harga pangan yang terus turun sejak 1870-an, suatu ke-
nyataan yang tidak sejalan dengan kepentingan para produ-
sen pertanian di Eropa, bersamaan dengan terbentuknya pasar
gandum dunia yang tunduk pada aturan-aturan rezim pangan
(perdagangan bebas) yang berpusat di Inggris. Friedmann
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(1978) mendokumentasikan kekhasan situasi historis perta-
nian rintisan di Dunia Baru (tanah murah, tenaga kerja berba-
sis rumah tangga, teknologi transportasi), sebagai situasi yang
menyebabkan turunnya harga gandum dan memunculkan an-
caman serius terhadap petani Eropa. Kautsky (1988: 243) me-
nulis:

Bukan volume pangan impor yang mengancam pertanian
Eropa, melainkan kondisi bagaimana pangan itu diproduk-
si. Produk-produk itu tidak harus menanggung beban yang
ditekankan oleh corak produksi kapitalis. Begitu produk-
produk itu dipasarkan, pertanian Eropa tidak mungkin te-
rus-terusan mengalihkan beban yang mereka tanggung ke-
pada para konsumen, yakni beban yang terus meningkat
karena kepemilikan pribadi atas tanah dan produksi komo-
ditas yang bercorak kapitalistis. Pertanian Eropa harus me-
nanggung beban itu sendiri. Dan inilah inti krisis agraria de-
wasa ini. (catak miring saya tambahkan)

Sementara masalah agraria umumnya dirumuskan dalam
kerangka yang memandang negara sebagai pusat kekuasaan,
di Eropa Barat masalah agraria jelas-jelas dibentuk oleh rezim
pangan akhir abad XIX. Para produsen di pedesaan dan bu-
ruh perkotaan sama-sama mengalami rendahnya harga-harga
pangan, tetapi mereka juga sama-sama makin terpapar relasi-
relasi nilai, yakni relasi-relasi yang ditandai komodifikasi ta-
nah dan tenaga kerja. Muncullah gerakan-gerakan tanding dari
kaum tani dan buruh yang kendati terpisah tetapi menyatukan
kekuatan untuk sama-sama melindungi modal-modal sosial;
gerakan-gerakan seperti ini berperan dalam pembentukan ne-
gara berhaluan sosial-demokrat di abad XX (Polanyi 1957). De-
ngan kata lain, efek-efek rezim pangan terkait pembentukan
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kelas banyak memengaruhi proses pematangan negara-bang-
sa di Eropa, dan dengan begitu berperan dalam pembentukan
kebijakan proteksionis yang bersifat sementara pada masa-ma-
sa peralihan dari rezim pangan yang dikuasai Inggris ke rezim
pangan berikutnya. Polanyi menyebutkan bahwa belanja besar
untuk infrastruktur transportasi internasional bisa dibenarkan
jika “keuntungan yang diperoleh cukup besar”—yaitu akses
atas bahan pangan murah dari kawasan-kawasan rintisan: “Pa-
sar bebas internasional, bila tidak diawasi, pasti akan meng-
hilangkan semakin banyak orang yang berperan sebagai pro-
dusen pertanian ... Begitu investasi besar yang ditanamkan
dalam pembangunan kapal uap dan rel kereta berhasil, maka
terbukalah semua benua, dan impor biji-bijian pun akan mem-
banjiri Eropa yang malang” (1957: 182).

Catatan Polanyi menggarisbawahi konsekuensi-konsekuen-
si dari rezim pangan perdagangan bebas ala Inggris, baik terka-
it aspek politis maupun pembentukan kelas, juga menggaris-
bawahi reaksi dalam bentuk proteksionisme yang merupakan
wujud dari “kegunaan sosial” dari langkah “menstabilkan pede-
saan Eropa dan ... meredam gejolak di kota-kota yang merupa-
kan ancaman masa itu” (Polanyi 1957: 185). Dalam pandangan
Polanyi (1957: 188), fakta-fakta seperti “agrarianisme yang pe-
nuh semangat di Eropa pascaperang,” dan “‘reagrarianisasi’
Eropa Tengah yang dipicu oleh ketakutan terhadap gerakan
Bolshevik” merupakan kunci untuk memahami suatu paradoks
di mana proyek pasar bebas yang dilembagakan Inggris malah
menghasilkan proteksionisme di bidang pertanian. Mengenai
persaingan akibat biji-bijian murah, Polanyi (1957: 183-184)
menulis: “para pedagang sudah tidak lagi menyadari bahwa ta-
nah merupakan bagian dari ranah kekuasaan negara, dan bah-
wa sifat teritorial kedaulatan negara tidak muncul dari perta-
utan-pertautan sentimental semata, tetapi oleh sekian banyak
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fakta, termasuk fakta ekonomis.” Dipahami demikian, masalah
agraria sungguh terkait erat dengan rezim pangan, dan, secara
kebetulan, membuka jalan bagi munculnya gerakan kedaulat-
an pangan pada masa sekarang.

Bukan berarti bahwa para pengusung masalah agraria tidak
menyadari dampak dari penjajahan dan perdagangan terha-
dap produsen agraria. Kautsky khususnya sangat sadar bahwa
asal-usul krisis agraria bersifat internasional, suatu krisis yang
ia ramalkan dengan lumayan akurat akan terjadi dewasa ini.
Intinya di sini, bagaimanapun juga, yakni bahwa masalah ag-
raria dikendalikan oleh teori-teori perubahan yang berlaku
di sektor pertanian saja. Di dalam kerangka masalah agraria,
potensi politis kaum tani terutama dilihat dalam kaitannya
dengan ancaman penghisapan oleh proses-proses pasar yang
kapitalistis (Lenin 1899) atau dalam kaitannya dengan penca-
dangan kaum tani (sebagai “proletariat tersamar”) di dalam hu-
bungan-hubungan yang menyerupai penyewaan tanah dengan
petani kapitalis (Kautsky 1899). Dengan kata lain, di sini masa-
lah yang bersifat politis dipahami melalui kerangka pikir ekono-
mis yang cakupannya tidak memadai—tidak hanya karena eko-
nomi punya cakupan global, tetapi juga karena ekonomi sela-
lu dijalankan dalam kerangka politik tertentu. Dengan begitu,
analisis mengenai rezim pangan jadi berguna untuk mengurai
bagaimana politik berperan dalam pasar dunia khususnya da-
lam hal hubungan-hubungan pertanahan, dan dalam lingkup
yang lebih luas, bagaimana masalah agraria dirumuskan.

Peran aspek politik dalam pembentukan pusat pasar dunia
pada pertengahan abad XIX hadir secara tersirat dalam konsep
rezim pangan. Fokus Polanyi pada apa yang disebut sebagai
“pasar yang mengatur diri sendiri” memang menggarishawahi
kenyataan bahwa pasar seperti itu adalah bangunan-global-
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hegemonik para elite liberal yang menjalankan pemerintahan
Inggris dengan topangan kekuatan militer dan dagang. Keku-
asaan Inggris bersumber dari dua hal: pembukaan pasar di
wilayah-wilayah jajahan terhadap perdagangan dunia (pasar
yang juga jadi andalan kekuatan-kekuatan pesaing dalam per-
dagangan dunia) dan pengamanan pasar global dalam cara
merkantilis yang jelas-jelas mengikuti “sistem kolonial” tetapi
tunduk pada ideologi perdagangan bebas (“imperialisme pasar
bebas”). Liberalisasi di bawah arahan Inggris menghasilkan pe-
ningkatan 50% komoditas budidaya dunia antara 1840-1880,
peralihan dalam perdagangan dari barang mewah ke pangan
pokok, dan menguatnya perdagangan bahan pangan pokok de-
ngan harga dunia ketimbang harga lokal (Woodruff 1967: 268).
Inilah konteks masalah agraria secara internasional seba-
gaimana dirumuskan di Eropa. Tetapi mengapa hanya Eropa?
Apakah rumusan masalah agraria seperti ini akan menjadi
model bagi rumusan-rumusan selanjutnya mengingat bahwa
berbagai rezim pangan yang muncul kemudian telah mem-
perkenalkan pertanian padat modal ke wilayah di luar Eropa?
Jika rumusan masalah agraria di Eropa akhir abad XIX sangat
terkait dengan pusaran yang disebabkan oleh suatu rezim pa-
ngan internasional, apakah ada pengaruh atau masalah yang
muncul di wilayah lain? Hal ini tidak sesederhana mengulang
pertanyaan yang sama di konteks yang berbeda. Hal ini juga
berarti mempertimbangkan apa yang terjadi kalau masalah po-
litik yang memosisikan negara sebagai pusat (state-centric po-
litical question) dipadukan dengan teori yang memandang ka-
pital sebagai pusat—dua perspektif ini membuat pemahaman
kita mengenai serangkaian faktor-penentu dan dampak-dam-
paknya jadi sangat terbatas. Berikut ini adalah satu contohnya.
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Masalah Agraria atau Krisis Agraria?

Pendekatan klasik digunakan untuk mencari tahu bagaimana
kekuatan kapital akan menyelesaikan masalah agraria. Seba-
gaimana dinyatakan Henry Bernstein: rumusan masalah yang
klasik menaruh perhatian pada perkembangan pasar dalam
negeri yang melayani kepentingan kapital; masalah ini disebut
sebagai “masalah agraria terkait kapital, dan secara khusus la-
gi kapital sektor industri. Dalam konteks transisi (-transisi) me-
nuju kapitalisme, rumusan klasik ini juga diasumsikan memuat
masalah agraria terkait tenaga kerja maupun kapital, sejauh
kedua kelas berbeda dari kapitalisme yang tengah mengemu-
ka ini sama-sama berkepentingan dengan keruntuhan/trans-
formasi feodalisme serta praktik-praktik dan relasi-relasi sosial
dari era prakapitalis secara umum” (Bernstein 2003: 209).

Kalaupun perspektif negarasentris yang menjadikan pasar
dalam negeri pelayan kapital sebagai fokus perhatian mung-
kin tepat sebagai titik berangkat untuk mengkaji “masalah pe-
tani” di Eropa (yaitu, sejauh mana rumusan masalah itu makin
takrelevan), perspektif seperti itu tetap saja mengulang-ulang
narasi pembangunanisme. Artinya, perubahan yang terlihat di
negara-negara Eropa adalah potret dari digantinya pertanian
kaum tani dengan pertanian kapitalis, suatu proses yang dige-
rakkan oleh transformasi kelas di dalam lingkup satu negara.
Entah proses ini sejalan dengan alur cerita Lenin mengenai
perpecahan kaum tani, atau skenario Kautsky tentang adanya
tendensi-tendensi perlawanan, logika “subordinasi” tetaplah
menjadi tujuan utama, di mana prosesnya sangat ditentukan
oleh relasi kapital terhadap sistem kepemilikan berbasis tanah.
Semua masalah ini menempatkan teori tentang kapital lebih
penting dari sejarah politik kekuatan kapital.
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Transformasi kelas memang berlangsung, tetapi prosesnya
dipengaruhi oleh rezim pangan. Sebagaimana disebutkan se-
belumnya, relasi-relasi agraria di Eropa dipengaruhi secara
langsung oleh pasar pangan Dunia Baru. Lebih jauh, pasar du-
nia telah membawa kaum tani di seluruh dunia ke dalam rela-
si tertentu sehingga nasib mereka menjadi saling bergantung.
Contohnya, selain para petani berbasis rumah tangga di Dunia
Baru, para petani kecil di Turki juga mendapatkan akses ke pa-
sar Eropa untuk mengekspor biji-bijian agar dapat membayar
pajak kepada negara (Luxemburg 1951). Di India, kebijakan
pajak dan irigasi Raj Inggris juga telah memaksa para petani
untuk mengekspor hasil pertanian, sehingga membuat Inggris
pada 1900 bergantung pada India untuk hampir 20% konsumsi
gandum (Davis 2001: 26).

Cara pandang pembangunanisme atas perubahan-perubah-
an ini pun luput menangkap arti penting relasi-relasi dalam
sejarah politik kapital yang menyejarah secara mendunia—
relasi-relasi yang terjadi karena masalah politis negarasen-
tris telah meletakkan teori kapital ke dalam lingkup lebih
sempit, yaitu lingkup ekonomi nasional. Padahal, pada perio-
de inilah fondasi bagi upaya-upaya pencarian sumber-sum-
ber pertanian di luar negeri mulai dibangun, dan pada perio-
de ini jugalah struktur historis akumulasi kapital bergantung
pada pasar dunia (rezim pangan di bawah kuasa kapital).
Karena itu ‘masalah agraria tiga dimensi’ dari Terry Byers
(1996)—konfrontasi bersejarah dari kepemilikan tanah dengan
kapital, keseimbangan kekuatan politik dalam hubungannya
dengan transisi agraria, dan peran kapital agraria dalam pro-
ses akumulasi—membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Me-
mang tiga dimensi ini bertolakbelakang, tetapi tafsiran atas
ketiganya melalui kacamata nasional menghilangkan aspek
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historis kapitalisme, mengabaikan bahwa politik dunia yang
menyejarah menopang transisi-transisi agraria yang terjadi di
negara-negara kapitalis Eropa.

Politik transisi agraria di Inggris jelas bukan sekadar per-
tarungan melawan tuan tanah domestik (sebagai pengham-
bat bagi kapital/produktivitas). Politik kelas juga berkelindan
dengan upaya mencapai hegemoni. Pada 1840-an, Liga Anti
Undang-Undang Gandum (Anti-Corn Law League) yang dikam-
panyekan Richard Cobden telah memfasilitasi aliansi antara
para pengusaha manufaktur dan kalangan buruh, suatu alian-
si yang memperjuangkan cita-cita ideal “pabrik dunia” sebagai
strategi untuk pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana disebut-
kan Ricardo pada 1822: “selalu akan ada batas bagi kejayaan ki-
ta selagi kita menumbuhkan pasokan pangan kita sendiri” (di-
kutip dalam Semmel 1970: 71). Akan tetapi, fakta menunjukkan
bahwa pertanian Inggris memberi makan “salah satu golong-
an populasi yang bertumbuh paling cepat dalam sejarah, dan
hal itu dimungkinkan oleh suatu sistem yang menjamin pe-
ningkatan panen terus-menerus tanpa membutuhkan input eks-
ternal” (Duncan 2000: 193). “Pertanian tinggi” telah berlangsung
dengan mengandalkan bentuk-bentuk pemeliharaan sapi-dom-
ba-jagung secara canggih yang di dalamnya berlangsung daur
ulang unsur hara tanah, perbaikan tanah terus-menerus, dan
pengendalian hama.

Colin Duncan (2000: 193) berpendapat bahwa Inggris tidak
punya kelas tuan tanah “predator”, dengan menyebut bahwa
Marx tidak meneliti hal ini karena cara pandang Marx berasal
dari kelompok Radikal kelas menengah “yang membenci aris-
tokrasi dan menganggap bahwa pertanian mengalami keku-
rangan modal dan karena itu produksinya rendah.” Dalam re-
lasi kepemilikan berbasis tanah di Inggris, keluarga-keluarga
bangsawan menyewakan tanah kepada petani kapitalis melalui
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sebentuk penyewaan bersyarat (merawat tanah bagi generasi-
generasi selanjutnya). Praktik seperti ini berbeda dengan Ero-
pa Barat di mana pertanian-peternakan keluarga semakin
padat modal melalui penggunaan pupuk sintetis dan pakan
terspesialisasi. Petani kecil Rusia menyubsidi industrialisasi
melalui pajak atas ekspor biji-bijian (Duncan 1996: 104). Peta-
ni yang sudah canggih dan padat modal ini menghadapi pe-
saing ketika rezim pangan memperkenalkan biji-bijian dari
Dunia Baru yang “diproduksi dengan cara-cara yang mirip per-
tambangan ketimbang pertanian yang benar” ketika para pe-
mukim asing di wilayah rintisan mengambil alih padang rum-
put (dari penduduk asli), memanfaatkan lapisan humus, dan
menghidupkan kembali “metode berladang yang secara teknis
‘primitif’ yaitu perladangan bergilir” (Duncan 1996: 102).

Tesis Duncan menyatakan bahwa pertanian kapitalis, di
bawah kondisi tertentu, dapat bersifat regeneratif (bisa mem-
perbarui diri) secara ekologis. Pertanian di seberang lautan,
yang dikerjakan oleh diaspora pemukim dan mengandalkan
pasar ekspor, menggambarkan bagaimana “relasi-relasi ni-
lai” bekerja. Sebagaimana dicatat Friedmann, ketergantung-
an pemukim diasporik terhadap rel kereta dan pedagang un-
tuk mendapatkan barang-barang konsumsi dan peralatan te-
lah mendorong spesialisasi pertanian, dan “ketergantungan
mereka terhadap tenaga kerja tanpa upah dari kalangan laki-
laki, perempuan, dan anak-anak—eksploitasi terhadap tenaga
kerja rumah tangga—telah memungkinkan mereka secara nis-
bi menurunkan biaya pertanian dibandingkan di Inggris dan
tempat lain, termasuk bekas wilayah pengekspor di Eropa Ti-
mur” (Friedmann 2005: 238). Mengolah tanah belum terjamah
di kawasan rintisan yang “terbuka” adalah berkah ekologis
berjangka pendek tanpa memedulikan cara bertani yang ber-
kelanjutan, sehingga dapat menyediakan gandum dengan
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harga murah dalam jangka pendek. Tetapi harga yang mesti
dibayar dalam jangka panjang adalah kerusakan ekologis yang
terjadi ketika pertanian-pertanian keluarga menghasilkan pro-
duksi berlebih agar bertahan menghadapi kejatuhan harga di
abad baru (abad XX), memaksa lahan untuk terus berproduk-
si dan menyebabkan kekeringan luas di Amerika Serikat pada
1930-an serta kian mendalamnya proteksionisme yang menye-
bar dari Eropa.

Sebagaimana disinggung di atas, Kautsky mengidentifikasi
kondisi-kondisi di pertengahan abad XIX yang memunculkan
proteksionisme pertanian Eropa pada awal abad XX. Kondi-
si-kondisi tersebut sejatinya adalah ancaman dari kehadiran
biji-bijian murah dari Dunia Baru terhadap pertanian Eropa,
membuat pertanian Eropa merugi secara ekonomis. Kautsky
menilai bahwa ancaman ini bersifat permanen, suatu prediksi
ke depan berdasarkan situasi pada akhir abad XIX, yang secara
tersirat menegaskan model ‘pengikut-jalur’ (path-dependent):

Kalau tiba waktunya seluruh lahan gandum atau gandum
hitam (rye) sudah penuh, dan harga biji-bijian otomatis mu-
lai naik, akan segera muncul semangat untuk memecahkan
masalah bagaimana menggantikan makanan sereal sehari-
hari dengan makanan dari produk-produk tropis. Negara-
negara tropis yang tidak cocok untuk pertanian gandum—
Amerika Tengah, Brasil Utara, sebagian besar Afrika, In-
dia, Asia Tenggara—juga akan segera bergabung dengan
pesaing mereka para petani gandum di Eropa ... selama
masyarakat kapitalis masih berlanjut, krisis agraria akan
selalu mengiringinya. Dan sebagaimana pertanian yang
kapitalistis pernah menyebabkan depresi di Eropa Barat,
hal yang sama kini mulai terjadi pada para pesaingnya di
Amerika Serikat, Rusia, dan seterusnya; semua ini bukan-
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lah bukti bahwa krisis agraria di Eropa Barat akan berakhir.
Ini hanya membuktikan bahwa krisis sedang meluaskan
cengkeramannya. (Kautsky 1988: 252)

Akan tetapi, pertanian di kawasan rintisan pun secara ekolo-
gis (dan karenanya juga secara ekonomis) tidak berkelanjut-
an. Depresi pada 1930-an telah menyebabkan model pertanian
yang menguras kesuburan tanah sebagaimana dilakukan pe-
mukim asing di kawasan rintisan tidak bisa lagi berlanjut ka-
rena alasan ekologis; hal ini mendorong munculnya program
untuk menstabilkan komoditas dengan subsidi pertanian dan
pembelian surplus pangan oleh pemerintah demi mengendali-
kan harga produk pertanian, yang dilindungi oleh kontrol ter-
hadap impor. Inilah cikal bakal rezim pangan yang dikuasai
Amerika Serikat.

Dengan demikian, krisis agraria yang diidentifikasi oleh
Kautsky, dibatasi lingkupnya oleh struktur-struktur yang mer-
kantilis. Artinya, asumsi dari cara pikir Kautsky yang linear
tidak menduga akan hadirnya sisipan merkantilis pada rezim
pangan pascaperang, dan deretan konsekuensinya adalah:
menghentikan krisis agraria di Dunia Pertama, melemahkan
pertanian Dunia Ketiga, dan menawarkan model-model agro-
bisnis guna makin memapankan ekspor hasil pertanian non-
Eropa sebagai model penyediaan pangan bagi negara-negara
Utara. Prediksi Kautzsky luput melihat bagaimana politik pa-
da momen tertentu memanfaatkan krisis agraria yang kronis.
Intinya, suatu cara pandang teoretis yang deduktif tidak mam-
pu memahami bagaimana syarat-syarat politik bagi akumu-
lasi kapital mengalami transformasi, dan secara khusus gagal
memahami perubahan konteks dan konten historis dari politik
kepemilikan berbasis tanah di seluruh dunia. Perubahan ter-
kait kepemilikan berbasis tanah ini memungkinkan terjadinya
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kelebihan-produksi komoditas pertanian di Amerika Serikat
dan kemudian Uni Eropa. Cara Amerika Serikat dan Uni Eropa
mengelola surplus produksi pangan ini adalah cikal bakal
praktik “dumping” yang berlanjut hingga hari ini. Maka, reso-
lusi merkantilis bagi krisis agraria versi Kautsky (awal abad XX
di Dunia Pertama) menjadi faktor yang memperdalam Kkrisis
agraria di Selatan pada peralihan ke abad XXI, ketika impor
pangan murah dari Utara membuat jumlah pertanian skala ke-
cil berkurang drastis secara global (McMichael 2005).

Analisis rezim pangan membuka kemungkinan untuk me-
mahami bahwa munculnya krisis agraria di dunia Selatan
adalah dampak dari bagaimana krisis agraria di dunia Utara
dijawab melalui rezim pangan yang merkantilis. Dan jalan
keluar berupa rezim pangan merkantilis itu memuat sesuatu
yang penting karena memperlihatkan luputnya faktor ekologis
dalam narasi kapital—dalam dua pengertian. Pertama, predik-
si Kautsky mengenai krisis agraria bersifat ekonomis sehing-
ga luput menghitung “efek samping” ekologis yang akhirnya
menampakkan diri pada krisis 1930-an, keadaan yang memban-
tu kita memahami konsep “penerabasan nilai”, di mana peta-
ni hanya peduli pada harga hingga merusak ekosistem. Kedua,
solusi bagi berkurangnya kesuburan tanah adalah pengenal-
an bentuk “penerabasan biofisik” yang sama sekali baru (Weis
2007) melalui program komoditas New Deal Amerika Serikat,
yang memapankan “pertanian padat energi fosil” (petro-far-
ming) (Walker 2005) dan menyembunyikan kondisi ekologis
yang problematis di baliknya. Dan model agroindustri ini telah
menjadi model universal.
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Membalikkan Politik Masalah Agraria

Fokus masalah agraria mengalami pergeseran pada era pas-
caperang. Awalnya merupakan kegelisahan kaum sosialis me-
ngenai peran politik kaum tani Eropa dalam revolusi, masalah
agraria kemudian menjadi keprihatinan terkait penjajahan. De-
mikianlah, dalam konteks Perang Dingin, masalah yang ber-
kaitan dengan upaya pembubaran barisan kaum tani di kawa-
san pascakolonial dan negara-negara yang menyokongnya di
mana tanah dikuasai para elite untuk melawan gerakan-ge-
rakan komunis, ternyata telah membalikkan aspek politik da-
ri masalah agraria awal (bandingkan Araghi 2000: 148). Faktor
yang berperan di sini adalah nasionalisme ekonomi pascape-
rang yang bertopang pada industrialisasi seiring modernisasi
pertanian melalui reforma agraria, teknologi revolusi hijau, dan
dukungan bagi sektor pertanian dengan kredit pedesaan dan
sarana-sarana pemasaran. Modernisasi pertanian terdiri atas
penyediaan bahan pangan dalam jumlah yang semakin banyak
ke kompleks-kompleks industri perkotaan, serta intensifikasi
pertanian berorientasi ekspor yang sudah dimulai sejak masa
kolonial. Gabungan dua hal yang kontradiktif ini kemudian
mengisi debat mengenai “masalah petani” yang dapat dikata-
kan “menerapkan pembelajaran dari debat awal untuk tujuan
yang sama sekali berbeda, dengan mengubah masalah petani
yang awalnya bersifat politis menjadi masalah petani dalam
perspektif pembangunanisme terkait pembangunan di dunia
ketiga” (Araghi 2009: 118).

Reforma pertanahan berorientasi kapital berusaha meni-
ru model pertanian keluarga Amerika, sebagai strategi untuk
stabilisasi pedesaan dalam rangka membendung pemberonta-
kan—strategi yang sering diterapkan seiring dengan serang-
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kaian kebijakan yang menguntungkan kelas-kelas perkota-
an. Lawan dari reforma pertanahan berorientasi kapital, yaitu
reforma pertanahan sosialis di Tiongkok, Kuba, dan Vietnam,
telah menghapus kepemilikan atas tanah dan membagikannya
sebagai lahan-lahan garapan kolektif. Reforma agraria di Asia
Timur (Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan), dilaksanakan pa-
da akhir 1940-an, merupakan satu model tersendiri dalam dua
pengertian: (1) militansi petani kecil dan petani penggarap cu-
kup kuat sebelum reforma agraria yang disokong Pemerintahan
Militer Amerika Serikat; (2) reforma ini mengurangi model lahan
garapan dan mempromosikan pemilik-pengguna dalam skala
kecil (McMichael dan Kim 1994). Sejak masa itu, reforma agra-
ria “berlangsung dengan sistem ‘siapa berontak pertama, akan
dilayani pertama’,” yang memperlihatkan watak konservatif-
nya (Araghi 1995). Reforma agraria di dalam sistem kapitalis se-
cara umum mengabaikan model perladangan yang dikembang-
kan secara komersial (Araghi 1995), memperkuat lagi para pro-
dusen subsisten sebagai produsen tanaman komoditas skala
kecil sekaligus mendukung industrialisasi pertanian (de Janvry
1981: 203).

‘Pembentukan kembali kaum tani’ (repeasantization) me-
mang berlangsung di sejumlah wilayah seusai redistribusi la-
han dan pendudukan kawasan-kawasan rintisan baru sebagai
cara untuk memagari tuntutan kaum tani (tetapi dengan me-
ngorbankan penduduk asli). Di Afrika, ekspor yang lazim dari
tanah jajahan seperti teh dan kopi ditata ulang berbasis per-
ladangan skala kecil di Kenya dan Pantai Gading (Grigg 1993:
145). World Bank mendanai skema-skema pemukiman skala
besar, khususnya di Indonesia (transmigrasi), Brasil, Malaysia,
dan India. Skema-skema seperti ini sering hanya memindah-
kan kemiskinan, dan telah cukup lama disebut sebagai “perang
melawan pesatnya penurunan jumlah hutan tropis bumi” (Rich
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1994: 95). Di Amerika Latin, dua per tiga produksi makanan
tambahan antara 1950 dan 1980 berasal dari kolonisasi lahan
baru (Grigg 1993: 185), di mana jumlah produsen skala kecil
tanaman komoditas dengan lahan rata-rata 2 hektare naik
sebesar 92% (Araghi 1995). Di Honduras, kolonisasi Lembah
Aguan yang disponsori pemerintah telah memagari potensi ke-
takstabilan melalui program pemukiman ulang (Kerssen 2013:
100). Secara keseluruhan, di Amerika Latin, “lahan garapan
bertambah 94 juta hektare (109%); di Asia naik 103 juta hektare
(30%), [sementara di Afrika] sangat mungkin terjadi penurun-
an signifikan .... Pada 1970-an, lahan baru di seluruh dunia ber-
ubah jadi kawasan hunian dengan kecepatan 4-5 juta hektare
per tahun, selain pertambahan lahan garapan dengan kece-
patan 0,3% per tahun; tetapi pada 1980-an pertambahannya
kurang dari 3 juta hektare, dengan kecepatan 0,2% per tahun”
(Grigg 1993: 103—104).

Araghi (2009: 130) menamai kontradiksi dalam sektor pe-
tani kecil selama era pembangunanisme ini sebagai “pemben-
tukan kaum tani nasional dan penyusutan kaum tani global”—
untuk menggambarkan satu paradoks pembangunan di mana
‘pembentukan kembali kaum tani’ melalui reforma pertanahan
dipukul balik dengan ‘penyusutan kaum tani’ (depeasantizati-
on) melalui rezim bantuan pangan. Kecenderungan “penyusut-
an kaum tani secara nisbi” berlangsung beriringan dengan fakta
bahwa “reforma itu membiarkan sebagian besar lahan produk-
tif tetap dikuasai oleh pemilik skala besar” (Araghi 2009: 128).

Di dalam kerangka pembangunan, reforma agraria mema-
dukan model pertanian kapitalis dan produksi komoditas skala
kecil dengan kombinasi yang beragam dan dengan hasil yang
beragam juga bagi kaum tani bersangkutan. Tujuan utamanya
adalah menguatkan negara dengan memasukkan kaum tani ke
dalam relasi-relasi pasar. Sebagian petani kaya disasar untuk
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pelaksanaan revolusi hijau—satu prakarsa pembangunan de-
ngan motif politis untuk mengamankan pangan bagi buruh
perkotaan melalui sebentuk pertanian substitusi impor, dan
untuk memamerkan produktivitas dari model agrobisnis Barat
(Patel 2012). Penggabungan produsen skala kecil ke dalam sir-
kuit komoditas membuka jalan bagi perluasan model pertanian
kontrak (Little dan Watts 1994). Dalam pengertian ini, Skema
Bantuan Kaum Miskin Pedesaan dari World Bank pada 1970-
an—disebutkan untuk membantu 700 juta petani kecil (atau
tunakisma) dengan kredit—memasukkan petani kecil menjadi
bagian dari jejaring teknologi revolusi hijau, satu skema yang
penerapannya kian diarahkan untuk mengembangkan ekspor
hasil pertanian yang baru seperti ternak, pakan ternak, buah,
sayuran, hasil hutan, dan sebagainya, dengan mengandalkan
tenaga kerja dan/atau produksi dari petani kecil (Feder 1983:
169-170).

Maka, berubahnya masalah agraria menjadi sayap politis
dari proyek pembangunan sebuah imperium telah memper-
kuat terbentuknya rezim pangan yang dikuasai oleh Amerika
Serikat. Meluasnya relasi-relasi komoditas di pedesaan te-
lah melahirkan relasi-relasi kelas yang beragam, yang terjadi
karena perampasan, pertanian kontrak, dan konsentrasi ta-
nah untuk diperjuabelikan, suatu keadaan yang mudah untuk
dimasuki oleh model-model agroindustri. Dari revolusi hijau
yang awalnya untuk produksi bahan pangan pokok, revolu-
si hijau kedua menyebar ke sektor lain, yang ditandai dengan
penggantian tanaman pangan pokok dengan pangan olahan,
pangan bernilai tinggi untuk ekspor, dan akhirnya supermar-
ket-supermarket domestik yang dimiliki asing.

Dengan demikian, masalah agraria dalam versi ini berporos
pada terbentuknya pembagian tenaga kerja pertanian secara
internasional yang terjadi melalui transformasi parsial pasar

118



BAB 4 | REZIM PANGAN DAN MASALAH AGRARIA

dalam negeri di dunia Selatan untuk melengkapi pasokan bi-
ji-bijian Atlantik Utara, juga melalui ‘penyusutan kaum tani’
secara nisbi, yaitu mengganti budidaya bahan pangan pokok
menjadi budidaya komoditas komersial untuk menyediakan
bahan bagi industri pertanian dan makanan bagi konsumen
elite di tempat lain. Reforma agraria yang terkait, baik yang
diatur oleh negara maupun jenis berikutnya yang berorienta-
si pasar (World Bank), telah memapankan penataan seperti ini
untuk menguntungkan kelas tuan tanah dan mengorbankan
kebutuhan kaum miskin dan tunakisma pedesaan akan tanah
dan sumber penghidupan (Borras 2003, 2007; Borras, Kay, dan
Lahiff 2008). Berbeda dengan masalah agraria awal dengan il-
ham sosialis, masalah agraria akhir abad XIX muncul dengan
wajah konservatif.

Satu cara untuk memahami hasil seperti ini adalah dengan
menjelaskannya sebagai masalah agraria mengenai tenaga ker-
ja (Bernstein 2003), dalam konteks di mana agrobisnis telah
berjaya secara global dan menciptakan tenaga kerja cadang-
an dalam jumlah besar di seluruh dunia. Akan tetapi, rumusan
ini tidak menjawab “masalah petani” sebagai satu aspek dari
masalah agraria, kecuali ada asumsi bahwa pedesaan hanya
dihuni oleh angkatan kerja. Tentu saja setiap orang adalah te-
naga kerja, dan tenaga kerja adalah kategori lintas-sejarah.
Pandangan bahwa masalah agraria adalah masalah yang ha-
nya terkait kapital dan tenaga kerja mungkin betul demikian
dalam kerangka klasik, tetapi pandangan seperti ini tidak sesu-
ai dengan kenyataan kontemporer. Ketaksesuaian itu terutama
terlihat dalam kenyataan di mana penghuni perkampungan
kumuh perkotaan adalah petani yang tergusur dan mengang-
gur sekaligus tenaga kerja. Lantas bagaimana dengan mereka
yang tetap tinggal di desa, para tunakisma dan kaum tani yang
masih bekerja?
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Rumusan masalah agraria yang diperbaharui ini tampaknya
bakal membalikkan jalur pemikiran klasik, yang beranggap-
an bahwa buruh berjuang “untuk tanah melawan bentuk-ben-
tuk ‘yang nyata-nyata ada’ menyangkut kepemilikan berbasis
tanah yang kapitalistis (Bernstein 2004: 202), dengan tujuan
agar buruh kembali ke lahan—melawan benih-benih moder-
nitas. Perspektif seperti ini lahir dari fokus pada relasi-relasi
produksi agraria, dan dengan demikian dari kecenderungan
tenaga kerja yang telah mengalami (semi)proletarisasi. Rumus-
an ini—yaitu kalau kekuatan kapital telah mengatasi masalah
agraria yang melekat padanya, yang tersisa hanyalah masa-
lah tenaga kerja yang diatasi dengan memulihkan keberadaan
suatu bentuk kaum tani—sungguh bertolak belakang dengan
narasi pembangunanisme dan petunjuk metodologis Marx. Se-
jarah tampak sedang membalik arah perubahan. Sejarah me-
munculkan pertanyaan “mengapa buruh memilih berjuang un-
tuk tanah ketimbang lapangan kerja?” (McMichael 2006: 410).

Perjuangan merebut kembali tanah—sebagai bentuk perla-
wanan terhadap tawaran dari teori kapital sebagaimana teru-
mus dalam masalah agraria klasik—memperlihatkan bahwa
subjek dari masalah itu (yaitu kaum tani) sedang menegas-
kan keberadaannya, juga pada akhirnya membuktikan bahwa
pengabaian atas keberadaan kaum tani tidak diperhitungkan
dalam narasi pembangunan kapitalis. Moyo dan Yeros menja-
di saksi akan hal ini ketika mencatat bahwa gerakan-gerak-
an pedesaan dewasa ini memancangkan klaim tanah dengan
menggunakan “taktik okupasi tanah oleh massa ... demi meng-
amankan penghidupan mereka” dengan menentang kekuatan
politik yang ditopang oleh kepemilikan atas tanah (Moyo dan
Yeros 2005: 35). Cerita mereka membenarkan klaim Araghi bah-
wa masalah petani telah menjadi masalah pembangunanis-
me, ketika Moyo dan Yeros (2005: 52) menyimpulkan bahwa
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kenyataan-kenyataan ekonomi-politik “menuntut agar prioritas
penataan diarahkan untuk menyatukan petani-buruh melintasi
pemilahan kota-desa, dengan tujuan mempertahankan proses
akumulasi yang padu.” Artinya, “masalah agraria, kendati te-
tap bagian dari globalisasi, terkait sangat erat dengan masalah
nasional” (Moyo dan Yeros 2005: 55).

Dalam upayanya mereproduksi pembangunanisme, Moyo
dan Yeros mengabaikan relasi-relasi ekonomi-politik interna-
sional yang sangat memengaruhi perjuangan petani tingkat
nasional/lokal. Ada dimensi lain dari perjuangan mengenai
masalah agraria di lingkup nasional. Dimensi itu terkait de-
ngan kebijakan agraria. Di dunia Selatan khususnya, kebijak-
an agraria telah dipermak sedemikian rupa agar sesuai dengan
rezim pangan neoliberal, hingga membawa para petani kecil
yang masih bertahan bersaing langsung dengan pangan impor
yang dengan sengaja dibuat murah dari pusat-pusat keku-
asaan emperial, juga menerapkan reforma agraria berorien-
tasi pasar demi memperkuat ekspor komoditas pertanian. Di
sini negara-negara menginternalisasi relasi-relasi transnasio-
nal sirkulasi (pangan) yang punya efek nyata secara nasional
(seperti pemiskinan, semiproletarisasi, dan kelaparan). Karena
itu, bukan tanpa alasan kalau perlawanan kaum tani terben-
tuk dengan membawa slogan “kedaulatan pangan”, satu stra-
tegi yang tegas demi terwujudnya otonomi nasional dalam hal
pangan dan kebijakan agraria yang memang dibutuhkan un-
tuk terbangunnya dukungan dalam negeri bagi produsen pa-
ngan lokal (Desmarais 2007). Ringkasnya, hal-hal penting di
tingkat nasional (berikut implikasinya secara politik dan/atau
kebijakan) tidak terjawab secara memadai kalau perhatian ha-
nya dipusatkan pada relasi-relasi produksi, karena cara pan-
dang seperti ini tidak memperhatikan relasi-relasi sirkulasi
yang dikuasai oleh rezim pangan atau kekuatan yang menjajah.
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Pendekatan yang hanya fokus pada relasi-relasi produk-
si membuat kondisi agraria dilepaskan dari konteks historis-
nya (bandingkan, Tomich 2004). Masalah agraria mereduk-
si sejarah menjadi sekadar teori (kelas), dengan lebih me-
nyoroti logika kapital ketimbang sejarah politiknya. Sejarah
politik meliputi gerakan perlawanan atas nama kedaulatan
pangan—bukan sebuah anomali dalam narasi yang ada me-
lainkan sebuah mobilisasi untuk menantang kerangka pikir
kapitalis. Ciri khas gerakan kedaulatan pangan terlihat dari
kenyataan bahwa perjuangannya berpusat pada relasi-rela-
si penundukan yang dijalankan kapital, tetapi gerakan itu
tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
relasi-relasi tersebut (Beverley 2004: 266). Meski petani dan
buruh tani bisa saja menjadi korban pelbagai konsekuensi
dari “penerabasan biofisik”, mereka tidak mesti mengamini
“penerabasan nilai”. Artinya, kaum tani yang mengalami te-
kanan karena pertanian industrial tidak selalu menerapkan
sepenuhnya sistem relasi komoditas dalam praktik-praktik
rumah tangga/penghidupan mereka (lihat Bab 7). Mereka ju-
ga tidak mesti melihat alam melalui sudut pandang harga,
yaitu melalui relasi-relasi nilai yang kapitalistis. Ini terlihat
jelas dalam politik gerakan kedaulatan pangan. Cara gerak-
an ini melakukan mobilisasi politik menyiratkan perbedaan
dalam memahami masalah agraria.

Di sini, ketimbang meletakkan masalah agraria sebagai
pertanyaan perihal bagaimana kapital membentuk (dan
mempekerjakan?) angkatan kerja dengan mengubah per-
tanian secara mendasar, sebaliknya masalah agraria da-
pat diajukan dari perspektif orang-orang yang mengalami
proses-proses perubahan mendasar. Ini bukanlah perspektif
esensialis mengenai kaum tani yang ditaklukkan, melainkan
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sebuah persepektif yang terbentuk karena kondisi-kondi-
si historis yang timpang dan kontradiktif di tempat mereka
berada. Dan kondisi-kondisi ini tidak melulu merujuk pada
kegagalan kapitalisme neoliberal dalam “membangun” nega-
ra-negara Selatan atau mengelola perpindahan tenaga kerja
dari sektor-sektor di pedesaan ke sektor-sektor di perkota-
an, atau untuk melestarikan cara hidup petani. Tetapi, kon-
disi-kondisi ini terkait dengan masalah hak: hak atas tanah,
bercocok tanam, benih bersama, perawatan lingkungan, fa-
silitas warga negara, dan sebagainya. Lebih khusus lagi, ter-
kait dengan keberadaan petani kecil, penggembala, dan ne-
layan kecil yang dianggap sebagai sisa-sisa masa lalu, hal ini
pertama-tama berarti hak untuk memiliki hak, yang adalah
dimensi transenden gerakan petani (meskipun masih cukup
beragam) dewasa ini (Patel 2007). Sebagai langkah nyata
pertama, Via Campesina (2005: 25, 31) mengajukan program
mengenai hak-hak pokok: “Pemerintah harus membuat ke-
bijakan-kebijakan untuk memulihkan kondisi ekonomi peta-
ni kecil dengan membagi secara adil sumberdaya-sumber-
daya untuk produksi [air, hutan, gen lokal, dan wilayah pe-
sisir] kepada petani, mengakui hak mereka sebagai kekuatan
yang berperan membentuk masyarakat, dan mengakui hak
komunitas dalam mengelola sumberdaya lokal.” Di level
global, sebuah Deklarasi Hak ‘Petani’ sedang dibahas di UN
(Edelman dan James 2011).

Maka, ketimbang meletakkan relasi-relasi agraria se-
bagai bagian di dalam narasi tentang bagaimana industri
telah melakukan subordinasi dan eliminasi, atau marginali-
sasi, terhadap petani, gerakan kedaulatan pangan memba-
ngun narasi alternatif yang ruang geraknya tetap dalam kon-
teks globalisasi korporat, tetapi tidak tunduk pada resep-
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resepnya. Secara khusus, gerakan kedaulatan pangan pada
umumnya (diwakili oleh Komite Perencanaan Internasional
untuk Kedaulatan Pangan [International Planning Commit-
tee for Food Sovereignty]) berupaya membalik proses pe-
miskinan dan anggapan bahwa hal itu bersifat alamiah, dan
dengan begitu membuat petani tidak terlalu tunduk pada
kekuatan kapital—secara material maupun wacana. Gerakan
agraria kontemporer adalah perlawanan terhadap ontologi
kapitalisme neoliberal, dan karena itu menghadapi hambat-
an-hambatan material yang nyata, serangan-serangan lewat
kebijakan, dan ideologi-ideologi yang menopang dan mem-
beri pembenaran bagi hambatan dan kebijakan-kebijakan
seperti itu. Bentuk dari konfrontasi tersebut adalah politik
alternatif terkait kemungkinan-kemungkinan yang disedia-
kan oleh tanah, dan dengan begitu merumuskan kembali ma-
salah agraria dari sudut pandang petani (McMichael 2006:

475).

Masalah Agraria Terkait Pangan

Dengan semakin kuatnya kesadaran tentang “efek samping”
dari sistem pertanian-pangan (perubahan iklim, kerusakan
ekosistem, terkurasnya sumberdaya, bahan bakar hayati,
kesehatan masyarakat, merebaknya kampung kumuh, dan
seterusnya), tidak lagi memadai kalau masalah agraria dili-
hat hanya sebagai suatu peralihan (transisi). Kita harus
mengalihkan fokus perhatian pada dampak-dampak yang
disebabkan transisi itu, dan menemukan hambatan-ham-
batan yang ada, bukan bagi kapital, tetapi bagi upaya pe-
ngembangan sistem pertanian pangan yang sehat, adil, dan
berkelanjutan.
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Pemahaman yang berlaku lazim mengenai masalah ag-
raria berfokus pada “cara kekuatan-kekuatan dan relasi-
relasi produksi dalam memfasilitasi (atau tidak memfasi-
litasi) suatu transisi agraria” (Akram-Lodhi dan Kay 2009:
336). Pemahaman secamam ini membangun narasi kapital,
sekalipun sifatnya sementara dan sewaktu-waktu. Pema-
haman konvensional ini memang bisa membuahkan anali-
sis terperinci tentang transformasi struktural dalam sektor
agraria seiring “perjuangan atas tanah, tenaga kerja, dan
penghidupan yang terus berlangsung” (Akram-Lodhi 2009:
336), namun bisa juga keliru dalam menjelaskan perjuang-
an-perjuangan tersebut ketika ditafsirkan melalui sudut pan-
dang pembentukan tatanan oleh kekuatan kapital. Akan te-
tapi, jika perjuangan-perjuangan itu diberi kesempatan ber-
suara, penerabasan epistemik/nilai dalam analisis struktu-
ral cukup bisa dibungkam sedemikian rupa agar kita bisa
mendengar bagaimana orang-orang yang mengalami trans-
formasi sosial menafsirkan keadaan mereka.

Korban pertama kemungkinan adalah konsep “transisi
agraria”—hukum tentang nilai tidak memadai bagi gerakan-
gerakan perjuangan yang menyuarakan nilai-nilai alterna-
tif. Bukan berarti gerakan perlawanan petani tidak tahu ca-
ra kerja hukum nilai yang ada. Tetapi sebagai satu gerakan
tandingan, perjuangannya bertujuan untuk menggoyahkan
hukum tersebut dan ciri-ciri yang secara otomatis dirujuk
oleh hukum itu sedemikian rupa sehingga produsen pede-
saan terlihat sebagai sisi-sisa masa lalu. Kalau kapital di-
jadikan titik berangkat metodologis, kita berisiko terjebak
dalam suatu logika pikir yang memandang perjuangan pe-
tani melulu sebagai perlawanan terhadap transisi agraria,

125



REZIM PANGAN DAN MASALAH AGRARIA

bukan sebagai perwujudan dari, atau pembuka jalan menu-
ju, konsep agraria alternatif.

Gerakan perlawanan petani mengubah kerangka pema-
haman mengenai masalah agraria melalui sudut pandang
kedaulatan pangan. Sudut pandang ini meletakkan trans-
formasi struktural rezim pangan korporat sebagai dasar pi-
jakan untuk suatu pergeseran ontologis. Maka bersamaan
dengan konferensi Rio +20 UN (2012), Via Campesina (2012)
mendeklarasikan:

20 tahun setelah KTT Bumi, hidup di planet ini menjadi
teramat sulit. Jumlah orang kelaparan naik hampir se-
miliar, berarti satu dari enam orang sedang kelaparan,
sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan di
pedesaan. Pengusiran dari tanah dan wilayah kami ber-
langsung semakin cepat, tidak lagi hanya karena keada-
an-keadaan tidak menguntungkan yang dipaksakan ke-
pada kami oleh kesepakatan-kesepakatan dagang dan
sektor industri, tetapi juga oleh bentuk-bentuk baru mo-
nopoli kendali atas tanah dan air, oleh penerapan rezim
HKI secara global yang telah mencuri benih-benih kami,
oleh serbuan benih transgenik, dan oleh perluasan la-
dang-ladang monokultur, proyek-proyek raksasa, dan
tambang.

Kita harus menggati sistem pertanian pangan beriori-
entasi ekspor yang bersifat industrial dengan suatu sistem
yang berlandaskan kedaulatan pangan, yang mengemba-
likan tanah kepada fungsi sosialnya sebagai produsen
pangan dan penopang kehidupan, yang mengutamakan
produksi pangan secara lokal serta pasar lokal dan pe-
ngelolaan pangan secara lokal. Kedaulatan pangan me-
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mungkinkan kita untuk mengakhiri sistem monokultur
dan agrobisnis, untuk menguatkan sistem produksi ber-
basis petani kecil yang ditandai dengan intensitas dan
produktivitas lebih besar, yang menciptakan lapangan
kerja, merawat tanah dan berproduksi dengan cara me-
mulihkan dan beragam. Pertanian berbasis petani kecil
dan lokal juga punya kemampuan untuk menyejukkan
planet [Bumi], dengan kapasitas menyerap atau mence-
gah nyaris 2/3 gas rumah kaca yang dibuang saban tahun.

Dalam membahas transformasi global yang disebabkan
oleh rezim pangan, gerakan kedaulatan pangan tidak saja
menjadikan relasi-relasi produksi sebagai isu politis, tetapi
juga menjadikan relasi-relasi sirkulasi yang mengepung se-
kaligus meminggirkan budaya produsen skala kecil seba-
gai masalah politik. Ini memungkinkan gerakan kedaulatan
pangan untuk merumuskan strategi politik global yang ti-
dak ditemukan dalam pendekatan nasional berbasis kelas.
Sebagaimana masalah agraria akhir abad XIX menyoroti
politik agraria di Eropa, masalah agraria awal abad XXI ki-
ni membahas politik agraria di bawah rezim pangan global
(dengan efek kelas yang berbeda namun dirasakan bersama
dalam sistem antarnegara). Kontradiksi-kontradiksi kapital
dan rezim pangannya bukan sekadar menyangkut relasi-re-
lasi kelas tetapi juga menyangkut ekspresi politiknya dalam
sistem peredaran pangan secara global. Relasi-relasi produk-
si dan peredaran pangan berjalan bersamaan dalam membu-
at derap kapital jadi isu politik—dan mengungkap fakta bah-
wa ini merupakan kerja genius gerakan kedaulatan pangan.

Politik agraria kini berpusat pada masalah petani, meng-
ingat semakin memburuknya krisis pertanian industrial da-
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lam dunia di bawah ancaman perubahan iklim dan keku-
rangan gizi yang meluas. Sementara masalah agraria awal
menyoroti laju hilangnya petani kecil tradisional, persoalan
agraria masa kini membahas kemunculan “kaum tani baru”
dengan kemampuannya untuk mengelola usaha tani secara
berkelanjutan (van der Ploeg 2009; Altieri dan Toledo 2011)—
sebuah produk yang dihasilkan rezim pangan.

Asal-usul slogan “kedaulatan pangan” menjadi penting
di sini, mengingat slogan ini telah menjadikan klaim-klaim
“keamanan pangan” dari rezim pangan korporat menjadi isu
politik (McMichael 2003). Penyediaan pangan melalui pa-
sar global yang dikelola oleh korporasi transnasional tidak
hanya terbukti tidak memadai, tetapi juga telah menjadi alat
meminggirkan produsen kecil lewat apa yang disebut Peter
Rosset sebagai “rezim pangan murah” (2006). Via Campesina
mencatat pada 2000: “pergerakan pangan besar-besaran di
seluruh dunia telah memaksa meningkatnya pergerakan ma-
nusia.” Artinya, pasar tidak berurusan untuk memberi makan
dunia, melainkan tentang konsolidasi kekuasaan agrobisnis
untuk mewujudkan “pertanian tanpa petani”. Krisis agra-
ria global yang dihasilkannya—sebuah ladang subur bagi
lahirnya gerakan kedaulatan pangan—telah membuka ta-
bir kekeliruan klaim-klaim neoliberalisme. Pada pertemuan
tingkat menteri WTO tahun 1999 di Seattle, Via Campesina
(2011) mendeklarasikan: “kebijakan-kebijakan pertanian neo-
liberal membawa ke arah kehancuran ekonomi kami yang
berbasis pertanian rumah tangga, menuju Krisis mendasar
di masyarakat kami, dan bahkan mengancam eksistensi
masyarakat kami.” Pernyataan seperti ini mempertanyakan
klaim bahwa pasar telah “memberi makan dunia” (dikon-
firmasi oleh krisis pangan 2007-2008). Pertanyaan ini memi-
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liki kekuatan, dengan menempatkan masalah pangan seba-
gai masalah peradaban, jauh mendahului munculnya banyak
laporan selama dekade 2000-an—dari Millennium Ecosystem
Assessment UN (2005), Organic Agriculture and Food Securi-
ty FAO (2007), Laporan UN/World Bank International Assess-
ment of Agricultural Science, Technology and Development
(2008)—dalam konteks gabungan krisis pangan, energi, ik-
lim, dan keuangan (Araghi 2009; Bello 2009; Houtart 2010;
Rosin, Stock, dan Campbell 2012; McMichael 2012).

Dalam rangka meletakkan kembali pertanaian dan pa-
ngan sebagai pusat perhatian, gerakan kedaulatan pangan
menjalankan dua misi sekaligus: menghambat penggusuran
petani dari tanah, dan memulihkan basis agraria peradaban
manusia. Ini bukan hanya soal “transisi”, melainkan ten-
tang keselamatan umat manusia yang butuh pangan cukup
dan mudah didapat serta bergantung pada cara-cara berco-
cok tanam yang memperbaharui daur ekologis. Kedaulatan
pangan adalah perjuangan ekonomi-politik representasi/
pengungkapan (Patel 2006). “Inilah sebuah gerakan rakyat
yang mengolah tanah, yang sama-sama mengusung agen-
da progresif. Artinya, kita memiliki pandangan yang sama
bahwa rakyat—petani kecil, orang-orang yang mengolah
tanah—punya hak untuk berada di sana .... Bahwa tugas ki-
talah menjaga bumi dan rakyat kita. Kita benar-benar ha-
rus mempertahankan agenda itu, dan kita harus memper-
tahankannya dalam konteks global” (Nettie Wiebe, dikutip
dalam Desmarais 2002: 98).

Mempertahankan tanah dalam konteks global berarti
membalikkan masalah agraria klasik dalam dua pengertian:
memulihkan kepelakuan (agensi) petani sebagai produsen
pangan, dan membayangkan sebuah jalur pascakapitalis.
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Dalam masalah agraria klasik, pangan tidak terlihat. Yang
tampak hanya harganya—di mana pangan memberi efek
terhadap relasi-relasi politik dan pola-pola akumulasi (ken-
dati tetap berdampak terhadap rezim pangan dalam masa-
lah agraria melalui pangan murah). Apa pun politik yang
berlaku, kerangka pikir masalah agraria klasik ini menyo-
roti kondisi-kondisi yang memungkinkan reproduksi kapi-
tal. Apa yang terjadi dengan tanah dianggap kurang penting
dan tanpa konsekuensi terhadap tanah itu sendiri. Dan inilah
yang terjadi baik ketika mengulas sosialisme akhir abad XIX
ataupun tentang sarana-sarana untuk bertahan hidup bagi
surplus tenaga kerja. Kerangka pikir alternatif yang diusung
oleh gerakan kedaulatan pangan menyoroti reproduksi so-
sial di atas tanah dan reproduksi sosial tanah itu sendiri,
sebagai sebuah tindakan ekologis. Dengan demikian, hal
ini meletakkan produksi pangan kembali sebagai tindakan
sosial-ekologis ketimbang tindakan industrial. Kedaulatan
pangan mendorong sekolah-sekolah pertanian ekologis dan
perluasan metodologi campesino-d-campesino (‘dari petani
ke petani’) dalam bentuk berbagi benih dan informasi (Holt-
Giménéz 2006; Rosset dan Martinez-Torres 2012; Massicotte
2013). Sebagaimana dilaporkan Rosset dan Martinez-Torres,
Via Campesina “belakangan mulai melakukan identifikasi,
kaji-diri, dokumentasi, telaah, dan secara horizontal berbagi
pelajaran dari kasus terbaik praktik pertanian ekologis dan
kedaulatan pangan yang dipimpin petani dan ramah iklim.
La Via Campesina telah membuka sekolah-sekolah pelatih-
an pertanian ekologis dan/atau perguruan tinggi-perguru-
an tinggi petani di Venezuela, Paraguay, Brasil, Nikaragua,
Indonesia, dan India, dan yang lain sedang direncanakan di
Mozambik, Zimbabwe, Niger, dan Mali. Ini masih ditambah
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dengan pendirian lusinan sekolah-sekolah di level nasional
dan daerah” (Via Campesina 2012: 17).

Kesimpulan

Gagasan mengenai “masalah agraria terkait pangan” meng-
gemakan perhatian gerakan kedaulatan pangan untuk men-
jadikan “keamanan pangan” berbasis pasar bukan sebagai
sesuatu yang bersifat alamiah, juga untuk melekatkan re-
lasi-relasi pangan dalam praktik-praktik ekologis yang ter-
organisir secara demokratis. Rumusan ini bukan sekadar
tentang pangan atau gerakan petani. Alih-alih demikian,
gerakan kedaulatan pangan secara mendasar mengubah
cara kita berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan bagi
masa depan yang berkelanjutan secara sosial dan ekolo-
gis. Ini bukan sekadar gerakan tentang pangan; gerakan ini
mengajukan klaim lebih besar tentang peradaban karena
kian mendalamnya kontradiksi-kontradiksi yang disebab-
kan oleh rezim pangan. Gerakan ini menjadikan kondisi
agraria sebagai masalah politis dalam kaitannya dengan
struktur sosial yang menyokong akumulasi kapital. Jika ki-
ta melihat dinamika ini hanya melalui kacamata kapital/bu-
ruh, relasi-relasi pangan dan ekologis yang mendasar akan
dianggap tidak berhubungan atau tidak terlihat sama sekali.
Karenanya, dibutuhkan suara dari gerakan petani kecil dan
buruh tani untuk merumuskan masalah agraria yang lebih
kompleks mengenai krisis kapitalisme kontemporer, juga un-
tuk mengajukan jalur ontologis alternatif.
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BAB 5

Merumuskan Ulang Rezim Pangan

KEMBALI ke proyek rezim pangan, bab ini menjajaki kemung-
kinan-kemungkinan untuk melihat “rezim pangan” dalam di-
mensi-dimensi yang lebih luas. Suatu perbedaan pokok perlu
dibuat di sini, yakni antara menunjukkan momen-momen da-
lam rezim pangan (periode-periode akumulasi dan transisi-
transisi yang menyertainya), dan menggunakan analisis rezim
pangan untuk menunjukkan hubungan-hubungan dan kontra-
diksi-kontradiksi penting dalam sejarah politik kapital yang
melintasi ruang dan waktu. Bab ini akan menjelaskan hal itu.
Dengan begitu, konsep rezim pangan meletakkan komoditas
sebagai relasi (ketimbang sebagai objek), yang padanya mele-
kat relasi-relasi geopolitik, finansial, sosial, ekologis, dan nu-
trisi yang tampak pada momen-momen historis penting.

Analisis Rezim Pangan Tingkat Kawasan

Asia Timur

Kawasan Asia Timur mau tidak mau sudah menjadi bagian
dari rezim pangan sejak pertengahan abad XX. Terbentuknya
pola relasi-relasi pangan dalam rezim pangan Asia Timur me-
nyediakan lensa untuk menyelidiki transisi antara rezim pa-
ngan di bawah Amerika Serikat dan rezim pangan korporat, dan
sekarang, pembentukan ulang struktur rezim pangan korporat.
Pembentukan pola relasi ini berpusat di Jepang pada transi-
si pertama dan Tiongkok pada transisi kedua, masing-masing
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merupakan kutub impor yang melekat pada momen-momen
berbeda dalam evolusi rezim pangan secara luas.
Sistem/konstelasi impor pangan Asia Timur pascaperang,
yang berpusat di Jepang, merupakan bagian dari pembentukan
ulang struktur rezim pangan di tingkat regional. Jepang dan Ko-
rea Selatan tidak hanya menjadi penerima utama bantuan pa-
ngan Amerika Serikat, dan berikutnya impor pangan komersial,
tetapi juga sebagai simpul regional bagi Amerika Serikat, yang
mana keduanya mempersiapkan transisi dari rezim pangan bi-
lateral yang berpusat di Amerika Serikat ke rezim pangan kor-
porat yang kian bersifat multilateral (McMichael 1987, 2000).
Rekonstruksi pascaperang di dua negara ini, yang melibatkan
reforma agraria dalam skala luas, telah menghasilkan kebija-
kan-kebijakan petanian yang diarahkan untuk mendukung in-
dustrialisasi dengan impor pangan dari Amerika Serikat dan ke-
mudian dari Asia Tenggara untuk melengkapi kebutuhan akan
beras karena menu makan di Asia Timur sudah berubah.
Konstelasi impor ini bermula pada 1930-an ketika peme-
rintah Jepang mengorganisir imperium regional yang diberi
nama “Wilayah Persemakmuran Asia Timur Raya”, di mana Ko-
rea dan Taiwan ditempatkan sebagai koloni-koloni pertanian,
dan Jepang menguasai akses atas sumberdaya alam di Man-
churia dan Asia Tenggara karena sumberdaya ekologis Jepang
terbatas. Strategi mencari sumberdaya dari negara lain sete-
lah perang telah memperdalam ketergantungan terhadap ba-
han pangan (memasuki abad XXI Jepang mengimpor separuh
asupan kalorinya), diiringi bertambahnya kawasan-kawasan
tanaman pangan berorientasi ekspor yang menyaingi peran
Amerika Serikat sebagai lumbung pangan dunia. Sepanjang
1961-1989, hutan bakau Thailand berkurang separuh, dengan
“revolusi biru” yang mengekspor udang ke Jepang; pada per-
tengahan 1990-an, sebanyak 55% lahan pertanian di Filipina
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diperuntukkan bagi komoditas budidaya ekspor, termasuk pi-
sang dan nanas untuk konsumen Jepang (McCormack 1996:
133); sementara industri daging sapi Australia dikonversi men-
jadi kandang penggemukan ternak intensif untuk memasok pa-
sar Jepang (Lawrence dan Vanclay 1994).

Transformasi menu makan di Jepang melewati tiga fase. Per-
tama, Undang-Undang Keamanan Bersama Amerika Serikat-]Je-
pang 1954 telah melengkapi kebijakan beras Jepang di mana
Jepang melakukan impor konsesional atas surplus biji-bijian
Amerika Serikat (Ohno 1988). Dana-dana pendamping dari ha-
sil penjualan telah memperkuat kebiasaan orang-orang Jepang
mengonsumsi produk-produk olahan gandum, selain memper-
kuat unit-unit agrobisnis terkait (Shinohara 1964). Hasilnya,
konsumsi gandum membengkak dan konsumsi beras susut 30%
dari 1960 hingga 1983 (Coffin et al. 1991: 5).

Fase kedua ditandai meluasnya konsumsi protein hewani.
Produksi ternak meningkatkan nyaris sepertiga hasil pertanian
Jepang selama 1950—1985, konsumsi ayam naik 32 kali lipat, dan
produksi beras mengecil dari 49% menjadi 33% (Riethmuller,
Wallace, dan Tie 1988: 154; Taha 1989: 9). Dengan liberalisa-
si perdagangan pada 1961, bahan pakan seperti jagung (dan
kedelai) melengkapi impor bahan pangan, nilai impor perta-
nian Jepang (dan Korea Selatan) melipatgandakan angka im-
por pangan dunia selama 1961-1987 (Huang dan Coyle 1989:
42). “Modernisasi” menu Jepang ditandai dengan intensifikasi
produksi ternak domestik diiringi ledakan pakan ternak impor
oleh perusahaan pangan seperti Cargill dan pedagang-pedagang
raksasa pemasok pakan (soga shosha) skala besar (Rothacher
1989: 64).

Fase ketiga transformasi menu makan terjadi seiring de-
ngan pembentukan ulang struktur pertanian global, bermula
dari internasionalisasi sistem produksi daging intensif (Berlan
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1991). Dalam konteks embargo kedelai Amerika Serikat 1973
dan embargo gandum/beras Amerika Serikat 1979 terhadap Uni
Soviet, Jepang meluncurkan strategi diversifikasi bahan pakan,
yang mendorong kerjasama bisnis pemerintah-swasta untuk
mengonsolidasikan sumber-sumber bahan pakan alternatif: ja-
gung dari Thailand dan Indonesia, kedelai dari Brasil, dan biji-
bijian dari Afrika, Tiongkok, Argentina, dan Australia (Hillman
dan Rothenberg 1988: 46-47). Pembiayaan dari Jepang malah
menjadi pendorong awal perubahan padang rumput Brasil
menjadi ladang-ladang kedelai (de Sousa dan Vieira 2008: 236).
Strategi pencarian sumberdaya berskala global ini merupakan
tahap awal bagi munculnya apa yang disebut “ekspor non-
tradisional” (nontraditional exports, NTEs) seperti bahan-bahan
pakan, daging, buah-buahan dan sayuran (eksotis), serta ber-
bagai macam makanan olahan. Lebih penting lagi, pencarian
sumber pangan secara global menandai dimulainya transisi da-
ri perdagangan produk pertanian bilateral menjadi multilate-
risme yang dipraktikkan oleh rezim pangan korporat yang dige-
rakkan dari zona-zona pemasok di “Negara-Negara Pertanian
Baru” (Friedmann 1993).

Seiring mematangnya pembentukan ulang struktur perta-
nian global, sejak 1980-an, bisnis peternakan dipindahkan ke
negara-negara berpendapatan menengah seperti Thailand, Tai-
wan, Meksiko, dan Brasil, di mana perusahaan-perusahaan ag-
robisnis menggabungkan tempat-tempat produksi pakan dan
penggemukan (McMichael 1993: 111). Sejumlah perusahaan ag-
robisnis beroperasi secara regional—seperti Charoen Pokphand
(CP) Thailand, dengan delapan puluh anak perusahan di Tiong-
kok, termasuk pabrik pakan, pembibitan, peternakan ayam po-
tong, pabrik-pabrik pengolahan, dan deretan gerai ayam ce-
pat saji (Gargan 1995: D4). Pabrik pengolahan daging intensif
yang “terdesentralisasi” seperti itu muncul untuk memasok
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daging dengan kualitas prima ke pasar regional dan global
guna memenuhi kebutuhan kelas konsumen berpendapatan
menengah yang sedang meningkat, termasuk di Jepang.

Thailand mengalami transisi ini, sebab produk-produk tro-
pis Thailand yang diekspor bertambah, dari biasanya beras, gu-
la, nanas, dan karet, bertambah dengan ekspor nontradisional
berupa singkong (pakan), tuna kaleng, udang, unggas, daging
olahan, serta buah dan sayuran yang segar maupun olahan
(McMichael 1993: 112). Ekspor sereal yang ada sebelumnya
(khususnya jagung dan sorgum) kemudian menjadi sumber
pakan ternak intensif, hingga turut membentuk wajah baru
Thailand sebagai “supermarketnya Asia”. Investasi Jepang da-
lam sektor pertanian Thailand telah bermula pada 1970-an, yang
meluaskan kawasan-kawasan produksi pakan (kedelai dan ja-
gung) dan pemasok produk perikanan (akuakultur) bagi pasar
Jepang (Suthy dan Sontepertkwong 1986: 193). Perusahaan-per-
usahaan agrobisnis Jepang menjalin usaha patungan dengan
agrobisnis Thailand; kerjasama ini menggabungkan fasilitas-
fasilitas produksi berteknologi tinggi dengan akses pasar luar
negeri (Suehiro 1989: 270).

Dengan dukungan pemerintah Thailand, kerjasama bisnis
itu mencolok dalam subsektor unggas, di mana porsi impor
ayam potong Jepang yang berasal dari Thailand meningkat
menjadi 41% hingga melampaui ekspor Amerika Serikat yang
turun dari 59% menjadi 40% selama 1980-1987 (Bishop et al.
1990: 23). Pada 1994, produk unggas Tiongkok menggeser po-
sisi Thailand sebagai pemasok utama, khususnya ke Jepang
dan secara umum ke Asia. Seiring melonjaknya ongkos pakan
Thailand, produsen pakan Thailand berinvestasi di negara-
negara tetangga. Maka Charoen Pokphand, dengan investa-
si US$1 miliar dalam sejumlah usaha patungan di Tiongkok,
memproduksi 300 juta ayam, dari total 3 miliar ayam yang di-
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konsumsi Tiongkok pada 1994, dan ekspor daging unggas dari
Tiongkok ke Jepang berlipat nyaris empat kali selama 1988-1993
(Handley 1990: 56). Selama 1990-an, Tiongkok menjadi tujuan
utama Jepang untuk investasi luar negeri langsung (foreign di-
rect investment [Fpi]) dalam produksi makanan beku, produk-
produk ikan, dan pengolahan sayuran untuk konsumen Jepang,
sehingga kini Tiongkok menjadi sumber pangan impor terbesar
kedua setelah Amerika Serikat bagi Jepang (Hall 2006: 200—202).
Dengan demikian, tatanan kompleks impor pangan Asia
Timur yang berporos di Jepang telah mereproduksi rezim pa-
ngan secara umum, merintis strategi-strategi penyediaan ba-
han pangan secara global. Proses ini digerakkan sebagiannya
oleh strategi Jepang dalam memberagamkan sumber pangan
karena Kketerbatasan Jepang secara ekologis (Bunker dan
O’Hearn 1993), dan sebagiannya lagi oleh industrialisasi Je-
pang (serta konsumerisme yang mengiringinya) sebagai nega-
ra penting di garis depan Perang Dingin (Cumings 1984). Sistem
regional seperti ini memainkan peran kunci pada 1980-an,
ketika banjir pangan murah yang menjadi ciri rezim pangan
pascaperang digantikan oleh produk-produk pangan bernilai
tinggi yang merupakan ciri dari berkembang pesatnya “ekspor
nontradisional”. Dalam pengertian ini, tatanan kompleks im-
por pangan Asia Timur merupakan pilar utama rezim pangan
global yang lebih menyuburkan pasar-pasar produk pangan
yang dikuasai korporasi ketimbang yang dikendalikan negara.
Transisi Asia Timur kedua merupakan kelanjutan dari yang
pertama. Tiongkok tampil sebagai pemasok penting pangan
impor Jepang, selain berkembang menjadi pengimpor pangan
yang porsinya mencapai 9% impor pertanian dunia pada 2010.
Di dalam konstelasi impor ini, kedelai menyumbang 38%, sa-
wit 8%, dan produk susu 4%—di mana komoditas-komoditas
ini menjadi bahan dasar untuk sektor makanan olahan, pakan
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ternak, dan energi. Peralihan paling dramatis sejak Tiongkok
menerapkan Program Reformasi dan Keterbukaan 1978 adalah
impor kedelai—pada 2012 Tiongkok memangkas tarif impor ke-
delai dari 114% menjadi 3% (Smaller et al. 2012: 3). Meski im-
por kedelai (melalui empat pedagang biji-bijian terbesar dunia)
membengkak sepuluh kali lipat pada dekade pertama abad XXI,
pola seperti ini merupakan pengulangan saja dari konsolida-
si tatanan kompleks peternakan global sebagai jangkar rezim
pangan korporat.

Reformasi Tiongkok telah mendorong peningkatan angka
kelas menengah dan mendorong proses ‘dagingisasi’ (meatifi-
cation) (Weis 2007). Di sini daging babi menggeser sapi dan
ayam sebagai daging yang paling banyak dikonsumsi di dunia
pada 1979 (Scheneider 2013: 12). Pada awal 1990-an, Tiongkok
mengubah kedelai dari tanaman pangan menjadi tanaman in-
dustri, demi mempertahankan akumulasi dalam industri ter-
nak—sebuah langkah yang mengorbankan produsen kedelai
skala kecil dan menengah dalam negeri demi kedelai impor
yang lebih murah (Olmstead 2011). Pada akhir 1990-an, World
Bank menggelontorkan pinjaman kepada Tiongkok sebesar
US$93,5 juta untuk mendukung industri sapi di sana; pinjam-
an itu untuk disalurkan kepada 130 unit penggemukan sapi
dan lima pusat pengolahan daging sapi (McMichael 2001: 217).
Antara 1994 dan 2004, perdagangan kedelai meningkat dua ka-
li lipat, dengan Tiongkok menyumbang 70% dari peningkatan
itu, kira-kira setara dengan seluruh jumlah ekspor kedelai dari
Brasil dan Argentina (Bello 2009: 86). Hasilnya, pada 2011-2012,
impor kedelai Tiongkok menyumbang 59% pasar kedelai du-
nia (Schneider 2013: 13). Jagung (sumber karbohidrat) sebagai
pelengkap kedelai (sumber protein) boleh jadi kini sedang
mengalami pendefinisian ulang sebagai tanaman industrial,
dengan tahun 2010 sebagai titik balik meledaknya impor ja-
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gung. Sebagaimana ditunjukkan Mindi Schneider, Tiongkok
bisa saja menggeser definisi resmi mengenai “keamanan biji-
bijian” sebagai swasembada nasional (95%), dari awalnya un-
tuk ketersediaan jagung menjadi ketersediaan beras dan gan-
dum; ini sangat mungkin mengisyaratkan berubahnya jagung
menjadi pakan yang memasok subsektor pangan bernilai ting-
gi dan dengan begitu menyokong berkembangnya pemilahan
menu antarkelas, antara “daging untuk elite [konsumen ur-
ban], dan biji-bijian untuk orang kebanyakan” (2013: 14).

Dapat dikatakan bahwa pembentukan pola ini bertolak be-
lakang dengan relasi rezim pangan sebelumnya. Di dua rezim
awal, pergerakan biji-bijian memasok pangan yang terjang-
kau upah buruh di wilayah-wilayah yang sedang mengalami
industrialisasi pada masa tersebut. Inggris mengimpor biji-
bijian untuk menyubsidi upah dalam negeri, dan Amerika Se-
rikat mengekspor gandum untuk menyubsidi upah di nega-
ra-negara garis depan Perang Dingin, sedangkan Tiongkok
mengimpor kedelai dan jagung untuk memasok daging bagi
kelas menengahnya yang membengkak serta untuk mendorong
ekspansi perusahaan agrobisnis dalam negerinya (“dragon-
heads”). Tiongkok memberi makan 21% penduduk dunia yang
menghuni 9% lahan dunia. Dan dengan akar yang kuat dari era
revolusi, masih tetap ada komitmen terhadap keamanan pa-
ngan dalam negeri (lihat Bello 2009: 87; Schneider 2013). Mes-
ki begitu, konsep “keamanan pangan” menjadi rumit karena,
di satu sisi, definisi “keamanan biji-bijian” telah berubah un-
tuk mengakomodasi peningkatan impor kedelai dan jagung,
sementara di sini lainnya, strategi “Menuju Global” sejak 2008
secara terbuka telah memprioritaskan investasi pertanian di lu-
ar negeri (Smaller et al. 2012: 4). Kendati masih lebih kecil di-
banding investasi luar negeri di sektor lain, investasi pertanian
Tiongkok di luar negeri menempati peringkat ketiga di bawah
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Amerika Serikat dan Kanada (Smaller et al. 2012: 5). Laporan-
laporan tentang perampasan lahan skala besar cukup beragam
dan mungkin dilebih-lebihkan (Hoffman dan Ho 2012). Smaller
et al. (2012: 8) mencatat 54 proyek berbasis tanah yang menca-
kup 4,8 juta hektare lahan di luar negeri—sekitar separuhnya
ada di Asia, lima di Amerika Latin, dan satu proyek kedelai be-
sar-besaran seluas 1 juta hektare di Kazakstan yang dijalankan
oleh perusahaan negara Jilin Grain Group.

Memang Tiongkok telah mengikuti langkah negara-negara
yang sebelumnya merupakan pusat seperti Inggris, Amerika
Serikat, dan Jepang dalam hal menu makan berbasis kelas so-
sial serta model akumulasi agroindustri Amerika Serikat. Na-
mun di tingkat global, Tiongkok memilih model restrukturisa-
si yang bersifat multipusat, yang sesuai dengan rezim pangan
korporat (lihat Bab 6). Lebih jauh lagi, restrukturisasi ini tidak
melulu bersifat geoekonomis; penggeraknya adalah strate-
gi-strategi akumulasi agrobisnis, dalam hal ini sepanjang re-
lasi Selatan-Selatan. Empat korporasi pangan—ADM, Bunge,
Cargill, dan Dreyfus (ABCD)—menata pergerakan kedelai Bra-
sil (juga Amerika Serikat dan Argentina) ke Tiongkok, dengan
mengontrol keseluruhan prosesnya, dari kredit dan input sam-
pai pengolahan (dengan pabrik penggilingan berada di Tiong-
kok) dan pengapalan. Terlepas dari tidak direalisasikannya
usulan-usulan para pemimpin Brasil dan Tiongkok agar tran-
saksi dagang dilaksanakan dalam yuan, ketimbang dolar, ser-
ta visi Tiongkok mengenai investasi luar negeri di sektor fasili-
tas produksi kedelai (dengan tanggapan negatif Brasil), satuan
rantai kedelai-babi (sebagai sebuah “rangkaian perakitan pro-
tein global”) tetap merupakan pertukaran Selatan-Selatan di
dalam sebuah sistem yang dikendalikan oleh korporasi trans-
nasional (Peine 2013: 9). Maka, dalam konteks semakin ma-
pannya pola di mana pangan diperoleh lewat sistem global di
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bawah rezim pangan, Tiongkok kini tampil sebagai salah sa-
tu kutub impor global yang baru, yang memenuhi kebutuhan
golongan konsumen yang tengah bertumbuh di dalam popu-
lasinya yang sangat besar.

Amerika Latin

Dalam satu edisi khusus Canadian Journal of Development Stu-
dies (CJDS), Gerardo Otero (2012) mencoba menggunakan anali-
sis rezim pangan di tingkat kawasan, menggeser fokus perhati-
an dari ekonomi dunia ke negara, mengingat negara adalah pu-
sat dari “rezim pangan neoliberal di Amerika Latin.” Minat Otero
adalah mempertanyakan penggunaan bioteknologi pertanian:
“sebanyak apa pun komoditas budidaya transgenik digunakan
di Meksiko atau negara-negara Amerika Latin lainnya, tidak ada
kepastian bahwa itu akan membantu pemenuhan pangan rak-
yat di negara-negera tersebut” (Otero 2012: 289), sebab komodi-
tas budidaya itu utamanya diarahkan untuk ekspor. Dia membe-
ri penekanan pada sektor publik (negara dan sistem Consultati-
ve Group on International Agricultural Research [CGIAR]) dalam
mengembangkan bioteknologi yang dijalankan oleh perusaha-
an agrobisnis di bawah aturan-aturan WTO dan protokol-pro-
tokol HKI (“neoregulasi”). Artinya, negara menyokong biotek-
nologi dan menerapkan rezim-rezim akumulasi model swasta
untuk keuntungan korporasi dan petani bermodal besar yang
“tujuannya bukan produksi nilai guna bagi konsumsi manusia”
serta meraup laba dari pakan dan bahan bakar nabati (Otero
2102: 289). Singkatnya, “rezim pangan neoliberal” beroperasi
melalui negara yang telah menerapkan sepenuhnya prinsip-
prinsip pasar, sebagaimana dirumuskan dalam konsep rezim
pangan korporat.

Di Argentina, misalnya, melalui proyek “ekspor pangan
nontradisional”, lembaga-lembaga keuangan internasional
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mengucurkan dana kepada pemerintah untuk mendorong in-
vestasi pertanian di perusahaan bioteknologi asing. Menyusul
kemudian, pada 1996, pemerintah menyetujui benih kedelai
Roundup Ready produksi Monsanto. Sejak itu, produksi kedelai
transgenik telah meluas pada kecepatan nyaris 1 juta hektare
per tahun (hingga 2010/2011), dengan sektor peternakan Tiong-
kok sebagai tujuan utama ekspor kedelai. “Konstelasi kede-
lai” (biji, minyak, dan pakan ternak buatan [pellet]) menyum-
bang 70% pendapatan pertanian Argentina (ekspor pertanian
menyumbang lebih dari 50% dari total ekspor). Dampak buruk
terhadap tenaga kerja dan tanah akibat industrialisasi per-
tanian semacam ini telah mengurangi populasi pedesaan dari
13% pada 1995 menjadi 7% pada 2010, dan monokultur kedelai
transgenik memperparah deforestasi dan degradasi hutan ser-
ta menurunnya kesuburan tanah. Dengan hadirnya “tumbuhan
tahan racun” (superweed), meningkat juga penggunaan input
kimia dalam pertanian, yang mengakibatkan penurunan kua-
litas kesehatan masyarakat. Meskipun terjadi dampak-dampak
sosial, ekologis, dan krisis finansial yang menyusul pada 2001,
pemerintah Argentina di bawah Presiden Cristina Fernandez de
Kirchner malah makin memperkuat model monokultur kedelai
transgenik sebagai strategi pembangunan utama, dan berusa-
ha melegitimasi dampaknya dengan menggunakan sebagaian
pendapatan negara untuk belanja sosial dan infrastruktur pu-
blik (Leguizamon 2013). Sebagaimana dicatat Teubal (2008),
mirip dengan pendapat Otero, kultur kedelai transgenik jelas
merongrong keamanan pangan dalam negeri.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, Pechlaner dan Otero
(2008: 2) berpendapat bahwa model rezim pangan neolibe-
ral akan menjadi sasaran perlawanan lokal yang meluas—
sebagaimana diungkapkan dalam dua studi kasus dengan
basis teori yang kuat, dalam terbitan CJDS, yang merupakan
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dokumentasi beragam bentuk perlawanan terhadap tanaman
transgenik: yang pertama tentang gerakan petani yang berha-
sil melawan jagung transgenik di Guatemala (Klepek 2012) dan
yang kedua tentang berbaliknya para bekas petani tanaman
transgenik di Brasil ketika menyuarakan protes terhadap rela-
si ketergantungan terhadap Monsanto (Preschard 2012). Kasus-
kasus seperti ini memperhadapkan wajah negara dengan “be-
ragam cara perlawanan terhadap rezim pangan Kkorporat,”
yang dilakukan oleh “beragam produsen pertanian di seluruh
dunia,” yang bersatu di bawah visi Via Campesina sebagai “inti
perlawanan terhadap rezim pangan korporat” (McMichael 2005:
295).

Tersebar di kawasan Amerika Latin, Via Campesina menja-
di bagian dari koalisi anti-jagung transgenik di Meksiko (Fitting
2011: 111). Penemuan gen-gen hasil rekayasa dari varietas ja-
gung lokal pada 2011 telah memicu debat tentang rapuhnya
budaya pertanian jagung di Meksiko di dalam konteks lebih
luas rezim pangan korporat. Mengenai debat ini, Lauren Baker
menjelaskan, tanggapan yang muncul adalah desentralisasi
“gerakan sosial yang mengakar di dalam komunitas di seluruh
Meksiko tetapi terhubung dengan upaya-upaya kedaulatan
pangan global” (2013: 3), contohnya adalah jaringan-jaring-
an pangan alternatif seperti Itanoni Tortilleria, Nuestro Maiz,
dan Michoacan Centre for Agribusiness (2013: 4). Buku Baker,
Corn Meets Maize, memotret kontradiksi utama rezim pangan
korporat: “jagung (corn) digunakan sebagai simbol untuk upa-
ya komoditisasi pangan dan kendali korporasi atas produksi,
pengolahan, dan konsumsi pangan. Di sisi lain, jagung lokal
(maize) digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan
praktik pertanian dan pangan berdasarkan pengetahuan prak-
tis bercocok tanam, tradisi kuliner, dan pertukaran dalam eko-
nomi lokal” (2013: 3). Dalam etnografi Baker, pertentangan yang
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terus berlangsung antara jagung lokal yang melestarikan hi-
dup berikut para inovatornya dengan ekonomi jagung neolibe-
ral yang bersifat ekstraktif merupakan metafora efektif untuk
menggambarkan suatu era ketika harga pasar tidak memenuhi
nilai ekologis—ketegangan kunci dalam rezim pangan global
yang barangkali paling cocok disebut sebagai pertarungan un-
tuk memenangkan logika reproduksi (sosio-alamiah) dalam
peradaban umat manusia (lihat Bab 7).

Studi kasus Elizabeth Fitting, The Struggle for Maize (2011),
menyajikan kesaksian mengenai konteks pertarungan seperti
di atas, pertarungan yang terbentuk (dengan efek penting ter-
hadap petani jagung lokal) melalui NAFTA lewat suatu “rezim
jagung neoliberal” yang praktiknya berlangsung di seputar
impor jagung dan ekspor tenaga kerja (Fitting 2006). Fitting
menawarkan perspektif etnografis yang berharga untuk meli-
hat efek dan dampak dari rezim pangan di lembah Tehuacan,
sebuah wilayah petani jagung lokal, suatu perspektif yang
berhasil memperlihatkan sifat dari ikatan-ikatan antara komu-
nitas-komunitas tani dan koalisi aktivis dalam perjuangan me-
lawan “liberalisasi perdagangan, ekspansi pertanian korporat,
pemangkasan subsidi pedesaan, dan migrasi sirkular dan mi-
grasi keluar pedesaan” (2011: 234). Fitting memperlihatkan ke-
pekaan terhadap lapisan-lapisan makna yang terlibat dalam
pembentukan ulang struktur budaya jagung lokal yang ber-
langsung di bawah tekanan kebijakan-kebijakan neoliberal,
juga terhadap cara pemahaman berciri esensialis yang melihat
masyarakat tani (campesinos) sebagai kelompok yang takefisi-
en dan terbelakang. Dengan cara itu, dia merekonstruksi kon-
tradiksi yang melekat pada relasi-relasi gender dan antarge-
nerasi yang membentuk dinamika rezim pangan di “level ter-
bawah”. Fitting (2011: 5) mengklaim bahwa “masa depan per-
lindungan jagung lokal di tempat asalnya bergantung pada
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regulasi impor transgenik, bahkan yang lebih penting lagi ber-
gantung pada praktik-praktik penghidupan orang pedesaan
Meksiko,” yang relasi-relasi produksi dan reproduksinya ber-
dampak pada keanekaragaman jagung lokal serta, tentu saja,
berdampak pada kokoh atau tidaknya jagung lokal sebagai
budaya pangan di masa depan.

Di sini kontradiksi utama terjadi antara, di satu sisi, berane-
ka ragam pemanfaatan jagung lokal (putih) sebagai pangan,
pakan, dan bahan bakar dalam ekonomi skala kecil dan, di
sisi lain, industrialisasi tepung tortila dan tepung jagung ber-
bahan jagung (kuning) impor (“pangan dari antah-berantah”),
yang berujung pada terkikisnya “swasembada jagung lokal
Meksiko untuk konsumsi pangan domestik” (Fitting 2011: 18).
Melalui penelitian terperinci atas perubahan strategi-strategi
penghidupan di kalangan produsen skala kecil, Fitting me-
letakkan budaya jagung lokal dalam konteks sejarah, lalu
menunjukkan bahwa perjuangan yang dilancarkan koalisi
nasional ‘Mempertahankan Jagung Lokal’ (In Defence of Mai-
ze) untuk melawan tanaman transgenik membutuhkan pema-
haman lebih kaya dan teliti mengenai praktik-praktik budaya
para campesino yang rentan berubah dan berlangsung dalam
konteks transnasional, praktik-praktik yang tidak bisa dipa-
datkan sekadar sebagai “budaya orang asli atau petani kecil
yang sudah berlangsung ribuan tahun” (2011: 236).

Nilai penting kajian Baker dan Fitting tidak hanya bahwa
mereka membumikan analisis rezim pangan dalam kehidupan
dan perlawanan para penghasil pangan dan pendukung ge-
rakan mereka dalam menantang sekaligus turut membentuk
kebijakan neoliberal dan pasar korporat, di dalam kasus satu
negara. Masing-masing dari mereka juga meletakkan relasi-
relasi sosial dalam konteks historis, yang memengaruhi tin-
dakan para pembuat kebijakan, produsen, pekerja, dan akti-
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vis. Dengan begitu mereka menghindari cara penggambaran
yang berwatak esensialis mengenai ekonomi dan budaya, serta
menunjukkan bagaimana rezim pangan secara umum mewujud
dalam ruang politik-kelembagaan dan material tertentu.

Timur Tengah

Sebagaimana di wilayah lain, Timur Tengah juga mengalami
surutnya kemampuan swasembada pangan seiring meningkat-
nya ketergantungan terhadap impor pangan selama masa me-
nguatnya rezim pangan korporat. Secara keseluruhan, negara-
negara Arab bergantung pada impor pangan, yaitu sekitar 60%
dari kebutuhan pangannya, juga merupakan importir biji-biji-
an terbesar di dunia (Babar dan Kamrava 2013: 12). Kenyataan
ini bisa dijelaskan dalam konteks regional, khususnya selama
masa kemunduran Kesultanan Ottoman, ketika imperialisme
perdagangan bebas mengintegrasikan wilayah ini ke dalam
pasar dunia melalui tanaman ekspor kolonial (kapas dan gan-
dum), yang berujung pada konsentrasi penguasaan lahan
(Woertz 2013b: 31, 34). Para penyakap atau penggarap bagi ha-
sil mengolah lahan-lahan sempit yang terpencar untuk meng-
hasilkan sereal sebagai makanan pokok. Setelah Perang Dunia
I, Anatolia, Irak, Transjordan, dan Mesir mengekspor biji-biji-
an, dalam posisinya sebagai bagian dari wilayah pinggiran re-
zim pangan (Woertz 2013b: 39).

Selama berlangsungnya proyek pembangunan baru seusai
Perang Dunia II, reforma pertanahan yang gagal di seluruh
Timur Tengah (akibat buruknya sistem kepemilikan tanah dan
kurangnya dukungan terhadap sektor pertanian) terjadi ber-
samaan dengan impor pangan untuk mencukupi kebutuh-
an buruh perkotaan seiring perkembangan industrialisasi. Di
bawah rezim pangan Amerika Serikat seusai Perang Dunia II,
Mesir merupakan importir pangan per kapita terbesar di dunia
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antara 1958 dan 1965. Pada 1964 saja, sebanyak 91% impor
biji-bijian Mesir berasal dari bantuan pangan Amerika Se-
rikat. Tetapi, satu dekade kemudian, impor biji-bijian Mesir
didominasi bahan pakan guna memasok industri peternakan
yang tengah berkembang untuk konsumen kaya; antara 1966
dan 1988, konsumsi biji-bijian untuk pakan meningkat 268%
yang ditopang subsidi dari USAID sebesar US$3 miliar, jumlah
yang setara dengan pembelian biji-bijian dari Amerika Serikat
sejak 1975, dan pemerintah menarik pajak dari petani Mesir
yang menamam biji-bijian, juga menyubsidi produksi protein
hewani (Mitchell 1991: 21).

Ketergantungan pangan telah menjadi situasi yang menen-
tukan bagi kawasan Timur Tengah. Terlepas dari meningkat-
nya pemasukan dari minyak bumi pada 1970-an untuk mem-
biayai impor pangan yang kian mahal (seiring berakhirnya re-
zim pangan pascaperang), pengalaman Mesir dengan embargo
pangan oleh Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson pada
1960-an karena konflik dengan Israel telah menjadi pengingat
untuk mengatasi masalah ketergantungan pangan. Ancaman
kedua oleh Amerika Serikat untuk menggunakan “senjata pa-
ngan” pada 1970-an selama boikot minyak Arab membuat Nega-
ra-Negara Teluk lebih serius memberagamkan pasokan pangan
(Woertz 2013a: 88). Kegagalan berikutnya di Sudan dengan pro-
yeknya menjadi “lumbung pangan Arab” telah memicu mun-
culnya upaya menuju kemandirian oleh Negara-Negara Teluk,
khususnya Arab Saudi (Woertz 2013b: 47, 48).

Pada 1980-an, Amerika Serikat dan Uni Eropa bersaing
memperebutkan tempat untuk melempar surplus biji-bijian,
tetapi para penguasa Saudi menolak tawaran kemudahan dari
Amerika Serikat untuk tujuan itu, dan memilih “menggunakan
program gandum mereka sendiri untuk sarana pembagian ha-
sil minyak bumi dan menghadiahi para kroni,” dengan begitu
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menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dalam budidaya
gandum domestik yang disubsidi besar-besaran. Selama 1990-
an, subsidi berkurang, dan pada akhir dekade berikutnya,
orang-orang Saudi mengurangi budidaya gandum di padang
pasir karena alasan ekologis, juga melancarkan penguasaan
lahan di luar negeri untuk produksi pangan. Pola ini berulang
di banyak tempat di kawasan Timur Tengah, dan Eckart Woertz
(2013b: 49, 52) menyimpulkan: “Sebagai pengimpor biji-bijian
terbesar di dunia, negara-negara Timur Tengah berada di te-
ngah pusaran rezim pangan global yang tengah berubah. Ke-
tersediaan surplus yang dapat diekspor pada skala global dan
pendapatan domestik untuk membayar impor adalah dua hal
krusial bagi mereka.” Impor ini termasuk gandum dan beras
untuk makanan pokok, serta jelai dan alfalfa untuk pakan di
industri ternak (Woertz 2013a: 89).

Solusi beragam diterapkan di kawasan ini, sebagaimana di-
bahas dalam buku Food Security in the Middle East (Babar dan
Mirgani 2013). Dewan Kerjasama Teluk—beranggotakan Bah-
rain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab—te-
ngah mengusahakan strategi diversifikasi, termasuk investasi
saham dalam perusahaan agrobisnis global, membangun “ikat-
an biji-bijian” dengan eksportir hasil pertanian utama (khusus-
nya Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Latin), juga
investasi untuk tanah di luar negeri—seperti penguasaan la-
han di Etiophia oleh Arab Saudi dengan kesepakatan bagi
hasil (Tetreault et al. 2013: 333). Pada 2008, di tengah krisis
pangan, Arab Saudi meluncurkan Prakarsa Raja Abdullah un-
tuk Investasi Pertanian Arab Saudi di Luar Negeri; proyek ini
diarahkan untuk menyokong investasi tanah di luar negeri guna
memproduksi padi, gandum, jelai, jagung, gula, pakan hijauan
serta ternak, dan dimungkinkan karena dukungan dana nega-
ra yang sangat besar (Green 2012). Prakarsa ini dapat menda-
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ur ulang renten minyak bumi dari investasi pertanian domestik
ke produksi di luar negeri, dengan bantuan dana negara, dan
tentu saja Kamar Dagang Riyadh, sehingga memungkinkan
peralihan seperti itu dengan membayarkan kompensasi untuk
lahan-lahan gandum dalam negeri yang dibiarkan bera demi
kepentingan ekologis (Woertz 2013a: 92—-93).

Sementara itu, Qatar punya Rencana Induk untuk keamanan
pangan, berdasarkan sistem hidroponik dan desalinasi dengan
tenaga matahari, untuk “memproduksi hingga 70% pangan ne-
geri ini pada 2023, sementara saat ini masih mengimpor 90%
seluruh kebutuhan pangan,” namun masih bergantung pada
impor sereal (Woertz 2013a: 92). Menciptakan ceruk kecil dalam
produksi hasil pertanian bernilai tinggi dan berorientasi eks-
por adalah alternatif bagi beberapa negara Timur Tengah untuk
menghasilkan pemasukan guna mengimbangi ketergantungan
pangan. Lebanon dan Yordania, karena tidak sanggup menca-
pai swasembada pangan oleh keterbatasan sumberdaya, sangat
mungkin akan bersandar pada ekspor hasil pertanian berni-
lai tinggi untuk menggantikan pemasukan dari minyak bumi
(Harrigan 2013). Demikian pula Mesir yang mengembangkan ce-
ruk serupa untuk menggantikan sektor usaha tani skala kecil
domestik yang bergairah kendati tertekan oleh para pemburu
renten yaitu pedagang dan pemilik lahan pertanian yang ting-
gal di kota (Bush 2013). Sementara Iran, sebuah negara minyak,
punya kemandirian pangan yang cukup kuat karena sejarah
isolasi geopolitik dan ekonomi (Salami et al. 2013). Sedangkan
Yaman bergantung pada remitansi (kiriman uang para pekerja
migran) untuk membiayai ongkos impor pangan (Mundy et al.
2013).

Negara-Negara Teluk yang sangat bergantung pada impor
pangan menitikberatkan perhatian mereka pada pembentukan
ulang struktur rezim pangan korporat. Bila akuisisi lahan luar
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negeri oleh Tiongkok memuat kepentingan akan bahan bakar
nabati dan penanaman pohon, Negara-Negara Teluk (yang
mengandalkan pemasukan dari renten) kini sepenuhnya fokus
menangani penyediaan pangan, termasuk di dalamnya menata
ulang lumbung-lumbung penyimpan biji-bijian (Woertz 2013a:
99). Karena itu, bagi Negara-Negara Teluk, pencaplokan lahan
skala besar di luar negeri memang ditujukan untuk pangan dan
akses atas air—khususnya sejak advokasi untuk hak-hak nega-
ra importir pangan di forum-forum multilateral semakin lemah
(Woertz 2013a: 96). Pada saat bersamaan, Abu Dhabi mendiri-
kan perusahaan perdagangan di sektor pangan dan menanam-
kan investasi di perusahaan dagang komoditas internasional
Glencore, bersama investor Teluk lainnya, dan dengan begitu
bisa mengakses perusahaan dagang biji-bijian terbesar Kanada,
Viterra (Woertz 2013a: 97). Dengan beragam cara ini, manuver
Negara-Negara Teluk memperlihatkan suatu keadaan khas di
mana rezim minyak tidak lagi dapat mengandalkan sistem yang
diwariskan oleh rezim pangan korporat, dan membutuhkan ca-
ra-cara baru untuk mendapatkan pangan bagi warganya (se-
bagaimana dibahas pada bab selanjutnya).

Relasi-relasi bentukan rezim pangan dapat diurai pada le-
vel kawasan, tetapi juga menyediakan perspektif regional un-
tuk melihat rezim pangan secara umum. Dengan demikian,
pengalaman Asia Timur memberi gambaran jelas munculnya
prinsip pengelolaan alternatif ketika rezim pangan bilateral
di bawah Amerika Serikat sedang memasuki periode transisi
menuju rezim pangan korporat yang berwatak multilateral.
Pengalaman Amerika Latin memberi potret mengenai kontra-
diksi-kontradiksi yang mengiringi munculnya tanaman-ta-
naman transgenik berikut ancamannya terhadap budaya dan
lingkungan pangan setempat, juga memperlihatkan karakter
sosial dan politik gerakan-gerakan kedaulatan pangan se-
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tempat. Dalam pengertian ini, rezim pangan berproses secara
dialektis ketimbang linear. Akhirnya, pengalaman Timur Te-
ngah menunjukkan bentuk dan kekhasan relasi ketergantung-
an pangan yang dialami negara-negara tertentu, dan bagaima-
na solusi masing-masing negara secara bersamaan memper-
lihatkan dengan jelas keseluruhan tantangan yang melekat pa-
da proses penataan ulang struktur rezim pangan korporat.

Relasi-Relasi Rezim Pangan

Gender, Ras, dan Tenaga Kerja

Analisis rezim pangan punya kecenderungan mengutamakan
relasi-relasi nilai sedemikian rupa hingga menganggap kurang
penting bagaimana relasi-relasi komoditas dialami secara so-
sial di lapangan—baik dalam aktivitas di “sektor informal”
maupun dalam aktivitas reproduksi sosial. Relasi komoditas
ini mencakup serangkaian bentuk kerja secara sosial yang ber-
langsung dalam rumah tangga, usaha mandiri dan pekerjaan
informal, serta usaha perdagangan. Rantai pangan korpo-
rat membangun ikatan kerja kontrak dan subkontrak dengan
petani, buruh harian, dan juga pekerja informal, yang meng-
gunakan perantara untuk menjual produk mereka di sektor
informal (seperti kios-kios dan pedangan keliling). Sebagai-
mana ditunjukkan Marion Dixon (2013: 138), perusahaan-
perusahaan unggas menjual anakan ayam kepada peternak
kontrak untuk pembesaran, lalu dijual dalam keadaan hidup
di pasar-pasar Kairo. Di satu sisi, beragam jenis pekerja kelas
bawah dalam jumlah besar menjadi bagian dari proses penum-
pukan laba korporasi, dan di sisi lain korporasi menjadi ke-
kuatan yang mengarahkan perempuan untuk selamanya ber-
peran memenuhi kebutuhan-kebutuhan reproduksi sosial—di
perkotaan dan pinggiran kota maupun di pedesaan.
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Di sebagian besar negara-negara di Selatan, perempuan
“punya tanggung jawab utama untuk memberi makan keluar-
ga, dan diperkirakan memproduksi 60%-80% makanan hasil
budidaya” (FAO, dikutip dari George 2010: 84), selain juga ter-
libat dalam pertarungan terus-menerus untuk mendapatkan
keamanan akses atas tanah (Agarwal 1994; Deere 2003; Razavi
2009; O’Laughlin 2009) serta kedaulatan atas tanah (Patel
2006; Monsalve Suarez 2012: 20-25; Kerssen 2013: 91). Selain
itu, proses semiproletarisasi dan ‘penyusutan kaum tani’ yang
diakibatkan oleh rezim pangan telah menyebabkan feminisasi
tenaga kerja pertanian di seluruh belahan dunia (Shiva 1988;
Mackintosh 1989; Raynolds 2001; Mooij, Bryceson, dan Kay
2000; Deere 2005; Barndt 2002; Garikipati 2009).

Feminisasi tenaga kerja memberi keuntungan lebih bagi
kekuatan kapital yang memanfaatkan tenaga kerja yang sa-
ngat rentan dan tergantung. Misalnya, Laura Raynolds (1997:
129) mencatat bahwa para petani miskin yang menerima kon-
trak produksi pisang di Republik Dominika “biasanya meli-
batkan istri dan anak-anak perempuan yang bekerja di gu-
dang pengemasan dan anak-anak laki-laki bekerja di kebun
pisang.” Di Kenya, tempat hampir 90% holtikultura ditanam
untuk diekspor ke Eropa (khususnya Inggris Raya), produksi
dengan kontrak petani kecil telah beralih menjadi usaha tani
skala besar dan gudang-gudang pengemasan terpadu dengan
pekerja upahan pada pertengahan 1990-an; peralihan ini ber-
gantung pada tenaga kerja perempuan yang bermigrasi untuk
kerja musiman demi membantu pendapatan keluarga mereka,
sebuah peralihan yang menunjukkan “keunggulan kompara-
tif dari lemahnya posisi perempuan” (Dolan 2004). Jane Collins
mendokumentasikan bagaimana perusahaan-perusahaan ag-
robisnis mempekerjakan perempuan sebagai strategi mema-
dukan kerja-berkualitas-tinggi dengan biaya murah, yang
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merupakan ciri dari sistem kerja perempuan yang fleksibel,
kaitannya dengan tanggung jawab utama perempuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga. Maka, “agrobisnis
menggunakan ideologi-ideologi berbasis gender untuk meng-
gerus kepastian kerja dan hak-hak buruh perempuan. Tak ka-
lah pentingnya, mempekerjakan perempuan memberi para ma-
jikan cara untuk memanfaatkan pranata-pranata di luar tem-
pat kerja, untuk memperluas lingkup dan makin menguatkan
disiplin pekerja” (Collins 1995: 217). Deborah Brandt (2002: 182)
memaknai ulang unit keluarga pedesaan menjadi “ekonomi
keluarga berbasis upah,” di mana tenaga pertanian keluar-
ga disokong oleh “uang kiriman dari anggota keluarga yang
bermigrasi, dan keluarga yang bermigrasi sering menawarkan
beberapa anggota keluarganya sebagai pekerja upahan kepada
agrobisnis.” Di sini, nilai atau harga sesuatu tidak ditentukan
melulu oleh sistem atau relasi pasar, tetapi juga berimplikasi
pada relasi-relasi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh
rendahnya kemampuan reproduktif keluarga-keluarga itu.
Penelitian Brandt atas “rantai komoditas” menelusuri per-
jalanan tomat yang dikelola korporasi dari Meksiko ke gerai
makanan cepat saji dan toko-toko pengecer di Amerika Utara.
Dengan memberinya nama Tomasita untuk menandai asal-usul
etnik dan gender pekerjanya, Brandt menggambarkan tanam-
an Sayula milik eksportir besar produk pertanian Santa Anita
Packers yang mempekerjakan lebih dari 2.000 pemetik dan 700
pengepak di masa-masa sibuk. Varietas benih hasil rekayasa
yang dibudidayakan berasal dari Meksiko, tetapi dikembang-
kan dan dipatenkan di Israel atau Amerika Serikat. Benih-
benih itu membutuhkan pestisida dosis tinggi, tetapi perusa-
haan tidak menyediakan pendidikan mengenai kesehatan atau
keamanan kerja atau tentang alat-alat pelindung. Perusahaan
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itu mempekerjakan ratusan perempuan muda yang berpindah
secara musiman dari satu tempat ke tempat lain, sebagai:

Magquiladora berpindah ... input yang berasal dari Meksiko
hanyalah lahan, matahari, dan pekerja ... Dunia Selatan
telah menjadi sumber benih, sementara negara-negara Uta-
ra punya bioteknologi untuk mengubahnya ... para pekerja
yang memproduksi tomat-tomat itu tidak mendapat keun-
tungan. Peran mereka dalam produksi tanaman ekspor ju-
ga menutup partisipasi mereka dalam pertanian subsisten,
khususnya sejak krisis peso pada 1995 yang telah memaksa
para pekerja migran untuk bergerak ke tempat-tempat ker-
ja yang lebih terpencar. Sekarang mereka harus berpindah
nyaris sepanjang tahun—dengan sedikit sekali waktu untuk
membudidayakan tanaman pangan di lahan sendiri di kam-
pung mereka ... dengan hilangnya kendali ini, sirna pula
spiritualitas, dan hilang juga pengetahuan tentang benih,
pupuk dan pestisida organik, praktik-praktik berkelanjutan
seperti rotasi jenis tanaman atau pemberaan lahan selama
setahun—praktik-praktik pemeliharaan lahan yang sudah
berlangsung selama bermilenium. (Brandt 1997: 59-62)

Dialektika “kekenyangan dan kelaparan” Raj Patel berlang-
sung di sini, di mana konsumen di Utara bergantung pada pa-
sokan tenaga kerja yang bersumber dari proses pemiskinan
reproduksi sosial dan kekerasan dalam mekanisme pasar (ke-
duanya berbau rasial), memadukan akibat-akibat berkarak-
ter gender dari proses itu sehingga memungkinkan sifat kerja
rentan dalam bentuk kerja tanpa upah dan berupah taktetap
(Patel 2007; McMichael 1999). Dalam karyanya Strawberry Field,
mengenai kembali munculnya sistem bagi hasil di California,
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Miriam Wells (1996: 238) membantah “pandangan ekonomi
tradisional dan kaum Marxis, yang keduanya mengasumsi-
kan lenyapnya sistem bagi hasil dan meningkatnya dominasi
pekerja upahan dalam pertanian kapitalis yang rasional.” Dia
memaknai sistem bagi hasil sebagai suatu strategi berbasis
kelas yang dilakukan oleh para petani untuk melemahkan ke-
kuatan kelompok pekerja ladang yang terorganisir, yaitu “para
pekerja yang punya ciri bagi-hasil dalam kontrak upah mere-
ka” (Wells 1996: 302), jenis kontrak berbasis upah di mana pi-
hak kontraktor bagi-hasil menyewa tenaga kerja berupah ren-
dah dan rentan.

Di sini, sistem bagi-hasil memuat bentuk-bentuk relasi khu-
sus dalam sejarah dunia: surutnya sistem kontrak upahan dan
bangkitnya sistem bagi-hasil adalah cermin dari memburuknya
hubungan-hubungan kerja di bawah neoliberalisme; ini ter-
lihat pada fakta bahwa sektor ekonomi subsisten atau informal
di Meksiko menyubsidi para pekerja berupah sangat rendah
dengan waktu-kerja sangat kecil di petak-petak ladang bagi-
hasil (Wells 1996: 285). Fenomena ini tidak dapat dipisahkan
dari relasi-relasi berbasis ras/etnik yang menjadi faktor penen-
tu dalam sirkuit tenaga kerja transnasional, para tenaga kerja
yang mempertahankan keberadaan kawasan yang dianggap
“pusat” dan “pinggiran” di dunia. Relasi seperti ini mendefi-
nisikan “peralihan besar”: negara-negara Eropa selatan yang
tadinya menjadi sumber pekerja migran ke pusat-pusat indus-
tri di Eropa utara dan di luar negeri sekarang menjadi tujuan
bagi pekerja migran. Alessandra Corrado (2011) melaporkan
bahwa 13% pekerja ladang di Italia adalah orang asing, dengan
para migran mengerjakan “penggembalaan musiman di banyak
daerah di Italia selatan,” bergantung pada musim panen, dan
hidup sangat rentan dalam hal materi, hukum, maupun ras.
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Industri pertanian dengan karakter khasnya secara historis
di dunia (atau “pertanian dunia”) mengacu bukan pada perta-
nian secara utuh, melainkan pada suatu ruang transnasional
bagi relasi-relasi pertanian dan pangan korporat dalam hal
produksi dan reproduksi yang berlangsung mapan di bawah
sirkuit komoditas. Reproduksi sosial yang sudah mapan itu
memungkinkan bekerjanya suatu “bentuk kuasa-atas-jasad-
hidup (biopower) yang paradigmatik” (Hardt dan Negri 2000:
xv), di mana kekuatan kapital membentuk ulang manusia le-
wat penataan ulang alam atas nama keamanan pangan. Hal ini
utamanya berlaku bagi para buruh pertanian yang setengah-
nya adalah perempuan, dan merupakan sepertiga dari 1,3 mili-
ar orang yang terlibat aktif dalam produksi pertanian (setengah
dari tenaga kerja dunia), sebagian besar berada di belahan
dunia Selatan, dan di beberapa negara jumlahnya mencapai
hingga 80% dari total tenaga kerja (IUF 2002: 3). Mereka beker-
ja dalam kondisi sangat berbahaya (dengan paparan bahan
kimia, benda tajam, suhu ekstrem), dan dipekerjakan dalam
hubungan Kkerja yang takpasti dan eksploitatif. Sebuah sur-
vei yang diselenggarakan Food Chain Workers’ Alliance atas
pekerja di sepanjang rantai pangan Amerika Serikat (17% dari
seluruh angkatan kerja), melaporkan bahwa hanya sekitar
13,5% dari mereka yang menerima upah layak, mengingat do-
minannya pekerjaan musiman dalam sektor pertanian, marak-
nya pemotongan upah sewenang-wenang, pekerja migran dan
tanpa dokumen, serta peralihan ke penataan kerja nonstandar
pada 1990-an (2012: 32-34). Ironi utama rezim pangan adalah
bahwa sebagian besar orang yang menderita kekurangan pa-
ngan adalah para pekerja penghasil pangan. Seorang pekerja
Karibia mengatakan: “di banyak kesempatan, kami memakan
pangan impor, kami tidak memakan apa yang kami tanam. Ka-
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mi memproduksi makanan, tetapi kami tidak sanggup membeli
makanan untuk memberi makan diri kami sendiri” (dikutip dari
IUF 2012).

Finansialisasi

Salah satu aspek penting yang membentuk struktur relasi-rela-
si rezim pangan Korporat adalah keuangan (finance); aspek ini
mendorong terjadinya integrasi dan penyusunan ulang unsur-
unsur dalam rantai pangan yang melintasi ruang dan waktu. Via
Campesina (2004: 2) mencatat bahwa “kini kapital tidak hanya
membeli tenaga kerja dan menguasai tanah sebagai kepemilik-
an pribadi, tetapi juga hendak mengubah pengetahuan, tekno-
logi, teknologi-teknologi bercocok tanam dan benih menjadi
milik pribadi sebagai bagian dari strategi menyatukan sistem
pertanian pangan di seluruh dunia.” Akan halnya penyusunan
ulang unsur-unsurnya, Luigi Russi (2013: 39) mencatat makin
kuatnya pengaruh kapital finansial dalam rezim pangan de-
ngan masuknya perusahaan pembiayaan ke dalam bisnis pa-
ngan, dan diterapkannya hitung-hitungan finansial murni da-
lam bagaimana korporasi-korporasi pangan beroperasi.

Bagi para pialang pembiayaan, penguasaan posisi strate-
gis dalam aliran rantai pangan dapat mengubah relasi pangan
menjadi relasi finansial: “dari mengubah pangan menjadi satu
lagi komoditas dagang yang diperebutkan dalam pasar finan-
sial, menjadi ekstraksi nilai secara progresif lewat rantai pa-
ngan untuk membuka ruang baru bagi perolehan laba korpo-
rat” (Russi 2013: 30). Wajah pasar finansial dan pangan seper-
ti itu tidak hanya mengubah pangan menjadi objek spekulasi,
tetapi juga menjadikan pangan semakin berjarak dari relasi
organiknya dengan manusia (dan ternak)—khususnya karena
makanan dipilah-pilah menjadi produk-produk pangan yang
ditata ulang sebagai sumber akumulasi kapital.
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Salah satu tanda finansialisasi industri pangan adalah fak-
ta bahwa petani Amerika Serikat menerima 37 sen dari pangan
pada 1973, sedangkan pada 2000 mereka memperoleh kurang
dari 20 sen—sisanya diambil oleh bisnis pertanian dan kapital
finansial (Roberts 2008: 114). Jagung mungkin tanaman pangan
(juga pakan dan bahan bakar) yang dapat menjadi contoh pa-
ling mewakili dari tanaman yang dibudidayakan untuk pemadu-
an ulang industrial. Relasi jagung dengan sistem pangan cukup
luas. Jagung ditanam sebagai tanaman pakan untuk produksi
sapi, unggas, telur, susu, dan babi, juga digunakan sebagai tam-
bahan pemanis untuk permen, sereal, minuman ringan, dan ma-
kanan pokok lain yang dijual di supermarket (Philpott 2006).
Menurut Michael Pollan (2002): “sepotong Chicken McNugget
adalah bertumpuk-tumpuk jagung, dimulai dengan ayam yang
diberi pakan jagung hingga bahan tambahan pangan yang tak-
jelas dan pati jagung yang membungkusnya. Seluruh daging
di McDonald sebenarnya adalah jagung. Ayam telah menjadi
mesin untuk mengolah 1 kilogram jagung menjadi setengah
kilogram daging ayam.” Dengan kata lain, menelusuri bahan
dasar pangan tertentu melalui pabrik penghasil protein hewani
dan gerai makanan-makanan cepat saji dapat menggambarkan
bagaimana pola makan diubah secara mendasar, dan semua ini
semakin memperlihatkan dan terlihat jelas dalam konglome-
rasi finansial.

Fondasi bagi finansialisasi telah diletakkan selama masa re-
zim pangan sebelumnya. Ketika itu industrialisasi sektor per-
tanian makin menguatkan watak linear produksi pangan seba-
gai operasi input-hasil, dari benih hibrida dengan input kimia
pertanian hingga bahan baku industri pengolahan pangan—
tempat hasil panen digunakan sebagai input (gula, minyak,
biji-bijian) untuk produksi makanan tahan lama (Friedmann
1994). Sebagai contoh, penggantian mentega dengan minyak
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nabati untuk membuat margarin berarti pembentukan ulang
pangan melalui suatu proses industrial yang terus-menerus di-
replikasi dalam industri pengolahan pangan kontemporer. Ke-
cenderungan ini menggambarkan logika di balik finansialisasi
pangan, yaitu kemampuan untuk selalu memperkuat dirinya
sendiri (Russi 2013). Sebagai suatu proses industrial, pemilah-
an dan pengolahan ulang memang sudah sejalan dengan logika
finansial dalam restrukturisasi relasi-relasi pangan. David Burch
dan Geoffrey Lawrence memberi gambaran yang mengisyarat-
kan munculnya sebuah “finansialisasi rezim pangan”:

sejumlah lembaga dan instrumen keuangan yang punya ka-
pasitas untuk menata ulang pelbagai tahap dalam rantai pa-
sokan pangan, juga untuk mengubah syarat dan ketentuan
yang mengatur keterlibatan aktor-aktor lain di dalam rantai
itu. Dalam kasus perusahaan ekuitas swasta, misalnya, kita
melihat adanya tipe kapital yang menganggap perusahaan
pangan hasil pertanian—baik berupa auditor pihak ketiga,
pemasok input, operator perkebunan, manufaktur pangan
maupun pengecer—sebagai sehimpunan sumberdaya yang
memberi peluang untuk mendapatkan laba secara cepat.
(Burch dan Lawrence 2009: 275)

Menurut Burch dan Lawrence, finansialisasi adalah wabah
endemik bagi industri pangan. Banyak supermarket mendiri-
kan perusahaan jasa finansial mereka sendiri dengan menggan-
deng bank-bank, bertindak seperti perusahaan ekuitas swasta
yang meraih nilai saham yang diinginkan para pemegang saham
dengan mengeksploitasi dan mengolah aset-aset korporasi. Dan
perusahaan-perusahaan pengolahan pangan menghasilkan pe-
masukan dengan menjual merek untuk memproduksi “makan-
an kebugaran” (wellness food) seperti makanan kesehatan (nu-
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traceuticals) dan fungsional yang mengaburkan perbedaan an-
tara makanan dan produk farmasi” (Burch dan Lawrence 2009:
277). Merujuk praktik-praktik ini sebagai rekayasa pangan yang
disetir lembaga keuangan, Russi (2013: 65) mencatat bahwa
investor “mampu membentuk ulang pola arus produksi seca-
ra paksa yang berujung pada semakin artifisialnya makanan
yang—akan tetapi—memungkinkan para investor tersebut ...
mengambil keuntungan dari cara-cara bagaimana sumber pa-
ngan itu didapatkan secara global. Wayne Roberts (2008: 122)
mengklaim: “Orang di Barat tidak lagi membeli makanan. Me-
reka membeli makanan olahan yang diolah dari berbagai ba-
han atau input.” Strategi-strategi pengambilan bahan pangan
berskala global berkonsentrasi untuk mengemas sebagai pa-
ket—ketimbang memproduksi—bahan-bahan yang diperoleh
dari berbagai tempat sebagai pangan global (Roberts 2008: 123).
Makanan yang dibuat dari campuran bahan-bahan dari selu-
ruh dunia (“pangan dari antah-berantah” [food from nowhere],
menurut istilah Jose Bove) bukan satu-satunya jenis pangan
yang tersedia, sebab makanan dari satu tempat tertentu masih
tersedia bagi siapa pun yang sanggup membelinya.

Dengan menggabungkan dan terus-menerus mentransfor-
masi rantai pangan di seluruh dunia, kapital finansial bertu-
juan mengubah corak produksi petani kecil di mana pangan,
ekosistem, dan penghidupan merupakan ranah produksi-
bersama yang sejalan dengan tujuan ekonomis; dengan begi-
tu, kapital finansial memisahkan tanah dari bagian produksi-
bersama “dengan maksud menjadikan tanah sebagai bagian
dari faktor-faktor lain yang berfungsi sebagai sumber peng-
hisapan laba secara berkelanjutan” (Russi 2013: 82). Dalam
hal ini, Jan Douwe van der Ploeg mencatat bahwa kapital (se-
bagai imperium pangan) tidak melekat pada aktivitas yang
sudah ada, melainkan “memaksakan aturan sendiri” kepada
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petani kecil (yaitu mengubah petani menjadi pekerja kontrak)
dengan gaya predator, menghisap dan mengangkut keluar
sumberdaya lokal (bandingkan, McMichael 2013b). Di sini, ka-
pital “nyaris tidak menciptakan tambahan kekayaan; kapital
hanya memanfaatkan kekayaan yang dihasilkan secara lokal
untuk mengumpulkannya dan menggunakannya kembali se-
turut logikanya sendiri,” sedemikian rupa sehingga “nyaris ti-
dak ada kapital yang dibawa dari luar masuk ke dalam situasi
lokal. Kapital pada dasarnya berputar di pasar modal nasional
dengan menjanjikan bahwa aliran uang yang tercipta lewat
perusahaan-perusahaan baru akan mendatangkan keuntung-
an dan keamanan (ekonomi) yang berarti. Situasi lokal beri-
kut sumberdaya dan potensi yang ada di dalamnya digunakan
sebagai agunan” (van der Ploeg 2009: 77-78). Gaya predator
seperti inilah yang menjadi asal mula untuk apa yang disebut
Russi sebagai “kapital yang lapar”, dengan kecenderungan-
nya untuk “melepas-bebaskan” nilai dengan cara menata ulang
relasi-relasi ekstraekonomi “menjadi suatu susunan tertentu
yang tunduk pada hitung-hitungan finansial” (2013: 94). Konse-
kuensinya adalah makin buruknya ‘metabolisme’ antara peta-
ni dan ekosistem, serta pembentukan ulang nilai dengan prin-
sip-prinsip jual beli. Setelah mereduksi bahan pangan menjadi
sesuatu yang dapat ditukar-fungsikan alih-alih sebagai relasi
yang dikonstruksi secara sosial, finansialisasi bermaksud mem-
perdalam proses ini dan mempercepat kehancuran proses-pro-
ses alamiah dengan mengubahnya menjadi “sumberdaya” un-
tuk tujuan spekulasi.

Penggizian (Nutritionalization)

Jane Dixon memasukkan perspektif gizi ke dalam analisis rezim
pangan, menggunakan “transisi gizi” sebagai tolok ukur mo-
dernisasi dan pembangunan nasional. Transisi ini—dari menu
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berbasis tanaman menuju konsumsi protein hewani, minyak
dan lemak, gula olahan dan karbohidrat olahan—biasanya di-
kaitkan dengan meningkatnya kemakmuran. Skenario linear
ini berfokus pada kebijakan pembangunan nasional mengenai
pencukupan gizi dalam pasokan pangan, yaitu idealnya me-
nu yang lebih beragam dan lebih banyak sumber tenaganya
yang menghasilkan peningkatan kesehatan masyarakat. Ada
dua kekuatan penting yang melawan cita-cita ideal ini: menu
yang berbeda menurut kelompok sosial/kelas dan artifisia-
lisasi pangan seiring berkembangnya industrialisasi pertani-
an. Mengenai artifisialisasi pangan, kita tahu bahwa mening-
katnya panenan memang menaikkan kuantitas pangan tetapi
mengorbankan kualitas (yaitu kepadatan gizi). Sebagai misal,
“varietas baru jagung, gandum, dan kedelai, yang dimuliakan
untuk meningkatkan hasil panen, memiliki kandungan prote-
in dan minyak lebih rendah, dan tomat bibit unggul mengan-
dung lebih sedikit vitamin C, likopen, dan beta-karoten.” Pada
saat bersamaan, patahan metabolis akibat pertanian industri-
al melenyapkan kandungan unsur hara tanah, sehingga me-
ngurangi nutrisi mikro bagi tanaman (Albritton 2009: 116).
Sementara konsumen kaya lebih punya peluang untuk
mengakses menu yang sehat (organik), struktur rezim pangan
mendistribusi makanan berkalori tinggi yang melewati berla-
pis-lapis pemrosesan bagi penduduk yang lebih miskin. Me-
rebaknya gizi buruk (terkait dengan obesitas) yang diha-
silkannya sejalan dengan kekurangan gizi yang dialami se-
jumlah besar penduduk dunia—WHO memperkirakan lebih
3 miliar (hampir 50% populasi dunia). Bagi Dixon, fenomena
kekurangan gizi ini mencerminkan krisis dalam tahapan tran-
sisi gizi, dengan “penyakit kemakmuran” muncul berbarengan
dengan kelaparan global di berbagai tempat. Di dasar krisis
ini adalah suatu ekonomi yang sudah menyatu dalam budaya
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yang melibatkan ‘penggizian’ (nutritionalization) dalam sistem
pangan modern. Hal ini bersandar pada sains tentang “takdir
metabolis makanan”, yaitu semacam tata kelola—dalam ru-
musan Dixon (2009: 322): “kooptasi oleh sains gizi dengan tuju-
an mendapatkan nilai lebih dan mengendalikan relasi kuasa
melalui pangan ... ini paling terlihat dari bagaimana sains gizi
menilai strategi-strategi korporasi dan kebijakan publik dengan
tolok ukur dampaknya terhadap penyakit akibat gizi buruk dan
apakah kesehatan dan kemakmuran meningkat.”

Analisis rezim pangan Dixon menemukan bagaimana peng-
gizian sistem pangan dijelaskan dalam kerangka “revolusi ke-
mutakhiran teknis dan pengetahuan” yang dimulai dengan
ditemukannya kalori pada akhir abad XIX. Yaitu, “kemampu-
an untuk menghitung kebutuhan energi manusia telah mem-
perkenalkan gagasan ‘makan secara ilmiah’ ke dalam kebijak-
an publik dan memberi pembenaran bagi tatanan ekspor-impor
pangan hasil pertanian yang menjadi dasar bagi rezim pangan
pertama dan kedua” (Dixon 2009: 331). Dia mengingatkan kita
betapa makin kuatnya penolakan terhadap “usaha mengejar
keamanan ontologis yang mengandalkan menu makanan dan
pengaturan gizi” di dunia yang ditandai dengan semakin surut-
nya keberagaman menu dan sumberdaya alam; hal ini mem-
perlihatkan krisis legitimasi (otoritas) yang dialami ilmu gizi
dan penggizian ala korporasi (versus makanan terjangkau atau
berbasis kultural) seiring menumpuknya efek samping yang
tidak diinginkan.

Aya Hirata Kimura mengembangkan kerangka Dixon dalam
suatu studi kasus mengenai program “nutrisionisme” di Indo-
nesia sebagai bagian dari rezim pangan korporat (2013: 10).
Hirata Kimura memberi judul pada kajiannya Hidden Hunger:
Gender and the Politics of Smarter Food (‘Kelaparan Tersembu-
nyi: Gender dan Politik Pangan Cerdas’). Dalam kajian tersebut,
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Kimura mendokumentasikan bagaimana kekurangan zat gizi
mikro yang tersamar telah menggiring para ahli ilmu gizi untuk
melihat kekurangan gizi sebagai persoalan perilaku konsum-
si individual, bukan sebagai soal kondisi sosio-ekologis yang
terkait erat dengan pemiskinan penduduk dan memburuknya
ekosistem. Dengan begitu, kerangka kebijakan untuk keaman-
an pangan yang digunakan berfokus pada pengelolaan asupan
gizi perorangan, dan diarahkan utamanya untuk menempat-
kan perempuan sebagai pihak yang “bertanggung jawab kare-
na tidak memberi makan anak-anak dan keluarganya dengan
baik, sementara itu industri pangan tampil sebagai penyelamat
orang-orang kelaparan”—kalau tidak begitu, tentu saja, krisis
pangan menciptakan inflasi harga komoditas seperti gandum,
minyak goreng, dan gula yang digunakan untuk pengayaan
nutrisi (fortifikasi) pangan, sehingga bahan-bahan pangan ter-
sebut terlalu mahal untuk orang miskin (2013: 165-166).
Nutrisionisme mencakup fortifikasi pangan olahan (misal-
nya, produk-produk tepung terigu, makanan bayi) dan fortifika-
si biologis melalui tanaman transgenik (misalnya Padi Emas)—
keduanya melibatkan logika korporat pasar untuk mengatasi
masalah kekurangan asupan pangan, menyulapnya menjadi
persoalan teknis dan dengan begitu memereteli aspek politis
dari isu kelaparan. Menurut Hirata Kimura (2013: 6), nutrisio-
nisme adalah “teknik kekuasaan” yang menyasar perempuan
dalam suatu model tata kelola yang “secara sistematis menge-
lola pengetahuan mengenai pangan dan tubuh, mengistimewa-
kan pandangan para ahli sembari membungkam” perempuan
yang berada di garis depan dalam produksi, pembuatan, dan
penyediaan makanan di dunia Selatan. Sebagai bentuk ‘kuasa
atas jasad hidup’ (biopower) berbasis gender yang dijalan-
kan melalui kerjasama pemerintah dan swasta untuk membe-
reskan problem gizi, nutrisionisme merupakan penanda kuat
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era neoliberal yang mereduksi pangan menjadi sekadar “ken-
daraan bagi kandungan gizi ... [untuk mengapitalisasi] keahli-
an yang dimiliki perusahan-perusahaan pangan-hasil-perta-
nian” (Hirata Kimura 2013: 11). Secara kontekstual, “revolusi”
zat gizi mikro muncul bertepatan dengan susutnya dukungan
negara untuk penelitian pertanian secara internasional pada
era neoliberalisme pasca-revolusi hijau, karena “keamanan pa-
ngan” telah diprivatisasi dan dilembagakan sebagai relasi pasar
internasional dalam Kesepakatan Pertanian (AoA) WTO (Hirata
Kimura 2013: 10).

Pengenalan Padi Emas di Indonesia, sebagaimana ditunjuk-
kan Hirata Kimura, diliputi kontradiksi—menegaskan terjadi-
nya ketegangan dalam rezim pangan korporat antara meng-
ikuti aturan pasar dan mendukung kedaulatan pangan. Se-
cara kultural, “beraslah barangkali jenis pangan di Indonesia
yang paling kusut dan rumit pemaknaannya,” karena selain
berhubungan dengan dewa-dewi, beras terkait erat dengan
identitas etnis dan seksual (Hirata Kimura 2013: 157). Pemak-
naan seperti itu akan luput (atau tersamarkan) dari cara
pandang ahli gizi, yang secara kebetulan menjadikan beras
sebagai masalah politik—sedemikian sehingga banyak peru-
sahaan dipaksa berfokus pada “kemampuan meraup laba ke-
timbang penetrasi,” dan dengan begitu meletakkan prioritas
pada jagung dan kedelai hibrida di Indonesia, dengan lebih
menganggap Padi Emas sebagai sebuah simbol diskursif da-
ripada perwujudan tanaman hasil modifikasi biologis (Hirata
Kimura 2013: 156—157). Ironisnya, dalam konteks di mana ne-
gara-negara Selatan digambarkan sebagai distopia yang akan
diberi makan oleh utopia pangan bergizi, para pendukung
tanaman transgenik malah berhadapan dengan kuatnya per-
lawanan terhadap risiko dan reduksionisme dalam pangan
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transgenik; di sini terlihat bagaimana rasionalitas ilmiah di
balik pangan yang telah mengalami medikalisasi telah berubah
menjadi gerakan mobilisasi berbasis moral yang ditopang oleh
jargon “memberi makan dunia” (Hirata Kimura 2013: 159-160).

Ekologi

Rezim pangan memiliki dampak ekologis. Dalam rumusan
awalnya, analisis rezim pangan menggunakan suatu perspek-
tif ekonomi-politik yang hampir seluruhnya mengabaikan di-
mensi lingkungan. Rumusan ini tidak bertahan lama. Karena
itu, dengan menimba ilham dari kepekaan Friedmann (2000,
2003) terhadap dampak ekologis, Hugh Campbell (2009) mem-
perkenalkan konsep “ekologi di tempat jauh” (ecologies at a
distance) dan “tanggapan ekologis” (ecological feedback) ke
dalam analisis rezim pangan untuk melawan kecenderungan
rezim pangan dalam menyamarkan dampak ekologisnya. Hugh
Campbell mengembangkan gagasan bahwa suatu sistem pa-
ngan yang berkelanjutan mengharuskan langkah membumi-
kan kembali produksi pangan ke dalam ekosistem lokal, dan
dengan begitu membongkar klaim “jarak dan daya awet” per-
tanian industrial (Friedmann 1994); dengan gagasan itu, dia
menekankan fenomena kekinian mengenai peralihan ke arah
lokalitas dan watak musiman tanaman, seiring meningkat-
nya persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Bagi
Campbell, narasi tentang imperium dan pembangunan yang
menjadi ciri dari kultur rezim pangan yang mengejar legitimasi
dan stabilitas “memiliki kemampuan untuk menyamarkan apa
yang telah Marx ... gambarkan sebagai patahan metabolis yang
tak dapat diperbaiki yang semakin mengganggu interaksi an-
tara manusia dan alam” (2009: 312). Lebih jauh, sebagaimana
fetisisme komoditas dan patahan metabolis “yang telah me-
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nyamarkan kondisi-kondisi kekerasan sosial dalam produksi
komoditas, patahan metabolis juga telah menyamarkan ben-
cana-bencana ekologis” (Campbell 2009: 315).

Sebagai ilustrasi: bagi rezim pangan kedua, bagaimana pesti-
sida dikerangkai secara kultural dalam optimisme teknologi mu-
lai terbongkar dengan munculnya kritik dari buku Silent Spring
karya Rachel Carson (1962). Dengan mengembangkan penda-
pat Friedmann bahwa gerakan-gerakan sosial dapat melegiti-
masi atau menantang kultur-kultur rezim, Campbell memusat-
kan perhatian pada kecenderungan-kecenderungan yang sa-
ling bertolak belakang seputar “rezim pangan-dari-antah-ber-
antah”. Rezim pangan ini, yang dibangun di atas legitimasi
kultural “pangan murah”, menghadapi “masalah legitimasi
kultural akut” dari surutnya kepercayaan akan sains, mobilisa-
si gerakan lingkungan, komunikasi terkait “relasi-relasi tipikal
‘Pangan dari Antah-Berantah’ yang sebelumnya tak terlihat,”
ketakutan akan risiko politis dan kelangkaan pangan, kekuat-
an ritel dan prarasa konsumen, serta Kkrisis gizi yang berkait-
an dengan makanan cepat saji (Campbell 2009: 312-313). De-
ngan demikian, Campbell (2009: 318) mengklaim: “Pangan dari
Tempat Tertentu”—seperti ‘Makanan Lambat Saji’ dan perta-
nian yang didukung komunitas—muncul dari dinamika kultu-
ral seperti ini. Konsep ‘Pangan dari Tempat Tertentu’ menam-
pilkan suatu logika tandingan terhadap pangan konvensional
yang dikembangkan rezim pangan pertanian industrial, logika
yang “merentang melampaui patahan metabolis.”

Warisan Campbell, yang dibangun dari perspektif ling-
kungan yang terinspirasi oleh Friedmann, tidak hanya kem-
bali meletakkan analisis rezim pangan secara eksplisit dalam
ekologi-politik, tetapi juga menggarisbawahi ketegangan yang
sedang berlangsung antara gagasan besar mengenai kultur
pangan dan situasi nyatanya dalam konteks pertarungan un-
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tuk memenangkan model pertanian dan sistem pangan ber-
kelanjutan. Lebih jauh, dengan menekankan konsep “tanggap-
an ekologis”, Campbell menguatkan kontribusi Weis terhadap
analisis mengenai kontradiksi-kontradiksi ekologis yang me-
lekat pada “ekonomi pangan global” di mana biaya menda-
tangkan pangan, meningkatnya kandungan racun, dan ting-
ginya “jejak tapak ekologis” melekat erat dengan “dagingisasi”.
Weis (2007: 171) mengajukan bahwa “meninggalkan pola kon-
sumsi berbasis daging adalah faktor mendasar untuk mere-
duksi ruang kolektif manusia di biosfer sehingga memberi
ruang bagi spesies lain di abad ini, sementara menu makan
seimbang yang berbasis tumbuh-tumbuhan juga menjanjikan
beragam manfaat kesehatan bagi masyarakat”—suatu gagas-
an yang menggemakan seruan Lang dan Heasman (2004) agar
prinsip “kesehatan masyarakat yang ekologis” dijadikan prin-
sip yang mengatur sistem pangan, suatu seruan yang menen-
tang rute penggizian ala sains pangan modern. Dengan begitu,
perspektif ekologi atas rezim pangan mengaitkan pembelah-
an zat dasar (fractionation), pencampuran (adulteration), dan
finansialisasi pangan modern dengan patahan metabolis, yang
di dalamnya terjadi pemisahan kehidupan sosial dari alam dan
penyederhanaan radikal pertanian menjadi melulu urusan jum-
lah panenan, di mana input teknologi menggantikan relasi eko-
logis.

“Patahan metabolis” menandai subordinasi pertanian oleh
kapital, mereduksi daur alamiah unsur hara di dalam tanah dan
air, juga menggantikan input pertanian seperti pupuk kimia dan
benih hibrida untuk mengubah polikultur menjadi monokul-
tur (Foster 2000). Pemisahan kehidupan kota dari desa yang
terjadi secara menyejarah adalah produk dari patahan meta-
bolis ini, di mana sektor pertanian dikhususkan hanya untuk
tujuan ekonomi (Moore 2000). Tercerabut dari siklus biologis,
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pertanian industrial secara mendasar berwatak menyimpang
secara spasial, sebab “kualitas-kualitas intrinsik tanah diang-
gap kurang penting” (Duncan 1996: 122) dalam sistem yang
mensyaratkan “penerabasan biofisik” (Weis 2007). “Pertanian
padat energi fosil” modern (Walker 2005) memperparah pa-
tahan metabolis dengan meningkatkan input pupuk, pestisi-
da, herbisida nonorganik, dan mekanisasi. Model pertanian
ini menaikkan penggunaan bahan bakar dan input pertanian
penghasil emisi karbon, ditambah lagi dengan pelepasan kar-
bon tanah ke atmosfir bersamaan dengan dinitrogen oksida
(nitrous oxide) yang bahkan lebih berbahaya dari penggunaan
pupuk, serta dari limbah ternak di peternakan. Model pertanian
industrial menggeser kedudukan pertanian-pertanian berbasis
ekosistem yang sesungguhnya mampu membalikkan patahan
metabolis, menguatkan keanekaragaman hayati, mengguna-
kan energi antara enam hingga sepuluh kali lebih rendah dari
pertanian industrial, selain mendukung pertanian petani kecil
(Pretty et al. 2006; Apfelbaum dan Kimble 2007).

Kembali menekankan aspek ekologi tidak hanya karena
dampak lingkungan dari “ekologi di tempat jauh” dan “tang-
gapan ekologis”, tetapi juga sebagai bukti kesadaran bahwa
rezim pangan kapital bekerja menghapus pertanian hayati,
menghilangkan peluang pertanian berkelanjutan di masa de-
pan. Ketegangan utama yang menghantui rezim pangan korpo-
rat adalah antagonisme antara ‘pangan dari antah-berantah’
versus ‘pangan dari tempat tertentu’, juga antara mencema-
ri atau memulihkan ruang hidup manusia. Perubahan iklim
menjadi “tanggapan ekologis” utama sebab di dalamnya meli-
batkan kegaduhan luar biasa, juga patahan.
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Kesimpulan

Bisa disimpulkan bahwa konsep “rezim pangan” adalah sua-
tu bentuk metode historis. Metode ini dapat digunakan de-
ngan berbagai cara untuk menjelaskan proses lokal, nasional,
regional, dan global yang digerakkan oleh dinamika rezim
pangan baik secara umum maupun pada periode-periode ter-
tentu yang seluruhnya cenderung bersifat kontradiktif. Pada
awalnya, proyek analisis rezim pangan berupaya memetakan
keterkaitan antara sistem negara dan sirkuit pangan interna-
sional yang berlangsung dalam tatanan dunia tertentu. Teta-
pi kini proyek ini menghadirkan rumusan-rumusan baru yang
memperkaya dan melebarkan cakupannya, mengungkap yang
tadinya terbungkam, dan menimbang dimensi-dimensi yang
baru muncul.

Catatan
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BAB 6

Krisis dan Restrukturisasi

POLA-POLA yang dibentuk oleh beberapa rezim pangan, seca-
ra sangat fenomenal, digambarkan sebagai serangkaian struk-
tur pengaturan yang menentukan relasi-relasi produksi dan
peredaran pangan. Struktur-struktur pengaturan tersebut me-
lekat pada tahap-tahap dalam dinamika akumulasi yang po-
lanya bersifat ekspansif dan rentan krisis. Tiap rezim memiliki
bentuk akumulasi tertentu: akumulasi ekstensif pada rezim
pertama, akumulasi intensif pada rezim kedua, dan akumula-
si finansial pada rezim pangan korporat. Bentuk-bentuk ini tu-
rut menentukan tata hubungan geopolitik dan kelembagaan,
di mana komodifikasi pertanian dan pangan semakin menda-
lam. Dengan begitu, tiap episode rezim pangan ini adalah ba-
gian dari suatu rangkaian menuju terbentuknya suatu kon-
jungtur yang tengah menguat dalam sejarah—era pertanian
industrial. Sementara masing-masing rezim bergantung pada
ekspansi geografis untuk menggiatkan kembali akumulasi le-
wat penyediaan sumberdaya, pada saat bersamaan juga ber-
langsung memburuknya keberlanjutan ekosistem secara kumu-
latif. Ancaman terhadap keberlanjutan itu kini mengemuka
pada pengakuan secara luas bahwa kondisi ekologis, energi,
dan iklim telah mendekati ambang batas. Pertanyaannya di
sini, bagaimana bentuk hubungan antara ambang batas ini
dan krisis rezim pangan korporat? Meskipun terlalu dini untuk
menentukan rezim pangan ini sedang berada dalam transisi
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atau hanya sedang membentuk ulang strukturnya, ada tidak-
nya krisis akumulasi dapat diperiksa melalui lensa analisis re-
zim pangan.

Krisis? Krisis yang Mana?

Pertanyaan di atas menyoroti dimensi waktu. Secara metodo-
logis, rezim pangan selalu merupakan wujud dari cara kapital
menata ulang relasi-relasi pertanian yang melintasi ruang dan
waktu, sebagai fondasi bagi akumulasi dan proses produksi
dan reproduksi tenaga kerja. Secara substantif, rezim pangan
korporat adalah bentuk kelanjutan dari rezim pangan yang
sudah ada sejak lama, sebagai sarana yang digunakan oleh
kapitalisme untuk mengubah tatanan pertanian dunia. Rezim
pangan korporat ini adalah wujud dari proses-proses serta
kontradiksi yang bersifat sinkronis sekaligus diakronis, dan
keduanya telah menyebabkan krisis penyediaan pangan. Dari
perspektif ini, sebagaimana dikatakan Braudel (1969), inflasi
harga pangan saat ini merupakan suatu peristiwa, di dalam
konjungtur politik neoliberalisme, di dalam longue dureé (ru-
ang dan waktu yang berlangsung panjang) dari kapitalisme.
Artinya, yang disebut sebagai “krisis pangan dunia” sejatinya
adalah relasi-relasi dalam ruang dan waktu yang berlapis-la-
pis—khususnya siklus berjangka panjang industrialisasi per-
tanian yang melibatkan proses penyederhanaan melalui budi-
daya monokultur dan meningkatnya ketergantungan pada mi-
nyak bumi, yang dibarengi penurunan hasil produksi pangan,
serta kampanye bahan bakar nabati yang berujung inflasi dan
spekulasi keuangan. Melonjaknya biaya-biaya, terkait dengan
puncak jenuh produksi minyak (peak oil) dan tanaman-tanam-
an pengganti bahan bakar, ditambah dengan monopoli harga
oleh agrobisnis yang menyebabkan inflasi harga pangan, seca-
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ra global menyebar melalui liberalisasi finansial, perdagangan,
dan keamanan pangan.

Krisis rezim pangan korporat tampak di ranah publik da-
lam dua bentuk: lonjakan harga pangan pada 2007-2008 dan
gelombang “kerusuhan pangan” (food riots), paling mencolok
di Haiti, Italia, Uzbekistan, Maroko, Guinea, Kamerun, Yaman,
Yordania, Arab Saudi, Mesir, Meksiko, dan Argentina—dengan
tiga puluh negara mengalami berbagai macam protes pangan
selama periode ini (Jafri 2008). Selama delapan tahun per-
tama dekade tersebut, produksi biji-bijian dunia secara kon-
stan tertinggal di belakang angka konsumsi (Cribb 2010: 3),
selama 2005-2007 harga pangan meningkat 75% dan cadangan
biji-bijian dunia mencapai level terendah (Holt-Giménéz dan
Kenfield 2008: 3). Pada paruh 2009, hampir seperenam manusia
(sekitar 1 miliar) tercatat mengalami kelaparan atau kurang gi-
zi, Khususnya perempuan, dan nyaris tiga perempatnya tinggal
di pedesaan. Pada 2011, krisis pangan berulang dengan kekuat-
an lebih besar, ketika harga pangan melampaui harga-harga pa-
da 2008. Perhatian dunia kembali memusat ke pertanian, sete-
lah sekian lama diabaikan dan masuk ke dalam buaian rezim
pangan yang mengaku tengah “memberi makan dunia.”

Di satu level, inflasi harga pangan menandai berakhirnya
“rezim pangan murah” (Rosset 2008), yaitu rendahnya harga
pangan pokok selama 25 tahun yang dimungkinkan oleh re-
zim subsidi WTO dan korporatisasi pasar-pasar pangan dunia.
Di level lain, level politis, ada kerusuhan pangan yang terjadi
bukan melulu karena harga dan akses atas pangan, tetapi juga
soal ekonomi-politik penyediaan pangan (Patel dan McMichael
2009). Kerusuhan pangan muncul sebagai reaksi terhadap
kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural neoliberal yang
didesakkan sejak 1980-an oleh lembaga-lembaga keuangan
internasional; kebijakan-kebijakan itu melucuti kapasitas pa-
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ngan-hasil-pertanian negara seperti kredit pedesaan, perlin-
dungan harga, cadangan pangan (World Bank 2007: 138).
Selain itu, kerusuhan pangan juga bersumber dari kian be-
sarnya ketergantungan pangan di negara-negara Selatan. Ke-
bijakan-kebijakan yang dibuat dengan pertimbangan finansi-
al dijalankan atas nama “keamanan pangan”—kebijakan yang
dipahami sebagai kebaikan bagi pasar di mana harga meng-
gantikan pertimbangan-pertimbangan politik dan menggeser
pemahaman tentang penyediaan pangan dari keharusan pu-
blik (public necessity) menjadi suatu hak pribadi (McMichael
2003: 173). Karena liberalisasi yang diusung WTO melucuti hak
negara atas kemandirian pangan, “keamanan pangan” kemu-
dian melekat pada slogan “memberi makan dunia” ala korpo-
rasi transnasional. Hal ini dimungkinkan oleh kapasitas kor-
porasi transnasional untuk menata relasi-relasi produksi dan
peredaran pangan secara global.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, sementara wacana
“keamanan pangan” mengusahakan legitimasi bagi rezim pa-
ngan korporat, slogan itu menjadi sasaran tembak bagi gerak-
an kedaulatan pangan sejak pertengahan 1990-an. Gerakan
ini mengusung privatisasi pangan menjadi isu politik sebagai
kritik langsung terhadap rezim pangan korporat, dengan me-
mobilisasi petani yang tengah mengalami beratnya krisis ag-
raria global berupa pengabaian publik dan serangan harga
oleh para pedagang biji-bijian (Nicholson 2008: 456). Krisis
panjang agraria ditandai “deflasi pendapatan” akibat kebijak-
an-kebijakan neoliberal, yang membuat reproduksi sosial ka-
um tani kian sulit dipertahankan. Bentuk “akumulasi lewat
penggerogotan” (accumulation by enchroachment) seperti itu
juga turut memperparah mandeknya pasokan pangan, selain
memperparah ketaksanggupan petani kecil untuk merespons
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melonjaknya harga dengan menanam lebih banyak tanaman
pangan (Patnaik 2008: 311).

Krisis agraria diperburuk oleh anjloknya panen biji-bijian da-
ri pertanian berbasis industri (agroindustri)—dari peningkatan
5% dan 10% pada masa jaya Revolusi Hijau (1960-an) menjadi
1% atau bahkan lebih rendah pada milenium baru (Cribb 2010:
8); selain itu, “volume per kapita produksi biji-bijian di skala
global terus mendatar sejak mencapai puncak [pertumbuhan]
pada 1986” (Weis 2010: 327). Keterbatasan material semacam itu
tentu saja merupakan konstruksi sosial, termasuk di dalamnya:
tergerusnya tanah yang tidak bisa ditanggulangi melalui asup-
an pupuk yang ditaburkan di seluruh dunia dengan kecepat-
an setiap tahunnya sangat mungkin akan menghancurkan dua
pertiga tanah produktif dunia pada 2050; rusaknya siklus nu-
trisi global dengan cadangan fosfat susut setengahnya pada
2030; meningkatnya perebutan air yang masih tersisa bagi per-
tanian, di mana pertanian telah menghabiskan 70% dari selu-
ruh cadangan; habisnya cadangan tangkapan ikan diprediksi
akan terjadi pada 2040, cadangan fosfat dunia telah berakhir
masa puncaknya pada 1989, padahal sangat penting bagi ta-
naman dan pertumbuhan rumput (makanan ternak) dan tidak
ada penggantinya; dan sejak 1960-an terjadi inflasi kalori 20%
per warga dunia (Cribb 2010: 10-11, 54, 76; Cordell 2009).

Keterbatasan material yang dikonstruksi secara sosial itu
terjadi bersamaan dengan perbedaan dampak antara kebijak-
an komodifikasi dan regulasi pangan. Harga beras meningkat
di seluruh Asia Tenggara pada 2008, meski kurang tampak di
Indonesia karena kontrol harga dan perdagangan yang mem-
perlambat inflasi (Nielson dan Arifin 2012: 163). Sementara itu,
harga-harga tetap stabil di Asia Timur, sebab: “Pertama, mere-
ka punya produk domestik. Kedua, mereka melengkapi pro-
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duksi domestik dengan cadangan biji-bijian domestik. Ketiga,
keadaan seperti itu terjaga hanya karena mereka merupakan
negosiator agresif dan kuat dalam kesepakatan-kesepakatan
dagang internasional. Jepang telah lama meyakini bahwa beras
bukan hanya komoditas tetapi juga jalan hidup” (Patel 2008).
Ironisnya, Jepang baru mau bergabung dalam Putaran Uru-
guay GATT kalau para anggotanya sepakat untuk “memangkas
kapasitas negara guna membatasi ekspor pada masa kelang-
kaan yang parah” (Ritchie 1988: 3). Aturan ini ternyata tergo-
yahkan oleh fakta adanya pelarangan ekspor pada era puncak
“krisis pangan”; hal ini sepertinya bakal menjadi semacam
gambaran nyata beberapa saat kemudian.

Pembatasan ekspor yang tadinya merupakan pengecualian
kini telah menjadi praktik lazim. Pada 2008, pelarangan dan
pembatasan ekspor gandum di Kazakstan, Rusia, Ukraina,
dan Argentina telah menutup sepertiga pasar global, sementa-
ra mengenai beras, pelarangan atau pembatasan ekspor dari
Tiongkok, Indonesia, Vietnam, Mesir, India, dan Kamboja hanya
menyisakan segelintir pemasok ekspor, khususnya Thailand dan
Amerika Serikat (GRAIN 2008a: 2). Nyatanya, kecenderungan
ini bisa jadi merupakan suatu penanda krisis, yaitu ketakber-
dayaan WTO sebagai pemain utama dalam rezim pangan kor-
porat, yang terjadi karena ketakpatuhan anggota-anggotanya
terhadap aturan perdagangan bebas WTO terkait pelarang-
an ekspor, dan hal ini melengkapi ketakpatuhan sebelumnya
terhadap G-20 dalam hal relasi perdagangan yang takadil.

Selain krisis agraria berkepanjangan bagi petani, inflasi
harga pangan memperlihatkan wajah nyata rezim pangan dan
minyak. Sementara industrialisasi pertanian telah lama ber-
gantung pada minyak bumi, penataan ulang jaringan minyak
bumi, yang dipimpin Amerika Serikat, pada periode pascape-
rang, telah mengubah lanskap ekonomi-politik internasional
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secara mendasar; dengan penataan ulang itu, nilai dolar lan-
tas bergantung pada aliran minyak—suatu keadaan yang
menggerakkan ekonomi kapitalis dan mengabaikan susutnya
cadangan energi (Mitchell 2009: 418), sehingga menyokong
rezim pangan-hasil-pertanian yang ekstraktif dan intensif. Te-
tapi pada 2000-an, beriringan dengan naiknya harga pangan,
harga minyak melonjak enam kali lipat antara 2003 dan 2008,
sehingga menciptakan inflasi terhadap ongkos produksi pangan
(Cribb 2010: 6) dan membangkitkan perhatian pada potensi ba-
han bakar nabati sebagai sumber energi peralihan.

Namun, dalam wacana umum, bahan bakar nabati dihu-
bungkan langsung dengan inflasi pangan. Antara 2006 dan
2007, permintaan atas jagung dari pabrik distilasi etanol Ame-
rika Serikat meningkat dua Kkali lipat. Kenaikan ini sama besar-
nya dengan kenaikan permintaan jagung secara global, yang
berdampak terhadap pasar global, karena Amerika Serikat
memproduksi 40% jagung dunia (Holt-Giménéz dan Kenfield
2008: 3). Pada 2007, kebijakan Standar Bahan Bakar Terba-
rukan (Renewable Fuels Standards) di bawah pemerintahan
Bush dan mandat-mandat bahan bakar hayati Eropa (10% da-
ri bahan bakar kendaraan pada 2020) menggelontorkan sub-
sidi besar-besaran untuk etanol jagung, sehingga mengalih-
kan ‘tanaman untuk pangan’ menjadi ‘tanaman untuk bahan
bakar’. Permintaan atas jagung menggeser popularitas gan-
dum dan kedelai, dan mengingat posisi penting jagung dan
kedelai sebagai bahan utama pengolahan pangan dan pa-
kan ternak, inflasi jagung memicu inflasi harga pangan di se-
luruh dunia (Holt-Giménéz dan Kenfield 2008: 3). Jacques
Berthelot mengidentifikasi kebijakan-kebijakan bahan bakar
hayati Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai kebijakan yang
berkontribusi pada “defisit besar-besaran perdagangan pa-
ngan di kedua kawasan,” dan juga sebagai “penyebab utama
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melambungnya harga-harga komoditas pertanian dewasa ini”
(2008h: 26). Lebih jauh, “etanol berbahan dasar jagung di Ame-
rika Serikat menjadi faktor untuk sepertiga kenaikan harga ja-
gung dunia menurut FAO, dan 70% menurut IMF. World Bank
memperkirakan bahwa kebijakan Amerika Serikat bertanggung
jawab pada 65% kenaikan harga-harga produk pertanian, dan
bagi ... mantan ahli ekonomi Kepala United States Department
of Agriculture (USDA), hal itu menyebabkan 60% kenaikan har-
ga” (Berthelot 2008b: 27).

Pada level lebih dalam, berlangsungnya proyek bahan ba-
kar nabati memperlihatkan menyatunya pasar minyak dan pa-
ngan, sebab tanaman untuk pangan dan bahan bakar (jagung,
tebu, sawit, jarak) jadi bisa dipertukar-fungsikan (McMichael
2010). Maka, sawit yang “kini banyak digunakan dalam produk
pangan dari mi instan hingga biskuit dan es krim, telah sangat
terintegrasi ke dalam pasar energi sehingga harganya bergerak
beriringan dengan harga minyak mentah (Greenfield 2007: 4).
Dampaknya, tentu saja, beragam mengikuti menu di kelas-ke-
las masyarakat. Di puncak “krisis pangan”, The New York Times
(2008) melaporkan: “Minyak goreng bisa jadi tampak sebagai
belanja kecil bagi masyarakat di negara-negara Barat. Tetapi
di negara-negara berkembang, minyak goreng menjadi sum-
ber kalori yang penting dan mewakili salah satu belanja tunai
terbesar bagi keluarga miskin yang menanam sendiri sebagi-
an besar pangan mereka tetapi harus membeli minyak goreng
untuk bisa memasaknya.” Kerentanan pola-pola reproduksi so-
sial paling dasar yang disebabkan oleh privatisasi, yang sering
dibarengi kerusuhan pangan, telah mendorong pemerintah
untuk menerapkan kembali sejumlah subsidi pangan dasar,
mendesakkan kontrol harga, dan membatasi ekspor pangan.
Maka, “krisis pangan” memperlihatkan bertemunya krisis ag-
raria berkepanjangan, integrasi pasar pangan dan energi, dan
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pemerintah-pemerintah yang memanfaatkan keadaan untuk
kepentingan jangka pendek dengan mendorong proyek bahan
bakar nabati sehingga memperparah krisis.

Krisis Akumulasi Kapital

Krisis akumulasi yang berlangsung sekarang merupakan ga-
bungan suatu ciri struktural kapitalisme dalam jangka pan-
jang (pemiskinan reproduksi) dengan suatu bentuk konjungtur
(finansialisasi). Pemiskinan reproduksi berhubungan dengan
pengabaian oleh kapital dan penggerusan terus-menerus atas
syarat-syarat yang memungkinkan produksi kapital; finansia-
lisasi mengacu pada kapitalisme neoliberal di mana, ketika ta-
tanan moneter internasional yang stabil tidak hadir, kekuatan
kapital mengabaikan aspek produksi demi sirkulasi, dengan
melakukan sekuritasisasi dan menyebarkan risiko kerakusan
di pasar modal melalui beragam instrumen keuangan (Hoogvelt
2010). Pertautan antara masing-masing ciri ini merupakan si-
fat unik rezim pangan korporat. Kita akan melihatnya masing-
masing pada penjelasan selanjutnya.

Secara historis, patahan metabolis adalah wujud dari pro-
ses dengan mana kekuatan kapital merongrong syarat-syarat
produksinya dengan cara merusak daur nutrisi alami yang
memperbaharui kesehatan tanah dan air, dengan demikian
memisahkan produksi kapitalistis dari prasyarat alamiahnya,
serta menghapus pengetahuan-pengetahuan ekologis (Foster
1999; Schneider dan McMichael 2010). Pertanian industrial
menjadi tuan rumah dan sumber input maupun hasil komodi-
tas bagi sektor manufaktur dengan cara mengeksploitasi tena-
ga kerja dan tanah. Dari hubungan inilah Moore menghasil-
kan konsep tentang kapitalisme sebagai “rezim ekologi-dunia”
(2011), dan Araghi (2003) mengajukan konsep tentang “relasi-
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relasi nilai global”, di mana rezim pangan merupakan suatu
proyek yang didedikasikan bagi reduksionisme ekologis dengan
maksud mengurangi biaya tenaga kerja melalui pangan murah.

Bagi Moore maupun Araghi, produksi komoditas oleh ke-
kuatan kapital sudah semakin bergantung pada sumberdaya
alam (tanah dan bahan bakar fosil). Kapitalisasi terhadap alam
nonmanusia selama ini, untuk kepentingan akumulasi, ber-
gantung pada penggerusan “modal ekologis” yang dimiliki bu-
mi. Bagi Araghi, ini adalah “surplus alam,” dan bagi Moore ini
memperlihatkan “pemiskinan reproduksi alam”, yaitu bahwa
kekuatan kapital yang menghisap alam telah menghancurkan
sumberdaya-sumberdaya tertentu atau menghilangkan proses-
proses tertentu. Meskipun masing-masing konsep yang diaju-
kan Moore dan Araghi ini memiliki kekhasannya masing-ma-
sing, keduanya sama-sama menggambarkan dilema lingkung-
an dewasa ini. Maka ketergantungan kapital pada surplus
alam sama artinya dengan penguasaan sepihak atas ruang dan
proses-proses di alam dengan mengorbankan keberlanjutan,
menandakan kemungkinan terkurasnya “layanan” ekosistem
secara absolut. Gagasan Moore tentang ‘pemiskinan reproduk-
si alam’ mengacu pada proses terkurasnya layanan ekosistem
secara nisbhi, melalui kolonisasi tiada henti atas wilayah-wila-
yah akumulasi baru yang dimaksudkan sebagai solusi semen-
tara bagi rentetan krisis akumulasi. Di sini kekuatan kapital
menunda situasi terkurasnya daya dukung alam dengan cara
berpindah ketika reproduksi ekosistem sudah terkuras di sa-
tu wilayah ke wilayah rintisan baru, begitu seterusnya sampai
tidak ada lagi wilayah baru yang dapat dibuka (terkuras secara
absolut).

Dapat dikatakan bahwa krisis yang tengah terjadi merupa-
kan gabungan unik dua bentuk keterkurasan tersebut. Hal ini
terlihat secara fenomenal dalam inflasi harga pangan yang me-
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micu memumpunnya perhatian terhadap keamanan pangan.
Pada saat bersamaan, serangkaian laporan terkini—seperti
Millennium Ecosystem Assessment (2005) dan IAASTD Report
(2008)—telah mengaitkan antara krisis lingkungan yang kian
mendalam (dan dengan begitu kerawanan pangan) dengan
terkikisnya kondisi-alamiah-produksi pertanian industrial. Hal
ini jelas diperburuk oleh proyek bahan bakar nabati yang se-
makin menggiatkan “urbanisasi wilayah pedesaan” (Marx),
seiring gerak kapital mencari wilayah-wilayah akumulasi ba-
ru (McMichael 2010). Berhubung tanaman pangan dan bahan
bakar telah menjadi “tanaman serbaguna” (flex crops) yang
dapat saling bertukar-fungsi (Borras et al. 2012: 6), tanaman-
tanaman itu jadi punya dimensi spekulatif—antara 2004 dan
2007, penanaman modal ventura dalam bahan bakar nabati
naik 800% (Holt-Giménéz 2007: 10). Bisa dibilang, produksi
bahan bakar nabati memperlihatkan suatu upaya untuk me-
nunda terkurasnya sumberdaya alam (kondisi susutnya ca-
dangan minyak bumi setelah puncak eksploitasi), sekalipun
International Energy Agency memperkirakan bahwa pada 2030
bahan bakar hayati akan “sulit menyurutkan permintaan mi-
nyak tahunan secara global” (Holt-Giménéz 2007), dan seluruh
energi terbarukan, termasuk bahan bakar nabati, hanya akan
mencapai 9% dari konsumsi energi global (GRAIN 2007: 6).
Skenario ini menggarisbawahi pendapat Moore bahwa
akumulasi kapital adalah penghasil sekaligus peredam krisis
ekologis. Tercapainya puncak eksploitasi minyak bumi (peak
oil) adalah suatu wujud pengurasan (pemiskinan reproduksi)
alam nonmanusia, keadaan yang hanya bisa diatasi dengan
sumber energi hayati (bio-energy) lainnya sebagai strategi pe-
redam Kkrisis. Dialektika antara menghasilkan dan meredam
krisis—proses yang didorong oleh abstraksi dinamika relasi
nilai (menganggap batas-batas kemampuan alam melulu se-
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bagai efek samping)—semakin terlihat jelas dalam serbuan
penanaman modal untuk bahan bakar nabati dan dampak
negatifnya terhadap lingkungan. Bahan bakar nabati menye-
babkan alam mengalami pemiskinan reproduksi dalam suatu
daur keterkurasan nisbi. Prihatin terhadap terkurasnya sum-
berdaya alam secara absolut yang lantas melahirkan kebi-
jakan-kebijkan “ramah lingkungan”, para pendukung bahan
bakar nabati mencoba mencari pembenaran bagi babak baru
akumulasi kapital atas nama keberlanjutan. Berdasarkan be-
berapa takaran, pertanian industrial saja sudah dianggap me-
nyumbangkan sepertiga emisi gas rumah kaca, karena itu ba-
han bakar nabati hanya mendaur ulang masalah yang seolah-
olah muncul sebagai solusi.

Bagaimanapun, bahan bakar nabati tetaplah merupakan
suatu rintisan baru bagi kapital (Houtart 2010). Di sini, kapi-
talisasi wilayah rintisan mungkin menjadi sumber penting
terakhir bagi kapital finansial yang sulit bertahan mencipta-
kan nilai melalui relasi upah, menyusul perpindahan sektor
manufaktur di kawasan-kawasan berburuh “murah” dalam
kancah perokonomian dunia (McMichael 1999). Mendapat-
kan nilai melalui sarana-sarana finansial hanya dapat dicapai
melalui sekuritisasi dan spekulasi (dari utang sampai ke-
amanan pangan). Di awal abad XXI, kapital finansial bergerak
di seputar investasi dalam ventura-ventura spekulatif di sek-
tor pertanahan dan tanaman serbaguna, khususnya menyu-
sul keruntuhan pasar derivatif keuangan (derivative financial)
pada 2009. Perdagangan surat-surat berharga dan instrumen
derivatif lain di sektor pertanian meningkat 32% pada 2007, dan
“jumlah saham bertambah 65% antara Oktober 2007 dan akhir
Maret 2008 di pasar modal Chicago Mercantile Exchange, tanpa
peningkatan dalam produksi riil yang seharusnya mengiringi”
(Bank of International Settlement, dikutip dalam Ernst dan
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Wahl 2010: 13). Jennifer Clapp menghubungkan kecenderungan
baru ini dengan melemahnya dolar Amerika Serikat, mencatat
bahwa begitu para investor saham berbasis dolar mengalami
penurunan nilai riil investasi, “mereka malah bergerak ke pro-
duk finansial lain yang berhubungan dengan komoditas fisik”
untuk meraup keuntungan (return) yang tengah menanjak
(2012: 137). Bukannya merespons meningkatnya permintaan
pangan itu sendiri, aktivitas finansial tersebut melihat sektor
pertanian sebagai tempat pelarian yang aman dan/atau wila-
yah baru investasi komoditas, dan dengan begitu melihatnya
sebagai sumber renten spekulatif. Kapital ekuitas swasta, yang
memang berwatak spekulatif, telah menerima dukungan tek-
nis dan pasar lokal secara langsung dari International Finance
Corporation, sayap korporasi keuangan milik World Bank, atas
nama pembangunan (Daniel 2012: 714, 722).

Spekulasi pangan mengalami intensifikasi melalui dana-da-
na investasi sektor komoditas, di mana para investor menyasar
“saham-saham di sektor pertanian” (bersama sektor energi dan
logam industrial), begitu kontrak-kontrak di sektor pertani-
an dikonversi menjadi saham derivatif (mengikuti deregulasi
kontrak bisnis komoditas pada 1990-an). Sejak itu para spe-
kulan bergabung dengan para pemain produk pertanian dalam
pasar saham sektor pertanian. Apa yang dulunya adalah pasar
produk pangan telah dikonversi menjadi pasar surat-surat ber-
harga terkait produk pangan yang punya cara kerja sendiri,
bergantung pada peningkatan harga derivatif, sebab surat-su-
rat berharga diperdagangkan berkali-kali (Kaufman 2010). De-
ngan begitu, pembelian dan penjualan surat-surat berharga
terkait komoditas pangan berkembang menjadi pasar derivatif
yang kemudian menciptakan inflasi harga pangan. Dengan kata
lain, “mekanisme yang diciptakan untuk menstabilkan harga
biji-bijian malah menjadi mekanisme yang menimbulkan inflasi
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harga biji-bijian” (Kaufman 2010: 34). Para ekonom World Bank
memperkirakan bahwa spekulasi menjadi biang di balik 37%
inflasi harga pangan (Mahon 2012: 91).

Dengan demikian, krisis akumulasi secara umum, yang ter-
lihat dalam bertemunya krisis pangan, energi, dan keuangan,
telah membuat pasar modal internasional menyerbu pertani-
an sebagai investasi yang nisbi aman untuk jangka panjang,
sehingga memicu “pencaplokan lahan besar-besaran secara
global” (McMichael 2012b). Pada saat yang sama, negara-nega-
ra Selatan menanamkan investasi pada tanah di luar negeri
untuk mengamankan pasokan pangan dan bahan bakar untuk
menghadapi kecenderungan naiknya harga-harga, kerusuh-
an pangan, dan tergerusnya ekosistem di dalam negeri (simak
penjelasan berikutnya). Rancangan investasi luar negeri itu
menerabas tatanan perdagangan bebas ala WTO, menandakan
berpindahnya lokasi industri pertanian dari Utara ke Selatan,
seiring melebarnya ketimpangan harga tanah, menandakan
pula suatu transformasi geografis rezim pangan.

Restrukturisasi Rezim Pangan Korporat

Pembentukan ulang pola sirkuit perdagangan dalam rezim pa-
ngan melalui pencaplokan lahan besar-besaran berlangsung
bersamaan dengan penggeseran fokus perhatian ke arah pa-
ra petani kecil Selatan dalam konteks krisis agraria yang me-
letus dalam bentuk krisis pangan global. Pada 2008, laporan
pembangunan World Bank, World Development Report, tentang
“pertanian untuk pembangunan” menjadi kerangka dasar bagi
Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia (World Food Summit)
FAO di Roma, tempat para elite kelembagaan, korporasi, dan
filantrofi bersepakat untuk mengatasi krisis pangan dengan
cara menggeser fokus investasi agar memasukkan petani ke-
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cil ke dalam rantai-nilai perusahaan agrobisnis; dalam hal
ini petani kecil adalah wilayah baru bagi penyerapan modal
dalam bentuk input pertanian dan infrastruktur pemasaran
(McMichael 2013b). Visi bersama itu memandang tanah yang
sedang dikelola (lahan pertanian dan ternak) atau yang se-
dang diakses (sumberdaya bersama) oleh petani kecil dan para
penggembala sebagai tanah yang tidak begitu menghasilkan
dan kurang dimanfaatkan. Karena itu, dengan kapitalisasi, ta-
nah-tanah itu dapat meningkatkan pendapatan di pedesaan
dan keamanan pangan dunia. Pengelolaan minat baru terha-
dap tanah-tanah di Selatan ini dikerangkai dalam aturan-atur-
an yang longgar seperti Prinsip-Prinsip Investasi Pertanian
yang Bertanggung Jawab (Responsible Agriculture Investment
[RAI]) yang dikembangkan oleh World Bank. Aturan-aturan
ini dirancang untuk membenarkan dan memungkinkan eks-
klusi dan pembagian tanah-tanah petani kecil dan tanah-ta-
nah komunal (Borras dan Franco 2010). Pada saat bersamaan,
konservasi keanekaragaman hayati dan investasi lahan di luar
negeri semakin menggalakkan proses eksklusi atas tanah ke-
tika Protokol Kyoto tentang Mekanisme Pembangunan Bersih
(Clean Development Mechanism [CDM]) dan protokol baru ten-
tang Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
(Reduced Environmental Degradation and Deforestation [REDD])
mengkhususkan lahan dan hutan untuk penyerapan karbon
(Fairhead, Leach dan Scoones 2012; McAfee 2012; Lohmann
2006).

Di satu sisi, pencaplokan lahan besar-besaran di masa
kini mengulang pola serupa yang dilakukan Inggris di tanah-
tanah jajahan maupun pendudukan dalam usahanya memba-
ngun rezim pangan awal. Di sisi lain, sebagaimana diingatkan
Kautsky, dampaknya berupa krisis agraria (bagi petani Ero-
pa) yang semakin parah secara global, saat pembagian lahan,
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subsidi, dan finansialisasi terkait dengan pencaplokan lahan
besar-besaran itu menandakan surutnya produktivitas di Uta-
ra serta terus merambah kawasan rintisan (yang murah) hing-
ga menyentuh titik kritis daya dukung ekologisnya. Kautsky
merumuskannya sebagai berikut: “Negara-negara tropis yang
tidak cocok dengan budidaya gandum—Amerika Tengah, Bra-
sil Utara, sebagian besar Afrika, India, Asia Tenggara—juga ba-
kal membentuk barisan sebagai pesaing bagi petani biji-bijian
bangsa Eropa” (Kautsky 1988: 252).

Meskipun rezim pangan awal berpusat pada gandum, apa
yang diperdagangkan telah berkembang semakin banyak,
mencakup tanaman serbaguna seperti kedelai, jagung, sawit,
dan tebu. Berangkat dari atau melengkapi pola investasi sebe-
lumnya pada tanaman bernilai ekspor tinggi, pola investasi
baru di Selatan lebih mengutamakan komoditas mentah—se-
hingga, bagi Asia Tenggara, “83% lahan pertanian yang diper-
oleh atau disewakan untuk jangka panjang diperuntukkan ba-
gi produksi tanaman bahan baku utama (biji-bijian penghasil
minyak, jagung, gandum, dan biji-bijian bahan pakan)” (Borras
dan Franco 2010: 13). Di kawasan Amerika Selatan di mana ke-
delai menempati 50% lahan pertanian Argentina dan 80% di
Paraguay, revolusi kedelai mengokohkan sistem monokultur,
sebab kedelai hanya menguntungkan jika diproduksi secara in-
dustrial (Wald et al. 2012: 168—169). Secara umum, investasi-in-
vestasi tanah skala besar di Afrika “mengikuti model sederha-
na yaitu memusatkan produksi dengan sistem perkebunan be-
sar” (Committee on World Food Security 2011: 34). Para ekonom
World Bank menyampaikan pembenaran atas pola ini:

Inovasi-inovasi mutakhir dalam pemuliaan benih, pem-
bajakan tanah, dan teknologi informasi boleh jadi akan

mempermudah pengawasan tenaga kerja dan mengurangi
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pemborosan dalam usuha-usaha berskala besar. Varietas-
varietas yang tahan hama dan toleran terhadap herbisida
telah mempermudah penerapan sistem pengelolaan tanpa
pembajakan lahan, juga telah memungkinkan pengelolaan
lahan lebih luas dengan mengurangi tahapan dalam pro-
ses produksi dan intensitas kerja dalam bercocok tanam.
(Deininger dan Byerlee 2011: 13-14)

Sejalan dengan hal itu, laporan High Level Group on Com-
petitiveness of the Agro-Food Industry (HLGCAI) Uni Eropa ta-
hun 2008—mewakili kalangan agrobisnis, korporasi transnasi-
onal, European Commission, pemerintah negara-negara anggo-
ta, dan beberapa organisasi masyarakat sipil—mencatat bah-
wa tanaman protein domestik Eropa telah tergusur oleh impor
kedelai murah yang dimungkinkan oleh pencaplokan lahan be-
sar-besaran, utamanya dengan sistem monokultur di Amerika
Latin. Ini berarti telah terjadi penataan ulang rezim pangan
secara geografis. Laporan HLGCAI di atas, misalnya, mencatat
peningkatan kompetisi di pasar pangan bagi Uni Eropa (juga
Amerika Serikat) dalam hal ekspor hasil pertanian dari Brasil,
Tiongkok, Argentina, Thailand, Indonesia, dan Malaysia, de-
ngan Brasil nyaris melipatgandakan ekspor pangannya sejak
dekade sebelumnya (Fritz 2011: 10-11). Dengan kata lain, seba-
gaimana diantisipasi Kautsky, tatanan ekspor produk perta-
nian Eropa yang mendapat perlindungan dari rezim WTO tengah
kehilangan ceruk pasar secara global ketika kawasan-kawasan
pengekspor pangan bergeser ke negara-negara berpendapat-
an menengah—situasi yang membuat kalangan pemerintahan
dan swasta tertarik untuk menperoleh pangan dan bahan ba-
kar lebih murah dari luar negeri. Meskipun mengakui multila-
teralisme WTO, laporan HLG itu juga merekomendasikan agar
negosiasi-negosiasi perdagangan bilateral antara Uni Eropa

189



REZIM PANGAN DAN MASALAH AGRARIA

dan negara-negara penghasil pangan yang tengah berkembang
itu disepakati (Fritz 2011: 10), dengan demikian mencerminkan
pelemahan multilateralisme WTO serta berpindahnya pertani-
an dari Utara ke wilayah lain yang lebih mudah.

Bioekonomi

Berpindahnya pertanian negara-negara Utara ke wilayah di lu-
ar negeri melalui pencaplokan lahan besar-besaran membawa
serta pengembangan ‘ekonomi berbasis proses-proses hayati’
(bioekonomi) (Levidow 2011), yaitu suatu paradigma kuat yang
memberi pembenaran atas “aktivitas-aktivitas ekonomi yang
mengambil ‘nilai laten’ yang ada dalam proses-proses hayati
dan berbagai sumberdaya hayati terbarukan guna mencapai
perbaikan kesehatan serta pertumbuhan dan pembangunan
berkelanjutan” (OECD 2005: 22). Konversi “pasar bahan bakar
cair ke biomassa” menunjukkan pembelokan awal bioekono-
mi (ETC 2010: 3), dan dapat disebut sebagai manifestasi paling
jelas dari “penaksiran-ulang nilai” (revaluation) atas tanah,
yang disetir oleh proses neoliberalisasi terhadap alam (Birch et
al. 2010). Sebagaimana dicatat ETC (2010: 6):

Bioekonomi baru, sebagaimana kini dibayangkan oleh ka-
langan rimbawan, agrobisnis, perusahaan-perusahaan bio-
teknologi, energi, dan kimia, membuat pencaplokan tanah
dan degradasi lahan terus berlanjut dengan menguasai za-
rah tanaman untuk ditransformasikan menjadi komoditas
industrial, merekayasa sel-sel agar punya kinerja menyeru-
pai pabrik-pabrik industrial, dan mengubah-sesuaikan eko-
sistem agar menjadi “layanan-layanan” pendukung bagi in-
dustri.
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Para pengusung bioekonomi menyasar negara-negara Se-
latan, sebagaimana diamati Stephen Chu, Sekretaris Energi
Amerika Serikat, pada 2006: “Tanah yang paling cocok untuk
menghasilkan biomassa (Amerika Latin, Afrika Sub-Sahara)
adalah yang paling sedikit dimanfaatkan” (dikutip dalam ETC
2010: 15). Sebuah laporan dari Eropa tahun 2004 mengklaim:
“Satu prasyarat bagi potensi energi hayati di seluruh kawasan
adalah ... bahwa sistem pengelolaan pertanian yang efisiensi
dan intensitasnya sekarang masih rendah digantikan pada
2050 oleh sistem manajemen dan teknologi pertanian terbaik”
(Smeets et al. 2004). Amatan ini menggemakan retorika World
Bank tentang “ketimpangan panen” sebagai pembenaran bagi
pengenalan pertanian berbasis rantai-nilai. Lahan petani kecil
maupun tanah komunal, berikut kandungan karbon-hidupnya,
kini menjadi target baru bagi para pemburu biomassa, seiring
kian jelasnya keterbatasan karbon-mati (bahan bakar fosil).
Sejalan dengan itu, Rachel Smolker (2008: 519) mencatat ba-
gaimana “secara unik, pertanian diposisikan secara sejajar di
kedua ‘ujung’ debat mengenai kebijakan pangan dan energi,
sebagai penyebab sekaligus jalan keluar bagi masalah yang
tengah dihadapi.”

Sebagai faktor penting di balik penataan ulang rezim pa-
ngan, pencaplokan lahan besar-besaran skala global menjadi
pembuka bagi naiknya nilai biomassa-hidup sebagai sumber
bahan bagi bioekonomi; pada saat yang sama, “inovasi dalam
biologi sintetis memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk
memodifikasi ekonomi hidrokarbon guna mengakomodasi ba-
han pangan karbohidrat” (ETC 2010: 11). Departemen Ener-
gi Amerika Serikat mengklaim bahwa “sangat sedikit produk
yang saat ini dibuat dari bahan bakar minyak, yang tidak da-
pat dibuat dari biomasssa, termasuk cat, tinta, perekat, plastik,
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dan produk-produk bernilai tambah lainnya” (dikutip dalam
Smolker 2008: 520). Dengan kata lain, proyeksi (perolehan
laba) dan berbagai teknologi bioekonomi bergantung pada
meningkatnya akses atas produksi biomassa di luar negeri da-
lam rangka menggerakkan ekonomi di kawasan yang sudah
makmur.

Ekonomi energi-hayati yang tengah menanjak, di mana
“ekologi global” (Sachs 1993) dan ekonomi-politik bersenya-
wa, bergantung pada finansialisasi yang bisa berperan menge-
lola suatu pergeseran ruang-sektoral dalam akumulasi kapital
menuju sebuah rezim ekstraktif baru di sektor pangan/bahan
bakar/biomassa, sebuah rezim yang mensyaratkan perampas-
an tanah dan air dunia yang tersisa. Apakah dan sejauh mana
pergeseran itu dapat menjamin berlangsungnya suatu revolu-
si dalam akumulasi kapital, masih merupakan spekulasi (ban-
dingkan Moore 2012), sebab perubahan iklim mengancam daya
tahan perkembangan semacam itu.

Prospek (dan realitas) terjadinya Kkrisis iklim mendorong
tumbuhnya bioekonomi maupun intensifikasi sistem mono-
kultur dengan mengorbankan habitat dan mata pencaharian.
‘Pertanian cerdas’ (smart agriculture), atau “intensifikasi ber-
kelanjutan” (Royal Society 2009; FAO 2010) menjadi sekutu
erat rezim pangan/bahan bakar/biomassa ekstraktif, dan me-
nurut perusahaan seperti Monsanto, yang dibutuhkan adalah
teknologi pertanian baru sedemikian rupa sehingga “ada le-
bih banyak produksi pada lebih sedikit lahan, dan secara ke-
seluruhan mengurangi jumlah sumberdaya untuk satu unit
produksi” (dikutip dalam Abergel 2011: 267). Elizabeth Abergel
menyebut hal ini sebagai darurat iklim, mencatat bahwa: “de-
ngan menjelaskan problem lingkungan yang berhubungan
dengan iklim secara sempit hanya berdasarkan kemungkin-
an-kemungkinan tekno-saintifik dan isolasi terhadap aspek-
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aspek hayati, penelitian bioteknologi mengenai perubahan
iklim secara mendasar gagal menemukan alternatif bagi keter-
gantungan Kkita terhadap paradigma pertanian-tanaman-pa-
ngan Kkonvensional” (2011: 261). Menjelaskan krisis itu lebih
lanjut, dia memperlihatkan bahwa wacana mengenai perubah-
an iklim mendorong penerapan logika pasar terhadap relasi-re-
lasi ekologis (Abergel 2011: 262). Hal ini mendorong “teknolo-
gisasi alam” sebagai ciri khas dari apa yang disebut Moore se-
bagai strategi “penyamaran krisis” yang dijalankan oleh sebu-
ah “rezim akumulasi berbasis teknologi” yang baru; rezim ini-
lah yang mengarahkan inovasi saintifik untuk memungkinkan
penetrasi logika pasar ke dalam seluruh aspek kehidupan, in-
dividual maupun kolektif. Rezim baru ini pada gilirannya “me-
nyediakan sarana untuk menguasai kekayaan yang melekat
pada sistem-sistem kehidupan melalui sertifikasi, paten, tata
kelola, dan instrumen-instrumen semilegal lain di dalam rezim
perdagangan neoliberal yang menjamin pertumbuhan modal”
(Abergel 2011: 262).

Dengan kata lain, suatu rezim pangan yang digerakkan ke
arah penciptaan tanaman-tanaman ‘ramah iklim’ di dalamnya
termuat aspek “penataan ulang batas-batas antara sains dan
pertanian selain juga pemahaman baru mengenai tanaman pa-
ngan dan praktik pertanian.” ‘Kapitalisme berbasis proses-pro-
ses hayati’ (biokapitalisme) mengorganisasikan pencaplokan
lahan secara besar-besaran melalui kemampuannya mengon-
versi alam, menjadikannya sebagai kapital intelektual (Abergel
2011: 263). Hasilnya, yakni “nilai hayati” (bio-value), muncul
dalam wujud “pertanian cerdas” yang dirancang bagi bioeko-
nomi, dengan mengandalkan pencaplokan lahan yang “kurang
termanfaatkan”.

Premis seperti itu sangat ramah bagi pencaplokan lahan
secara besar-besaran. World Bank mengklaim: “di antara ne-
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gara-negara Afrika yang paling diminati oleh investor, tidak
ada yang bisa mencapai lebih dari 30% potensi panen dari
seluruh lahan yang saat ini digarap” (Abergel 2010: vii). Dan
European Commission mendukung reformasi pertanahan untuk
mengatasi ketimpangan ini: “akses dan penguasaan lahan yang
terjamin adalah prasyarat bagi produktivitas yang lebih tinggi
bagi para petani skala kecil” (dikutip dalam Borras dan Franco
2011: 40). Namun dalam kenyataannya, langkah ‘dari atas’ se-
perti itu tidak mungkin sanggup mengendalikan gelombang
perampasan tanah yang lebih didorong oleh hitung-hitungan
keuangan ketimbang hitung-hitungan produktivitas, meskipun
hitungan produktivitas tetap ditampilkan sebagai kebaikan-
bersama-dunia (panen tanaman pangan, bahan bakar ramah
lingkungan, dan bahkan pengendalian karbon). Sebagaima-
na terlihat dalam banyak laporan di media, jurnal, dan terbit-
an ORNOP, perampasan lahan secara besar-besaran melibatkan
pemerintah yang mengesahkan pemindahan warga pedesaan
dalam skala besar dari tanah-tanah milik nenek moyang. UN
melaporkan: “Pengalaman dengan perkebunan kelapa sawit
yang ada sekarang dan yang semakin meluas di ... Indonesia
dengan jelas menunjukkan bahwa properti masyarakat adat
dan hak-hak lain telah dilanggar, hak mereka untuk setuju atau
menolak diabaikan, sebagian dari mereka digusur, dan mere-
ka dibiarkan tanpa pilihan lain kecuali menjadi pekerja yang
de facto terpaksa melakukan kerja mengumpulkan buah ke-
lapa sawit untuk disetor ke perusahaan-perusahaan pengelola
perkebunan” (dikutip dalam Smolker et al. 2008: 30).

Dalam proses seperti itu, pencaplokan lahan besar-besaran
untuk proyek-proyek biomassa, yang menikmati subsidi sangat
besar, menempatkan pengelolaan krisis akumulasi sebagai isu
yang lebih penting ketimbang isu keberlanjutan umat manusia
dan alam. Pada 2011 The Guardian melaporkan:
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Setengah dari anak balita [Guatemala] menderita kekurang-
an gizi—salah satu yang tertinggi di dunia. Padahal pangan
di negara ini cukup melimpah. Negara ini merupakan peng-
ekspor terbesar kelima komoditas gula, kopi, dan pisang.
Kawasan pedesaannya segera mengalami serbuan kelapa
sawit ketika para pedagang internasional berusaha mera-
up keuntungan dari permintaan akan bahan bakar haya-
ti, permintaan yang diciptakan oleh keputusan-keputusan
dan kebijakan subsidi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Akan
tetapi, meskipun posisinya sebagai salah satu eksportir ha-
sil pertanian yang utama, setengah dari 14 juta penduduk
Guatemala berada dalam kemiskinan parah, hidup dengan
kurang dari US$2 per hari. (Lawrence 2011)

Menjadikan pasar sebagai patokan objektivitas, laporan
World Bank World Development Report 2008 membuat prediksi
mengenai masa depan (yang tidak berkelanjutan dan timpang):
“Untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, produksi se-
real harus dinaikkan hampir 50% dan produksi daging 85% da-
ri 2000 ke 2030. Selain itu, permintaan akan tanaman pangan
sebagai bahan pembuatan bahan bakar hayati juga meningkat”
(2007: 8). Dengan kata lain, komoditas seperti gandum, jagung,
padi, kedelai, tebu, dan sawit adalah bagian tak terpisahkan
dari masa depan pertanian industrial, atau rezim biomassa,
yang didorong oleh “permintaan” yang disubsidi besar-be-
saran. Pelarian sementara ini menjadi alasan bagi kapital
(vang menunda hancurnya ekosistem) untuk mensyaratkan
perampasan tanah dan/atau proses dimasukkannya produsen
kecil ke dalam rantai-nilai, di mana seluruh tanaman dapat di-
tukar-fungsikan dan pada akhirnya menjadi sepenuhnya tun-
duk pada perhitungan keuangan alih-alih pertimbangan sosi-
al. Gambaran seperti ini mensyaratkan adanya rezim pangan/
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pakan/bahan bakar yang dapat dipertukarkan, yang ditopang
oleh pencaplokan lahan besar-besaran tanpa henti, dan juga
ditopang oleh munculnya sistem peredaran pangan, bahan ba-
kar, dan biomassa dengan simpul-simpul baru Selatan-Utara,
Timur-Utara, Timur-Selatan, dan Selatan-Selatan.

Wilayah Rintisan bagi Kapital

Susutnya persediaan minyak bumi dan pangan, kewajiban-
kewajiban mengurangi emisi, dan macetnya dana investasi,
seluruhnya terjawab oleh pencaplokan lahan besar-besaran,
dan dilegitimasi oleh ideologi eksklusi ruang hidup (“ekologi
global”) sebagai upaya membela harkat kemanusiaan (pangan)
dan lingkungan (bahan bakar hijau). Selain slogan terkenal
‘memberi makan dan menyediakan bahan bakar dunia’, bentuk-
bentuk lain perampasan ruang hidup juga menjadi ciri periode
ini: perampasan sumber air (Mehta, Veldwisch dan Franco 2012),
“perampasan hijau” (green grabbing) (Leach et al. 2012; Corson
dan MacDonald 2012), perampasan tanah-tanah perorangan
oleh produsen pangan skala besar (R. Hall 2012) maupun kecil
(D. Hall 2011), dan kehutanan karbon (Osborne 2011). Di level
yang paling lokal, misalnya, perempuan pedesaan Afrika Barat
yang harus menyewa lahan dari kerabat atau warga desa laki-
laki bisa saja kehilangan tanah ketika pemiliknya memutus-
kan “menjual tanahnya ke pemerintah atau perusahaan asing
karena lebih menguntungkan” (Ndiaye dan Ouattara 2011: 60;
lihat juga Behrman, Meinzen-Dick, dan Quisumbing 2012; dan
Razavi 2009: 212-213).

Pada skala dunia, masih jadi pertanyaan sejauh mana pe-
rambahan wilayah rintisan baru dapat mengatasi krisis aku-
mulasi kapital, tetapi tidak bisa diragukan bahwa logika fi-
nansialisasi mengutamakan hasil saham berjangka ketimbang
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produktivitas. Setuju dengan laporan badan-badan pemba-
ngunan mengenai “ketimpangan panen” antara hasil yang di-
peroleh dan potensi hasil di pertanian negara-negara Selatan,
World Bank mengklaim “di antara negara-negara Afrika yang
paling diminati oleh investor, tidak ada yang bisa mencapai pa-
nenan 30% lebih besar dari potensi panenan lahan-lahan yang
saat ini digarap” (2010: vii). Namun, pandangan tentang “ke-
timpangan panen” ini berpijak pada suatu pemahaman linear
dan ekstraktif tentang pertanian yang bakal semakin membu-
at kelompok produsen kecil mengalami pemiskinan reproduk-
si (Araghi 2009). Asumsi bahwa “intensifikasi berkelanjutan”
bakal mengatasi “ketimpangan panen” sungguh menyesatkan,
sejauh paradigma bioekonomi tetap saja menawarkan solusi-
solusi agregat dan generik yang menerabas ekosistem dan ke-
berlanjutannya (Marsden 2012: 263).

Berinvestasi di tanah-tanah rintisan baru melalui industria-
lisasi pertanian dan bisnis bioekonomi semakin memperbu-
ruk kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk produksi kapital
dan kemampuan kapital untuk mengatasi krisis akumulasinya
(O’Connor 1998; Moore 2010). Pada awalnya, berinvestasi di
kawasan padang rumput dan hutan dengan input-input per-
tanian merusak basis produksi yang alamiah. Secara global,
produksi pupuk meningkat di atas 31% sejak 1996—suatu ke-
cenderungan yang kini semakin intensif oleh kampanye bahan
bakar nabati dan penghilangan unsur-unsur penyubur alami
dari lahan (ETC 2009). Tambah lagi, masih jadi pertanyaan apa-
kah ada cukup biomassa yang tersedia untuk diubah menjadi
bahan kimia, plastik, dan bahan bakar terbarukan sedemiki-
an rupa untuk mewujudkan cita-cita bioekonomi sebagaima-
na diklaim oleh lembaga-lembaga seperti pemerintah, militer
Amerika Serikat, dan industri-industri kimia dan listrik (ETC
2009). Ketika tanaman pangan digusur oleh bahan bakar na-
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bati berlangsung bersamaan dengan aksi-aksi spekulasi saham
berjangka di sektor pangan, peluang untuk perambahan wila-
yah baru dalam skala besar, yang menyediakan sumber-sum-
ber energi dan pangan murah guna memangkas biaya produksi
dan reproduksi kapital, akan berlangsung singkat saja, teta-
pi dampaknya sangat menghancurkan bagi habitat alam dan
penghuninya.

Ketika konsep “sumberdaya bersama dunia” (global com-
mons) menjadi modus operandi (Sachs 1993; Corson dan
MacDonald 2012), akuisisi lahan yang dilakukan berbagai ba-
dan, pemerintah, dan investor segera menggerus fungsi-fung-
si kultural dan sosio-ekologis tanah. Pengusiran penduduk “ti-
dak produktif” menjadi bagian dari “perencanaan rasional”—
atas nama peningkatan produktivitas, pengurangan utang,
penguatan ekspor, dan pembangunan pedesaan. Pengusiran
adalah implikasi dari pencaplokan lahan yang dikelola negara,
yang memperluas pemberian subdisi tanah murah/gratis bagi
investor dengan mengorbankan hak-hak reproduksi sosial pa-
ra petani kecil. Subsidi-subsidi negara untuk pencaplokan la-
han berskala besar membuat serangkaian risiko lingkungan,
sosial, kultural, dan hak asasi manusia jadi bersifat “samping-
an”. Penghilangan nilai sosial dan nilai intrinsik dari habitat
semacam ini kemudian didaur ulang sebagai biaya-berben-
tuk-uang dari pemukiman ulang, kelangkaan pangan, dan
kemerosotan ekosistem untuk diurus pemerintah dan badan-
badan pembangunan. Biaya-biaya yang diangap “eksternal”
dalam pengembangan agrobisnis telah berlipat ganda, dengan
pemanasan global dan kerusakan ekosistem (menyusul ka-
pitalisasi alam melalui pencaplokan lahan besar-besaran, per-
kebunan kelapa sawit, benih transgenik, dsb.) bersatu padu
merongrong syarat-syarat yang diperlukan untuk akumulasi
kapital dalam jangka panjang.
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Merkantilisme Keamanan Pertanian

Kendati merupakan reaksi cepat kapital terhadap krisis aku-
mulasi, penguasaan kawasan-kawasan rintisan hanya di-
mungkinkan oleh subsidi negara-negara Utara bagi perusaha-
an-perusahaan agrobisnis, energi, dan transportasi, serta oleh
konsesi-konsesi dari negara-negara Selatan bagi para investor.
Dengan kata lain, masih sejalan dengan analisis rezim pangan
awal, perubahan tatanan seperti ini menunjukkan simpul baru
negara/kapital, dalam berbagai formasi. Salah satu bentuknya
adalah “merkantilisme keamanan pangan” di mana sejumlah
negara berusaha memastikan pasokan pangan dan bahan ba-
kar nabati dengan secara langsung mendukung akuisisi la-
han di luar negeri. Dengan kata lain, di luar investasi swasta,
penggunaan dana negara untuk pencaplokan lahan skala be-
sar menerabas sistem perdagangan multilateral yang dibangun
WTO, mengutamakan akses langsung ke tanah-tanah produktif
untuk mendapatkan pasokan pangan dan bahan bakar ketim-
bang lewat mekanisme pasar. Bagi pemerintah, inti dari penca-
plokan lahan seperti ini adalah dialektika “teritorialisasi ulang”
yang terjadi melalui investasi negara atas tanah-tanah di luar
negeri untuk pertanian berorientasi ekspor pangan, pakan, dan
energi, juga “de-teritorialisasi” yang terjadi saat negara tuan ru-
mah menyerahkan tanah dan air demi kepentingan ekspor ke
negara-negara yang (sangat) bergantung pada impor pangan.
Seperangkat data yang baru-baru ini dirilis memuat empat
ratus pencaplokan tanah berskala besar, menyebutkan bahwa
banyak di antaranya diprakarsai oleh perusahaan negara atau
pemerintah sendiri, sebagian besar berasal dari Asia Timur (mi-
salnya, perusahaan negara Tiongkok Beidahuang Land Cul-
tivation Group) dan Timur Tengah beserta Gulf Cooperation
Council milik mereka (GRAIN 2012). “Teritorialisasi ulang” ini
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menghindari ketergantungan terhadap pasar, atau lebih te-
patnya terhadap para perantara pasar, seperti pedagang ko-
moditas macam Cargill dan Bunge (Pearce 2012: 202). Selain in-
vestasi negara, Tiongkok juga mengirim warga mereka ke Afri-
ka untuk membangun operasi-operasi pertanian, dan Prakarsa
Raja Abdullah milik Arab Saudi menyokong investasi tanah di
luar negeri untuk memproduksi beras, gandum, jelai, jagung,
tebu, pakan-ternak hijau, dan ternak sendiri, serta memfasili-
tasi perampasan tanah/air oleh perusahaan-perusahaan Arab
Saudi (Green 2012), sementara Uni Emirat Arab, Qatar, dan Me-
sir secara langsung mengakuisisi tanah pertanian, utamanya di
Afrika.

Negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China [Tiong-
kok]) dan negara-negara berpendapatan menengah lainnya
juga menguasai lahan di luar negeri (Middle East Business
News 2012). Investasi semacam ini tidak hanya digerakkan oleh
“merkantilisme keamanan pangan”, tetapi juga siasat menang-
kap peluang jadi pemasok untuk pasar dunia terbesar ketiga
dalam jangka panjang (Middle East Business News 2012; Pearce
2012: 202)—suatu perkembangan yang menekankan penyebar-
luasan zona pemasok dan jalur-jalur distribusi pangan/pakan/
bahan bakar, suatu fakta yang menjadi ciri dari transisi pen-
ting rezim pangan secara geografis (McMichael 2012b). Maka,
kesepakatan harga secara simbolis antara Brasil dan Mozambik
atas lahan seluas 6 juta hektare menandai mulai beroperasinya
ekspor produk pertanian Brasil—sebagaimana disebutkan oleh
presiden Mato Grosso Cotton Producer Association: “Mozambik
bisa diibaratkan Mato Grosso di tengah Afrika, dengan tanah
gratis, tanpa hambatan lingkungan berarti, dan ongkos lebih
murah untuk pengapalan ke Tiongkok. Kini, selain harganya
sudah teramat mahal, juga tidak mungkin mendapatkan izin di
Mato Grosso untuk membuka lahan” (dikutip dalam MercoPress
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2011). Selain investasi langsung negara, mandat-mandat seper-
ti Skema Perdagangan Karbon (Emission Trading Scheme [ETS])
Uni Eropa jadi pendorong ekspansi kelapa sawit di Malaysia dan
Indonesia, Guatemala dan Kolombia, di mana negara setempat
dan investor swasta turut serta dalam pengembangan tatanan
ekspor pangan/bahan bakar untuk pasar nasional dan global
(Borras et al. 2012: 863; McMichael 2010).

Maka, ketimbang menggunakan prinsip pasar di bawah ken-
dali WTO yang dijalankan oleh korporasi transnasional di se-
putar prinsip “keunggulan komparatif” (yang disubsidi), geo-
grafi rezim pangan yang berkaitan dengan “merkantilisme ke-
amanan pangan” tampil menyerupai serangkaian tara aturan
bilateral yang dikelola oleh negara dan/atau badan pengelola
investasi negara. Menyerupai adalah istilah operasionalnya, se-
bab meskipun laporan World Bank menemukan perusahaan-
perusahaan agrobisnis dan dana-dana investasi sebagai pela-
ku utama dalam akuisisi lahan (Deininger et al. 2011), Lorenzo
Cotula mengingatkan akan kecenderungan terlalu melebih-
lebihkan pemilahan antara swasta/negara, sebab “pemerin-
tah-pemerintah di negara asal investor dapat memainkan pe-
ran besar bagi inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh sektor
swasta, menyediakan dukungan diplomatis, keuangan, dan
bantuan lainnya kepada kesepakatan-kesepakatan bisnis
swasta .... Selain itu, batas-batas antara investor negara dan
swasta bisa sangat cair, sebab implementasi kesepakatan yang
ditandatangani antarpemerintah dapat juga digerakkan oleh
para pelaku swasta” (2012: 660).

Walaupun begitu, tampak pola tersendiri dalam penca-
plokan lahan sekala besar yang dijalankan oleh negara, da-
pat dikatakan sebagai fenomena “pelaku pembangunan yang
muncul belakangan”. Dalam fenomena seperti itu, negara-
negara Utara bergantung pada jaringan rantai pasokan pa-
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ngan milik korporasi—Carrefour, misalnya, punya 1.500 ca-
bang di 35 negara (Fritz 2011: 11)—sedangkan negara-negara
di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Tengah (Asian and Middle
East and North Africa [MENA]) lebih bergantung pada badan
pengelola kekayaan negara, badan usaha milik negara, dan
bank-bank pemerintah untuk mendapatkan tanah di luar ne-
geri. Korea Selatan, salah satu importir pangan besar (90%
dari gandum dan jagung yang mereka konsumsi), pada 2008
“tiba-tiba mengetahui bahwa pemasok luar negeri terpenting
mereka melarang ekspor dalam rangka mencukupi pangan di
negara sendiri. Di Seoul, pemerintah membentuk kebijakan pe-
ngamanan pangan nasional (National Food Strategy) untuk me-
nyubsidi perusahaan dalam negeri yang bersedia menguasai
lahan di luar negeri guna mengamankan pasokan-pasokan pen-
ting ... untuk menanam seperempat pangan mereka di atas ta-
nah di luar negeri yang dimiliki atau disewa oleh perusahaan-
perusahaan Korea” pada 2030 (Pearce 2012: 204-205). Dengan
begitu, wujud dari ketergantungan pangan dan energi adalah
menguatnya merkantilisme keamanan pangan (utamanya di
negara-negara Selatan), yang membuat pencaplokan lahan be-
sar-besaran oleh negara-negara Utara menjadi sempurna. Ke-
duanya memberi andil terhadap restrukturisasi rezim pangan/
energi korporat yang multipusat (melampaui relasi “lumbung”
negara-ngera Utara), sehingga makin meneguhkan keberadaan
model ekspor pertanian yang terbentuk oleh liberalisasi WTO
dan aturan-aturan penyesuaian struktural yang ditentukan oleh
lembaga-lembaga keuangan internasional.

Penting disebutkan bahwa ekspor hasil pertanian bergan-
tung secara langsung pada dukungan negara Selatan terhadap
praktik pencaplokan lahan berskala besar (Fairbairn 2013;
Lavers 2012). Pola peredaran pangan/energi yang sedang ber-
ubah ini membentuk ulang kontur rezim pangan—semakin me-
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negaskan tata aliran komoditas yang “terliberalisasi” bentukan
WTO. Mengingat posisi penting ekspor hasil pertanian, pen-
caplokan secara langsung zona-zona pemasok makin mengu-
kuhkan posisi rezim korporat (tentu dengan bantuan negara
dalam menetapkan tanah dan air sebagai komoditas), tanpa se-
cara nyata beralih menjadi rezim selanjutnya.

Dari perspektif rezim pangan, “merkantilisme keamanan pa-
ngan-hasil-pertanian” melanggar tata aturan WTO mengenai
Kesepakatan Pertanian (AoA). Sementara aturan-aturan dagang
WTO dan mandat-mandat penyesuaian struktural membu-
tuhkan pelonggaran proteksi pertanian guna memapankan
pertanian ekspor, pada saat bersamaan sekarang tata aturan
dan tata kerja berbasis privat dan sukarela yang dikerangkai
dalam perundang-undangan lunak (soft laws) mempermudah
pencaplokan lahan skala besar (sirkulasi pangan berbasis non-
perdagangan). Tata aturan seperti ini kemudian beroperasi
di bawah proteksi tata hukum internasional yang telah kian
mapan selama era liberalisasi ekonomi-politik. Karena itu:
“menjamurnya jumlah perjanjian dagang (lebih dari 2.600 pa-
da 2010), serta semakin banyaknya negara yang memilih me-
nyelesaikan perselisihan melalui arbitrase internasional ke-
timbang melalui pengadilan-pengadilan dalam negeri, telah
begitu memperkuat pengamanan secara internasional bagi pa-
ra pelaku-asing pencaplokan lahan” (Anseeuw et al. 2011: 53).
Sebaliknya, ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur
hak-hak masyarakat dan komunitas adat atas tanah terbilang
sangat lemah dibanding aturan perundang-undangan untuk
investasi. Di Asia dan Afrika, situasi ini diperburuk karena ne-
gara memiliki dan menguasai tanah-tanah yang secara tradi-
sional telah dimanfaatkan oleh para produsen—situasi yang
“mengesahkan-demi-hukum bagi pemerintah untuk menjual
atau menyewakan tanah tempat warganya hidup atau yang
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mereka garap. Hal ini penting bagi para calon penguasa lahan”
(Anseeuw et al. 2011: 50-52).

Menyangkut tata laksana ‘hukum lunak’, rezim pangan/
energi menggabungkan kerangka privat dengan kode etik ke-
sukarelaan yang diajukan oleh badan-badan pembangunan
(khususnya RAI dari World Bank) dengan maksud memberi
pembenaran dan mempermudah restrukturisasi yang dibutuh-
kan untuk pencaplokan lahan skala besar. Protokol-protokol
baru menyangkut akuisisi lahan membuka jalan menuju pe-
rampasan akses tanah secara global atas nama komodifikasi—
“[keadaan yang] bertanggung jawab atas hancurnya dunia
kaum tani,” dalam ungkapan Olivier De Schutter (2008). Hal
ini melibatkan kemitraan pemerintah-swasta untuk memodali
agrobisnis; kesepakatan-kesepakatan bilateral tentang akses
tanah; protokol-protokol mengenai iklim yang membenarkan
pengalokasian lahan dan hutan sebagai penyerap karbon; dan
rencana-rencana kerja untuk bahan bakar hijau (termasuk per-
temuan-pertemuan ‘meja bundar’ untuk mengusahakan serti-
fikasi).

Kesimpulan

Jelas sudah bahwa negara-negara Utara kehilangan posisi
sentral dalam mengelola dan menguasai rezim pangan/bahan
bakar—tidak hanya karena tantangan G20 terhadap aturan-
aturan WTO dan menjamurnya ekspor hasil pertanian dari
negara-negara Selatan, tetapi juga karena negara-negara ter-
tentu (khususnya negara-negara Asia dan MENA) melanggar
multilateralisme WTO dengan secara langsung mengendali-
kan pemasokan hasil-hasil pertanian. Pencaplokan lahan skala
besar melahirkan ruang untuk melembagakan bentuk-bentuk
tata kelola semipemerintah (parastatal) dan swasta. Bisa di-
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katakan bahwa perkembangan baru ini menandai peralihan
dari “pergerakan pangan secara besar-besaran” menuju feno-
mena yang menyertainya, yaitu “pergerakan kapital secara be-
sar-besaran di seluruh dunia ... yang memaksa meningkatnya
mobilitas penduduk,” pendapat Via Campesina dalam bahasa
yang berbeda.

“Layanan-layanan” untuk pembangunan seperti itu menye-
diakan sistem kelembagaan yang mendukung pencaplokan
lahan skala besar—secara material maupun ideologis. Selama
rezim pangan punya kerangka kelembagaan yang dijalankan
melalui aturan-aturan tersirat (Friedmann 2005: 234), layan-
an-layanan semacam itu, yang didukung dengan “panduan-
panduan pelaksanaan”, merupakan wujud pembaharuan ke-
lembagaan rezim pangan korporat, yang di dalamnya termuat
gambaran normatif mengenai modernisasi pertanian, perbaik-
an produksi pangan, penggabungan produsen kecil ke dalam
rantai-nilai, lapangan kerja di pedesaan, dan teknologi perta-
nian-cerdas (McMichael dan Scheneider 2011; Marsden 2012).

Sementara aturan-aturan WTO mengukuhkan “rezim pa-
ngan murah” yang mengatur subsidi-subsidi bagi korporasi
(mengukuhkan dumping pangan negara-negara Utara), kecen-
derungan kelembagaan dewasa ini mengubah secara menda-
sar kerangka kerja rezim dalam empat aspek penting. Pertama,
sistem aturan dan kode etik yang multipusat muncul melalui
lembaga-lembaga pembangunan secara umum (termasuk ba-
nyak ORNOP yang berpengaruh), namun mengacu pada organi-
sasi-organisasi UN (utamanya FAO) dan lembaga-lembaga ke-
uangan internasional (terutama World Bank), dalam hal tata
cara akuisisi lahan pertanian dan bantuan teknis. Kedua, ke-
rangka kerja yang sedang menguat ini mematangkan pola sir-
kulasi yang berpusat pada ekspor pangan, bahan bakar, dan
biomassa dari Selatan, ketika kalangan perusahaan dan inves-
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tor mengusahakan kawasan-kawasan baru untuk ekspor hasil
pertanian. Ketiga, komoditas yang beredar semakin beragam pe-
runtukannya, yaitu sebagai bahan pangan, pakan, energi, dan
makanan olahan. Keempat, komoditas yang beredar dihasilkan
dari tanah, air, dan tenaga kerja murah yang diperoleh melalui
kesepakatan-kepakatan atas tanah yang dilahirkan oleh sim-
pul antara negara dan kapital finansial yang keberadaannya se-
cara khusus dimaksudkan untuk menemukan ruang-ruang baru
bagi akumulasi.

Catatan



BAB 7

Rezim Pangan dan Relasi Nilai:
Nilai yang Mana?

BAB terakhir ini mengulas masalah nilai kaitannya dengan re-
zim pangan. Selama ini, analisis rezim pangan menggunakan
kerangka pikir yang berpusat pada kapital. Analisis demikian
memang menunjukkan pentingnya pertanian sebagai sumber
bahan baku dan pangan yang menjadi penopang bagi ber-
langsungnya industri beserta tenaga kerjanya dan kekuasaan
negara. Namun, analisis seperti itu menjelaskan pembentukan
dunia modern dari satu sisi saja. Ini menggemakan pendapat
James Scott (1998: 295) bahwa dalam budaya jagung-lokal
(maize), jagung (corn) mempunyai makna lebih dari sekadar bi-
jinya, mengingat keragaman nilai guna dan nilai simbolisnya
(lihat juga Baker 2013). Dengan kata lain, proyek analisis rezim
pangan memerinci bagaimana “jagung” (corn) disederhanakan,
tetapi dengan mengorbankan dimensi kultural dan ekologis-
nya. Dimensi-dimensi ini muncul ke permukaan ketika domi-
nasi manusia atas alam (Anthropocene) menghadapi hambat-
an-hambatan nyata, ketika manusia merasakan perlunya resto-
rasi karbon hayati dan gaya hidup “rendah karbon”.

Proyek rezim pangan telah mengistimewakan “serangkaian
relasi yang koheren, kohesif, dan teratur secara kaku,” yang di-
rumuskan dan dibuat “dalam kerangka oposisi biner” (Le Heron
dan Lewis 2009: 346), sehingga proyek ini mengesampingkan
budaya-budaya pangan yang masih dipraktikkan oleh mayo-
ritas penduduk dunia. Dalam pemahaman ini, pertanian indus-
trial dipandang sebagai alternatif, bukannya sebaliknya, sela-
in sebagai standar analisis. Budaya-budaya pangan ini masih
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menyediakan logika reproduksi relasi sosial dan ekologis yang
sehat, yang bertolak belakang dengan kekuatan pertanian ka-
pitalis yang mengeksploitasi tenaga kerja dan ekosistem. Ge-
rakan kedaulatan pangan secara umum memperlihatkan be-
ragam keterlibatan dan eksperimen penting untuk memulihkan
kapasitas yang berkelanjutan dalam reproduksi sosial dan alam.
Hal ini memerlukan upaya mendalami dan menemukan kem-
bali nilai-nilai yang mendukung keberagaman untuk menggan-
tikan keseragaman dalam rezim yang berbasis nilai-tukar.
Konsep Araghi tentang “relasi-relasi nilai global” sangat
penting dalam mengembalikan fokus teori rezim pangan se-
cara historis, tetapi juga memunculkan pertanyaan ontologis
mengenai “nilai”. Penghisapan bahan pangan oleh kekuatan
kolonial, misalnya, barangkali telah mengurangi ongkos untuk
upah tenaga kerja bagi kapitalis, tetapi konsekuensinya bagi
budaya dan ekologi pangan kolonial juga penting dikemu-
kakan untuk melengkapi ceritanya—darinya kita bisa mema-
hami masalah-masalah “tanggapan ekologis” (Campbell 2009)
dan gerakan-gerakan terkait hak atas tanah, hak-hak buruh/
pekerja sektor pangan, gerakan-gerakan maupun Kerusuhan
terkait pangan (lihat, misalya, Holt-Giménez 2011; Borras et al.
2008; Patel dan McMichael 2009; Borras dan Franco 2012). Te-
kanan-balik (push-back) niscaya muncul dari relasi-relasi da-
lam kekuatan kapital, tetapi tuntutan-tuntutan yang diusung
oleh tekanan-balik itu belum tentu dapat dipahami melalui
perspektif berbasis kapital (Beverly 2004; van der Ploeg 2009).
Bab ini akan mengulas masalah nilai dengan dua cara. Per-
tama, bab ini menawarkan kerangka interpretatif untuk me-
masukkan dimensi-dimensi yang mesti ditambahkan ke dalam
analisis rezim pangan guna mempertanyakan ontologi rezim
ini serta memperkaya perspektif dalam melihat dampak politis
dan analitisnya. Kedua, bab ini mengembangkan pertanyaan
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tentang peran gerakan sosial, dengan memperhatikan implika-
si-implikasi gerakan kedaulatan pangan kekinian.

Relasi-Relasi Nilai

Rezim pangan korporat telah semakin maju membangun mo-
del pertanian yang menilai produknya melulu sebagai komo-
ditas. Dalam hal ini, bioekonomi adalah tahapan tertinggi ko-
modifikasi, dan ini tampak dari fakta bahwa tanaman dapat
sangat beragam peruntukannya. Di sini nilai tukar menghapus
nilai guna, dan tanaman-tanaman budidaya menjadi sasaran
investasi yang sangat variatif—sebagaimana terlihat dalam pe-
manfaatan jagung, kedelai, sawit, dan tebu untuk diolah men-
jadi pangan, pakan, bahan bakar, kosmetik, penstabil, dan se-
bagainya. Alih fungsi tanaman-tanaman tersebut dari makan-
an menjadi nilai-tukar merupakan puncak dari proses fetisisme
(fetishization) atas pertanian, sebagai suatu proses input-hasil
yang digerakkan oleh produksi komoditas secara seragam de-
mi meraup laba. Bagi Via Campesina, inilah yang disebut “per-
tanian tanpa petani”, di mana industrialisasi pertanian pada
hakikatnya adalah pemaduan beragam input pertanian yang
terkomodifikasi (benih, pupuk, antibiotik, material genetik mi-
lik swasta, pestisida, dan sebagainya) dengan tanah atau air
atau usaha-usaha pertanian ala pabrikan yang hasil panennya
dijadikan bahan dasar bagi komoditas-komoditas olahan un-
tuk menggerakkan tenaga kerja atau mesin, tanpa menimbang
konsekuensi-konsekuensi sosial atau ekologis. Dengan kata la-
in, proses abstraksi ini tidak hanya tentang tujuan akhir produk,
tetapi juga tentang relasi biofisik. Kemampuan tanaman untuk
dipertukar-fungsikan bergantung pada proses “penerabasan
biofisik” (Weis 2007), yang mengabaikan atau menganggap
dampak-dampak lingkungan sebagai efek samping belaka. Da-
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lam kasus bahan bakar nabati, dampak-dampak itu bukan la-
gi sekadar suatu “kejahatan kemanusiaan” karena menggusur
budaya-budaya pangan, menurut mantan Pelapor HAM untuk
UN Jean Ziegler, tetapi juga merusak lingkungan. Singkatnya,
tanaman bahan bakar mengancam reproduksi sosial (ekologi
produksi dan manusia), dan kendati mendorong suburnya por-
tofolio investasi (khususnya melalui subsidi besar-besaran) ta-
naman seperti itu mengancam keberlanjutan planet bumi dan
umat manusia sekaligus.

Fetisisme atas relasi-relasi nilai (tukar) memperlihatkan
suatu krisis irasionalitas, baik secara material maupun episte-
mik. Bahan bakar nabati, misalnya, justru meningkatkan emi-
si, tidak dapat mengatasi krisis energi, serta mengancam ta-
nah-tanah komunal, padang gembalaan, dan hutan yang ma-
sih tersisa, ruang hidup bagi sejumlah besar (dan akhirnya
nanti semua) manusia dan tempat produksi sebagian besar
pangan dunia (ETC 2009). Krisis epistemik tampak dalam se-
rangkaian perkembangan—menurut laporan Kaji Cepat Sa-
ins dan Teknologi Pertanian untuk Pembangunan (Assess-
ment of Agricultural Science and Technology for Development
[TAASTD]), laporan UN, serta orRNOP dan gerakan-gerakan ag-
raria—seluruhnya mengisyaratkan bahwa bahan bakar hayati
industrial merupakan bagian dari masalah ketimbang solusi
(lihat, misalnya, Borras, McMichael, dan Scoones 2011). Lebih
jauh, kontribusi mereka terhadap krisis pangan pada 2007-
2008 telah merangsang munculnya gelombang pemikiran
kedua terkait “tekno-birokrasi global” (Wilkinson 2009: 91),
yang meliputi IMF, lembaga penelitian pangan dan kebijakan
dunia International Food and Policy Research Institute (IFPRI),
FAO, World Bank, dan U.K. Gallagher Report (2008), sekali-
pun kebimbangan (jangka pendek) itu telah berkurang dengan
adanya proposal-proposal baru untuk menyusun serangkaian
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kode etik dan skema sertifikasi (bandingkan Borras dan Franco
2010). Bisa dikatakan bahwa kekhawatiran itu menandakan
munculnya gelombang perubahan epistemik. Kemungkinan
akan munculnya pergeseran epistemik juga terjadi di seputar
masalah agraria abad XXI, yang bukan lagi menyangkut kon-
tribusi politis pertanian bagi pembentukan negara, tetapi le-
bih soal nilai pertanian. Yaitu, pertanyaan epistemik tentang
bagaimana kita memahami “nilai”.

Dalam perspektif relasi nilai yang awal mengenai rezim
pangan, lensa akumulasi kapital mengaburkan konsekuensi-
konsekuensi sosial dan ekologis dari pengerukan dan alih
fungsi pangan, yang tadinya bersifat ekologis menjadi dapat
dipertukar-fungsikan. Ini adalah proses akumulatif namun tak-
linear, di mana kapital berupaya mengatasi berbagai hambat-
an untuk berakumulasi. Hasil terkemuka dari proses ini (indus-
trialisasi pertanian, rantai pasokan global, sistem kompleks
protein hewani, supermarketisasi) menyembunyikan mekanis-
me subordinasi, dengan risiko melanggengkan narasi-narasi
dominan, serta apa yang disebut Araghi (2009) sebagai “ilusi
keberlimpahan”. Demikian pula, bentuk-bentuk perlawanan
dan pengalaman-pengalaman pemiskinan/perampasan masih
sering diabaikan. Dan, sebagaimana konsep “transisi nutrisi”
menggambarkan kemajuan menu masyarakat hingga ke sebu-
ah rantai pangan modern sembari mengabaikan kemunduran
menu bagi mereka yang terpaksa kehilangan ekologi pangan,
rezim pangan lebih berfokus hanya pada sisi “yang dike-
nyangkan” ketimbang pada sisi “yang dikenyangkan dan yang
kelaparan” (Patel 2007).

Pada saat bersamaan, lensa akumulasi kapital mengu-
kuhkan suatu ontologi sosial, suatu prinsip pengorganisasi-
an, yang menempatkan relasi-relasi ekologis sebagai aspek
eksternal (McMichael 2011b). Campbell mengusulkan agar
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analisis rezim pangan diletakkan kembali dalam ekologi-po-
litik, usulan yang menekankan adanya berbagai ketegang-
an di dalam rezim-rezim pangan antara abstraksi dan situasi
nyata dari budaya-budaya pangan. Usulan ini mengemuka-
kan masalah ontologis, menegaskan bahwa dunia yang ber-
beda itu tidak hanya mungkin diwujudkan, tetapi memang
sudah ada—Kkhususnya yang menjawab krisis lingkungan
tanpa “mengorbankan” lingkungan, namun justru memulih-
kan dan melestarikan pertukaran metabolis manusia dengan
alam (bandingkan, Schneider dan McMichael 2010; Perfecto,
Vandermeer, dan Wright 2009). Dan di titik inilah interpretasi
atas “nilai” memainkan peran.

Sebagaimana disebut sebelumnya, Araghi (2003) mene-
kankan bahwa rezim pangan lebih tepat dipandang sebagai
suatu “rezim politis dari relasi-relasi nilai global.” Karena po-
sisinya sangat penting bagi reproduksi buruh upahan dan
bentuk-bentuk tenaga kerja lain, kedudukan pangan sangat
mendasar dalam relasi-relasi nilai kapital global. Demikian-
lah sehingga rezim pangan menjadi suatu mekanisme politis
untuk pengurangan ongkos bagi kapital dengan cara mene-
kan harga ‘pangan yang dibeli dengan upah’ (khususnya biji-
bijian dan daging) sebagai suatu input dan/atau nilai tambah
yang penting bagi pangan olahan. Rezim ini juga mengonsum-
si secara berlebihan “‘surplus alam’ dengan mengorbankan
terkurasnya sumberdaya alam di masa depan dan rusaknya
kehidupan biosfer yang tidak dapat diperbaiki” (Araghi 2009:
121). Yang dimaksud dengan surplus alam di sini adalah “po-
tensi surplus waktu-kerja di masa depan” (Araghi 2009: 121),
karena kesuburan alami berdampak terhadap jumlah waktu-
kerja (nilai) yang dibutuhkan untuk reproduksi sosial. Dengan
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demikian, rezim pangan kapital adalah suatu “bentuk transfer
nilai dari surplus alam dan penduduk miskin dunia kepada pa-
ra pelanggan yang lebih makmur” (Araghi 2009: 137).

Dengan demikian, analisis relasi nilai mengungkap bagai-
mana rezim pangan di bawah kuasa kapital mengeksploita-
si tenaga kerja dan alam sekaligus. Menekankan bahwa tin-
dakan bekerja secara bersamaan adalah transformasi alam,
Araghi meruntuhkan oposisi biner masyarakat/alam, dengan
menyatakan bahwa eksploitasi atas tenaga kerja manusia dan
alam pendukungnya adalah satu kesatuan. Dengan cara ini, ‘ni-
lai’ menjadi suatu konsep metodologis, yang memungkinkan
Araghi (dan Marx) untuk memperlihatkan bahwa harga (dan
pembiayaan untuk memulihkan daya dukung lingkungan)
hanyalah cerminan dari fetisisme atas relasi-relasi sosial dan
ekologis yang melekat dalam produksi komoditas. Di sini nilai
menjadi suatu relasi historis yang dijadikan sarana bagi kapi-
tal untuk menggerakkan produksi, sirkulasi, dan akumulasi.
Nilai menjadi faktor penjelas yang kuat mengenai bagaimana
rezim kapital bekerja, termasuk relasi-relasi kontradiktif yang
melekat pada kapital seperti eksploitasi berlebih atas tenaga
kerja dan alam. Akan tetapi, justru karena konsep nilai yang
digunakan Marx (dan Araghi) menekankan kesatuan asali an-
tara tenaga kerja dan alam, konsep ini secara tersirat meng-
akui kemungkinan wujud-wujud lain dari hubungan ini. Yaitu,
“nilai” menempatkan kapitalisme sebagai wujud historis dari
suatu reproduksi sosial yang teralienasi. Dengan demikian, ni-
lai memungkinkan adanya transendensi, yaitu mengekspresi-
kan nilai bukan hanya dalam bentuk harga.
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Meninjau Ulang Masalah Agraria

Transendensi berarti juga merumuskan ulang masalah agraria
sebagai suatu masalah “pangan”, dengan mengakui bahwa se-
bagai suatu nilai guna, pangan punya kapasitas metabolis yang
menghubungkan manusia dengan lingkungannya. Penilaian
ulang atas pertanian seperti ini adalah praktik transenden-
si atas kalkulasi berbasis pasar yang abstrak di bawah rezim
pangan, juga atas bagaimana rezim pangan mengabaikan nilai
ekologi dan budaya-budaya lain demi menciptakan layanan
dari pemampatan ruang-waktu. Dalam hal ini, Joan Martinez-
Alier mengamati bahwa keniscayaan pengerukan oleh kapi-
tal menghasilkan ketegangan “antara waktu ekonomis, yang
bergerak dalam ritme cepat seiring sirkulasi kapital dan suku
bunga, dan waktu geokimia-biologis yang dikendalikan oleh
ritme Alam, ... yang mewujud dalam kerusakan tak terpulih-
kan pada Alam dan pada budaya-budaya lokal yang punya ca-
ra pandang berbeda perihal nilai yang melekat pada sumber-
daya mereka” (2002: 215). Kontradiksi seperti ini mengemuka
pada tambak udang industrial, di mana ketegangan-ketegang-
an antara pelestarian bakau dan ekspor udang merupakan
wujud ketegangan antara bahasa-bahasa (pe)nilai(an) yang
berbeda (ekologi-politik). Demikianlah, Martinez-Alier lantas
mengklaim bahwa tambak udang industrial “menghilangkan
mata pencaharian orang-orang yang hidup langsung dari,
dan menjual, produk-produk berbasis [hutan] bakau. Selain
sebagai sumber mata pencaharian, fungsi-fungsi lain bakau
juga hilang, mungkin tak dapat dipulihkan lagi, seperti perlin-
dungan pantai dari naiknya muka air laut, pembenihan ikan,
penyerapan karbon, lumbung keanekaragaman hayati (misal-
nya, sumberdaya genetis yang tahan salinitas), serta nilai es-
tetis” (2002: 80).
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Di sinilah beragam nilai praktis dihapus oleh abstraksi
harga pasar (“semua udang bisa kau makan”—ilusi keberlim-
pahan). Konsumerisme yang tersertifikasi dan/atau “hijau”
bisa saja mensyaratkan bahwa konsumenlah yang membayar
seluruh “biaya” (lingkungan) melalui subsidi harga, tetapi be-
rapa ongkos “praktis” yang harus dibayar oleh para petambak
yang kehilangan sumberdaya? Maka, sifat kapital yang senan-
tiasa memperbesar diri memaksakan suatu ontologi kekerasan
yang mengutamakan narasi pembangunan tertentu dan menya-
lahpahami atau mengabaikan klaim-klaim kultural lain yang
memiliki beragam pengalaman praktis berbeda. Ketika kapital
memecah belah ekologi dan menjadikannya komoditas, maka
proses-proses hayati menjadi samar (abstrak) dan hilang dalam
logika harga. Tentang abstraksi semacam ini, Marx (1990: 376)
mencatat:

Kapital tidak bertanya tentang berapa lama tenaga kerja
bisa hidup. Kapital hanya tertarik pada berapa besar keku-
atan maksimum tenaga kerja yang dapat dikerahkan da-
lam seharian kerja. Karena mengejar tujuan ini, kapital
mengorbankan usia tenaga Kerja, serupa seorang petani
serakah merampas sebanyak-banyaknya hasil bumi dengan
menguras kesuburannya.

Dengan cara ini, rezim pangan kapital melakukan “penera-
basan nilai” di bawah rasionalitas “modern”. Sementara prak-
tik-praktik ekologis bergerak untuk pemulihan, praktik-praktik
ekonomi bergerak untuk merampok. Praktik-praktik ekologis
menghargai waktu dalam proses-proses hayati (biological time),
dan praktik-praktik ekonomi hanya memperhatikan kecepatan
sirkulasi nilai. Akibatnya, praktik-praktik ekologis (bukannya
ekonomi) dibuat tampak anakronistik dan kedap-perubahan.
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Logika pikir ekonomi ini secara rutin mengesampingkan ben-
tuk-bentuk reproduksi sosial masyarakat tani. Maka: “cara
bertani seperti yang dilakukan kaum tani sering hadir sebagai
praktik-praktik tanpa penjelasan teoretis. Itu sebabnya praktik-
praktik seperti itu tidak dapat dipahami secara memadai, se-
hingga wajar kalau muncul kesimpulan bahwa praktik-praktik
itu tidak ada atau sekedar anomali yang takrelevan” (van der
Ploeg 2009: 19, penekanan saya tambahkan).

Masalah agraria kontemporer, karenanya, berkepentingan
melakukan transendensi atas logika kalkulasi nilai tukar, se-
bagaimana diterapkan pada pertanian. Ini merupakan suatu
isu metodologis, terkait teori Marx yang menempatkan nilai se-
bagai relasi sosial yang mewujud dalam harga, yang menem-
patkan relasi-relasi sosial (dan ekologis) melulu sebagai objek
kalkulasi. Nilai tidak melekat pada kerja, atau alam, tetapi di-
produksi melalui perpaduan tenaga kerja/alam sebagai komo-
ditas yang memiliki nilai tukar. Bagi kapital, nilai hanya berupa
nilai uang (yang ditentukan oleh pertukaran komoditas pada
waktu tertentu), namun teori nilai membongkar pemiskinan
makna seperti itu, dan membuka kemungkinan kritik dan per-
lawanan terhadapnya. Apa yang tampak sebagai rasionalitas
universal hanyalah suatu upaya pengaburan dan penyangkal-
an atas nilai praktis yang berbasis ruang. Dengan kata lain, teo-
ri tentang nilai menyiratkan (tetapi menyembunyikan) adanya
ikatan-ikatan lain dengan ragam bentuk dan pemahaman yang
berbeda tentang nilai. Di bagian selanjutnya saya memapar-
kan argumen bahwa “praktik-praktik kaum tani” mendesak-
kan pengakuan seperti itu melalui upaya-upaya mereka untuk
mengatasi masalah agraria dengan berusaha memperbaiki “pa-
tahan metabolis”.

Salah satu segi dalam peninjauan ulang atas masalah ag-
raria adalah pengajuan gagasan “keanekaguaan” (multifuncti-
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onality) pertanian dalam laporan IAASTD. Akan tetapi, setelah
secara resmi diajukan di OECD, FAO, dan Council of Europe
selama 1990-an, sebagai suatu penamaan bagi pertanian
berkelanjutan, konsep ini tidak luput dari masalah. Selama
proses penyusunan AoA-nya WTO, Uni Eropa telah menco-
ba namun gagal untuk memasukkan “keanekagunaan” seba-
gai salah satu prinsip tata kelola lingkungan. Konsep ini me-
rupakan upaya untuk melampaui simplifikasi mendasar yang
terjadi dalam pertanian industrial, dan menyebutkan bahwa
pertanian “bisa saja memiliki beragam hasil, dan karena itu,
dapat membantu mewujudkan beberapa tujuan sosial sekali-
gus” (OECD 2001). Istilah “hasil” menyiratkan aspek kegunaan
pertanian—berkontribusi terhadap berbagai tujuan seperti pe-
ngelolaan bentang alam, lapangan kerja pedesaan, keaman-
an pangan, dan perlindungan lingkungan. Tetapi dalam kon-
teks pasar, yang akan segera dilakukan adalah penghitungan
kinerja keuangan (audit) dan komodifikasi atas hasil-hasil itu,
dan menempatkan sebagian di antaranya (misalnya pelestarian
lingkungan, lapangan kerja pedesaan) ke dalam kotak “hijau”
dan “biru” agar memenuhi persyaratan untuk pengurangan
subsidi di WTO, sembari terus mengalirkan uang kepada pe-
ngusaha pertanian korporat (McMichael 2011a).

Bagaimanapun juga, keanekagunaan telah tampil sebagai
“narasi tandingan atas visi neoliberal dalam pertanian Eropa”
(Potter dan Tilzey 2005: 590) di kalangan koalisi petani dan ak-
tivis lingkungan. Sebagai narasi tandingan, keanekagunaan di-
pahami sebagai prinsip pemulihan dan pelestarian. Ketimbang
mematok ruang-ruang konservasi tersendiri (lewat proses au-
dit) untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan penyerap-
an polusi, keanekagunaan di sini berarti menjadikan pemulih-
an dan pelestarian ekologis sebagai bagian tak terpisahkan da-
ri praktik pertanian itu sendiri (bandingkan dengan Perfecto,
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Vandemeer, dan Wright 2009). Termasuk dalam koalisi ini ada-
lah gerakan kedaulatan pangan Eropa, Nyéléni Europe, yang
mengangkat keanekagunaan sebagai isu politis dengan meng-
gunakan bahasa yang berbeda mengenai nilai. Perannya sa-
ngat menentukan bagi masalah agraria kontemporer.

Reproduksi Sosial versus Reproduksi Kapital

Kalau masalah agraria yang klasik berfokus pada reproduksi
kapital, gerakan kedaulatan pangan membalikkannya men-
jadi masalah tentang reproduksi sosial yang melekat pada
praktik-praktik pertanian. Dengan begitu, kedaulatan pangan
merumuskan ulang makna modern, melampuai batas-batas
rasionalisme saintifik, untuk mengatasi darurat sosial dan
lingkungan dewasa ini. Visi modernitas seperti ini mengusung
konsep keanekagunaan yang khas secara historis: “reforma
agraria dapat menghentikan eksodus terpaksa yang terjadi
besar-besaran dari pedesaan ke kota, yang membuat kota-kota
berkembang secara tidak berkelanjutan dan tidak manusia-
wi” (Via Campesina 2006). Jauh dari sekedar memperjuang-
kan redistribusi tanah, visi ini juga berupaya membongkar
pandangan bahwa kemajuan itu identik dengan perkotaan,
mempertentangkan antara “planet ladang” dengan “planet
kumuh” sebagai suatu bencana dari kapitalisme neoliberal
(Ajl 2011), serta menempatkan pertanian kembali pada posisi-
nya sebagai kunci bagi reproduksi sosial dan ekologis secara
umum. Kedaulatan pangan bergaung di Tiongkok, di mana
tengah berlangsung juga pengorganisasian kekuatan sosial
kaum tani untuk menghadang langkah-langkah negara dan
pasar yang mengomodifikasi pertanian sebagai sektor indus-
tri dalam rangka mendorong pertumbuhan industri berbasis
perkotaan. Rekonstruksi Pedesaan Baru, sebuah gerakan sosial
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dan koperasi yang meluas muncul di pedesaan sebagai respons
terhadap kian parahnya ketimpangan antara kota dan desa serta
tergerusnya budaya pedesaan; gerakan ini merupakan rajutan
pengorganisasian dan kerja-kerja yang berupaya membangun
kemandirian berbasis tanah melalui praktik-praktik agroeko-
logi dan pemasaran alternatif (Wen 2007; Day 2008; Hale 2013).

Sebagai suatu visi, kedaulatan pangan sejalan dengan alter-
natif-alternatif “kedaulatan atas tanah” (Borras dan Franco
2012). Joao Pedro Stedile, pemimpin Movimiento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST) atau Gerakan Pekerja Tunakisma,
mengatakan:

Sejak Zapatista di Meksiko, atau Julio di Brasil, cita-cita re-
forma agraria didasarkan pada gagasan bahwa tanah ada-
lah milik mereka yang menggarapnya. Sekarang, gerakan
kami mesti jauh melampaui itu. Argumen bahwa ‘jika Anda
menggarap tanah maka Anda punya hak atas tanah tersebut’
tak lagi cukup .... Kami menginginkan suatu transformasi di
sektor pertanian yang menempatkan petani sebagai penja-
ga tanah, suatu cara bertani yang beda, yang memastikan
keseimbangan ekologis dan menjamin bahwa tanah tidak
dilihat sebagai hak individual. (2002: 100)

Dalam pemahaman ini, gerakan kedaulatan pangan menjadi
bagian dari upaya menyusun suatu narasi alternatif (secara
historis) di dalam konteks rezim pangan korporat tetapi tidak
tunduk pada logika rezim itu (McMichael 2005, 2009d). Ini
bukanlah visi yang bersandar pada konsep nilai (pasar) yang
abstrak, namun menandakan munculnya sebuah ontologi po-
litik yang secara langsung memberi arti penting bagi bentuk-
bentuk swa-pengorganisasian melalui jaringan-jaringan kerja-
sama (Holt-Giménéz 2006), termasuk meruntuhkan pemilahan
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kota/desa dan memulihkan patahan metabolis (Schneider dan
McMichael 2010). Ontologi semacam ini dirumuskan dengan
baik oleh Jésus Léon Santos dari Centro de Desarollo Integral
Campesino para la Mixteca (CEDICAM), sebuah lembaga pusat
pengembangan petani di Mixteca, Meksiko, saat menjelaskan
pertanian ladang jagung (milpa) sebagai: “Bukan sebuah cara
memperbaiki kondisi alam—tetapi cara untuk semakin dekat
dengan proses-proses yang alamiah, menjadi sedekat mung-
kin dengan apa yang dilakukan alam” (dikutip dalam Canby
2010: 36). Cara bercocok tanam milpa adalah bentuk pertani-
an keluarga bersifat agroekologis pada lahan-lahan yang nis-
bi kecil berbasis pada siklus tanam jagung, labu, dan kacang-
kacangan, serta sistem bera yang dilengkapi tanaman sela un-
tuk mengusahakan keanekaragaman hayati dan pemberagam-
an menu.

Ontologi tentang swa-pengorganisasian yang berlangsung
di berbagai komunitas dan jaringan petani berangkat dari
praktik-praktik yang sedang berkembang di seluruh dunia. Di
selatan Brasil (Rio Grande du Sol), misalnya, pertanian kede-
lai yang situasinya terus memburuk telah memicu munculnya
perlawanan otonom oleh mayoritas petani (Preschard 2012).
Perlawanan ini diwujudkan dengan menjadikan pemenuhan
kebutuhan sendiri sebagai prioritas baru, yang “merupakan
cara bercocok tanam yang ekonomis karena mengandalkan
sumberdaya internal, memaksimalkan sumberdaya yang terse-
dia dalam unit keluarga, dan produksi-bersama sebagai kete-
rampilan khas tenaga kerja keluarga (Scheneider dan Niederie
2010: 394). Berkembangnya pengolahan pangan langsung di
ladang (on-farm), yang ditemukan pada sepertiga dari 608 la-
dang yang disurvei, berhasil memperbaharui struktur pasar
di tingkat regional dan lokal (Scheneider dan Niederie 2010:
396). “Pluriaktivitas berbasis pertanian” ditemukan di hampir
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setengah dari ladang-ladang tersebut, selain pendapatan dari
luar sektor pertanian. Pendapatan dari aktivitas bercocok ta-
nam komersial semakin ditentukan oleh bagaimana sumberda-
ya-sumberdaya ladang (yang semakin tidak berciri komoditas)
dikelola secara padu.

Di Honduras, gerakan petani Movimiento Unificado Campe-
sino del Aguan (MUCA), sejak krisis pangan 2007-2008, telah
mencoba menyeimbangkan kembali antara tanaman untuk di-
jual dan tanaman untuk dikonsumsi sendiri. Ini melibatkan
penggeseran fokus dari tanaman sawit ke tanaman biji-bijian
pokok (jagung dan kacang-kacangan) sebagai proyek keman-
dirian pangan lokal, lalu diperluas hingga meliputi tanaman-
tanaman yang sudah ada sejak lama seperti yucca, pisang ra-
ja, dan nanas—inilah yang disebut Kerssen (2013: 116) sebagai
“bentuk investasi atas lahan berjangka panjang.” MUCA juga
telah mengembangkan jaringan pasar-pasar pangan skala ke-
cil untuk mendistribusikan hasil panen lokal yang diproduksi
dengan biaya murah. Tanya Kerssen (2013: 217) mencatat bah-
wa koperasi-koperasi ini memang tetap menjual buah sawit
sebagai sebuah “sarana pembangunan”, dengan menggunakan
keuntungannya untuk membiayai produksi biji-bijian pokok,
ternak, perikanan, pembuatan roti dan pertukangan kayu, pe-
ngelasan dan bengkel mobil, sebagai “proyek pemberagaman
ekonomi yang bertujuan untuk meletakkan seluruh ekonomi
kembali ke tangan komunitas dan keluarga lokal.”

Di Meksiko, kebijakan pemerintah dalam era NAFTA cen-
derung mengarah ke penghapusan sektor pertanian skala ke-
cil. Tujuannya untuk mengurangi subsidi bagi “kemiskinan”
2,5 juta keluarga petani jagung lokal. Makin hari makin ba-
nyak petani lokal yang terlempar dari ekonomi formal, “ma-
kin melepas ketergantungan dari pupuk kimia yang mahal dan
mencukupkan diri dengan jagung yang dapat mereka tanam,
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panen, dan jual melalui barter” (Canby 2010: 30). Sementara
para ekonom neoklasik menganggapnya sebagai “mundur ke
subsistensi,” langkah ini menganggap sangat bernilai sistem
produksi dan reproduksi benih-benih lokal yang menjadi ba-
gian dari budaya jagung lokal mereka (Barkin 2002). Langkah
ini juga yang telah memancangkan perladangan milpa yang
“telah diupayakan sedemikian rupa agar bisa tumbuh dari
lingkungan mereka yang berkeanekaragaman hayati melalui
pemeliharaan secara seksama dan tekun” (Canby 2010: 31),
sebagai benteng yang kokoh untuk melawan perubahan iklim
dan penyakit tanaman yang dampaknya bersifat global ketim-
bang hanya lokal. Dengan kata lain, pelestarian sumberda-
ya genetik, sebagai suatu praktik yang ditempa secara lokal,
sangat berpotensi menjadi lebih berguna secara global (pada
waktunya) ketimbang klaim-klaim universal para pengusung
agroindustri.

Di berbagai dataran tinggi Guatemala, pelestarian keane-
karagaman genetik di ladang yang dilakukan petani sangat
mengandalkan pasar di luar ladang, migrasi lintas-negara, dan
pekerja ladang upahan untuk mendukung pertanian model
milpa, “bahkan ketika lebih hemat untuk membeli makanan
di pasar [menyiratkan] bahwa pertanian untuk kebutuhan sen-
diri menghasilkan keuntungan-keuntungan yang melampaui
nilai pasar dari tanaman tersebut” (Isakson 2010: 740). Data
dari 120 unit ladang, di mana 97% menerapkan sistem cocok
tanam milpa untuk konsumsi sendiri, menunjukkan bahwa se-
luruh pemilik lahan juga mencari pendapatan di luar ladang.
Kerja di luar sektor pertanian seperi itu (termasuk migrasi)
dan penanaman tanaman komersial itu menguatkan pertani-
an milpa, “praktik yang tidak bisa diukur melulu dari nilai pa-
sar hasil panennya” (Isakson 2010: 735-737). Artinya, bertani
dengan pendekatan keanekaragaman hayati seperti itu lebih
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dari sekadar memproduksi nilai tukar. Pendapatan dari kerja
di luar pertanian, termasuk yang berasal dari produksi komodi-
tas skala kecil (khususnya barang-barang kerajinan) dilihat se-
bagai pelengkap bagi pemenuhan kebutuhan sendiri (Isakson
2010: 738, 743)—bertolak belakang dengan Kementerian Perta-
nian yang mengklaim bahwa “Jagung lokal tidak menguntung-
kan. Kami mencoba untuk menghambat pembudidayaannya.
Kami ingin agar para petani kecil punya lebih banyak macam
tanaman” (dikutip dalam Isakson 2010: 749).

Penelitian Ryan Isakson mengingatkan kita bahwa nilai
milpa lebih dari sekadar nilai pasar jagung lokal dan tanaman
lain, juga bahwa milpa diarahkan oleh relasi-relasi sosial di
mana ladang itu berada, termasuk misalnya, berlangsungnya
diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja sedemikian ru-
pa sehingga “banyak pihak menilai penggunaan tenaga kerja
perempuan di milpa adalah bentuk pemanfaatan sumberdaya
rumah tangga secara rasional” (Isakson 2010: 752). Berlawan-
an dengan klaim bahwa subsistensi adalah sebuah langkah
mundur atau tindakan putus asa, para petani kecil menjalan-
kan milpa “sebagai ungkapan identitas kultural, sebagai sarana
untuk menguatkan ikatan sosial, sebagai bentuk pemenuhan
pangan yang melawan mekanisme pasar yang mudah berubah
dan tak menentu, dan sebagai penolakan atas komodifikasi pa-
ngan secara menyeluruh” (Isakson 2010: 755).

Dalam kondisi krisis, tekanan pemerintah untuk mengomo-
difikasi pangan secara global adalah tindakan menyepelekan
gelombang besar swa-pengorganisasian sebagai bentuk perta-
hanan terhadap pasar global—dan ditambah lagi kini dengan
perubahan iklim—yang dipraktikkan oleh kaum tani di seluruh
dunia (McMichael 2010). Pertanian untuk perlindungan alam,
yang mengembalikan kesuburan ke tanah melalui kompos, ta-
naman penyubur, dan penggunaan tanaman sela adalah cara
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lazim dalam pengolahan tanah. Di Afrika timur dan selatan,
di lingkungan dengan curah hujan lebih rendah, lembaga pe-
lestarian alam Africa Center for Holistic Management (ACHM)
memelopori pemanfatan ternak untuk memulihkan tanah, dan
“memperlihatkan kembali apa yang telah dihasilkan oleh ka-
wanan hewan liar seperti kerbau dan kambing Afrika (wilde-
beest) selama ribuan tahun” (Wilson 2012: 79). Di wilayah Ta-
houa, Niger, para petani kecil (utamanya perempuan) telah
mengklaim kembali 280.000 hektare tanah yang sudah rusak,
menyusul krisis lingkungan pada 1980-an dan krisis politik pa-
da 1990-an, dan dengan tindakan itu mereka telah meningkat-
kan keamanan pangan keluarga dan mengembangkan teknik-
teknik bercocok tanam pada musim kering, sehingga “menurut
statistik FAO, Niger memproduksi 100.000 ton bawang kering
pada 1980, namun mencapai 270.000 ton pada 2004, tahun
yang dilanda kemarau panjang” (Reij 2006).

Sementara reproduksi sosial selalu diabaikan oleh korpo-
rasi, lembaga-lembaga pembangunan, dan negara, karena me-
reka menganut perspektif pasar, bisa juga dikatakan bahwa di-
mensi gender dari reproduksi sosial senantiasa diabaikan da-
lam penelitian ekonomi-politik (termasuk penelitian rezim pa-
ngan) (Razavi 2009: 207). Sekurang-kurangnya ada dua dimensi
yang diabaikan di sini: pertama, dominannya jumlah perem-
puan yang bekerja di ladang (70% dari produksi dan pengolah-
an pangan di Afrika); dan kedua, buruknya mekanisme redistri-
busi di bawah neoliberalisme telah menyebabkan semakin ba-
nyak perempuan mesti bekerja di sektor informal atau sektor
yang tidak terkomodifikasi, guna memenuhi kebutuhan keluar-
ga (Whitehead 2009)—satu contoh nyata dampak dari cara kerja
kapital yang bertumpu pada “pemiskinan reproduksi”. Shahra
Razavi mencatat bahwa argumen-argumen yang mendukung
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redistribusi tanah untuk perempuan, sebagai petani yang lebih
“efisien”, mengabaikan aspek ketimpangan gender (misalnya,
bahwa petani perempuan relatif tidak punya akses atas input
pertanian), sehingga efisiensi petani perempuan “sudah pas-
ti berarti derita dan terkurasnya tenaga kerja keluarga” (2009:
204).

Peran khusus perempuan dalam reproduksi sosial dan eko-
logi punya nilai universal. Di forum Terra Preta (Roma 2008),
seorang perwakilan dari Jaringan Organisasi Petani dan Pro-
dusen Pertanian Afrika Barat melaporkan bahwa benih ha-
sil pemilahan secara fleksibel oleh petani perempuan telah
mampu bertahan di musim kering, juga bahwa praktik-prak-
tik dan capaian-capaian ini sedang didokumentasikan. Dalam
kajiannya mengenai pengelolaan keanekaragaman benih di
Dataran Tinggi Deccan yang kering, di India Selatan, Carine
Pionetti (2005) mendokumentasikan nilai kerja perempuan da-
lam membangun suatu “ekonomi benih tingkat lokal” mela-
lui pertukaran benih, suatu praktik yang sangat berarti secara
ekologis, ekonomis, sosial, dan kultural. Bertolak belakang de-
ngan monopolisasi benih di bawah sistem paten yang disukai
industri pembangunan:

Pertukaran benih varietas tanaman lokal yang berlangsung
tanpa henti membuat sumberdaya genetik hidup terus dari
satu ladang ke ladang lain dalam lingkup satu desa atau le-
bih luas. Pengelolaan sumberdaya genetik secara dinamis
seperti ini membuat sistem pertanian tradisional lebih sta-
bil, meningkatkan daya adaptasi tanaman lokal terhadap
kondisi lingkungan yang terus memburuk, dan mengurangi
risiko penggerusan genetik. Pertukaran benih juga mem-
bantu memastikan bahwa tanah tidak akan menganggur
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karena kekurangan benih, sehingga menghindari pengge-
rusan tanah serta meningkatkan unsur organik tanah dan
kapasitasnya menyimpan air. (Pionetti 2005: 154)

Pemuliaan benih meminimalisir risiko, meningkatkan keane-
karagaman tanaman dan nutrisi; memberi perempuan “ke-
mandirian dan daya tawar di dalam keluarga” (Pionetti 2005:
xiv); memungkinkan perempuan hanya menanam benih yang
sesuai kebutuhannya, kondisi lingkungan, dan iklim terten-
tu; memungkinkan penanaman dilakukan pada saat yang te-
pat; dan menghasilkan aset (benih bisa menjadi alat tukar,
khususnya bagi perempuan dengan sedikit sumberdaya). Benih
berarti keamanan “pengetahuan bersama” (Holt-Giménez 2006:
97)—sebuah pertahanan melawan serangan agrobisnis dan ne-
gara yang dipaksa mengadopsi pertanian berorientasi “rantai
nilai”, dan karenanya benih telah menjadi “arena pertarungan”
(Bezner Kerr 2010). Begitu tergabung ke dalam “rantai nilai”,
petani jadi tergantung pada sebuah rantai produksi “di mana
pilihan-pilihan input dan penggunaan hasil panen sedari awal
telah ditentukan oleh perusahaan-perusahaan kimia-pertanian
dan pengolahan pangan” (Pionetti 2005: xv). Penelitian Elisa
Da Via (2012) di Eropa menggarishawahi kaitan antara jejaring
pemulia benih dan maraknya promosi pertanian ekologis da-
lam menguatkan keterpaduan, daya lenting, dan terjaminnya
mata pencaharian.

Laporan ActionAid berjudul We know what we need: South
Asian women speak out on climate change adaptation (‘Kami
tahu yang kami butuhkan: Perempuan Asia Selatan berbicara
tentang adaptasi perubahan iklim’) mencatat bagaimana pe-
tani di lembah Sungai Gangga di perbatasan Nepal, India, dan
Bangladesh mengelola mata pencaharian dalam kondisi mu-
sim angin yang tak menentu. Hal ini membuktikan “bahwa
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perempuan di wilayah miskin telah mulai beradaptasi terhadap
perubahan iklim dan sangat paham apa yang mereka butuh-
kan untuk menjamin dan mempertahankan penghidupan me-
reka secara lebih efektif” (2007: 4). Biasanya, lembaga-lembaga
pembangunan tidak diarahkan untuk mendukung kecerdas-
an petani kecil, sebab agen-agen ini umumnya merasa sudah
tahu “apa yang mereka butuhkan.” Di zona ekologis lain, di
tanah-tanah kering Dataran Tinggi Deccan, di mana berba-
gai macam varietas tanaman tadah hujan tumbuh, termasuk
sorgum, jawawut, kacang-kacangan, dan biji-bijian pengha-
sil minyak, “hubungan simbiotik antara tanaman-tanaman ini
memberi solusi bagi banyak masalah yang dihadapi pertani-
an India masa kini semisal pengolahan tanah dan kesubur-
annya, pengendalian hama serta peredaman risiko dan ketak-
menentuan” (DDS Community Media Trust et al. 2008: 35).
Sementara keanekaragaman hayati itu memungkinkan masya-
rakat-masyarakat tani untuk mengelola kondisi iklim di ling-
kungan yang rapuh, logika pikir nilai berbasis pasar meng-
abaikan “betapa bernilai keanekaragaman hayati yang ada bagi
petani dalam memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan obat-
obatan.” Demikianlah:

Jumlah jenis tumbuhan pangan “liar” yang dipanen di dis-
trik Medak (Andhra Pradesh) jauh melampaui jumlah spe-
sies tanaman yang sudah dibudidayakan. Sekitar 8o spesi-
es tumbuhan yang belum dibudidayakan digunakan untuk
pangan lokal, dan lebih banyak lagi spesies tumbuhan itu
termasuk akar, umbi-umbian, dan buah-buahan. Spesies
“liar” yang sangat beraneka jenis ini termasuk daun-da-
unan hijau, jenis beri, dan buah-buahan merupakan sum-
ber banyak jenis nutrisi .... Sebagian besar dari tumbuhan
itu kaya akan kalsium, besi, karoten, vitamin C, riboflavin,
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dan asam folat. Dengan begitu, tumbuh-tumbuhan itu me-
rupakan anugerah bagi ibu hamil dan baru melahirkan
serta bagi anak-anak. Karena tersedia tanpa memerlukan
biaya, tumbuh-tumbuhan ini adalah anugerah bagi kaum
miskin. Kaum Dalit tahu mengenai hal ini dan telah menja-
dikan bahan-bahan makanan ini bagian terpadu dari sistem
pangan mereka. (DDS Community Media Trust et al. 2008: 35)

Problem utamanya di sini, pada akhirnya, bersifat episte-
mik. Praktik-praktik lokal menganggap sangat bernilai, dan ber-
gantung pada, ekosistem setempat dan jejaring tenaga Kkerja.
Sebagai contoh, untuk mereklamasi Kawasan-kawasan Sahara,
“tingginya jumlah penduduk bukanlah suatu beban (liability),
melainkan faktor mendasar bagi penyediaan tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk mengolah lahan, membangun terasering,
dan menghimpun air di embung-embung untuk irigasi, dan un-
tuk mengendalikan rumput, merawat lahan, memberi makan
ternak dan menebar kotorannya [di ladang]” (Lim 2008). Logi-
ka pikir modernitas mengabaikan pentingnya tenaga kerja dan
pengetahuan praktis petani, dan mengharapkan petani mele-
bur ke dalam wilayah-wilayah perkotaan dan/atau pekerjaan
upahan. Pandangan awam yang menganggap pertanian skala
kecil sudah usang berasal dari anggapan lazim bahwa perta-
nian subsisten atau nyaris-subsisten adalah wajah kemiskin-
an, yang berarti mereka tidak punya atau nyaris tidak punya
pendapatan. Adalah menyesatkan jika kita berasumsi bahwa
pertanian ala kaum tani (peasant farming) merupakan tahap
perkembangan awal pertanian, seolah-olah kondisi agraria ti-
dak pernah berubah sepanjang waktu. Bercocok tanam dan
tenaga kerja pertanian terus-menerus beradaptasi, terlebih sa-
at menghadapi kondisi-kondisi yang terus memburuk. Kendati
bukan keadaan yang romantis, ketangguhan para petani kecil
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yang mengelola lahan kecil, atau bahkan tunakisma, adalah
alasan mengapa mereka masih bertahan hingga kini (Holt-
Giménez 2006; Desmarais 2007: 19). Bahkan, kajian ekstensif
van der Ploeg (2009) di Peru, Italia, dan Belanda, menunjukkan
bahwa kini sedang terjadi proses “pembentukan kembali kaum
tani” (repeasantization), mirip dengan contoh-contoh di atas,
yang terjadi di Meksiko, Brasil, dan Burkina Faso (lihat juga
Altieri dan Toledo 2011; Corrado 2010; Vanhaute 2008).

Pembentukan Kembali Kaum Tani:
Menilai Ulang Masalah Agraria?

Van der Ploeg membedakan konseptualisasinya mengenai ka-
um tani atau kepetanian (peasantry) dari konsep yang bersi-
fat historis yang membatasi kaum tani atau kepetanian seba-
gai sesuatu yang hanya ada di masa lalu dan/atau di pinggir-
an, yang merujuk pada “kondisi petani” (2009: 34). Kondisi
ini disebabkan oleh krisis rezim pangan korporat, atau apa
yang ia anggap sebagai sistem rezim pangan yang digerak-
kan oleh logika rantai-pasokan. Kondisi ini berpusat pada
praktik produksi-bersama antara kaum tani dan alam, yang
“dimaksudkan untuk dan mewujud sebagai penciptaan dan
pengembangan basis sumberdaya yang dikuasai dan dikelo-
la secara mandiri,” yang dapat diperkuat dengan keterlibatan
dalam pluriaktivitas/aktivitas-aktivitas nonpertanian lainnya
(van der Ploeg 2009: 23, 33). Dengan demikian, sementara su-dut
pandang pasar menggambarkan pertanian kaum tani seba-gai
sesuatu yang mandek, nyatanya reproduksi dan pemba-ngunan
basis sumberdaya merupakan faktor pembentuk kaum tani dan
menjadi prasyarat bagi pembebasan mereka.

Dalam hal ini, van der Ploeg (2009: 40) menekankan bahwa
“kaum tani Eropa jauh lebih ‘petani’ daripada banyak petani
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di negara-negara berkembang, dan ini menjelaskan mengapa
mereka relatif lebih sejahtera.” Karena itu, ia merumuskan ka-
tegori universal atas kondisi petani, berbeda dengan asumsi
awam yang menempatkan kaum tani pada posisi pinggiran di
kawasan-kawasan rintisan bercorak kapitalis (capitalist fron-
tier) yang terus menguat di negara-negara Selatan. Ia memberi
tempat bagi kaum tani modern pada masa kini, dan pada sa-
at yang sama merobohkan makna peyoratif tentang “petani”
dalam ontologi-ontologi bercorak modernis yang menghapus
kondisi petani karena menganggapnya terbelakang atau pra-
modern.

“Corak produksi pertanian kaum tani” modern didefinisi-
kan sebagai “penciptaan dan peningkatan sebanyak mungkin
nilai tambah”—menghasilkan pendapatan dengan cara meme-
lihara dan memperbesar sumberdaya-sumberdaya yang dike-
lola secara mandiri (van der Ploeg 2009: 24). Corak produksi
ini berbeda dengan “pertanian wirausaha” yang diarahkan un-
tuk merebut sumberdaya milik orang lain dan juga nilai tam-
bah dari sumberdaya yang dikuasai, juga berbeda dari “per-
tanian kapitalis” yang mengutamakan pencarian laba (van
der Ploeg 2009: 42-43). Corak produksi pertanian kaum tani
mengaktifkan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia (yaitu
sumberdaya yang diproduksi dan direproduksi melalui daur
produksi sebelumnya) melalui intensifikasi berbasis tenaga
kerja, yang diperkuat oleh hubungan timbal-balik di dalam ja-
ringan kaum tani yang memang dijalankan demi penambahan
nilai. Kemungkinan beralih dari nilai-tambah ekonomis ke ni-
lai-tambah ekologis berpijak pada prinsip: “semakin usaha tani
tidak terhubung dengan pasar-pasar besar di hulu (dan kontrol
kekuatan imperial yang mengakar di dalamnya), semakin besar
ruang manuver untuk menciptakan alternatif baru di sisi hilir”
(van der Ploeg 2009: 20).
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Transisi semacam itu memberi ruang bagi klaim epistemik:
bahwa pertanian kaum tani berbeda dari bentuk-bentuk usa-
ha tani lain dalam hal mengutamakan nilai ekologis. Dalam
pemahaman ini, corak bertani seperti ini tak terpikirkan da-
lam cara pandang modernis, dengan posisi penting tenaga
kerja sebagai sifat utamanya. Sementara itu, kegiatan-kegiat-
an komersial diarahkan melulu untuk berakumulasi dengan
mengganti tenaga manusia dalam proses produksi. Sehing-
ga, pertanian industrial melihat tenaga petani kecil sebagai
pemborosan, dan merampas pengetahuan praktis dengan me-
miskinkan keterampilan petani melalui penggunaan input-in-
put olahan industri, terutama dalam hal teknologi benih yang
menerabas kekayaan ekologis setempat dan mengurangi ke-
butuhan tenaga kerja (Kloppenburg 1988). Bagi van der Ploeg,
tingginya penggunaan tenaga kerja adalah ciri pembeda corak
produksi pertanian kaum tani. Sebaliknya, cara pandang mo-
dernis menganggap kerja ala kaum tani sudah ketinggalan za-
man dan terhambat oleh keterbatasan sumberdaya (fisik, alih-
alih biofisik), sehingga pertanian subsisten yang dihasilkannya
“tidak sanggup menggerakkan pembangunan” (van der Ploeg
2009: 46). Sebagai tanggapan, “intensifikasi berbasis tenaga
kerja muncul sebagai satu jalur pembangunan strategis, jika bu-
kan keniscayaan” (van der Ploeg 2009: 48), di mana nilai eko-
logis punya logika positifnya tersendiri:

Pertukaran dengan alam yang tidak tunduk pada logika
komoditas adalah argumen pembelaan penting: semakin
besar usaha tani mengandalkan modal ekologis, semakin
murah biaya produksinya. Modal ekologis, bila dipelihara
dengan baik, juga memungkinkan pola pertumbuhan yang
terlepas dari pasar-pasar utama penyedia faktor-faktor
produksi dan input-input lainnya: ternak dikembangkan
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dan diperbaiki kualitasnya melalui pengembangbiakan dan
seleksi benih di ladang; ladang terolah dengan baik dan
menjadi lebih subur; pengalaman-pengalaman baru diter-
jemahkan ke dalam pengetahuan yang terus meluas. (van
der Ploeg 2009: 4-5)

Konsep “modal ekologis” menganggap pertambahan nilai se-
bagai tujuan sekaligus hasil dari pertanian kaum tani. Nilai
di sini bergantung pada pengurangan input-input yang mesti
dibeli, khususnya ketika sumberdaya-sumberdaya pertanian
telah digerakkan kembali oleh nilai-guna ketimbang nilai-
tukar. Sebagai praktik, di sini pertanian tidak tunduk pada
logika komoditas—mengalami dekomodifikasi—bahkan jika
tanaman dan ternak tetap dijual, dan dengan begitu membuat
petani mencapai emansipasi karena terbebas dari utang dan
input-input pertanian yang dibakukan. “Penambahan nilai”
melipatgandakan nilai reproduktif sumberdaya-sumberdaya
pertanian, alih-alih berkontribusi pada akumulasi kapital da-
lam rantai-nilai eksternal. Dengan begitu, “modal ekologis”
merupakan bentuk alternatif pertambahan nilai yang meru-
pakan inti dari usaha tani (walaupun pertanian ini mungkin
menghasilkan nilai-tukar berbasis pasar, namun kini syarat-
syaratnya ditentukan oleh petani sendiri).

Kedaulatan Pangan

Bisa dikatakan, “modal ekologis” sejalan dengan “kedaulatan
pangan”. Karena menggunakan bahasa konvensional, kedua
istilah ini terkesan problematis. “Kedaulatan pangan” adalah
bentuk strategi politik bernuansa esensialisme, yang meng-
gunakan idiom ‘kedaulatan’ untuk mendapatkan kembali da-
lam jangka pendek basis yuridis yang telah hilang, namun
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merumuskan ulang makna istilah itu dalam jangka panjang
(McMichael 2006). Hal yang sama bisa berlaku bagi istilah “mo-
dal ekologis”. Artinya, masing-masing konsep ini mengangkat
ketegangan yang terjadi dalam kapital sebagai isu politik, yak-
ni arena ketegangan perihal bagaimana nilai dipahami, dengan
menawarkan pemahaman lebih kokoh tentang “nilai guna”
yang menggarisbawahi pentingnya reproduksi ekologi dan bu-
daya (ketimbang kapital). Singkatnya, konsep “pembentukan
kembali kaum tani” ala van der Ploeg menyarankan sebuah te-
ori sosial tentang suatu kebangkitan, yang berlangsung bersa-
maan dengan politik kedaulatan pangan yang membebaskan,
yang dipicu oleh kondisi-kondisi pemiskinan (material dan epis-
temik) di bawah proyek neoliberal (McMichael 2008).

Ketika meletakkan “penambahan nilai” dan “modal ekolo-
gis” secara berdampingan, van der Ploeg menunjukkan sifat ca-
ir dan tumpang-tindih tiga tipe usaha tani yang ia kategorikan
(pertanian ala kaum tani, pertanian wirausaha, dan pertani-
an kapitalis). Dalam ranah praktis, ini memungkinkan terjadi-
nya mutasi (dan saling memengaruhi) antara tipe-tipe terse-
but, khususnya antara pertanian ala kaum tani dan pertanian
wirausaha. Penelitiannya menempatkan “kaum tani” dalam
ruang/waktu yang agak spesifik. Semakin penting posisi “mo-
dal ekologis”, di mana keluarga petani mampu mengelola sum-
berdaya di luar dan dalam usaha tani dan posisinya menja-
di stabil secara material, semakin besar pula kemungkinan
emansipasi dan dampak dari sistem pertanian ala kaum tani
secara sosial-politik—berikut konsekuensi-konsekuensinya ter-
hadap pembangunan. Setidaknya di Eropa, bila pertanian ka-
um tani “dengan mudah dikembangkan sebagai pertanian ber-
aneka guna ... pertanian wirausaha akan jauh lebih sulit mela-
kukan hal serupa ... akan dibutuhkan penciptaan lapangan
kerja dan tingkat upah yang tinggi di wilayah pedesaan baru
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Uni Eropa yang tengah membesar ... Pembentukan kembali
kaum tani akan terjadi sebagai suatu kebutuhan material (ji-
ka belum demikian)” (van der Ploeg 2009: 285). Jaringan se-
rikat tani Eropa Coordination Paysanne Européene (2003) me-
negaskan, “mempertahankan jumlah orang yang bekerja di
sektor pertanian bukan pertanda ‘keterbelakangan’ ekonomi,
melainkan suatu nilai tambah.”

Dalam pengertian yang lebih visioner, penggunaan istilah
“modal ekologis” menegaskan pentingnya penilaian ulang atas
masalah agraria kontemporer. Dengan demikian:

Dalam hal ini, permulaan abad XXI menampakkan suatu
patahan yang jelas: tanah kembali menjadi isu utama. Ini
jelas terlihat dari bagaimana tanah kembali menjadi objek
perjuangan kaum tani ... juga objek “pencaplokan lahan
besar-besaran” .... Lebih daripada itu, posisi penting tanah
juga tampak dari fakta bahwa tanah kini dilihat sebagai
modal ekologis. Usaha tani sekali lagi dipahami, dan di-
praktikkan, sebagai produksi-bersama: interaksi dan saling
mengubah antara manusia dan alam-hidup. Usaha tani ti-
dak hanya bersandar pada “pertukaran ekonomis”, tetapi
juga pada “pertukaran ekologis”. (van der Ploeg 2010: 4)

Intinya, kalau para produsen menjalankan pertaniannya de-
ngan prinsip “pertukaran ekologis”, maka “pertukaran eko-
nomis” yang mengikutinya kemungkinan hanya akan berlang-
sung dalam pasar lokal dan regional, dan dengan begitu me-
nempatkan agroekologi dan reorientasi nilai nonpasar pada
posisi sangat penting.

Penilaian ulang (revaluation) di sini bermaksud bahwa
pertarungan penting yang kini berlangsung di dalam masa-
lah agraria memiliki keterkaitan dengan kedaulatan atas ta-
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nah (Borras dan Franco 2012). Bagi kaum tani abad XXI yang
sedang bangkit, pertarungannya tidak hanya mengamankan
kepemilikan tanah, tetapi juga kembali menguasainya (melalui
pemulihan hayati dan praktik-praktik pertanian ekologis yang
mengembalikan kesuburan tanah) agar sumberdaya yang ada
dibangun dan dipahami sebagai “modal ekologis”. Semua ini
bertujuan untuk memulihkan hak-hak (termasuk hak-hak pe-
rempuan) atas tanah, menjamin identitas teritorial/kultural
(bandingkan Escobar 2008), juga untuk meneguhkan kembali
kedaulatan pangan. Perebutan-kembali (reklaim) tanah meli-
puti upaya mengamankan konsepsi baru tentang “kewarga-
an agraria” (agrarian citizenship) (Wittman 2009), suatu usul-
an yang diajukan oleh MST Brasil dalam upaya meninjau
ulang posisi tenaga kerja pertanian dalam politik ketubuhan
(kewarganegaraan tidak dipahami melulu dalam bias urban),
serta menjadikan pemeliharaan lingkungan (environment ste-
wardship) bagian dari pemahaman kolektif tentang kewar-
ganegaraan.

Bentuk reklaim tanah politis seperti itu, yang dimaknai se-
bagai “kedaulatan atas tanah”, menggabungan reaksi “kaum
tani baru” akan otonomi dengan mobilisasi kaum tani dan tu-
nakisma, sebagai bentuk politik emansipatoris dalam gerakan
kedaulatan pangan (Desmarais 2007, Borras 2004). Emansipa-
si yang ingin dicapai di sini adalah pembebasan dari relasi-
relasi nilai neoliberal yang kian mendalam, yang menggiring
dan menyingkirkan produsen kecil serta merusak ekosistem.
Kedaulatan tidak hanya bermakna hak untuk berproduksi, te-
tapi juga untuk mengontrol produksi, dan kedaulatan pangan
“adalah suatu prinsip dan gaya hidup etis yang tidak berko-
relasi dengan denifisi akademis melainkan muncul dari proses
kolektif dan partisipatif” (Stedile dan de Carvalho 2011: 25; lihat
juga Patel 2009).
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Pada titik ini, pertanyaan perihal hak menjadi sangat pen-
ting secara moral maupun politis. IAASTD memandang kedaulat-
an pangan sebagai “suatu upaya moral yang bertolakbelakang
dengan proses ekonomi globalisasi yang digerakkan pasar,”
suatu upaya merebut kekuasaan dari kendali korporat/sainti-
fik agar kekuatan rakyat sendiri melakukan “produksi pengeta-
huan sosial dan ekologis” (dikutip dalam Ishii-Eitemann 2009:
691). Sebagaimana dicatat Sofia Monsalfe (2012: 13): “umum
diketahui bahwa WTO dan rezim perlindungan investasi inter-
nasional punya kuasa atas mekanisme sanksi, sementara sis-
tem milik lembaga HAM UN (UNCHR) tidak memilikinya. Selain
itu, rezim hukum perdagangan dan investasi masih belum me-
nerima supremasi hukum HAM internasional.”

Secara konkret, menurut Deklarasi Nyéléni (2007), kedau-
latan pangan adalah “hak rakyat atas pangan sehat dan layak
secara kultural, yang diproduksi melalui metode-metode yang
benar secara ekologis dan berkelanjutan, juga hak untuk me-
rumuskan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri” (2009:
673). Sembari berjuang untuk Konvensi Internasional Hak-Hak
Petani, yang meliputi petani, tunakisma, dan masyarakat adat
yang menggarap lahan, Via Campesina mengakui bahwa nama
“Via Campesina” berarti “proses budaya petani, ‘jalan’ petani.”
Paul Nicholson (2009: 678—680), seorang anggota pendiri La Via
Campesina, menambahkan:

Debatnya bukan pada istilah “pengusaha tani” (farmer) atau
“petani” (peasant). Debatnya lebih tentang proses kohesi
... Suatu proses akumulasi kekuatan dan fakta-fakta yang
terhimpun dari warga di seluruh planet Bumi. Kedaulatan
pangan bukan sekadar perlawanan, sebagaimana ribuan
perlawanan yang ada, melainkan sekaligus usulan yang
mengemuka dari gerakan-gerakan sosial, dan tidak terba-
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tas pada gerakan petani. Dari gerakan-gerakan lingkungan,
misalnya, muncul banyak inisiatif untuk menyusun ran-
cangan mengenai pemulihan hak-hak maupun kebijakan-
kebijakan. Prosesnya berlangsung secara otonom dan inde-
penden. Tidak ada komite pusat, dan kedaulatan pangan bu-
kanlah warisan organisasi apa pun. Ini bukan proyek La Via
Campesina, bahkan bukan juga proyek kaum tani saja. Ini
adalah suatu prakarsa strategis, berdasarkan prinsip-prin-
sip perjuangan dan tujuan-tujuan jelas, yang datang dari
gerakan-gerakan sosial, bukan dari institusi atau organisa-
si tertentu. Ini dibangun dari tingkat lokal, dan kami akan
terus menghimpun kekuatan menuju terbentuknya gerakan
nasional dan ekspresi internasional.

Singkatnya, kedaulatan pangan adalah suatu gerakan per-
adaban, yang menggabungkan dua hal: kritik atas konsep
“keamanan pangan” neoliberal (sebagai permainan kuasa
korporat dan siasat penuh percaya diri dalam menganggap
ekspor pertanian identik dengan “memberi makan dunia”),
dan prinsip-prinsip bersifat jangka panjang tentang ‘penen-
tuan nasib sendiri’ yang dirumuskan kembali sebagai hak de-
mokratis bagi dan milik warga dan umat manusia. Etika in-
ti—pangan sebagai hak, bukan komoditas—adalah ekspresi
kontemporer dari upaya menjadikan “keamanan pangan” seba-
gai isu politis. Pada saat bersamaan, kedaulatan pangan me-
nantang rezim pangan kapital secara umum, sebagai sebuah re-
zim yang mewujud sebagai struktur yang menundukkan kera-
gaman nilai-guna di bawah kendali tata politik yang berorien-
tasi pada nilai-tukar, yang dalam prosesnya menciptakan “re-
zim kelaparan”.

Gerakan kedaulatan pangan semakin matang dengan
makin kuatnya komitmen terhadap pertanian agroekologis.
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Miguel Altieri mendefinisikan agroekologi sebagai suatu ilmu
pengetahuan dan serangkaian praktik yang khas di tiap-tiap
tempat. Prinsip intinya adalah “mendaur ulang unsur hara dan
energi di ladang, ketimbang mengenalkan input dari luar; me-
nguatkan unsur hara tanah dan aktivitas biologis tanah; men-
diversifikasi spesies tanaman dan sumber genetik dalam per-
tanian agroekosistem sepanjang ruang dan waktu; memadu-
kan tanaman dan ternak serta mengoptimalkan interaksi dan
produktivitas usaha pertanian sebagai sistem yang menyelu-
ruh, ketimbang produktivitas berbasis hasil dari masing-ma-
sing spesies” (Altieri dan Toledo 2011: 588).

Sejumlah kajian menyimpulkan bahwa panenan pertanian
organik/agroekologis (versus pertanian nonorganik) cukup un-
tuk memenuhi rata-rata konsumsi kalori harian di seluruh dunia
saat ini (Pretty dan Hine 2001; Pretty, Morison, dan Hine 2003;
Badgley et al. 2007). Jules Pretty et al. (2006) membandingkan
286 proyek di atas 37 juta hektare lahan di 57 negara Selatan,
dan menemukan bahwa teknik-teknik agroekologi meningkat-
kan produktivitas tanaman rata-rata 79% di lebih dari 12 juta
ladang, ditambah perbaikan daya dukung lingkungan secara
luas. Catherine Badgley et al. (2007) meneliti 293 kasus berda-
sarkan data global, dan menemukan bahwa pertanian organik
di negara-negara Utara rata-rata menghasilkan panenan sebe-
sar 92% dari seluruh panenan pertanian konvensional, teta-
pi di negara-negara Selatan pertanian organik menghasilkan
80% lebih banyak panenan daripada pertanian konvensional.
Lebih jauh, mereka menemukan bahwa pangan yang cukup
dapat diproduksi secara organik untuk memberi makan dunia,
bahkan tanpa menambah luasan lahan, dan bahwa tanaman
pelindung jenis polong-polongan dapat memastikan kecukup-
an nitrogen untuk menggantikan penggunaan pupuk sintetis
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yang berlangsung saat ini (yang karena digunakan secara ber-
lebihan telah memperburuk kesehatan tanah).

Kuba menawarkan contoh yang layak menjadi panutan, se-
telah kehilangan akses atas impor minyak bumi, agrokimia,
dan peralatan mesin pertanian menyusul jatuhnya Uni Soviet
pada 1990. Pertanian Kuba bertahan dari krisis ini dengan
mengembangkan pertanian organik, kebun-kebun kota, pem-
bajakan tanah menggunakan ternak, dan pengendalian hama
secara hayati. Sebuah penelitian terkini menemukan bahwa
dalam waktu kurang dari satu dekade, berbeda-beda di tiap
wilayah, 46%-72% lahan petani kecil menjalankan praktik-
praktik agroekologi, memproduksi 60% sayur, jagung, kacang-
kacangan, buah, dan babi yang dikonsumsi di negara-pulau itu.
Menyusul Badai Ike pada 2008, ditemukan bahwa tingkat ke-
rusakan lahan-lahan agroekologis hanya sebesar 50%, semen-
tara kerusakan pertanian monokultur mencapai 90%-100%.
Lahan-lahan agroekologis pulih lebih cepat, dan sekitar 80%
dari lahan itu sudah berproduksi kembali hanya 40 hari sete-
lah badai menerpa (Altieri dan Toledo 2011). Di sebuah negeri
dengan 75% penduduk tinggal di kota, pertanian-kota di Kuba
sangat kokoh: memanfaatkan sekitar 35.000 hektare lahan di
Havana dan sekitarnya. Pertanian ini menyumbang 60%-90%
hasil pangan yang dikonsumsi di kota tersebut (Ergas 2013: 48).

Deretan kajian dan contoh mengenai suksesnya eksperimen
pertanian ekologis yang terus bertambah, termasuk wanatani
(agro-forestry) (lihat, misalnya, De Schutter 2011; Lin et al. 2011),
menegaskan “prinsip teguh bahwa perlindungan atas kawa-
san-kawasan alami akan berhasil dalam jangka panjang hanya
ketika kawasan-kawasan itu menjadi bagian tak terpisahkan
dari ... ekonomi yang memberi ruang lebih besar bagi keanekara-
gaman ekonomi, daya lenting, keamanan, dan partisipasi poli-
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tik. Satu caranya yang utama ... adalah mengawinkan pertanian
produktif dengan konservasi” (Perfecto et al. 2009: 124). Prin-
sip ini, sangat penting bagi cita-cita praktis kedaulatan pangan,
telah disuarakan oleh Pelapor HAM untuk UN Olivier De Schutter
(2011) di hadapan komisi UN untuk #HAM (UNCHR): “Pertanian
secara mendasar mesti diarahkan kembali ke corak produksi
yang lebih berkelanjutan dan adil secara sosial ... [Agroekolo-
gi] membantu para petani kecil yang pasti bisa mempraktikkan
pertanian yang biayanya lebih murah tetapi lebih produktif.
Pertanian seperti itu menguntungkan kita semua karena mem-
perlambat pemanasan global dan kehancuran ekologis.”

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa usaha tani
skala kecil lebih ramah iklim, karena memelihara tanah de-
ngan pupuk organik yang mampu menyerap dan menyimpan
karbon lebih efektif ketimbang pertanian industrial. Dengan
demikian, “mengubah 10.000 unit usaha tani berukuran Kkecil
dan menengah menjadi lahan produksi organik akan menye-
rap karbon ke dalam tanah, yang setara dengan melenyapkan
1.744.400 unit mobil dari jalanan” (Altieri 2011). Bagi gerakan
kedaulatan pangan, lahan tidak dilihat dari lensa komoditas
melainkan dari lensa ekologis, budaya, dan/atau keanekagu-
naan, sebuah lensa yang mendukung pertanian agroekologi
yang (nishi) padat karya dan rendah input. Berbasis prinsip
mendasar inilah gerakan perlawanan terhadap rezim pangan
mengalami penguatan, dengan Komite Perencanaan Interna-
sional untuk Kedaulatan Pangan (International Planning Com-
mittee for Food Sovereignty [IPC]) menegaskan bahwa kaum
tani dunia memberi makan dunia sembari membuat bumi tetap
sejuk.
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Perluasan Skala

Tentu gerakan kedaulatan pangan masih harus menempuh
jalan panjang, khususnya dalam membangun aliansi (Rose
2012). Tetapi ruang telah memampatkan waktu sedemikian ru-
pa, seiring memburuknya ekosistem bumi dan kian intensifnya
pencaplokan lahan, sehingga mempercepat pembentukan je-
jaring pangan alternatif dan aliansi-aliansi strategis di Selatan
maupun Utara (Holt-Giménéz dan Patel 2009; Holt-Giménez
2011; Borras, Edelman, dan Kay 2008; Andrée et al. 2013). Se-
mentara itu, sebagaimana diklaim Nora McKeon (2011: 265),
“pertama kalinya dalam sejarah, komunitas internasional telah
membentuk sebuah forum global untuk membahas kebijakan
terkait isu-isu pangan di mana gerakan rakyat dapat memper-
tahankan usulan-usulan strategis mereka.”

Terlepas dari ketaktegasan posisi FAO dalam hal penca-
plokan lahan berskala besar, dan dukungannya terhadap benih
transgenik dan Aliansi untuk Revolusi Hijau di Afrika (Allian-
ce for a Green Revolution in Africa [AGRA]), gerakan sosial
telah mampu memperkuat IPC untuk Kedaulatan Pangan da-
lam rangka mengusung isu ini agar dibahas oleh “kementerian
pertanian” dalam sistem UN, sebagai suatu forum kebijakan
antarpemerintah yang merupakan alternatif bagi lembaga-
lembaga Bretton Woods dan WTO (Nora McKeon 2011: 265). IPC
telah memfasilitasi keikutsertaan lebih dari 2.000 perwakilan
organisasi produsen kecil di forum-forum kebijakan FAO, dan
dengan berlangsungnya Kkrisis pangan 2007-2008, sebuah ce-
lah telah terbuka dalam “praktik kepengaturan internasional”
mengingat “terlihat jelasnya kekosongan kebijakan global”
(Nora McKeon 2011: 266) dan bukti nyata “mandeknya pasar-
tanpa-kontrol” (Wilson 2010: 8). Guncangan akibat krisis pangan
dunia telah mengembalikan perhatian pada isu-isu keamanan
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pangan, yang tercermin dalam slogan baru World Bank “per-
tanian untuk pembangunan,” dan memperbaharui komitmen
terkait kelaparan dunia dan penanganannya. Penanganan ke-
laparan dunia kemudian menjadi isu pokok reformasi FAO,
khususnya Komite Keamanan Pangan Dunia (Committee on
World Food Security [CFS]) yang telah dikonsolidasikan pada
November 2009. Selain merevitalisasi struktur satu-negara-sa-
tu-suara diperkuat, posisi penting organisasi-organisasi masya-
rakat sipil juga diakui oleh negara-negara anggota dalam re-
formasi dan rencana tindak lanjut (Duncan dan Barling 2012).
IPC untuk Kedaulatan Pangan berperan penting dalam memas-
tikan bahwa Hak atas Pangan dijadikan tujuan utama, dan
menggeser pusat perhatian para peserta dari lembaga-lemba-
ga keuangan internasional ke organisasi masyarakat sipil yang
mewakili ragam pemangku kepentingan kunci termasuk peta-
ni skala kecil, nelayan, penggembala ternak, tunakisma, kaum
miskin kota, pekerja pertanian dan pangan, perempuan, kaum
muda, konsumen, masyarakat adat, dan ORNOP-ORNOP terkait
(Wilson 2010: 20).

Reformasi di tubuh CFS-nya FAO membuka kemungkinan
untuk meletakkan mandat baru pada rezim dagang di bawah
WTO agar membangun suatu tatanan sistem pangan global
yang mampu mendukung seruan Pelapor HAM UN menge-
nai pentingnya langkah-langkah mempromosikan keaman-
an pangan dalam negeri, yang berbasis pertanian skala kecil
(agroekologis). Dengan demikian CFS “memungkinkan parti-
sipasi para aktor nonnegara pada tingkat dan kualitas yang
belum pernah ada sebelumnya, dengan perhatian khusus pa-
da organisasi-organisasi yang mewakili produsen pangan ska-
la kecil dan konsumen miskin kota ... [serta mengakui] hak
organisasi masyarakat sipil untuk secara otonom membentuk
suatu mekanisme global guna memfasilitasi partisipasi me-
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reka dalam CFS” (McKeon 2011: 15). Meskipun intervensi CFS
masih lemah, jelas bahwa guncangan harga pangan dunia
(vang berlangsung terus-menerus bagi penduduk rentan) te-
lah menimbulkan pergeseran dalam perimbangan kekuatan
moral, sebab institusi-institusi neoliberal telah dilemahkan
dan kepentingan mayoritas para produsen pangan skala kecil
setidaknya menemukan suara mereka terlembagakan dalam
FAO. Efeknya, situasi ini menguatkan klaim untuk memapan-
kan langkah-langkah yang bertujuan mencapai keamanan pa-
ngan dalam negeri, juga untuk meneruskan politik kedaulatan
pangan.

Sementara itu, setidaknya dua lusin negara telah mengakui
hak atas pangan, dengan setengah lusin (Ekuador, Venezue-
la, Bolivia, Nepal, Mali, dan Senegal) memasukkan kedaulat-
an pangan dalam perundang-undangan—hal ini menyiratkan
berlangsungnya pergeseran normatif (dan epistemik) (Rose
2012: 174). Di Ekuador misalnya, Undang-Undang Pokok, yang
diberlakukan berkat tekanan politik Konfederasi Masyarakat
Adat Ekuador, merumuskan cita-cita kedaulatan pangan seba-
gai berikut: kemandirian pangan nasional dan pengurangan
ketergantungan pangan; mengutamakan dan mendukung per-
tanian dan nelayan kecil; mempromosikan keanekagunaan,
reforma agraria redistributif, dan pembangunan desa; mene-
rapkan cara-cara organik dan agroekologi guna melindungi
keanekaragaman hayati; meningkatkan kesehatan masyarakat
dalam sistem pangan; memangkas rantai pangan; melindungi
pengetahuan tradisional; serta melarang benih transgenik
(Rose 2012: 175-176). Di Venezuela, langkah-langkah menuju ke-
daulatan pangan telah diterapkan, melalui redistribusi tanah,
perluasan kredit pedesaan dan bantuan-bantuan teknis, jaring-
an distribusi untuk petani dan nelayan kecil, program nasional
(penyediaan) makan siang di sekolah, dapur komunitas untuk
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orang miskin, pencapaian kemandirian bahan pangan pokok
pada 2008, dan nyaris mandiri dalam hal protein hewani
(Schiavoni dan Camacaro 2009).

Tentu saja inisiatif-inisiatif seperti ini tidak berlangsung
singkat karena dalam perkembangannya kadang terdapat
hambatan dan dibutuhkan pembaharuan-pembaharuan. Ba-
nyak hal juga yang dilakukan di wilayah perkotaan, yang ber-
gerak dari kawasan-kawasan di perkotaan menuju jaringan
pedesaan. Sebagaimana dicatat Terry Marsden (2012: 271), di
Inggris “kebanyakan kota besar kini punya semacam °‘strate-
gi pangan’—baik yang dibentuk di seputar kesepakatan ten-
tang pangan (Brighton), dewan-dewan pangan (Bristol), atau
pengembangan bermacam-macam simpul atau badan perwa-
lian pangan (Plymouth, Exeter Stroud).” Harriet Friedmann,
salah seorang penggerak utama Dewan Kebijakan Pangan To-
ronto (Toronto Food Policy Council), mencatat:

Bagi saya, komunitas praktisi pangan Toronto mencakup
lebih dari sekadar jaringan antarindividu, dan lebih dari
sekadar wujud kemampuan teknis mengakses sumberdaya-
sumberdaya kelembagaan. Komunitas ini juga menjadi ba-
gian dari peran tertentu sebuah badan pemerintahan kota,
yaitu Dewan Kebijakan Pangan Toronto, dan bagian dari
sebuah jaringan yang cukup hidup dari orNOP keamanan
pangan, khususnya yang terbesar, FoodShare. Organisasi-
organisasi ini telah menyediakan berbagai sumberdaya stra-
tegis, juga peluang-peluang untuk melakukan eksperimen
dan belajar dari eksperimen pihak lain, kepada beragam
orang yang bersentuhan dengan mereka, biasanya dengan
mewariskan proyek-proyek dan gagasan baru. Institusi-in-
stitusi ini memiliki keunikan tersendiri dalam merajut ba-
nyak sekali inisiatif dari atas maupun dari bawah yang la-
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hir dan berkembang dengan melibatkan banyak “sektor”—
publik, sukarela (orNOP), dan pasar. (2010: 68)

Namun Friedmann membedakan “perluasan skala” (scaling up)
dengan “keniscayaan pertumbuhan” (growth imperative), ju-
ga mencatat bahwa di daerah sekitarnya, Golden Horseshoe,
“petani dan lahan pertanian sedang berkurang, tetapi Green-
belt dan banyak inisiatif lain tengah bekerja untuk memper-
baharui petani dan menyelematkan lahan pertanian. Para kon-
sumen pangan tidak setara dan tidak sehat pada usia muda,
dan jumlahnya sedang meningkat. Kondisi ini menghadirkan
tantangan besar ... kedaulatan pangan telah menjadi kerang-
ka bagi banyak pihak” (2011: 185-186). Membangun lanskap
kedaulatan pangan sama sekali bukan proses yang linear, me-
lainkan inspirasi yang mengalir tanpa henti dari generasi baru
para produsen, warga, dan konsumen, juga dari kian meluas-
nya pengakuan bahwa rezim pangan korporat melakukan tin-
dakan kekerasan (dalam arti sebenarnya).

Kesimpulan

Membongkar secara politis penundukan epistemik terhadap
relasi nilai dalam rezim pangan membuka kemungkinan akan
nilai-nilai alternatif. Bab terakhir ini menilai bahwa hal itu
telah dilakukan oleh petani kecil atau gerakan kedaulatan pa-
ngan berkat pengalaman mereka hidup bersama nilai-tukar.
Krisis agraria pada awal 1990-an menjadi momen penting ba-
gi mobilisasi internasional untuk menyingkap relasi kuasa
dan ilusi dalam jargon “keamanan pangan”. Setelah mene-
gaskan bahwa pasar neoliberal bukan sesuatu yang alami-
ah, gerakan kedaulatan pangan berkembang dan membesar
menjadi praktik-praktik yang menjalankan, memulihkan, dan
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mengembangkan nilai-nilai yang mendukung relasi-relasi yang
positif dalam reproduksi sosial dan ekologis, sebagai tanding-
an terhadap kecenderungan pemiskinan reproduksi di bawah
kapitalisme.

Maka bisa dikatakan bahwa rezim pangan korporat me-
lahirkan suatu kontradiksi: ketegangan antara alur berpikir
abstrak dalam industrialisasi pertanian (produk pangan/ba-
han bakar “dari antah-berantah”) dan bentuk-bentuk perta-
nian agroekologis berbasis ruang (“pangan dari tempat ter-
tentu”) yang dukung oleh politik kedaulatan pangan—suatu
politik modernitas yang muncul dari moral ekoekonomi glo-
bal. Artinya, gerakan kedaulatan pangan merupakan reaksi
terhadap proyek neoliberal, sekaligus sebuah ontologi politik
alternatif dan formatif, suatu gerakan yang mengembangkan
nilai-nilai yang bertolakbelakang dengan kapital yang cende-
rung melipatgandakan diri dengan segala cara. Gerakan ini
merupakan wujud jelas dari tuntutan lama akan kedaulatan
di tengah situasi parahnya kerusakan syarat-syarat yang dibu-
tuhkan bagi akumulasi kapital, seiring status ekologis yang
mengharuskan dihentikannya perambahan kawasan-kawasan
rintisan, pada saat pencaplokan lahan secara besar-besaran
mencapai batas-batasnya dengan penuh keputusasaan.

Orang mungkin bisa menganggap bahwa rezim pangan se-
cara umum telah berhasil mengekang dan melunakkan per-
lawanan terhadapnya selama ini—bedanya sekarang adalah
bahwa rezim pangan telah menjadi benar-benar mendunia,
semakin menyesakkan ruang, dan karenanya menjadi ladang
subur bagi lahirnya sederet cita-cita yang bisa diwujudkan. Ini
merupakan transisi ontologis jangka panjang, di mana keke-
rasan yang melekat pada abstraksi (nilai) ditantang oleh kon-
sep-konsep baru seperti keanekagunaan, kedaulatan pangan,
dan kewargaan agraria, serta praktik-praktik baru yang ber-
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upaya memperlambat laju dan mengatasi darurat lingkungan

dan sosial yang sedang melanda dunia.

Catatan
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Agroekologi atau Pertanian ekologis (agro-ecology)

Ilmu pengetahuan dan praktik bercocok tanam, yang diarahkan
untuk mendaur ulang unsur hara dan energi di atas lahan secara
langsung tanpa rekayasa (on-farm), dengan mengolah tanah agar
tetap subur, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengopti-
malkan peningkatan produktivitas usaha tani sebagai suatu sistem
terpadu, daripada sebagai kepingan-kepingan unsur alam yang
terpisah-pisah.

Bahan bakar nabati (agro-fuel)

Merujuk pada bahan bakar yang dibuat dari bahan dasar tanaman
industri (jagung, sawit, kedelai, jarak, tebu); tanaman-tanaman ini
biasanya dibudidayakan di lahan hutan, yang dengan demikian
menggusur keberadaan tanaman pangan.

Bank for International Settlements (BIS)
Bank yang mengoordinasikan regulasi keuangan dan kerjasama
bank-bank sentral, dan berperan sebagai bankir penjamin terakhir.
Bioekonomi

Ekonomi berbasis proses-proses hayati, yaitu usaha meningkat-
kan penggunaan pakan ternak yang berasal dari tanaman untuk
menggantikan komoditas industri berbasis minyak bumi (plastik,
bahan bakar minyak, dsb.).

City of London

Distrik pusat keuangan di Kota London, yang beroperasi sebagai
simpul transaksi keuangan internasional dan pemberesan neraca
perdagangan.
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Committee on World Food Security (CFS)

‘Komite Keamanan Pangan Dunia’, organisasi kunci dalam FAO yang
melakukan monitor dan membahas berbagai macam isu keamanan
pangan, yang kini menerima masukan dari organisasi masyarakat
sipil dengan status resmi, selain dari anggota perwakilan negara.
Dagingisasi (meatification)
Intensifikasi atau penggenjotan konsumsi daging, yang dibarengi
konsentrasi dan pemusatan produksi ternak, dengan mengandal-
kan proses penyempitan landasan genetik.
Deagrarianisasi (de-agrarianization)
Proses menyusutnya jumlah penduduk pedesaan karena petani
atau anggota keluarga tani berpindah ke pusat-pusat perkotaan.
Dekomodifikasi (de-commodification)
Tindakan mengurangi ketergantungan usaha tani pada input atau
asupan komersial dari luar, dengan cara memperbaiki kekayaan
ekologis di lahan.
Ekologi global (global Ecology)

Upaya rasionalisasi secara mendikte (top down) dari proyek-pro-
yek perlindungan lingkungan global (keanekaragaman hayati, pe-
ngurangan polusi, kesehatan laut, ‘pertanian cerdas iklim’) demi
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ekologi-politik (political ecology)

Upaya menjadikan relasi-relasi ekologis sebagai isu politik.

Ekspor nontradisional (non-traditional exports)

Ekspor produk pertanian dari negara-negara Selatan yang meng-
gantikan atau melengkapi ekspor komoditas budidaya dari kawa-
san beriklim tropis (misalnya singkong, unggas, sayuran).

Elitisme buruh (aristocracy of labor)

Bagian dari kelas pekerja perkotaan yang punya posisi istimewa
di dalam sistem ekonomi penjajahan yang mengeksploitasi tenaga
kerja kasar di seberang lautan maupun di dalam negeri.
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Fetisisme komoditas (commodity fetishism)

Menjadikan relasi-relasi komoditas (pertukaran di dalam pasar)
melulu sebagai pertukaran barang tanpa mememdulikan orang
yang terlibat/terdampak dalam proses produksinya, dengan menu-
tup-nutupi kenyataan relasi-relasi sosial dan ekologis tentang ba-
gaimana sesungguhnya komoditas diproduksi.

Finansialisasi (financialization)

Proses akumulasi kapital melalui transaksi-transaksi keuangan,
baik dalam jasa keuangan, sekuritas, spekulasi, maupun dalam
merger dan akuisisi perusahaan, daripada melalui kegiatan pro-
duksi itu sendiri.

Fortifikasi biologis (biofortification)
Pengayaan nutrisi (fortifikasi) tanaman budidaya melalui rekayasa
genetika (misalnya Padi Emas difortifikasi dengan vitamin A dari
beta-karoten buatan).

Gerakan tandingan (counter-movement)
Aksi perlawanan atau oposisi spontan terhadap suatu rezim eko-
nomi-politik.

Hegemoni

Kemampuan untuk mendominasi melalui persetujuan (dari pihak
yang lemah) kepada kepemimpinan pihak yang kuat sebagai akal
bulus menutupi penindasan.

Imperium pangan (food empire)

Himpunan lembaga, perusahaan, dan produsen sektor pangan
yang mendahulukan kepentingan akumulasi, konsentrasi, dan
sentralisasi berbasis korporasi.

Intensifikasi berkelanjutan (sustainable intensification)

Istilah yang menjawab kebutuhan untuk mengembangkan meto-
de bercocok tanam (baik pertanian ekologis maupun bioteknologi)
yang melestarikan tanah dan alam.
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Keanekagunaan (multifunctionality)

Merujuk pada potensi sifat multiguna dari kegiatan pertanian, da-
lam memproduksi pangan, menciptakan lapangan kerja, menjaga
budaya bertani tetap hidup, memulihkan keanekaragaman hayati,
melestarikan bentang alam, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kedaulatan atas tanah (land sovereignty)

Sebuah gerakan politik yang dibangun di atas hak-hak atas tanah,
termasuk mengamankan kendali dan identitas kewilayahan, pe-
mulihan sumberdaya hayati, dan kemandirian pangan.

Kedaulatan pangan (food sovereignty)

Sebuah gerakan tandingan terhadap kebijakan-kebijakan pangan
neoliberal, yang secara politis mengkritisi privatisasi “keamanan
pangan”, dan mencanangkan visi pemanfaatan lahan dan penye-
diaan pangan secara demokratis.

Kepemilikan berbasis tanah (landed property)

Relasi-relasi kepemilikan atas tanah, dengan berbagai macam
implikasi pada bentuk-bentuk produksi pertaniannya sesuai de-
ngan sistem sosial yang berlaku.

Kesehatan masyarakat yang bersifat ekologis (ecological public
health)

Suatu prinsip alternatif untuk pemeliharaan kesehatan yang ber-
tumpu pada proses penggizian (nutritionalization) yang mempro-
duksi pangan dengan mengedepankan metode pertanian ekologis
demi menjaga kesehatan tanah dan menghasilkan pangan sehat
(bebas racun dan kaya gizi).

Kesepakatan Pertanian (Agreement on Agriculture [AoAl)

‘Kesepakatan dagang global perihal produk pertanian’, sebuah
protokol dari WTO mengenai liberalisasi perdagangan produksi
pertanian dan pengurangan proteksi produksi pertanian.
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Ketergantungan pangan (food dependency)
Ketergantungan suatu negera pada impor bahan pangan, acap kali
dengan mengorbankan sistem pangan lokal.

Kewargaan agraria (agrarian citizenship)

Praktik dan visi mengenai kedaulatan pangan berbasis pemeliha-
raan tanah, yang memproduksi pangan untuk sesama warga serta
memaknai kembali nilai pertanian di zaman modern.

Latifundia

Perkebunan skala besar atau hamparan lahan pertanian/peter-
nakan (estate) yang, dalam sejarah kolonial, diperkenalkan oleh
para pemukim asing dari Jasirah Iberia (penjajah Spanyol dan Por-
tugis) di Dunia Baru (Benua Amerika), yang pengerjaannya meng-
andalkan tenaga pribumi atau kerja paksa.

Liberalisasi
Penundukan lembaga-lembaga, dari kuasa negara ke kuasa pasar,
ke deregulasi perdagangan dan kebijakan ekonomi, serta privati-
sasi (swastanisasi) aset-aset publik.

Logika pikir (episteme)
Suatu pendekatan terhadap pengetahuan akan dunia, yang ber-
sandar pada inti serangkaian asumsi yang muncul sebagai ang-
gapan umum (common sense).

Makanan awet (durable food)
Makanan yang diolah secara industrial dengan kadar minyak, le-
mak, dan gula yang tinggi, hingga mampu bertahan lama.

Masalah agraria (agrarian question)

Teori klasik tentang transformasi struktural pertanian sebagai aki-
bat sistem kapitalisme, dan tentang nasib buruk kaum tani secara
ekonomi-politik.
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Masalah petani (peasant question)

Bagian dari masalah agraria, yang terfokus pada nasib kaum ta-
ni, acap kali digambarkan sebagai suatu diferensiasi sosio-ekono-
mi (misalnya, luas penguasaan tanah) atau keterbelahan belaka
(transformasi kelas).

Merkantilisme keamanan pertanian (agro-security mercantilism)

Kecenderungan baru dari negara-negara kawasan (Timur Tengah
dan Asia Timur) untuk mengerahkan dana-dana investasi peme-
rintah dan dukungan keuangan bagi usaha-usaha pengusaan la-
han di negara-negara lain guna menyediakan pangan bagi negera-
negara asal modal itu, tanpa melalui mekanisme perdagangan.

Modal ekologis (ecological capital)

Merujuk pada daya-lenting/kekayaan proses dan daur ekologis.

Monokultur

Pengkhususan produksi tanaman berjenis tunggal.

Negara-Negara Pertanian Baru (New Agricultural Countries)

Negara-negara Dunia Ketiga yang muncul sebagai pengekspor
hasil pertanian yang layak diperhitungkan sejak era 1980-an dan
seterusnya—mereka menjadi tandingan bagi Negara-Negara In-
dustri Baru (Newly Industrialized Countries).

Neoliberalisme

Kebijakan ideologis yang mengasumsikan efisiensi pasar dan pro-
duktivitas bisa dicapai melalui privatisasi yang memaksimalkan
pertumbuhan ekonomi, dengan menggulung peran negara dan
menghapus kontrak-kontrak tenaga kerja serta perlindungan ling-
kungan sebagai konsekuensi logisnya.

Nutrisionisme (nutritionism)

Penerapan ilmu gizi pada kasus kurang gizi yang muncul dalam
sistem pangan industrial, yang mengabaikan arti penting unsur
hara mikro dalam tanah dan keanekaragaman makanan.
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Ontologi

Tatanan tersirat tentang dunia dan penghuninya.

Pabrik Dunia (Workshop of the World)

Pusat pabrik bagi perdagangan internasional. Inggris, seiring Re-
volusi Industri, telah menjadi pabrik-dunia pertama dengan me-
rintis produksi pangan mereka di seberang lautan guna memberi
makan kelas-kelas masyarakat industrinya yang semakin tumbuh.

Patahan metabolis (metabolic rift)

Penundukan pertanian di bawah relasi-relasi komoditas monokul-
tur, di mana input pertanian (pupuk kimia, benih hibrida) meng-
gantikan metabolisme alamiah dari daur unsur hara di dalam ta-
nah dan air.

Pembagian kerja internasional (international division of labor)
Diferensiasi atau pemilahan lintas-negara atas keterampilan kerja
dan bahan bagi kegiatan produksi komoditas untuk pasar dunia.

Pembangunanisme (developmentalism)

Suatu visi ideologis yang berusaha melumrahkan pembangunan
kapitalis.

Pembentukan kembali kaum tani (re-peasantization)

Usaha mengurangi input komersial dalam usaha tani guna me-
mulihkan “praktik-praktik petani kecil”, berupa pertanian ekologis
yang mengorganisasikan dirinya sendiri dengan tujuan memba-
ngun kembali kekayaan ekologis.

Pembentukan negara (state building)

Proses membentuk cengkeraman kuasa politik atas satuan teritori,
atas alasan melaksanakan proyek nasional yang diorganisasikan
demi pertumbuhan ekonomi dan kompetisi internasional.

Pemiskinan reproduksi (under-reproduction)

Pengurasan energi, gizi, atau hak upah (jatah hidup) manusia, ju-
ga penggerusan atas proses dan daur ekologis, sampai ke titik ke-
terkurasan.
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Pencaplokan lahan skala besar (land grab)

Pematokan/pemagaran/penutupan akses atas lahan, hutan, air,
dan habitat oleh kekuasaan-kekuasaan penjajah atau penjajah-
baru (negara, perusahaan, lembaga-lembaga keuangan, dan para
tuan tuan tanah tetangga).

Penerabasan biofisik (biophysical override)

Tindakan menggantikan proses ekologis dalam pertanian dengan
rekayasa kimia pertanian, yang mensyaratkan pengorbanan terus-
menerus berupa hilangnya kesuburan tanah serta kontaminasi ha-
ma dan gulma.

Penerabasan nilai (value override)
Penundukan relasi-relasi produksi dan sosial di bawah proses ko-
modifikasi dan harga; nilai barang dan jasa ditentukan bukan oleh
relasi produksi dan sosialnya, tetapi lebih ditentukan oleh harga
dan proses menjadi barang/jasa dagangan.

Penyediaan global (global sourcing)
Usaha mendapatkan produk atau komponen produk dari seberang
lautan untuk dirakit guna dilempar ke pasar dunia.

Penyesuaian struktural (structural adjustment)
Kebijakan-kebijakan neoliberal yang menysaratkan negara-negara
agar mengurangi belanja sektor publik dan sosial, upah, dan subsi-
di pertanian, serta menggenjot ekspor untuk membayar utang.

Penyusutan kaum tani (de-peasantization)

Proses aktif pemiskinan dan penggusuran petani berlahan sempit.

Perampasan hijau (green grab)
Pematokan/pemagaran lahan hunian dan hutan untuk tujuan kon-
servasi, pariwisata alam, dan penghasil uang dengan jualan izin
pengurangan karbon melalui pembukaan perkebunan tanaman
pakan ternak secara industrial.
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Perdagangan adil (fair trade)

Praktik tersertifikasi yang mencakup ongkos sosial dan lingkungan
dalam penentuan harga barang dagangan, sedemikian rupa sehing-
ga mampu memberikan ganti rugi kepada produsen maupun ko-
munitasnya, serta mengakibatkan hubungan antara produsen dan
konsumen, beserta ketentuan-ketentuan di dalamnya, semakin
transparan.

Pertanian industrial atau Agroidustri

Industrialisasi usaha tani sebagai sektor ekonomi yang terintegra-
si ke dalam tatanan-kompleks industri, yang memproduksi pangan
untuk dipasok ke dalam industri pengolahan pangan berskala be-
sar dan dijual ke pedagang besar. Produksi pangan di sini meng-
andalkan input berbasis industri pula (seperti benih hibrida, bahan
kimia, dan mesin), serta mewujud dalam sistem pertanian tanaman
sejenis (monokultur).

Pertanian kontrak (contract farming)

Pengusaha besar membuat kontrak dengan para petani, di mana
para pengusaha besar memasok benih dan berbagai input pertani-
an beserta akses pasarnya, dengan imbalan para petani menjamin
pasokan hasil panen kepada para pengusaha.

Rantai komoditas global (global commodity chains)
Hubungan dagang lintas-negara yang diorganisasikan oleh peru-
sahaan-perusahaan transnasional yang terlibat dalam biang pro-
duksi, perakitan, dan peredaran produk-produk dunia.

Rantai nilai (value chains)
Penggabungan produsen ke dalam relasi-relasi pasar yang diorga-
nisasikan dan didominasi oleh para pelaku agrobisnis yang me-
masok input.

Regulasi nasional (national regulation)

Kompromi sistem demokrasi sosial sebagai ciri khas gejala pasca-
perang, di mana negara-negara mengadopsi cara-cara mengatur
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kegiatan ekonomi, pergerakan kapital, dan hubungan industrial
antara kapital dan tenaga kerja.

Relasi nilai (value relations)
Suatu sudut pandang metodologis yang menekankan pentingnya
relasi-relasi komoditas dalam kecenderungan dan siklus kapitalis-
me dunia.

Reproduksi sosial (social reproduction)
Proses reproduksi tenaga kerja dan kehidupan sosial, yang ciri
khasnya bergantung pada relasi kerja tanpa upah dan tanpa fonda-
si ekologis (termasuk tanah-tanah komunal).

Revolusi hijau (green revolution)

Teknologi pertanian industrial untuk meningkatkan hasil panen
di lahan-lahan subur, dengan benih rekayasa genetika yang men-
syaratkan ketersediaan paket-paket input pertanian yang dipro-
duksi secara industrial serta pasokan air yang berlimpah.

Revolusi Supermarket (Supermarket Revolution)
Meluasnya model supermarket dari negara-negara Utara ke belah-
an dunia Selatan dan Eropa Timur, yang menggeser pedagang-pe-
dagang kecil dan makanan lokal.

Rezim pangan (food regime)
Struktur ekonomi-politik perdagangan bahan pangan internasio-
nal yang menciptakan pemilahan menu makanan menurut kelas
sosial-ekonomi, seraya menggelar kuasa hegemonik.

Rezim akumulasi (accumulation regime)
Tata kuasa tekno-politik yang didorong oleh nafsu menumpuk ke-
kayaan yang terkait dengan konjungtur kapitalis.

Semiproletarisasi (semi-proletarianization)

Merosotnya pertanian kaum tani, yang diikuti timbulnya buruh di
luar sektor pertanian atau relasi-relasi usaha tani bersistem kontrak.
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Sistem Bretton Woods (Bretton Woods system)

Rezim moneter pasca-Perang Dunia II (1944) yang bersandar pada
tarif-tetap nilai-tukar dan kontrol terhadap pergerakan kapital in-
ternasional.

Sistem Dunia (world system)

Konsep tentang pasar-dunia yang dikendalikan oleh akumulasi ka-
pital, yang diatur oleh suatu tatanan menurut azas tunggal pem-
bagian kerja, yang tersusun sebagai sebuah sistem antar-negara
secara berjenjang (hierarkis), mulai dari kelompok negara inti,
semipinggiran, dan pinggiran, semuanya berebut sisa-sisa pasar
di sekitar perusahaan-perusahaan, dan ini berlangsung menurut
pembabakan cengkeraman kekuasaan (hegemoni) politik.

Standar emas (gold standard)

Standarisasi harga emas sebagai satuan dasar nilai untuk semua
mata uang negara-negara yang berlaku dalam sistem perdagang-
an internasional; standar ini pertama kali digunakan oleh negara
Inggris pada abad XIX, dan standar tersebut menuntut semua ne-
gara mitra dagang agar menyesuaikan neraca perdagangannya se-
demikian rupa sehingga kurang lebih setara.

Struktur sosial akumulasi (social structure of accumulation)

Tatanan sosial seputar relasi-relasi antara produsen dan konsu-
men, yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan (geo)politik dan
teknologis.

Tanaman serbaguna (flex crops)

Keadaan di mana tanaman-tanaman budidaya bisa dipertukar-
gunakan untuk, khususnya, pangan, pakan, dan bahan bakar na-
bati, yang lebih mengikuti perhitungan untung rugi ketimbang
perhitungan sosial.

Tanaman-tanaman ramah iklim (climate-ready crops)

Tanaman-tanaman hasil rekayasa biologis yang dirancang agar
mampu bertahan terhadap efek-efek pemanasan global.
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Tatanan kompleks industri kedelai (soy complex)

Industrialisasi budidaya kedelai untuk memasok industri peternak-
an atau bahan bakar nabati, yang dari hari ke hari semakin mem-
pergunakan berbagai teknologi transgenik.

Tatanan kompleks industri peternakan (livestock complex)

(Lihat tatanan kompleks industri protein hewani).

Tatanan kompleks industri protein hewani (animal protein complex)

Penyatuan lintas-negara dari sumber-sumber pakan ternak dan
produksi protein hewani yang terkonsentrasi (kompleks produksi
daging sapi, kompleks peternakan unggas, kompleks budidaya per-
ikanan (akuakultur).

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Protokol dalam WTO seputar hak atas kekayaan intelektual dalam
transaksi dagang oleh perusahaan-perusahaan transnasional.

Transisi gizi (nutrition transition)

Peralihan dari menu makanan berbasis tanaman menuju konsumsi
protein hewani, minyak dan lemak, gula dan karbohidrat olahan,
serta buah-buahan dan sayuran yang dihasilkan oleh pertanian in-
dustrial.

Undang-Undang Gandum (Corn Laws)

Undang-undang pemerintah Inggris (1804) yang dimaksudkan un-
tuk melindungi tuan tanah agar tetap untung dalam menghadapi
serbuan impor gandum.

World Trade Organization (WTO)

Organisasi dagang dunia yang beranggotakan negara-negara, yang
didirikan pada 1995 untuk mengendalikan perdagangan interna-
sional menurut prinsip-prinsip keunggulan komparatif, di mana
masing-masing negara diharapkan mengkhususkan diri pada ke-
giatan produksi untuk ekspor produk unggulannya.
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R ezim Pangan dan Masalah Agraria memperluas konsepsi tentang rezim
panganawal yang telah dirumuskan oleh Harriet Friedmann dan Philip
McMichael, dengan merinci dimensi-dimensi baru dari rezim pangan beri-
kutnya yang bersifat imperial, intensif, dan korporat. Dengan mengembang-
kan metodologi dari analisis rezim pangan, McMichael meninjau ulang ma-
salah agraria secara menyejarah beserta berbagai implikasinya dewasa ini.
Ia mengemukakan interpretasi atas rezim pangan berbasis kawasan, de-
ngan memadukan dimensi gender, tenaga kerja, finansial, ekologi, dan gizi
ke dalam analisisnya. Dengan demikian, McMichael mendedah berbagai ke-
terkaitan antara krisis pangan, energi, iklim, dan keuangan dengan pem-
bentukan ulang struktur rezim pangan yang mencakup beberapa isu seperti
bahan bakar nabati, pencaplokan lahan berskala besar, bioekonomi, mer-
kantilisme keamanan pertanian, dan gerakan kedaulatan pangan.

Dibekali kelihaian sebagai seorang ahli sejarah, geografi, ekonomi dan so-
siologi, McMichael mengemas telaah ikhtisar ini dengan konteks global dan
kajian yang kekinian ... buku ini adalah bacaan utama bagi siapa saja yang
ingin memperdalam pengetahuan untuk memikirkan sistem pangan hari ini
serta bagaimana cara mengubahnya.

Raj Patel, penulis buku Stuffed and Starved: From Farm to Fork,
The Hidden Battle for the World’s Food System

McMichael menyuguhkan suatu narasi begitu memikat yang memudahkan
kita untuk memandang gambaran besar: dimensi-dimensi geopolitik dan eko-
nomi-politik dari pangan kita ... memahami bagaimana rezim pangan domi-
nan hari ini menyeruak—yang memosisikan sistem pertanian-pangan sebagai
pelayan arus keuangan dan sirkuit komoditas transnasional—adalah langkah
awal yang tak bisa ditawar menuju pembaharuan.

Olivier De Schutter, Pelapor Khusus United Nations
untuk isu hak atas pangan
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